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RINGKASAN

Iklim investasi bisa dijaga bukan hanya dengan janji. Sering pemerintah kota /
l:abupaten harus ber-road show untuk menawarkan berbagai proyek pada calon
‘nvestor. Seperti biasanya, semua janji manis berupa kemudahan dan perlindungan
tkan diberikan semaksimal mungkin. Juga, pasti dijanjikan proyek tersebut saling
inenguntungkan dan tentu saja penting bagi pengembangan ekonomi maupun sosial
daerah yang bersangkutan. Jika akhirnva investor kesengsem, maka bertemulah
investor dengan bupati / wali kota untuk negosiasi. Jika dirasakan ada hal yang masih
belum clear, maka atas dasar saling percava, memahami, dibuatlah kesepakatan yang
saling menguntungkan dengan harapan agar proyek segera berjalan. Kesepakatan
tarnyata bukan hanya dengan eksekutif, melainkan juga melibatkan legislatif. Aturan
i1 pun dilalui para investor. Dan, tentu setelah saling memahami masalah dan saling
riemecahkan, terbitlah surat persetujuan. Kita tahu, pastilah semua itu tidak gratis!
Investor sudah pasti mengeluarkan biava-biaya yang sudah diperkirakan, sebut
sijalah sebagai biaya negosiasi. Bahkan, jauh sebelum proyek di tangan pun, investor
harus sudah mengeluarkan biaya. Sudah tradisi! Karena niatnya memang saliﬁg
menguntungkan, maka solusi yang kemudian dipilih tentu saja hasil dari kesepakatan
tiga pihak, yakni eksekutif, legislatif, dan investor. Dengan kesepakatan itu, lalu
lchirlah surat keputusan yang dijadikan acuan bagi investor untuk bekerja. Karena
siling mempunyai niat baik itulah, bahkan ada investor yang rela mengerjakan

p-oyek build operate transfer (BOT)
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ni proyek saling percaya yang sungguh amat lemah dari sisi hukum. Bagaimana jika

emudian pemerintah? Bagaimana pula nasib investor? Jika proyek itu di tengah

_alan, tiba-tiba pemerintah berulah, bagaimana nasib si investor itu? Dilain pihak

yembangunan dalam bidang infrastruktur seperti saat ini telah menjadi tanggung

_awab sepenuhnya Pemerintah. Bagi pemerintahan yang tidak memiliki sumber

teuangan yang cukup untuk membangunnya harus mencari alternatif terbaik untuk
nemenuhi kebutuhan masyarakatnya. Salah sat alternatif yang sering digunakan

wdalah penggunaan pola BOT ( Build Operate Transfer ). Pola BOT dikenal luas di

Junia, sebagai salah satu jalan keluar bagi permasalahan dana dalam membangun

nfrastruktur, seperti sarana keperluan umum, peningkatan fasilitas umum,

‘ransportasi, telekomunikasi dan listrik. Terdapat berbagai variasi atau istilah BOT

/ang dikenal luas, diantaranya : FBOOT (Finance Build Own Operate Transfer),
30L (Build Operate Lease), DBOM (Design Build Operate Maintain), BOT
Build Operate Transfer), dan sebagainva. Istilah BOT digunakan untuk semua tipe

~ .
_oncession Agreement.

Pertimbangan-pertimbangan pokok bagi pembangunan proyek infrastruktur
lengan pola BOT yang didasarkan atas kepentingan Pemerintah, khususnya Negara

3erkembang adalah :

1.  Tidak membebani neraca pembayaran pemerintah (off balance-sheet

r ~ ;
Sinancing ).

vi
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Mengurangi jumlah pinjaman Pemerintah maupun sektor publik lainnya;
Merupakan tambahan sumber pembiayaan bagi proyek-proyek yang
diprioritaskan ( additional finance sources for priority projects ),
Tambahan fasilitas baru;

Mengalihkan resiko bagi konstruksi, pembiayaan dan pengoperasian
kepada sektor swasta;

Mengoptimalkan kemungkinan pemanfaatan perusahaan swasta maupun
teknologi asing;

Mendorong proses alih teknologi, khususnya bagi kepentingan negara-
negara berkembang;

Diperolehnya fasilitas yang lengkap dan operasional setelah masa akhir

konsesi.

Demikian beberapa hal kecil sebagai awal dari kajian yang akan dibahas dalam
[ enulisan tesis ini semoga berkenan membaca dan bisa bermanfaat untuk menambah

vvawasan kita semua.

vii

KARAKTERISTIK KONTRAK BUILD ... BHAKTI NUGROHO



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

DAFTAR ISI
Halaman
JUDIU L L e e 1
LEMBARAN .. e il
KATA PENGANTAR ... iv
RINGKA S AN e vi

BAB . PENDAHULUAN .. gttt ¥ e 1
1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya................................... 1
2. Tujuan Penclifinfige ™. .. .0 g . B g e 5
3. Manfaat Pen gl i, e - - - - g - eIl . ..ol ... 6
4. Kerangka KoQsgptaa™. ... .0 Lo 20 mmmme®d. ... ............. 6
3. Metoda Penclit i r e . o e et eeeeeneneenenreens 10
6. Sistematika Penulisan ...... ... 11
BADB II. I ANDASAN HUKUM KONTRAK BUILD OPERATE TRANSFER
..................................................................................... 12
I. Kedudukan Hukum Build Operate Transfer .........c.oooovveeeieon... 12
2. BOT dalam rangka Perjanjian Kerjasama Pembangunan
Infrastruktur ..., 35

viii

TESIS KARAKTERISTIK KONTRAK BUILD ... BHAKTI NUGROHO



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

3. Hak dan Kewajiban para pihak...................c.ocooeieeiniiiinii 38

BA3 IIl. HAKEKAT HAK PENGELOLAAN OLEH INVESTOR DALAM

PRAKTEK BOT... . 44
1. Karakter Kontrak BOT .........co.oiiiiiiiiii e 45
2. Panduan Kerja Sama Pemerintah-Swasta ............................... 50
3. Hak Pengelolaan dalam Kontrak Build Operate Transfer ............ 54
BABIV. PENUTUP .. o e B e e N s e 59
l. Kesimpulan ....... St K 2 e e o e 59
2. Saran ... @8R N N e e, 60
DAFTAR BACAAN B B . T o g e 65
LAMPIRAN........ [l S . o e e,
ix

TESIS KARAKTERISTIK KONTRAK BUILD ... BHAKTI NUGROHO



TESIS

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB1

PENDAHULUAN

1. Larar Belakang Masalah dan Rumusannya.

Fampir seluruh kota di dunia berkembang dengan tingkat. perkembangan yang
cukur pesat. Lebih dari tiga dekade, jumlah penduduk yang tinggal di kota negara
berkembang meningkat lebih dari tiga kali lipat dari sebelumnya. Seperti di Amerika
Latin. diperkirakan 85 % dari jumlah penduduk di negara tersebut akan tinggal di pusat
perkotaan pada tahun 2025.' Pertumbuhan penduduk menerus ini merupakan suatu
peringatan bahwa kemiskinan penduduk akan semakin meningkat. Sekarang saja satu
dari empat orang yang tinggal di kota adalah orang yang benar-benar miskin; dan satu
yang lainnya termasuk sebagai kaum yang relatif miskin. Sejak tahun 1970, jumlah
penduduk miskin di Amerika Latin telah meningkat dari 44 menjadi 115 juta pendudux.
Jumlsh ratusan juta penduduk yang ada di suatu negara merupakan kewajiban pemerintah
pusat maupun daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya. Banyak
pemerintah dengan keadaan infrastruktur air bersih, sanitasi, enc-gi dan fasilitas
umunnya tidak cukup memadai untuk memenuhi pelayanan bagi penduduk yang
bertainbah pesat ini. Dalam kasus tersebut, pemerintah setempat mengalami keterbatasan
sumber daya dana yang secara layak dapat menutupi kebutuhan yang meningkat akan
pelayanan ini. Walaupun pemerintah telah berupaya dalam mencari solusi seperti

memberlakukan subsidi dari pengguna yang mampu namun hal ini tetap saja pelayanan

! http://www.google.co.id, Surat Kabar Harian Kompas Januari 2005, tentang Keterbatasan

Financial Pemerintah dalam hal Pembangunan dan Pengembangan Infrastuktur, bagi kemakmuran
masya-akat, tanggal 10 April 2006.

A VER A
KARAKTERISTIK KONTRAK BUILD ... A BHAKTI NUGROHO




ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

yang ada masih minim dan banyak bagian masyarakat yang tidak terlayani. Hal ini
memperjelas bahwa pemerintah yang ada tidak dapat menemukan pelayanzn yang
memadai apabila berupaya sendiri. Pemerintah mengetahui bahwa pendapatan pajak tidak
akan cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Penerapan analisis public-
private good di dalam pelayanan pemerintah diperlukan untuk menentukan apakah
sebual pelayanan tetap diberikan oleh pemerintah atau diserahkan kepada swasta. Hal ini
sejalar: dengan trend dunia internasional beberapa tahun terakhir ini, yang cenderung

mengarah pada swastanisasi.

Untuk kesekian kalinya, Bank Dunia memberikan penilaian bahwa Indonesia bukan
menjadi tujuan utama investasi asing. Para pemodal yang sudah mengenal Indonesia pun
berusaha menghindari negeri ini. Hasil survei Bank Dunia -terhadap 155 negara
menunjukkan, iklim investasi di Indonesia tergolong buruk di muka bumi®. Iklim
investasi yang dimaksudkan mencakup stabilitas ekonomi makro, kepastian hukum,
sistem perpajakan, regulasi, korupsi, ketersediaan SDM terampil, dan ketersediaan
infrastruktur ( listrik, jalan, pelabuhan, telekomunikasi, dsb ). Dalam laporan Bank Dunia
berjudul 'Doing Business in 2006' dijelaskan, untuk memulai bisnis di Indonesia, para
pemodal membutuhkan waktu yang cukup lama. Hanya sedikit lebih cepat dibanding
Laos. Waktu yang diperlukan memang sangat panjang karena para pemodal harus
melewati 12 prosedur. Sedangkan biaya untuk memulai usaha yang harus dikeluarkan
investor mencapai 101,7% dari PDB per kapita. Dari 26 negara yang disurvei, Indonesia
hanya lebih baik dari Timor Leste dan Laos. Untuk sekadar mendapatkan perizinan di

Indonesia, pemodal harus menghabiskan waktu yang cukup lama pula.

? http://www.go0gle.co.id, Koran Editorial, topic Iklim Investasi di Indonesia tergolong terburuk di dunia.
Investor Daily, November 17, 2005
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Biaya minimal yang dikeluarkan 364,9% dari PDB per kapita dan modal minimum yang
dihabiskan 97,8% dari PDB per kapita. Kondisi ini diperparah oleh korupsi yang merebak
di mana-mana, di berbagai level. Untuk memperlancarkan proses perizinan, pemodal
terpaksa menyerahkan sejumlah uang. Tidak jarang, setelah menerima uang, permintaan
pemodal tidak segera diselesaikan. Itu sebabnya, ada pemodal yang menyarankan korupsi
dilegalkan agar pengusaha mendapatkan kepastian. Regulasi di Indonesia dinilai sangat
lemah dan ini nyaris mencakup semua aspek. Sebutlah regulasi di bidang perpajakan,
ketenagakerjaan, perizinan, kepemilikan properti, investasi, dan sebagainya. Regulasi
yang lemah menyebabkan ketidakpastian hukum dan dalam ketidakpastian hukum

pungutan liar dan berbagai tindak korupsi merajalela.

(Gambaran umum pembangunan infrastruktur di Indonesia pasca krisis bisa dikatakan
Jalan ditempat, dalam arti tidak ada kemajuan yang dicapai secara signifikan. Anggaran
yang disediakan untuk pembangunan infrastruktur baru sangat minim, demikian pula
anggaran untuk pemeliharaan infrastruktur yang ada. Keterbatasan dana yang
dialokasikan untuk infrastruktur merupakan kendala utama. Sebagai ilustrasi, apabila
sebelum krisis pemerintah masih dapat mengalokasikan dana APBN/APBD untuk
pemtangunan dan pemeliharaan infrastruktur sebesar + 5% dari total Produk Domestik
Bruto (PDB), jumlah tersebut menyusut hingga tinggal + 2% dari total PDB setelah krisis
terjaci. Pemerintah sadar bahwa infrastruktur merupakan aset yang sangat diperlukan
dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kwik Kian Gie sewaktu menjabat

sebagai Ketua Bappenas memprediksi bahwa untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi

rata-rata 6% untuk tahun 2004-2069, diperlukan Rp 613,2 triliun (US$ 72,2 miliar) untuk

TESIS

membangun infrastruktur.
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Untuk keperluan tersebut, pemerintah diprediksi hanya mampu menyediakan dana
sebesar US$ 40,8 miliar. Sedangkan sisanya, yakni sebesar US$ 31,4 miliar diharapkan
akan dapat dipenuhi dari pihak swasta. Sementara itu, Raden Pardede selaku ketua tim
pembiayaan infrastruktur di pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono
menyatakan bahwa untuk membangun infrastruktur yang diprioritaskan untuk tahun
2006-2010, diperlukan dana sekitar Rp 200 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah
diperkirakan hanya mampu mengalokasikan anggaran sebesar 20% atau sekitar Rp 40
triliun.

Namun demikian, pihak swasta juga sulit untuk diharapkan kesediaannya untuk
membangun infrastruktur, karena beberapa hal antara lain:

1. Besarnya dana yang diperlukan untuk pembangunan sebuah infrastruktur
lengkap dengan sarana dan prasarananya, dalam ukuran pihak swasta sebagai
suatu entitas bisnis,

2. Rendahnya return yang diperoleh dari pembangunan infrastruktur pada
umumnya, kurang seimbang dengan biaya dan cost operasional yang telah
dikeluarkan, serta

3. Perubahan beberapa faktor internal diantaranya tentang kebijakan pemcrintah
dan pengaruh politik yang sangat kental berimbas pada kebijakan.
Ketidakjelasan dan sering berubahnya regulasi itu sangat berkaitan dengan
perubahan infrastruktur.

Keseriusan Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur diaktualisasikan dalam

bentuk penyelenggaraan, menghasilkan kebijakankebijakan sebagai berikut:

TESIS KARAKTERISTIK KONTRAK BUILD ... BHAKTI NUGROHO
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a) Menghasilkan road map pembangunan infrastruktur 5 tahun ke depan,
mencakup infrastruktur dan bangunan untuk kesejahteraan masya-akat pada
umumnya, transportasi, jalan, pengairan, air minum dan sanitasi, telematika,
ketenagalistrikan, dan pengangkutan minyak dan gas bumi;

b) Penguatan berbagai kerangka regulasi yang terkait dengan pembangunan
infrastruktur, antara lain dengan ditetapkannya Peraturan Presiden No. 42
tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur;

¢) Adapun untuk infrastruktur yang menghasilkan commercial goods diarahkan
untuk dibangun oleh pihak swasta;

d) Pembentukan dana investasi infrastruktur (/ndonesian Infrastructure Fund);

e) Membentuk forum komunikasi antara pemerintah - swasta — masyarakat.

Dari uraian latar belakang diatas secara keseluruhan maka dapat dirumuskan

perrnasalahan sebagai berikut :

1. lLLandasan hukum Perjanjian Build Operate Transfer.

2. Batasan Hak Pengelolaan bagi pihak swasta dalam pelaksanaan BOT

2. Tujuan Penelitian

a.  Untuk memperoleh pengertian lebih jauh tentang Build Operate and Transfer.
b. Mengetahui sejauh mana keuntungan & kerugian pihak pemerintah dengan

terjadinya konsep Publik Private Partnership.

TESIS KARAKTERISTIK KONTRAK BUILD ... BHAKTI NUGROHO
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3. Manfaat Penelitian

a. Manfaat secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan masukan
pemikiran bagi pengusaha untuk menyamakan persepsi dengan aturan — aturan
dari pemerintah. Khususnya tentang peraturan — peraturan yang untuk
kesejahteraan masyarakat banyak pada umumnya.

b. Manfaat secara praktis dari penelitian dapat memberikan masukan tentang
persaingan tidak sehat sesama pengusaha swasta dalam pengerjaan projek

pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.
4. Kerangka Konseptual.

Dalam tesis ini akan dibahas beberapa prinsip-prinsip dasar dari bentuk kerja sama
Public Private Patnership diantaranya ialah : Prinsip Kontrak Pelayanan, Operasi dan
Perawatan (Operation, Maintenance and Service Contract ). Pemerintah memberikan
wewenang kepada swasta dalam kegiatan operasional, perawatan dan kontrak pelayanan
pada infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah. Pihak swasta harus membuat suatu
pelayanan denggn harga yang telah disetujui dan harus sesuai dengan standar

performance yang telah ditentukan oleh pemerintah.
Sekilas tentang keberadaan Build Operate Transfer,

Kontrak Bangun, Operasikan dan Transfer (Build, Operate and Transfer) digunakan
untuk melibatkan investasi swasta pada pembangunan konstruksi infrastruktur baru. Di
bawah prinsip BOT, pendanaan pihak swasta akan digunakan untuk membangun dan

mengoperasikan fasilitas atau sistem infrastruktur berdasarkan standar-standar

KARAKTERISTIK KONTRAK BUILD ... BHAKTI NUGROHO
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performance yang disusun oleh pemerintah. Masa periode yang diberikan memiliki waktu
yang cukup panjang untuk perusahaan swasta untuk mendapatkan kembali biaya yang
telah dikeluarkan guna membangun konstruksi beserta keuntungan yang akan didapat
yaitu sekitar 10 sampai 20 tahun. Dalam hal ini pemerintah tetap menguasai kepemilikan
fasilitas infrastruktur dan pemerintah memiliki dua peran sebagai pengguna dan regulator
pelayanan infrastruktur tersebut. BOT merupakan cara yang baik untuk pembangunan
infrasiruktur baru dengan keterbatasan dana pemerintah’. Di dalam BOT, pihak swasta
berperan untuk menyediakan modal untuk membangun fasilitas baru. Pemerintah akan
menyectujui untuk mengeluarkan tingkat produksi yang minimum untuk memastikan
bahwu operator swasta dapat menutupi biayanya selama pengoperasian. Persyaratan ini
menyatakan bahwa untuk mengantisipasi permintaan akan diperkirakan meningkat
sehingga akan menyebabkan permasalahan bagi rekanan pemerintah jika permintaan
melevvati perkiraan. BOT merupakan cara yang efektif untuk menarik modal swasta

dalam pembangunan fasilitas infrastruktur baru.

Ketak astan bagi pihak swasta, terhadap sistim perjanjian BOT, hal tersebut dapat
mengurangi pasar dan menimbulkan resiko untuk pihak swasta karena pemerintah adalah
pengguna tunggal, pengurangan resiko disini berhubungan dengan apabila ada
permasalahan tidak cukupnya permintaan dan permasalahan kemampuan membayar.
Pihak swasta akan menolak mekanisme BOT apabila pemerintah tidak memberikan

Jjaminun bahwa investasi swasta akan kembali.

’ http://www.google.co.id, Iklim Investasi dan pengaruh system Build Operate Transfer di
Indonesia, tanggal 10 April 2006.
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Beberapa bentuk dan system yang biasa terjadi :
1. Eangun, Alih Milik dan Kelola (Build, Transfer and Operate)

a. Yaitu bentuk kerjasama dimana pihak swasta bertanggungjawab membangun
suatu proyek / kegiatan usaha, termasuk membiayai proyek kemudian
menyerahkan kepemilikannya kepada pemerintah/ BUMP. Selanjutnya, pihak
swasta diberi hak untuk mengoperasikan dan memelihara proyek dalam jangka
waktu tertentu. untuk pengembalian modal investasinya serta memperoleh
keuntungan yang wajar.

b. Umumnya digunakan untuk proyek vang membutuhkan biaya yang besar dan
pengembalian investasi yang panjang. seperti jalan tol, pembangkit tenaga listrik
skala besar, dan prasarana lainnya, dll.

2. Bangun dan Alih Milik (Build and Transfer) atau Turn- Key Project

a. Yaitu bentuk kerjasama dimana pihak swasta bertanggungjawab membangun
suatu proyek / kegiatan usaha, termasuk membiayai pembangunannya kemudian
menyerahkan kepemilikannya kepada pemerintah/BUMP yang bersangkutan.

b. Dikenal pula sebagai Turn-Key Project yang memiliki kesamaan umum dengan
kegiatan pemborongan biasa namun pembayarannya dilakukan dalam jangka
waktu yang lebih panjang dari pemborongan biasa.

¢. Umumnya digunakan untuk proyek dengan nilai investasi yang besar dan
teknologi tertentu untuk meningkatkan efisiensi kegiatan jasa pelayanan atau

produk yang dihasilkan.
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3. Eangun, Milik dan Kelola (Build, Own, Operate)

a. Yaitu bentu! kerjasama dimana pihak swasta diberi tanggungjawab dan hak untuk
membangun, membiayai dan selanjutnya mengoperasikan dan memelihara,
memperoleh keuntungan serta menanggung resiko proyek / kegiatan usaha yang
dilakukan. Setelah kerjasama dan pengoprasian berakhir, seluruh aset yang
dimiliki oleh pihak swasta tetap menjadi milik ybs dan apgbila diperlukan
pengoperasiannya dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kontrak.

4. Kerjasama Operasional (Operating Contract)

a. Yaitu kerjasama dimana pemerintah memberikan hak pengelolaan atas aset yang
dimilikinya untuk dikelola dan dioperasikan dalam jangka waktu tertentu kepada
swasta.

b. Pihak swasta bertanggungjawab menyediakan modal kerja, keahlian dan
teknologi tertentu, melakukaﬁ pengoperasian dan pemeliharaan, menjual produk
atau jasa pelayanan serta memenuhi kewajiban memberi kompensasi kepada
pemerintah dalam bentuk imbal jasa yang diperoleh dari kegiatan yang
dikerjasamakan.

5. Kerjasama Pengelolaan (Managemen Contract)

a. Yaitu bentuk kerjasama dimana pihak swasta diberi tanggung jawab atas
pengelolaan suatu proyek atau aset yang dimiliki oleh pemerintah yang berkaitan
dengan penyediaan jasa untuk mengelola baik sebagian atau seiuruh aset tersebut,
termasuk penyediaan modal kerja, pengoperasian, pemeliharaan serta pemberian

layanan kepada masyarakat pengguna jasa layanan tersebut.
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b. Umumnya digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan suatu

instalasi prasarana dan sarana kepada masyarakat pengguna.

5. Metoda Penelitian.

TESIS

a. Pendekatan Masalah :

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Statute Approach

yaitu pendekatan yang berdasarkan pada peraturan perundangan.
Sumber Bahan Hukum :

Sumber bahan hukum yang berkaitan dengan tesis ini terdiri atas sumber bahan

hukum sekunder dan sumber bahan hukum primer.

1. Sumber bahan hukum primer.
Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan BOT.

2. Sumber bahan hukum sekunder
Bahan yang diproleh dari berbagai bahan hukum serta informasi majalah serta
literatur — literature yang secara langsung maupun tidak langsung dalam

penulisan tesis ini.

Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.

Untuk memperoleh bahan hukum penelitian yang valid prosedur pengumpulan
dan pengolahan bahan hukum yang benar dimana penulisan tesis ini dilakukan

dengan membaca, mempelajari dan memahami beberapa literatur dan perundang
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— undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan digunakan
sebagai pembanding antara teori dan kenyataan yang kemudian diambil suatu
keputusan dalam penulisan tesis ini. Bahan hukum yang telah dikelompokan dan
diklafisikan selanjutnya dianalisa dengan mengunakan analisis kualitatif dengan
analisis tersebut langkah — langkah yang ditempuh didasarkan dalam logika

yuridis sehingga permasalahan dapat dijelaskan dalam penulisan tesis ini

6. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari empat bab yang disusun sesuai dengan pola
pernikiran dalam usaha pemecahan permasalahan yaitu, pendahuluan terdiri dari latar
balakang dan rumusan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual,

melode penelitian dan sistematika penulisan.
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LANDASAN HUKUM PERJANJIAN BANGUN GUNA SERAH

Sebelum kontak dibuat, biasanya akan didahului dengan suatu pembicaraan
pendahulan serta pembicaraan — pembicaraan tingkat berikutnya ( negosiasi / komunikasi
) untuk. mematangkan kemungkinan — kemungkinan yang terjadi, sehingga kontrak yang
akan ditandatangani telah betul — betul matang. Sebelum bisnis berjalan biasanya akan
dibuat kontrak atau perjanjian secara tertulis,yang akan dipakai sebagai dasar jalannya
bisnis yang akan dilaksanakan. Dalam setiap kontrak yang dibuat, tidak bisa tidak,
terlebih dahuluharus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, agar kontrak yang akan

atau telah dibuat secara hukum sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
Adapun syarat — syarat sahnya kontrak tersebut adalah sebagai berikut :

1) Adanya kata sepakat diantara para pihak

2) Adanya kecakapan tertentu

#ILIE
Py DT AN Sk
GEIVERLINLS AISRARGRA
4) Adanya suatu sebab yang halal ( bARABAYS

3) Adanya suatu hal tertentum

Mengenai syarat kata sepakat dan kecakapan tertentu dinamakan sebagai syarat — syarat
subyektif, karena kedua syarat tertentu mengenai subjeknya atau orang — orang yang
mengadakan kontrak ( perjanjian )*. Sedangkan syarat mengenai hal tertentu dan suatu
sebab halal, dinamakan sebagai syarat — syarat objektif, karena kedua syarat tersebut

isinya mengenai cbjek perjanjian dari perbuatan hukum yang dilakukan. Acuan hukum
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yang dapat kita pakai adalah BW, karena ketentuan ini masih berlaku secara umum.
Sedangkan ketentuan lainnya hanya berlaku secara khusus. Dalam hal tidak dipenuhinya
syarat objektif maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah
dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perjanjian. Tujuan para pihak
untuk melahirkan suatu perjanjian gagal. Sedangkan dalam hal tidak dipenuhinya syarat
subjektif, perjanjian bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak
untuk meminta supaya perjanjian dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan
adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak
bebas. Dengan perkataan lain perjanjian yang dibuat tetap mengikat selama tidak

dibatalkan oleh hakim atau atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan.
Beberapa pembahasan yang terkait dalam Build Operate Transfer ( BOT )

Pada dasarnya banyak hal tentang dan sekitar kontrak yang tidak diatur secara tegas
baik dalam undang — undang ataupun dalam yurisprudensi, kebiasaan — kebiasaan
dalam keterkaitannya dan penerapan BOT. Kalaupun diatur tidak selamanya bersifat
hukum memaksa, dalam arti para pihak dapat mengenyampingkan dengan aturan
" yang dibuat sendiri oleh para pihak. Pengaturannya sendiri oleh para pihak ini
dituangkan dalam kontrak tersebut berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Dan
pengaturan sendiri dalam kontrak tersebut sama kekuatannya dengan ketentuan dari
undang — undang, yurisprudensi atau kepatutan. Sebelum bisnis berjalan biasanya
akan dibuat ‘kontrak atau perjanjian secara tertulis yang akan dipakai sebagai dasar
jalarnya bisnis yang akan dilaksanakan. Dalam setiap kontrak dibuat, tidak bisa tidak,

terlebih dahulu harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, agar kontrak yang
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akan atau telah dibuat secara hukum sah dan dapat dipertanggung jawabkan. Dasar
hukum dari kekuatan suatu kontrak tersebut adalah pasal 1338 ayat (1) BW, tentang
sah nya suatu kontrak. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan
sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang undang
dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik.
Suaru kontrak tidak memerlukan penafsiran apapun, tetapi klausula, kalimat atau
kata-kata dalam kontrak seharusnya sudah dengan sendirinya dapat menjelaskan
maksud dari klausula-klausula yang ada. Karena itu, jika semuanya sudah jelas ditulis
dalam kontrak, maka penafsiran kontrak bukan hanya tidak diperlukan, tetapi malah
memang tidak diperbolehkan jika dengan penafsiran tersebut akan mempunyai arti
yang menyimpang dari yang tersirat tersebut. Mengingat keanekaragaman kontrak
tersebut, sangat mungkin akhirnya dibutuhkan kejelasan-kejelasan lebih lanjut, yakni
yang dilakukan dari berbagai metode penafsiran kontrak. Disamping itu karena
kontrak merupakan ungkapan hati dari para pihak dengan menggunakan kata-kata
yang pada prinsipnya terbatas, sehingga biasanya hampir tidak ada kontrak yang
memerlukan penafsiran-penafsiran. Karena itu, yang dimaksud dengan penafsiran
kontrak adalah suatu metode yang menunjukan proses dalam arti yang sebenarnya
kepada bahasa yang digunakan dalam kontrak untuk selanjutnya dapat ditentukan

bagaimana akibat hukum dari kontrak tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 20065,
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, bagian keenam mengatur tentang

Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna ( Build Operate Transfer ) adalah

* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006, tentang Pengelolaan barang
Milik Negara / daerah.
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pernanfaatan barang milik Negara / daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara
mendirikan bangunan dan / atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan
oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk
selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan / atau sarana berikut
fasilitasnya setelah berakhirnya jéngka waktu. Setelah selesai masa pembangunannya
maka bangunan akan diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam
Jangka waktu tertentu yang disepakati. Adapun yang membahas lebih dalam
termaktub di dalam bagian ke enam, yang khusus mengatur tentang Bangun Guna

Serah dan Bangun Serah Guna pada Pasal 27 sampai Pasal 31.

Juga berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 74 Tahun 2003°, tentang Pedoman Pendayagunaan Kekayaan Daerah Propinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
menyatakan bahwa dalam rangka optimalisasi kekayaan daerah maka usaha
Pendayagunaan Kekayaan Daerah adalah merupakan salah satu sarana untuk
menambah dan meningkatkan sumber Pendapatan Daerah. Maksud dan tujuannya,
(1). Mendayagunaan Kekayaan Daerah dimaksudkan untuk mendayagunakan
kekayaan Daerah secara optimal. (2). Pendayagunaan Kekayaan Daerah bertujuan
untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, menambah pendapatan

Daerah dan terciptanya kesempatan kerja.

Prinsip Pendayagunaan Kekayaan Daerah dilakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga,

berdasarkan prinsip antara lain :

¢ Ketentuan Keputusan Gubernur daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 74 tahun 2003.

TESIS KARAKTERISTIK KONTRAK BUILD ... BHAKTI NUGROHO



TESIS

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

16

a. Saling menguntungkan kedua belah pihak;

b. Pengelolaannya harus dilakukan secara profesional;

c. Tidak membebani APBD dan tidak mengakibatkan terjadinya perubahan status
pemilikan atas kekayaan daerah;

d. Kekayaan Daerah yang didayagunakan hanya dapat dimanfaatkan sesuai dengan
maksud dan tujuan pendayagunaannya;

e. Kekayaan Daerah yang didayagunakan pencatatannya harus dibuat dalam daftar
inventaris tersendiri oleh Biro Periengkapan berdasarkan Berita Acara Serah
Terima fisik dari Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga.

Pelaksanaan pendayagunaan Kekayaan Daerah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama

antara Gubernur dan Pihak Ketiga yang sekurang-kurangnya memuat:

a.  ldentitas masing-masing pihak;
b. Tujuan dan landasan hukum kerjasama, pada dasarnya kembali mengacu

dan berlandaskan pada syarat sah umum diluar pasal 1338 BW dan 1339

BW, yang terdiri dari

—

Syarat itikad baik

2. Syarat sesuai dengan kebiasaan

98]

Syarat sesuai dengan kepatutan

4. Syarat sesuai dngan kepentingan umum

Kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang

lingkup sebagai berikut :

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
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2. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat
perjanjian

3. Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian
yang akan dibuat.

4. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian

5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian

6. Kebebasan untuk menerima atau meyimpangi ketentuan undang —

undang yang bersifat opsional ( @anvullend, optional ).

o Pasal 1320 angka 1 BW membahas tentang Konsensus atau
Sepakat antar para pihak. Ketentuan tersebut memberikan petunjuk
bahwa hukum perjanjian dikuasai oleh “asas konsensualisme”
Ketentuan pasal 1320 angka | BW tersebut mengandung
pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi
perjanjian dibatasi oleh sepakat pihak lain. Dengan kata lain asas

kebebasan berkontrak dibatasi oleh asas konsensualisme.

" Perjanjian yang baik secara hukum bukan hanya memenuhi ketentuan

hukum perjanjian saja tetapi juga harus memperhatikan segi-segi lainnya,
seperti misalnya apakah suatu perjanjian dapat dipakai sebagai bukti secara
hukum, atau bagaimana agar dapat menuntut pihak lawan yang tidak
memenuhi prestasinya. Dalam asas kebebasan berkontrak, pembuat undang
— undang yang memberikan asas ini kepada para pihak yang berjanji

sekaligus memberikan kekuatan hukum yang mengikat kepada apa yang
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telah mereka janjikan ( pacta sunt servanda ), seperti dimaksud Pasal 1338
ayct 1 BW. Dan yang mengikat seperti dimaksud dalam Pasal 1320 BW.
Perjanjian yang cacad karena tidak adanya sebab yang halal atau karena

tidak ada kata sepakat, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

Dasar Landasan Prinsip Kerjasama antara Pemerintah dan pihak Swasta

1. Pemerintah merespon sektor swasta untuk menyediakan jasa pelayanan
terhadap masvarakat. Menarik minat dan perhatian swasta merupakan
suatu langkah awal terbentuknya kerja sama. Dimana dalam hal ini
diperlukan suatu aturan main atau prosedur untuk mencapai kesepakatan
antara pemerintah dan swasta.

2. Sektor swasta dan pemerintah harus saling bekerja sama (cooperation).
Hal tersebut merupakan syarat utama dalam kerja sama, yang
mengandung arti kerja sama yang berkelanjutan.

3. Sektor swasta menyediakan suatu pelayanan tetapi pemerintah tetap
yang bertanggung jawab. Walaupun pengadaan suatu barang / jasa oleh
swasta tetap saja yang bertanggung jawab kepada publik adalah
pemerintah.

4. Harus ada benefit bagi pemerintah, swasta, dan NGO ( non-
governmental organization ). Kerja sama yang terbentuk diharapkan
mengalami win-win solution tapi tidak menutup kemungkinan
pemerintah mengeluarkan subsidi namun hal tersebut sangat tidak

diharapkan.
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5. Pemerintah dan swasta harus punya struktur persetujuan untuk
penyediaan (basic framework cooperation).

6. PPP ( public-private partnership ) harus mempunyai faktor
kemungkinan untuk menyediakan. Kerja sama PPP ini merupakan
salah satu faktor kemungkinan utnuk mengadakan suatu pelayanan
kepada publik sehingga kebutuhan barang dan jasa mereka dapat
terpenuhi.

7. PPP  ( public-private partnership ) harus didasarkan pada aturan /
hukum. Legalitas kerja sama merupakan hal penting, dimana untuk
menjaga kerja sama itu terjamin dengan hukum dimana masing-masing
dalam pelaksanaannya harus mengacu pada tataran aturan yang jelas.

8. Pemerintah harus mempunyai standar performances.  Standar
performance ini merupakan suatu acuan penting baik bagi pemerintah,
swasta, maupun  masyarakat. Dimana  pemerintah  dapat
menggunakannya sebagai kontrol pelayanan pada perjanjian, kontrak
dengan swasta, dan untuk swasta adalah mereka mengetahui seberapa
besar mereka harus menvediakan pelayanan. Seaangkan untuk
masyarakat adalah mereka mengetahui seberapa besar kenyaman yang
akan didapat berdasarkan standar tersebut.

9. Sistem kontrak :

a) siapa yang punya, milik siapa. Berapa lama. (konsesi)
b) intensitas peraturan / persetujuan yang dilakukan

pemerintah
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¢) sumber investasi dari mana, dari swasta, pemerintah atau
gabungan keduanya

d) Persetujuan tentang tenaga kerja (aspek-aspek).misalnya :
orang tetap bekerja walaupun dikontrak oleh siapapun.

e) Waktu kontrak berapa lama, misal 10 - 20 tahun.

10. Konteks lokal terhadap PPP. (tidak semua masyarakat sama). Tidak
semua bentuk PPP dapat diterapkan kepada daerah lain yang memiliki
karakteristik yang berbeda karena masyarakat yang berbeda daerah
relatif tidak sama sehingga untuk menerapkan bentuk kerja sama ini
perlu beberapa sedikit modisfikasi.

11.  Compatible goals. Pemerintah dan swasta harus memiliki tujuan yang
cocok khususnya dalam pengadaan infrastruktur sehingga kerja sama
yang terbentuk dapat menghasilkan yang optimal.

12.  Masyarakat harus terlibat / setuju terhadap proyek tersebut. Hal ini
merupakan suatu hal yang ideal dimana untuk melibatkan semua
masyarakat untuk setuju atau tidak setuju secara bulat merupakan hal
yang sulit unituk dicapai karena pada setiap kegiatan ada yang merasa
dirugikan ada yang merasa diuntungkan. Sebagai contoh kasus
pembangunan jalan tol dimana pemilik kendaraan yang menggunakan
tol merasa mengalami kemudahan dalam pergerakan namun bagi
pemiliki lahan yang telah digusur atau pemilik lahan sekitarnya kurang

mendapatkan efek multiplier yang dihasilkan dari jalan tol tersebut.
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d. Definisi, lebih cenderung untuk membahas penjelasan dari masing — masing
definisi kata dalam akta perjajian kerjasama beserta permasalahan yang
akan dibahas secara konkrit.

e. Jenis dan Nilai Investasi infrastuktur dari para pihak, pembahasan akan lebih
menuju ke jenis pekerjaan dan cara pengerjaan yang akan dikerjakan oleh
pihak investor beserta nilai investasi untuk pembangunan gedung dan sarana
pelengkap, sarana penunjang yang telah disepakati bersama.

f. Prinsip Bentuk Kerja Sama;

1. Prinsip Kontrak Pelayanan, Operasi‘ dan Perawatan ( Operation,
Maintenance and Service Contract). Pemerintah memberikan
wewenang kepada swasta dalam kegiatan operasional, perawatan dan
kontrak pelayanan pada infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah.
Pihak swasta harus membuat suatu pelayanan dengan harga yang telah
disetujui dan harus sesuai dengan standar performance yang telah
ditentukan oleh pemerintah.

2. Prinsip BOT. Kontrak Bangun. Operasikan dan Transfer / Build,
Operate and Transfer) digunakan untuk melibatkan investasi swasta
pada pembangunan konstruksi infrastruktur baru. Di bawah prinsip
BOT, pendanaan pihak swasta akan digunakan untuk membangun dan
mengoperasikan fasilitas atau sistem infrastruktur berdasarkan standar-
standar performance yang disusun oleh pemerintah. Masa periode
yang diberikan memiliki waktu yang cukup panjang untuk peruszhaan

swasta untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan guna
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membangun konstruksi beserta keuntungan yang akan didapat yaitu
sekitar 10 sampai 20 tahun. Dalam hal ‘ni pemerintah tetap menguasai
kepemilikan fasilitas infrastruktur dan pemerintah memiliki dua peran
sebagai pengguna dan regulator pelayanan infrastruktur tersebut. BOT
merupakan cara yang baik untuk pembangunan infrastruktur baru

dengan keterbatasan dana pemerintah.

Struktur Pembiayaan, dalam BOT, pihak swasta berperan untuk
menyediakan modal untuk membangun fasilitas baru. Pemerintah akan
menyetujui untuk mengeluarkan tingkat produksi yang minimum
untuk memastikan bahwa operator swasta dapat menutupi biayanya
selama pengoperasian. Persyaratan ini menyatakan bahwa untuk
mengantisipasi permintaan akan diperkirakan meningkat sehingga
akan menyebabkan permasalahan bagi rekanan pemerintah jika

permintaan melewati perkiraan.

Keuntungan, BOT merupakan cara yang efektif untuk menarik modal
swasta dalam pemvpangunan fasilitas infrastruktur baru. Perjanjian
BOT akan dapat mengurangi pasar dan resikonya kecil untuk pihak
swasta karena pemerintah adalah pengguna tunggal, pengurangan
resiko disini berhubungan dengan apabila ada permasalahan tidak
cukupnya permintaan dan permasalahan kemampuan membayar. Pihak
swasta akan menolak mekanisme BOT apabila pemerintah tidak

memberikan jaminan bahwa investasi swasta akan kembali. Model
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BOT ini telah digunakan banyak negara berkembang untuk

membangun pembangkit listrik baru.

3. Prinsip Konsesi. Dalam Konsesi, Pemerintah memberikan tanggung
jawab dan pengelolaan penuh kepada kontraktor (konsesioner) swasta
untuk menyediakan pelayanan-pelayanan infrastruktur dalam sesuatu
area tertentu, termasuk dalam hal pengoperaéian, perawatan,
pengumpulan dan manajemennya. Konsesioner bertanggung jawab
atas sebagian besar investasi yang digunakan untuk membangun,
meningkatkan kapasitas, atau memperluas sistem jaringan, dimana
konsesioner mendapatkan pendanaan atas investasi yang dikeluarkan
berasal dari tarif yang dibayar oleh konsumen. Sedangkan peran
pemerintah  bertanggung jawab untuk memberikan standar

performance dan menjamin kepada konsesioner.

Intinya, peran pemerintah telah bergeser dari yang dulunya penyedia
pelavanan (provider) menjadi pemberi aturan (regulator) atas harga
yang dikenakan dan jumlah yang harus disediakan. Aset-aset
infrastruktur yang tetap dipercayakan kepada konsesioner untuk waktu
kontrak tertentu, tetapi setelah kontrak habis maka aset infrastruktur
akan menjadi milik pemerintah. Periode konsesi diberikan biasanya
lebih dari 20 tahun. Lamanya tergantung pada perjanjian kontrak dan
waktu yang dibutuhkan oleh konsesioner swasta untuk menutup biaya

yang telah dikeluarkan.

WILYE
| B2 PESYALA L
UEMIVERUTAS ATRGA R,
RHEABA DA
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Struktur Pembiavaan, pihak swasta bertanggung jawab atas semua
modal dan biiya voperasi termasuk pembangunan infrastruktur, energi,
material, dan perbaikan-perbaikan selama berlakunya kontrak. Pihak
swasta dapat berwenang untuk mengambil langsung tarif dari
pengguna. Tarif yang berlaku telah ditetapkan sebelumnya pada
penjanjian kontrak konsesi, dimana adapun tarif ini ada kemungkinan
untuk berubah pada waktu-waktu tertentu. Pada beberapa kasus,
pemerintah dapat membantu pendanaan untuk menutup pengeluaran
konsesioner dan hal ini merupakan salah satu bentuk jaminan

pemerintah namun hal ini sebaiknya dihindarkan.

4. Prinsip Joint Venture. Kerja sama Joint venture merupakan kerja sama
pemerintah dan swasta dimana tanggung jawab dan kepemilii(ah
diianggung bersama dalam hal penyediaan pelayanan infrastruktur.
Dalam kerja sama ini masing-masing pihak mempunyai posisi yang
seimbang dalam perusahaan. Kerja sama ini bertujuan untuk
memadukan keunggulan sektor swasta seperti modal, teknologi,
kemampuan manajemen, dengan keunggulan pemerintah yakni
kewenangan dan kepercayaan masyarakat. Perlu diperhatikan
pemegang saham mayoritas dan minoritas karena hal ini berkaitan
dengan kekuasaan menjalankan perusahaan dan menentukan
kebijaksanaan perusahaan karena prinsip kerja sama ini satu saham
satu suara. Di bawah joint venture, pemerintah dan swasta dapat

membentuk perusahaan baru atau menggunakan perusahaan penyedia
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infrastruktur yang ada (misal perusahaan pemerintah menjual sebagian
modal kepada swasta). Adapun perusahaan yang ada memiliki fungsi
yang independen terhadap pemerintah. Joint venture dapat digunakan
secara kombinasi dari beberapa tipe kerja sama pemerintah dan swasta
yang lain. Misal, pemerintah membuka modal secara bersama,
khususnya dalam hal pelayanan, BOT, atau konsesi untuk penyediaan
infrastruktur. Kerja sama Joint venture merupakan suatu alternatif
yang dapat dikatakan "benar-benar" bentuk public-private partnership
yaitu antara pemerintah, swasta, lembaga bukan pemerintah, dan
lembaga lainnya yang dapat menyumbangkan sumber daya mereka
yang bisa saling "share" dalam menyelesaikan masalah infrastruktur
lokal. Di bawah joint venture pemerintah selain memiliki peran
sebagai pemberi aturan, juga berperan sebagai shareholder yang aktif
dalam menjalankan suatu perusahaan bersama. Dibawah joint venture,
pemerintah dan swasta harus bekerja sama dari tahap awal,

pembentukan lembaga, sampai pada pembangunan proyek.

Struktur Pembiayaan, ui bawah model kerja sama joint venture in:,
pihak pemerintah dan swasta harus berkontribusi dalam pembiayaan
dari sejak awal, muiai dari pembiayaan studi kelayakan proyek sampai
mempersiapkan investasi pada perusahaan baru ketika telah terbentuk.
Modal bersama PPP ini memerlukan kesepakatan sebelumnya untuk
menanggung resiko dan membagi keuntungan secara bersama-sama.

Dengan kata lain, masing-masing harus memiliki kontribusi melalui
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proyek pembangunan dan implementasinya. Secara optimal,
perusahaan seharusnya membiayai secara independen. Tapi
bagaimanapun tidak menutup kemungkinan pemerintah memberikan
subsidi pada perusahaan atau pada penggunaanya namun hal ini

dilakukan jika sangat mendesak dan diusahakan agar dihindari.

5. Prinsip  Community-Based Provision. CBP dapat terdiri dari
perorangan, keluarga, atau perusahaan kecil. CBO memiliki peran
utama dalam mengorganisasikan penduduk miskin ke dalam kegiatan
bersama dan kepentingan mereka akan direpresentasikan dan
dinegosiasikan dengan NGO dan pemerintah. NGO berperan untuk
menyediakan proses manajemen, menengahi negosisasi antara CBO
dan lembaga yang lebih besar lainnya dalam hal bentuk jaringan

kerjasama, pemberian informasi ataupun kebijasanaan.

Struktur ~ Pembiayaan, Community-based provision’ memiliki
karakteristik khusus yaitu memerlukan biaya rendah dan biaya tersebut
dapat dikatakan sebagai "modal"-nya yang teiah disediakan oleh
penyedia setempat beserta material mereka. Pengorganisasian dan
biaya material biasanya disediakan oleh NGO-NGO, sumbangan-
sumbangan, asisten pengurus pempangunan, pemerintah atau oleh
komunitas tersebut. Biaya perawatan seharusnya didapat dari tarif
pengguna atau pendapatan. Pengetahuan setempat yang ada secara

menyeluruh dapat mengikuti dengan pembangunan yang ada
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setidaknya dapat memberikan salah satu solusi dari kebutuhan biaya

dimana tetap menjaga pengeluaran yang rendah.

Adapun beberapa bentuk kerja sama Pendayagunaan Kekayaan Daerah
yang biasa dilakukan dalam bentuk :

a). Build, Operate and Transfer (BOT).

Bangun Guna Serah atau Build-Operate-Transfer yang selanjutnya
disingkat BOT adalah Pendayagunaan Kekayaan Daerah berupa tanah
dan / atau bangunan miiik / dikuasai Pemerintah Daerah oleh Pihak
Ketiga dengan cara membangun bangunan siap pakai dan / atau
menyediakan, menambah sarana lain berikut fasilitas di atas tanah dan /
atau bangunan tersebut dan mendayagunakannya selama jangka wak-tl;
tertentu untuk kemudian setelah jangka waktunya berakhir menyerahkan
kembali tanah dan bangunan dan / atau sarana lain beserta fasilitasnya
tersebut beserta kelengkapannya kepada Pemerintah Daerah, serta
membayar kontribusi sejumlah uang atas penggunaanya yang besarnya

ditetapkan sestai kesepakatan;
b). Build, Transfer and Operate (BTO)

Bangun Serah Guna atau Build-Transfer-Operate yang selanjutnya
disingkat BTO adalah Pendayagunaan Kekayaan Daerah berupa tanah dan
/ atau bangunan milik / dikuasai Pemerintah Daerah oleh Pihak Ketiga
dengan cara Pihak Ketiga membangun bangunan siap pakai dan/atau

menyediakan, menambah sarana lain berikut fasilitas di atas tanah dan /
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atau bangunan tersebut dan setelah selesai pembangunananya diserahkan
kepada Pemerintah Daerah dan bangunan siap pakai dan / atau sarana lain
berikut fasilitas di atas tanah dan / atau bangunan tersebut diserahkan
kembali kepada Pihak Ketiga untuk didayagunakan selama jangka waktu
tertentu, dan atas pendayagunaan tersebut Pihak Ketiga dikenakan

kontribusi sejumlah uang yang besarnya ditetapkan sesuai kesepakatan;
c¢). Build, Operate and Owned (BOO)

Bangun Guna Milik atau Build-Operate-Owned yang selanjutnya
disingkat BOO adalah perikatan antara Pemerintah Daerah dengan Pihak
Ketiga yang dilakukan dengan ketentuan Pemerintah Daerah memberikan
kewenangan kepada Pihak Ketiga untuk membangun infrastruktur yang
seharusnya disediakan oleh Pemerintah Daerah, Pihak Ketiga "secara
keseluruhan bertanggung jawab atas pembiayaan pembangunan,
pengoperasian dan memiliki bangunan untuk selamanya, Pemerintah
Daerah memberikan persetujuan atas nilai jual yang ditetapkan oleh Pihak

Ketiga dengan memberikan persetujuan;
d). Build and Transfer (BT)

Bangun Serah atau Build and transfer yang selanjutnya disingkat BT
adalah perikatan antara Pem=rintah Daerah dengan Pihak Ketiga dengan
ketentuan tanah milik Pemerintah Daerah, Pihak Ketiga membangun dan
membiayai sampai dengan selesai, setelah pembangunan selesai Pihak

Ketiga menyerahkan kepada Pemerintah Daerah;
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e). KSO

Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah perikatan
antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah
menyediakan sarana dan Pihak Ketiga menanamkan modal yang
dimilikinya dalam salah satu usaha, selanjutnya kedua belah pihak secara
bersama-sama atau bergantian mengelola manajemen dan proses
operasionalnya, keuntungan dibagi sesuai dengan besarnya penyertaan

masing-masing pihak.

f). Bentuk kerja sama lainnya yang berorientasi kepada keuntungan (Profit
Oriented) Pelaksanaan pendayagunaan Kekayaan Daerah diatur dalam
Perjanjian Kerja Sama antara Gubernur dan Pihak Ketiga yang sekurang-
kurangnya memuat obyek Kerja Sama, sesuai dengan yang telah

disepakati dan tertuang dalam akta perjanjian kerjasama diantara para

pihak.

g. Jangka waktu perjanjian;
Jangka waktu kerja sama dengan Pihak Ketiga dalam rangka
Pendayagunaan Kekayaan Daerah ditetapkan bersama dengan berdasarkan
pada besarnya investasi yang dilakukan oleh Pihak Ketiga. Perjanjian
Kerjasama Pembangunan, Pengoperasian dan Penye;ahan (Build, Operate
and Transfer), biasanya meliputi ruang lingkup perjanjian. Perjanjian ini
meliputi transaksi pembangunan Bangunan dan Sarana Pelengkap lainnya,
yang terletak diatas tanah oleh dan sepenuhnya atas biaya Pihak Kedua

sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini, untuk mana Pihak
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Kedua diberi imbalan dalam bentuk hak pengoperasian bangunan dan sarana
pelengkap dan menarik hasil dari pengoperasian tersebut selama jangka
waktu pengoperasian, serta menyerahkan kembéli bangunan serta hak
pengoperasiannya kepada Pihak Pertama setelah jangka waktu
pengoperasian berakhir. Investasi Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud
diatas akan dikaji terlebih dahulu untuk menilai dan menentukan kelayakan
proyeknya dengan menghitung/menganalisis antara lain:

a. Return on Investment (ROI)

b. Internal Rate of Return (IRR)

c. Cash Flow

d. Benefit Cost Ratio

e. Analisis lain yang dianggap penting.

h. Hak dan kewajiban masing-masing pihak;

Kewajiban dari Pinak Pertama dan Pihak Kedua adalah :
1. Pihak Pertama ( pemerintah ) berkewajiban untuk :

a. Menyiapkan dan menyerahkan tanah dalam keadaan kosong dan bebas dari
ikatan hukum dengan pihak lain kepada Pihak Kedua dengan suatu Berita
Acara Penyerahan yang akan dilampirkan pada dan merupakan bagian
yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.

b. Membantu kelancaran pengurusan dan penyelesaian Hak Guna Bangunan
(HGB) atas tanah tersebut atas nama Pihak Kedua, serta membantu
kelancaran pengurusan dan penyelesaian perijianan-perijinan dalam rangka
pendirian sarana yang diperlukan antara lain, [jin Mendirikan Bangunan

(IMB), H.O., Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), atas biaya Pihak Kedua.
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2. Pihak Kedua ( investor ) berkewajiban untuk :

a.

Melaksanakan pembangunan Bangunan sampai selesai dalam jangka
yang telah ditentukan, setelah keluarnya sertifikat Hak Guna Bangunan
(HGB) atas nama Pihak Kedua di atas tanah sertifikat Hak Milik atas
nama Pihak Pertama, sebagai masa konstruksi.

Membayar biaya pengadaan tanah.

Menyetorkan bagian keuntungan setiap tahun kepada Pihak Pertama.
Membayar kompensasi atas pemberian Hak Guna Bangunan atas nama
Pihak Kedua di atas Hak Milik atas nama Pihak Pertama.

Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Mengadakan renovasi dan sarana penunjangnya.

Mengasuransikan  bangunan pada Perusahaan Asuransi sejak
pembangunan dimulai sampai dengan berakhirmnya kerjasama.
Menyerahkan kembali Bangunan dan hak pengoperasian kepada Pihak
Pertama setelah berakhirnya jangka waktu pengoperasian dalam keadaan

baik dan dapat berfungsi secara maksimal.

Hak Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah :

1
1.

Pihak Pertama { pemerintah ) mempunyai hak :

a.

b.

Menerima bagian keuntungan setiap tahun dari Pihak Kedua.

Menerima kompensasi atas peﬁxberian Hak Guna Bangunan (HGB) atas
nama Pihak Kedua di atas Hak Milik atas nama Pihak Pertama.

Memiliki, menguasai serta mengelola tanah.

Ikut serta melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan

Bangunan.
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e. Memiliki seluruh bangunan setelah berakhirnya jangka waktu
pengoperasian.
2. Pihak Kedua ( investor ) mempunyai hak :
a. Memperoieh Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Pihak Kedua diatas
Hak Milik atas nama Pihak Pertama.
b. Membangun dan mengoperasikan Bangunan sesuai dengan peruntukan
dalam perjanjian ini.
¢. Menentukan sendiri semua peraturan dan kebijaksanaan dalam
mengoperasikan Bangunan.
i.  Pembiayaan;
j-  Evaluasi;
k.  Sanksi;

l.  Klausul lain yang dianggap perlu;

Jenis-jenis Kontrak yang terkait dalam kegiatan pembangunan dan pengoperasian

proyek/fasilitas infrastruktur dengan pola BOO/BOT, meliputi antara lain:

1. Kontrak Konsesi (Concession Agreement). Kontrak antara Prinsipal dan Promotor.

Kontrak ini menjadi dasar dari kontrak-kontrak lainnya.

2. Kontrak Konstruksi (Construction Contract). Kontrak yang dibentuk antara

Promotor dan Kontraktor. Dalam sejumlah proyek kedua pihak dapat menjadi satu

pihak.

3. Kontrak Suplai (Supply Contract). Kontrak antara Supplier dan Promotor tentang

suplai bahan-bahan mentah untuk proyek bersangkutan.
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4. Shareholder Agreement. Kontrak yang dibentuk antara Promotor dan Investor.

Investor disini dapat diartikan sebagai penyandang dana yang ikut membiayai

proyek. Dapat berasal dari Lembaga keuangan ataupun individu.

(9]

K.ontrak Operasional (Operation Contract). Kontrak antara Promotor dan Operator

lentang pengoperasian atau pemeliharaan fasilitas yang telah dibangun.

6.  Kontrak Pinjaman (Loan Agreement). Kontrak yang dibentuk antara Lender dan
Promotor seputar sumber pembiayaan. Lender dapat berupa Bank-bank investasi,
dana pensiun, lembaga penyedia kredit ekspor yang menyediakan dana bagi

pembiayaan fasilitas tertentu.
7. Offtake Contract. Kontrak ini dibentuk antara User dan Promotor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, Salinan Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia, Nomor : 470/KMK.01/1994, tentang Tata Cara Penghapusan dan
Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara’, Menteri Keuangan Repunlik Indonesia,
menimbang, dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka Pedoman Umum
Tata Cara Penghapusan Barang Milik / Kekayaan Negara -ebagaimana tertuang di dalam
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 653/KMK.011/1986 perlu disesuaikan dengan
Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994. Dan berhubungan dengan itu, dipandang
perlu untuk menetapkan Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik /
Kekayaan Negara dengan Keputusan Menteri Keuangan. Menunjuk Lampiran

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 470/KMK.01/1994, tentang Tata Cara

7 Peraturan Menteri Keuangan, Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor
: 470/KMK.01/1994, tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara
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Penghapusan dan pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara, Bab V bagian Pertama

diatur tentang bentuk-bentuk Pemanfaatan barang milik / kekayaan Negara adalah :

1. Penyewaan.

2. Peminjaman.

3. Bangun Guna Serah (Built, Operate and Transfer/BOT)
Pada pembahasan Bagian Ketiga, khususnya tentang, Bangunan Guna Serah (Built,
Operate and Transfer/BOT), diatur lebih terperinci tentang Ketentuan Bangun Guna

Serah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Bangun Guna Serah barang milik / kekayaan Negara hanya dapat dilakukan dalam
rangka menyediakan fasilitas bangunan bagi instansi pemerintah yang
memerlukan.

2. Bangun Guna Serah barang milik / kekayaan Negara memenuhi persyaratan
a. Gedung yang dibangun berikut fasilitasnya harus sesuai dengan kebtituhan

instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya.

b. Instansi pemerintah tersebut sudah memiliki tanah yang belum dimanfaatkan
secara maksimal.

c. Dana untuk pembangunan berikut penyediaan fasilitasnya tidak membebani
APBN.

d. Bangunan tersebut harus dapat dimanfaatkan langsung oleh instansi pemerintah
sesuai bidang tugasnya baik dalam masa pengoperasian maupun saat
penyerahan kembali.

e. Pihak yang menyediakan bangunan tersebut (mitra Bangun Guna serah / BOT)

harus mempunyai kemampuan keuangan dan keahlian terkait.
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f. Mitra Bangun Guna Serah / BOT harus membayar kontribusi ke Kas Negara
setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian.
g. Selama masa pengoperasian, tanah dan bangunan tetap milik
Departemen/Lembaga yang bersangkutan.
h. Penggunaan tanah dalam Bangun Guna Serah / BOT harus sesuai dengan
RUTR.
i. Jangka waktu BOT paling lama 25 (dua puluh lima) tahun sejak dimulai masa
pengoperasian.
3. Bangun Guna Serah barang milik / kekayaan Negara dapat dilakukan dengan
BUMN / BUMD atau pihak swasta.
4. Bangun Guna Serah barang milik / kekayaan Negara hanya dapat dilakukan
berdasarkan persetujuan/keputusan Menteri Keuangan.
5. Untuk mendapatkan mitra dalam Bangun Guna Serah /BOT harus dilakukan
tender, dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta peminat,
kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

6. Tata cara pelaksanaan BOT.

1. Hubungan hukum kontrak dengan Perjanjian Kerjasama Pembangunan
Infrastruktur.
Beberapa perjanjian kerjasama untuk pembangunan infrastruktur diantaranya :
o Perlunya komitmen sumber daya :

Semua pihak harus memiliki komitmen pada sumber daya (keuangan.

pekerja, modal) untuk membuat suksesnya kerja sama ini.
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Partisipasi dan Transparansi :

Berbagai kepentingan dari hampir semua stakeholder harus dapat
dituangkan dalam proyek pembangunan yang akan dilaksanakan,
khususnya pada kaum miskin. Partisipasi yang luas dalam proses
kolaborasi harus dapat digambarkan pada strategi untuk dapat membuat
lebih diterima oleh semua stakeholder dan lebih berkelanjutan.
Transparansi pada proyek (kerangka kerja, gaji, dan kepemilikan)

merupakan salah satu kunci penting juga dalam kesuksesan kerja sama ini.
Capacity Building :

Proyek-proyek akan membuat perubahan pada kelembagaan serta
investasi skala besar sehingga membutuhkan suatu capacity Buildi-'ng
semua stakeholder : (a) para konsumen akan dikenakan bi.éya seusia
dengan biaya yang disepakati bersama (b) para penyedia dan organisasi
lokal (sektor privat) harus mampu meningkatkan kemampuan usahanya,
dan (c) pemerintah dengan menggunakan kerangka kerjanya dapat

meningkatkan pemantauan untuk pelayanan yang telah disepakati

Kesabaran :

Kerja sama proyek pembangunan ini akan membuat perubahan pada
keadaan lembaga dan perubahan pada investasi modal yang sangat besar
dimana dalam prosesnya akan memakan waktu yang tidak sedikit dan

membutuhkan kesabaran yang tidak sedikit pula.
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o Fleksiblitas :

Setiap kerjasama seharusnya dapat mencerminkan pengalaman-
pengalaman sebelumnya. Lebih dari jangka panjang, perubahan pada
rencana investasi, pemilihan teknologi, dan prioritas tindakan yang perlu
diambil untuk menghasilkan kerja sama yang lebih baik. Hal ini didukung
dengan sistem prosedur yang bersih unuk membuat beberapa perubahan
ketika kerjasama telah berjalan dan mereka yakin bahwa dampak negatif

d-ri kerja sama ini apat direduksi.
o Tanggung jawab sosial :

Pengadaan infrastruktur ini bermaksud uqtuk menyediakan barang publik,
dengan kata lain, barang publik seharusnya dapat diterima dan digunakan
oleh setiap orang. Peningkatan pelayanan infrastruktur ini memiliki tujuan
yaitu membuat tingkat kehidupan penduduk akan lebih baik, khsusnya
peningkatan tingkat kehidupan pada kaum miskin. Pemerintah seharunsya
berusaha untuk selalu mendapatkan perubahan-perubahan contohnya
adanya peningkatan akses kemudahan dan peningkatan kualitas pelayanan

yang lebih baik.
o Tanggung jawab terhadap lingkungan :

Hampir semua pelayanan infrastruktur di perkotaan secara langsung akan
berhubungan dengan isu kualitas lingkungan. Air sebagai sumber daya

yang langka. Dan untuk mempertahankan keberlanjutan secara jangka
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panjang, dimana dalam penyediaannya diharapkan tidak akan berdampak
pada ekositem daerah setempat. Sehingga mekanisme investasi yang ada
harus mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, kesehatan
masyarakat dan pemerintah, ekosistem yang berkelanjutan, serta
pertanggung jawaban pada penggunaan sumber daya yang langka, yang
akan mempengaruhi pengadaan dan penggunaan modal sebagaimana
mestinya. Asuransi pertanggung jawaban terhadap lingkungan yang
disepakati dan penggunanan sistem teknologi yang "eco-efisien"
seharusnya telah tercantum dalam seluruh perjanjian kotrak kerja sama

yang ada.

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak. ( Penerapan keuntungan dan kerugian beserta
hal. dan kewajiban para pihak ).
Sistim BOT adalah salah satu cara untuk menarik pemodal swasta dalarr; ikut
berpartisipasi pembangunan fasilitas infrastruktur baru di Indonesia. Dalam hal ini,
pihak swasta berperan menyediakan modal untuk membangun fasilitas infrastruktur
baru beserta sarana dan prasarananya. Dalam hal ini pemerintah tetap menguasai

kepemilikan fasilitas infrastruktur, pada waktu yang telah disetujuan bersama.

Tetapi Perjanjian BOT juga membawa dampak negative bagi pihak swasta karena
pemerintah adalah pengguna tunggal, resiko yang hakal timbul disini apabila ada
permasalahan tidak cukupnya permintaan dan permasalahan kemampuan membayar.
Selain itu bila dilihat dari sisi legalitasnya sistim BOT tersebut kalaupun terdapat

aturan atau kebiasaan hukum yang mengatur tidak selamanya bersifat hukum
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memaksa, dalam artian para pihak dapat mengenyampingkan dengan aturan yang
dibuat sendiri oleh para pihak, hcl itu terkadang menimbulkan kerancuan apabila
terjadi sengketa diantara para pihak, meskipun pada dasarnya dalam perjanjian
tersebut telah mencantuman prinsip dasar yaitu diantaranya mengatur tentang, harus

saling menguntungkan kedua belah pihak.
Contoh kasus :

Perjanjian (BOT) antara Pemerintah khusus Ibukota Jakarta ( DKI ) dan PT. Bakrie
Investindo, telah sah membuat Perjanjian Kerjasama ( selanjutnya disebut Perjanjian )
pada tanggal 22 Agustus 1992. “Perjanjian Kerjasama Penataan, Pengembangan,
Pembangunan dan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Mahasiswa Soemantri
Brojonegoro dan Kompleks Seni Budaya dan Pusat Perfilman H. Usmar [smail,

Kuningan — Jakarta Selatan™

Tujuan dibentuknya kerjasama :

1) Mengoptimalkan kompleks Kuningan sehingga dapat meningkatkan kualitas,
fungsi dan memberikan manfaat dan kontribusi kepada lingkungan
masyarakat dan para pihak.

2) Para pihak sepakat untuk menata, merenovasi, membangun dan
mengembangkan kompleks Kuningan dengan tidak mengurangi atau

menghilangkan fungsi kegiatan dan kepemilikan yang ada sekarang.

Sesuai dengan perjanjian kerjasama seperti tertuang diatas maka tetap

mengacu kepada Pasal 1234 BW, Tiap-tiap perikatan adalah untuk
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memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.
Mengingat tujuan kerjasama dari perjanjian itu adalah berbuat sesuatu yang

hasil akhirnya agar bemanfaat dan bisa dinikmati bagi masyarakat luas.

3) Para pihak setuju dan sepakat untuk menentukan sistim kerjasama,
kewajiban2 dan hak para pihak pada masing - masing areal sebagainana
termaktub dalam perjanjian ini.

Beberapa kerjasama yang telah disepakati diantaranya :

a. Untuk areal kompleks Civic Center ( sarana kgiatan organisa<i kewanitaan,
sarana perpustakaan, sarana kebudayaan, sarana teater, prasarana lingkungan.
Dengan sistim Build and Transfer ( BT ),

b. Untuk areal kompleks olah raga. Dengan sistim Build, Transfer and Operate (
BTO ). Selanjutnya DKI akan memberikan hak pengelolaan kepada BIN
berupa Hak Guna Bangunan selama 48 tahun terus menerus dan menikmati
hasilnya.

c. Untuk areal club house. Dengan sistim Build. Operate and Transfer ( BOT ),
Selanjutnya DKI akan memberikan hak pengelolaan kepada BIN berupa Hak
GunaBangunan selama 48 tahun terus menerus dan menikmati hasilnya.

d. Untuk areal kompleks komersial. Dengan sistim Build, Operate and Transfer (
BOT ). Selama pengerjaan BIN memperoleh suatu hak pengelolaan berupa
HGB yang berlaku selama masa pengelolaan. Tetapi system kerjasama dapat
diubah menjadi Build Own and Operate ( BOO ), sepanjang DKI menyetujui.

e. DKI menerima royalty.
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Beberapa isi perjanjian ditulis lebih jelas :
a, Hak BIN, diantaranya :

o Menerima penyerahan fisik areal dalam keadaan kosong, tanpa penghuni
dan pihak ketiga lainnya.

o Memohon dan mendapatkan Hak Guna Bangunan atas beberapa areal
yang dikerjakan yang berlaku sepanjang masa pengelolaan

o Menjaminkan dan mengagunkan sertifikat hak guna bangunan kepada
Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dengan persetujuan DKI.

b) Kewajiban BIN, diantaranya :

o Mengembalikan sertifikat Hak Guna Bangunan pada beberapa Areal yang
telah disetujui kepada pihak DKI setelah Masa Pengelolaan Berakhir.

o Membayar royalti kepada DKI sesuai dengan jumlah dan jadwal
sebagaimana yang telah disetujui bersama.

c) Hak DKI diantaranya :

o Menerima sertifikat Hak Guna Bangunan atas beberapa areal yang telah
disetujui dalam keadaan tidak sengketa dan tanpa ada beban hipotik atau
hak — hak lain diatasnya. )

d) Kewajiban DKI, diantaranya :

O Menjamin keamanan dan ketentraman BIN dan/atau perusahaan BIN
dan/atau setiap pihak yang bekerja untuk mereka di dalam realisasi
pembangunan. Apabila kemudian terjad gangguan dan/atau tuntutan
dari pihak manapun maka pihak DKI atas tanggungan dengan biaya

sendiri akan mengambil tidakan yang diperlukan.
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o Melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan agar oleh
instasi yang berwenang kepada DKI diberikan suatu Hak Pengelolaan
Lahan ( HPL ) dan karenanya dikeluarkan suatu atau beberapa
Sertifikat HPL yang minimal mencakup beberapa areal yangtelah
disetujui

o Meminta dan mendapatkan pengesahan dari Menteri atas Keputusan
Gubernur Kepala daerah yang dikeluarkan sehubungan dengan
perjanjian ini.

e) Adapun untuk, penyelesaian perselisihan dan domisili hukum,

o Dilakukan melalui arbitrase dari BANI yang berlaku pada saat

terjadinya  perselisihan, diselenggarakan di Jakarta dengan

mempergunakan bahasa Indonesia dan Hukum Indonesia.

Di dalam perjanjian tersebut juga tertuang beberapa perjanjian yang dibuat
sendiri antara para pihak, baik untuk pengaturan tentang sistim kerjasamanya,
kewajiban yang harus dijalankan masing — masing pihak baik dari pihak
pemrintah maupun dari investor. Hal itu megacu pada Pasal 1339 BW, Suatu
perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan
didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian,
diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang undang Dalam kontak
perjanjian tersebut mengacu kepada Pasal 1335 BW. ( Kontrak bisa batal demi
hukum kalau bertentangan dengan undang — undang atau hukum itu sendiri atau
tidak terpenuhinya unsur syarat obyektif. Tetapi kontrak yang batal tersebut ada

kemungkinan tidak batal secara keseluruhan jadi hanya batal untuk beberapa pasal
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/ ayat tertentu.), Jadi apabila ada sesuatu hal yang menjadikan tidak terpenuhinya
unsur obyektif maka kontrak tersebut tidak batal secara keseluruhan tetapi hanya

membatalkan untuk beberapa pasal / ayat tertentu saja.
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BATASAN HAK PENGELOLAAN INVESTOR DALAM

PENERAPAN PADA BUILD OPERATE TRANSFER

Pasal 33 ayat 3 Undang - Undang Dasar 1945 memberikan landasan filosofis
hubungan antara Negara dan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
Menurut pasal 33 ayat 3 UUD 1945, berkesimpulan bahwa bumi dan air dipergunakan
sebesar — besarnya untuk Kem~kmuran rakyat. Melalui Undang Undang Pokok Agraria (
Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960, lembaran Negara 1960 — 104, selanjutnya
dsingkat UUPA ) filosofis yang menerangkan hubungan antara bangsa Indonesia dengan
bumi. air, ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di _dalamnya. Seluruh
wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air seluruh rakyat Indonesia yang bersatu
sebagai bangsa Indonesia ( Pasal 1 ayat 2 UUPA ). Hak bangsa atas bumi, air, ruang
angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mempunya dimensi privat
yaitu sebagai empunya dan dimensi public yaitu kewenangan mengatur bumi, air, ruang
angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Hak menguasai dari Negara
dalam pelaksanaannya, menurut Pasal 2 ayat 4 UUPA, dapat dilimpahkan kepada daerah
- daerah swantantra dan masyarakat - masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan
tidak sertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketenuan - ketentuan Peraturan
Pemerintah. Dalam UUPA tidak dikenal istilah - istilah Hak Pengelolaan, namun
lembaga serupa telah dikenal jauh sebelum UUPA diundangkan. Dahulu dikenal Hak

Penguasaan ( beheer ) oleh suatu Departemen Jawatan atau Daerzh swantantra atas tanah

44
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yang dikuasai langsung oleh Negara, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

1953.
1. Lembaga BOT dalam penerapannya di masyarakat luas

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 248/KMK.04/1995 tanggal 2 Juni
1995'°, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Bangun Serah adalah suatu bentuk
perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor
untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian Bangun Guna Serah ( BOT ) dan
mengalihkan kepemilikan bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah
masa bangun guna serah berakhir. Hubungan bisnis Bangun Guna Serah ini akan
membawa keuntungan bagi kedua belah pihak. Di satu pihak si pemilik tanah tidak
mempunyai modal untuk membangun di atas tanah tersebut. Sedangkan si pemilik
modal ( investor ) mempunyai dana, namun tidak memiliki tanah untuk
membangun.Dengan demikian lembaga ini membawa kcpentingan yang sama — sama
baik bagi kedua belah pihak. Hal ini tentu saja harus jelas disebutkan kiausula-
klausula perjanjian Bangun Guna Serah vang akan mereka buat. Dan perjanjian yang
aka dibuat oleh si pemilik tanah maupun si investor tencunya akan berpedoman pada
ketentuan  hukum yang berlaku seperti BW serta adanya itikat baik untuk

melaksanakannya.

' Keputusan Menteri Keuangan Nomor 248/KMK.04/1995 tanggal 2 Juni 1995, merupakan salah
satu dasar yang mengatur tentang system Bangun Serah sebagai suatu bentuk perjanjian kerjasama.
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2. Hubungan ketergantungan antara Pemerintah dengan Swasta / Investor
Pendekatan baru untuk dapat mengurangi masalah ini adalah dengan melibatkan
peran stake-holder. Public-private partnership merupakan salah satu cara untuk
mengekolaborasikan peran-peran tersebut. Tema "public-private partnership” (PPP)
dapat digambarkan pada sebuah spektrum dari kemungkinan hubungan-hubungan
antara public dan private actors untuk berkerjasama khususnya dalam pembangunan.
Prinsipnya dari PPP ini adalah cenderung pada penyediaan pelayanan pada barang
pub'ik seperti disebutkan pada kebutuhan-kebutuhan di atas. Secara konteksnya,
private sector dapat termasuk private businesses, dapat pula non-governmental
organization (NGOs) dan community-based organization (CBOs). Berdasarkan PPP
ini, keuntungan-keuntungan yang akan didapat dari pihak swasta adalah adanya
inovasi, kemudahan pada keuangan, kemampuan pada ilmu teknologi, kemampuan
dalam pengaturan efisiensi, semangat wirausaha yang besar  yang harus
dikombinasikan dengan tanggung jawab sosial, kepedulian pada lingkungan, dan
penzetahuan dan budaya lokal pemerintah dalam menyelesaikan masaiah-masalah
perkotaan. Pada awainya hubungan pemerintah dan swasta tidak sedekat kerja sama
PPP 1ni. Adapun kerja sama sebelumnya mayoritas adalah antara pemerintah dengan
pemerintah, swasta dengan swasta, LSM dengan LSM. Hubungan kerja sama
pemerintah-swasta hanya sebatas pembelian produk-produk yang dibutuhkan oleh
pemrerintah. Namun sampai saat ini berkembang hingga kerja sama yang lebih
kompleks. Pemerintah menyadari bahwa swasta dapat mengambil keuntungan dari
pemerintah begitu pula sebaliknya dimana swasta dapat menyediakan pelayanan yang

lebih efisien untuk waktu dan biaya. Semua hubungan kerja sama ini dapat
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berkembang dengan mempertimbangkan beberapa faktor yaitu tingkat derajat
pengontrolan oleh pemerintah, kemampuan pemerintah dan swasta untuk
menyediakan pelayanan yang dibutuhkan, kerangka kerja legal untuk investasi swasta
dan peraturan-peraturan untuk mencegah kelalaian, dan yang terakhir terdapatnya
sumber dana dari pemerintah dan swasta. Pada awalnya kerja sama pemerintah-
swasta ini berjalan untuk mengantisipasi pengadaan barang dan / atau jasa (public

goods) oleh pemerintah.

Dan dalam praktek pengadaarnya, secara legal konsepsual hanya pemerintah
vang berwenang menetapkan jenis dan jumlahnya serta perlu tidaknya disediakan
barang dan jasa publik. Konsekuensinya penyediaan barang dan jasa publik ini
menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun demikian, atas dasar teori manfaat dan
keuntungan suatu kegiatan, maka penyediaan dan pemeliharaan barang dan jasa
publik dapat diserahkan kepada pihak non pemerintah. Akan tetapi, sekalipun dalam
pengadaannya  dilakukan  pihak swasta, mengingat karakteristiknya yang
dikategorikan barang dan jasa publik, maka dalam hal pengelolaanya tetap dilakukan
oleh pemerintah. Namun pada kenyvataannya pemerintah tidak dapat mampu
menyediakan barang publik tersebut, hal ini didasarkan bahwa pemerintah mengalami
kekurangan dana sehingga pemerintah harus mencari solusi yang inovatif untuk
mengantisipasinya. Adapun prinsip-prinsip kerja sama antara pemerintah dan swasta
secara ringkas yang terdapat pada bentuk-bentuk kerja sama yang telah dijelaskan

diatas adalah :
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Pemerintah merespon sektor swasta untuk menyediakan jasa pelayanan terhadap
masyarakat. Menarik minat swasta merupakan suatu langkah awal terbentuknya
kerja sama. Dimana dalam hal ini diperlukan suatu aturan main atau prosedur
untuk mencapai kesepakatan antara pemerintah dan swasta.

Sektor swasta dan pemerintah harus saling bekerja sama (cooperation). Hal
tersebut merupakan syarat utama dalam PPP ini. kerja sama disini mengandung
arti kerja sama yang berkelanjutan.

Sektor swasta menyediakan suatu pelayanan tetapt pemerintah tetap yang
bertanggung jawab. Walaupun pengadaan suatu barang / jasa oleh swasta tetap
saja yang bertanggung jawab kepada publik adalah pemerintah.

Harus ada benefit bagi pemerintah, swasta, dan NGO. Keria sama yang terbentuk
diharapkan mengalami win-win solution tapi tidak menutup kemungkinan
pemerintah mengeluarkan subsidi namun hal tersebut sangat tidak diharapkan.
Pemerintah dan swasta harus punya struktur persetujuan untuk penyediaan (basic
framework cooperation).

PPP harus mempunyai faktor kemungkinan untuk menyediakan. Kerja sama PPP
ini merupakan salah satu faktor kemungkinan uinuk mengadakan suatu pelayanan
kepada publik sehingga kebutuhan barang dan jasa mereka dapat terpenuhi.

PPP harus didasarkan pada aturan / hukum. legalitas kerja sama merupakan hal
penting, dimana untuk menjaga kerja sama itu terjamin dengan hukum dimana
masing-masing dalam pelaksanaannya harus mengacu pada tataran aturan yang

jelas.
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8. Pemerintah harus mempunyai standar performances. Untuk standar pelayanan,

misalnya standar pembuatan jalzn, lebar, bahan, dll.

Standar performance ini merupakan suatu acuan penting baik bagi pemerintah,
swasta, maupun masyarakat. Dimana pemerintah dapat menggunakannya sebagai
kontrol pelayanan pada perjanjian kontrak dengan swasta, dan untuk swasta
adalah mereka mengetahui seberapa besar mereka harus menyediakan pelayanan.
Sedangkan untuk masyarakat adalah mereka mengetahui seberapa besar

kenyaman yang akan didapat berdasarkan standar tersebut.

9. Sistem kontrak :

siapa yang punya, milik siapa. Berapa lama (konsesi)

@)

o intensitas peraturan / persetujuan yang dilakukan pemerintah
o sumber investasi dari mana, dari swasta, pemerintah atau gabungan
keduanya
o Persetujuan tentang tenaga kerja (aspek-aspek).misalnya : orang tetap
bekerja walaupun dikontrak oleh siapapun.
o Waktu kontrak berapa lama, misal 10-20 tahun.
10. Konteks lokal terhadap PPP. (tidak semua masyarakat sama).Tidak semua bentuk
PPP dapat diterapkan kepada daerah lain yang memiliki karakteristik yang
berbeda karena masyarakat yang berbeda daerah relatif tidak sama sehingga untuk

menerapkan bentuk kerja sama ini perlu beberapa sedikit modisfikasi.
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11. Compatible goals Pemerintah dan swasta harus memiliki tujuan yang cocok
khususnya dalam pengadaan infrastruktur sehingga kerja sama yang terbentuk
dapat menghasilkan yang optimal.

12. Masyarakat harus terlibat / setuju terhadap proyek tersebut. Hal ini merupakan
suatu hal yang ideal dimana untuk melibatkan semua masyarakat untuk setuju
atau tidak setuju secara bulat merupakan hal yang sulit untuk dicapai karena pada

setiap kegiatan ada yang merasa dirugikan ada yang merasa diuntungkan.
3. Panduan Dasar Kerja Sama Pemerintah-Swasta

Dalam usaha pencapaian kesepakatan kerja sama antara pemerintah dan swasta
dibutuhkan beberapa tahapan dimana secara garis besar terdiri dari empat tahapan

yaitu :

1. Persiapan proyek
2. Analisa untuk pemilihan bentuk-bentuk kerja sama pemerintah-swasta
3. Proses pelibatan partispasi pihak swasta

4. Membuat hubungan kerja sama yang kuat dan berkelanjutan

1. Persiapan proyek

’

Pemerintah harus mengidentifikasi keadaan pelayanan infrastruktur yang ada,
apakah cukup baik atau Buruk dimana analisisnya terdiri dari : (1) kepemilikan
aset yang ada termasuk infrastruktur, modal dan tarif ; (2) cakupan pelayanan
vang ada ; (3) keadaan kepuasan konsumen secara menyeluruh ; (4)

Perbandingan pendapatan dan biaya yang ada. Pemerintah juga harus memiliki
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tujuan yang luas dalam memperbaiki pelayanan yang ada, &engan mengatur
cakupan dan standar pelayanan, -ecara objektif, transparan, efisien, untuk
mencapai kepuasan konsumen. Apabila keterlibatan pihak swasta memang
diperlukan maka pemerintah perlu membentuk tim pengkaji multidisiplin ilmu
dimana tugasnya adalah untuk mengevaluasi dari sistem yang ada serta

mengevaluasi keberadaan teknologi yang digunakan, keadaan sistem mungkin.

Pada pemerintah daerah akan membutuhkan suatu acuan penilaian dalam
melakukan suatu kontrak sehingga pemda untuk mencapai hasil yang terbaik
dalam kontraknya salah satunva dapat melalui proses kompetisi tender

(competitive bidding)
Analisa terhadap pilihan PPP

Harus pandai melihat prioritas terhadap infrastruktur yang akan diperbaiki atau
dibangun sampai pada bentuk PPP apa yang akan diambil dengan
mempertimbangkan pendapatan dan biaya dari masing-masing bentuk tersebut.
Bersamaan dengan proses penentuan bentuk kerja sama yang akan dipilih,
pemerintah harus membuka dialog dengan beberapa partner swasta yang akan
mengerjakan proyek tersebut, mengevaluasi setiap partner berdasarkan
transparansy, efektifitas kerja dan sebagainya. Namun pada saat ini terdapat
banyak hambatan dengan kurang terjalin komunikasi yang selaras antara
pemerintah dan swasta sehingga pemerintah  ditekankan  harus
mempertimbangkan bentuk-bentuk alternatif lain untuk menarik perhatian

swasta ini. Adapun pada tahap im pemerintah perlu mengevaluasi lagi apakah
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memerlukan pihak ketiga yang bertindak sebagai katalis atau fasilitator dalam
proyek pembangunan yang ada. Dimana pihak ketiga tersebut diharapkan dapat
membuat peningkatan kepercayaan dan kenyamanan antara pemerintah dan

swasta sehingga dapat menyelesaikan masalah yang ada.

. Proses pengikut sertaan Pihak swasta

Dalam melibatkan pihak swasta harus melalui prosedur yang ada. Hal ini
berarti, pemerintah dapat menentukan bentuk apa proses pelibatan swasta
sehingga pemerintah mendapatkan hasil yang terbaik untuk pelayanan yang
terbaik, sehingga korupsi dapat dihilangkan. Adapun pada saat ini ada dua
proses yaitu melalui ternder terbuka secara kompetitif dan negosiasi langsung.
Dalam proses PPP ini, setiap usaha untuk bentuk apapun harus menimbulkan
suatu inova§i dan kreatifitas yang berharga. Salah satu cara untuk mencapai
inovasi yaitu dengan meminimasi persyaratan yang spesifik dalam dokumen
tender untuk menekankan pada tujuan utama dari suatu proyek atau pelayanan
tersebut dengan melibatkan ide-ide pihak swasta ide yang mungkin untuk
mencapai tujuan tersebut. Sebelum menentwukan dan untuk keberhasilan
pembangunan dan pengoperasian suatu fasilitas/proyek infrastruktur yang
menggunakan pola BOT maka secara konseptual perlu dipertimbangakan

faktor-faktor, seperti:

A. Tipe fasilitas;
B. Manfaat sosialnya;

C. Dukungan Pemerintah (Prinsipal) yang dapat diberikan kepada Promotor;
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D. Kualifikasi dan pengalaman dari Promotor itu sendiri;

E. Lokasi proyek/fasilitas tersebut;

F. Besar ekuitas yang akan dipakai;

G. Jaminan kelangsungan suplai bahan mentah;

H. Jaminan pembelian atas produk dan atau jasa yang dihasilkan dari
pengoperasian fasilitas-fasiltas tersebut;

I. Jangka waktu konsesi;

J. Komponen dari masing-masing paket yang terkait dengan konstruksi,

operasi, pemeliharaan, pembiayaan dan penggerak perolehan penerimaan;

Para pihak yang terlibat dalam pembangunan dengan pola BOT ini adalah:

1. Prinsipal / Grantor adalah pihak yang secara keseluruhan bertanggung
jawab atas pemberian konsesi dan merupakan pemilik akhir dari proyek /
fasilitas tersebut setelah habisnya jangka waktu. Dalam hal ini
Pemerintahlah yang bertindak sebagai Prinsipal atau yang ditunjuk oleh

Pemerintah.

[S5]

Promotor adalah suatu badan hukum/organisasi yang diberi konsesi untuk
membangun, memiliki, mengoperasikan dan mengalihkan fasilitas
tertentu. Organisasi promotor ini biasanya didukung oleh pihak-pihak
lain, seperti : Contractor, Investor, Operator, Supplier, Lender , dan User.
Pihak yang disebutkan ini masing-masing dapat menjadi satu dengan

promotor ataupun terpisah.
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Intinya, peran pemerintah telah bergeser dari yang dulunya penyedia pelayanan
(provider) menjadi pemberi atvran (regulator) atas harga yang dikenakan dan
jumlah yang harus disediakan. Aset-aset infrastruktur yang tetap dipefcayakan
kepada konsesioner untuk waktu kontrak tertentu, tetapi setelah kontrak habis
maka aset infrastruktur akan menjadi milik pemerintah. Periode konsesi
diberikan biasanya lebih dari 25 tahun. Lamanya tergantung pada perjanjian
kontrak dan waktu yang dibutuhkan oleh konsesioner swasta untuk menutup

biaya yang telah dikeluarkan.
4. Hak Pengelolaan dalam penerapan Build Operate Transfer

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dalam Keputusan Presiden
Republik Indonesia ( Keppres ) No. 5 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang ditetapkan
berlakunya pada tanggal 17 Juni 1993. Keppres No. 55 Tahun 1993 diaksanakan
oleh Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional (
Permeneg Agraria / Kepala BPN ) No. 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 55 Tahun 1993
tentang Pengadaan Tanah Bagi Perlaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum, yang ditetapkan berlakunya pada tanggal 14 Juni 1994. Untuk beberapa
lokasi areal yang dibangun pihak investor untuk memperoleh Hak Pengelolaan
berupa Hak Mengelola dan menikmati hasil dari hak pengelolaan di beberapa
areal startegis berikut seluruh bangunan dan fasilitas penunjang yang

didirikannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953. Hak ini
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pertama kali muncul berbarengan dengan adanya kebijaksanaan pemeritah
dalam rangka melaksanakan konversi hak penguasaan atas tanah Negara yang
berada pada suatu Departemen, Direktorat, Jawatan dan daerah Swatantra.
Kebijaksaaan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9
Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara

Dan Kebijaksanaan Selanjutnya.

K.ewenangan yang diberikan kepada pemegang hak adalah merencanakan peruntukan
dan penggunaan tanah yang bersangkutan, menggunakan tanah tersebut untuk
kepentingannya sendiri, dan dapat menyerahkan sendiri dan dapat menyerahkan bagian
dari 1anah tersebut kepada pihak lain dengan memungut uang pemasukan. Jika dikaji
dengan cermat mengenai isi hak pengelolaan tersebut dapat dikatakan bahwa pada intinya
mirip dengan hak menguasai dari negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2)
UUPA. Hak atas taﬁah yang dapat diberikan di atas tanah hak pengelolaan oleh peraturan
di atas tidak diatur secara limitative. Berbeda dengan Permenagraia Nomor 1 Tahun 1977
( dengan berlakunya Permenagria Nomor 9 Tahun 1999 keberadaan Permendagri Nomor
1 Tahun 1977 sudah dinyatakan tidak berlaku lagi ) yang menentukan bahwa di atas hak
peng:zlolan dapat diberikan hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai. Namun
dengan memahami bunyi Pasal 3 ayat 3, Paal 5 ayat 3 dan Pasal 6 ayat 4 dari
Permenagraria Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasuk Dalam
Pemberian Hak Atas Tanah Negara, suatu pengaturan bahwa di atas hak pengelolaan
dapa:. dimohonkan hak milik, hak guna bangunan, dan hak pakai. Tentang kewenangan
untuk memberikan dan menyerahkan bagian — bagian dari tanah tersebut pada pihak

ketiga secara prosedural tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemegang hak pengelolaan
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melainkan harus tetap tunduk dengan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh
pemerintah y~itu Permen Agrria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 jo Perme Agraria /
Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999. Ini berarti untuk mendapatkan hak atas tanah di atas
hak: pengelolan diperlukan terlebih dahulu perjanjian antara pemegang hak pengelolaan
derigan pemohon hak. Jika perjanjian tersebut telah berbentuk berdasarkan ketentuan
hukum yang berlaku, kesepakatan telah berbentuk dapat dijadikan dasar untuk
mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk memberikan hak atas
tanah. Terhadap hak atas tanah tertentu yang dibatasi masa berlakukanya ( misal : hak
guna bangunan dan hak pakai ) apabila hak tersebut berakhir, maka terhadap hak atas
tanah tersebut dapat diperpanjang atau diperbaharui. Apabila terhadap hak atas tanah

tersebut tidak dilakukan perpanjangan atau pembaharuan maka tanah yang bersangkutan

‘akan kembali dalam, penguasaan sepenuhnya dari pemegang hak pengelolaan yang

bersangkutan. Hanya saja dengan hapusnya hak atas tanah tidak menghilangkan atau
merghapus hak ~ hak keperdataan dari pemegang bekas hak melekat di atas tanah.
Pihak ketiga walaupan sudah berkedudukan sebagai pemegang hak atas tanah, harus tetap
tuncuk dan menyesuaikan dengan pengaturan yang telah ditentukan oleh pemegang hak

pengelolaan.

Kemudian setelah berlakunya Peraturan Menteri Agraria ( PMA ) Nomor 9 Tahun
1965 dinyatakan bahwa Hak Pakai Pénguasaan yang digunakan untuk keperluan sendiri
dari departemen - departemen, direktorat - direktorat dan dari daerah swatantra
dikonversi menjadi Hak Pakai ( Pasal 1 ). Sedangkan jika selain untuk keperluan instansi
sendiri tanah juga dimaksudkan untuk dapat diberikan dengan suatu hak kepada pihak

ketiga maka hak penguasaan itu dikonversi menjadi Hak Pengelolaan dan berlangsung
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selama tanah tersebut digunakan untuk keperluan instansi yang bersangkutan ( Pasal 2 ).

 Hak Pengelolaan yang jangka waktunya melebihi 5 tahun harus didaftarkan menurut

ketentuan Peraturan Pemerintah ( selanjutnya disingkat PP ) Nomor 10 Tahun 1961 (
Pasal 9 ). Mengingat hak pengelolaan merupakan bagian dari hak menguasai negara,
maka pemegang hak pengelolaan akan memiliki pula kewenangan dari hak menguasai
Negara seperti diatur alam Pasal 2 ayat 2 UUPA jo Penjelasan Pasal 2 ayat huruf “f”
Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1997. Peraturan - peraturan
terszbut diatas menentukan bahwa kewenangan pada pemegang hak pengelolaan, antara
lain adalah menggunakan tanah tersebut bagi keperluan pelaksanaan tugasnya dan
memberikan atau menyerahkan bagian - bagian dari tanah kepada pihak ketiga: Dari sini
dapat dinyatakan bahwa kewenangan untuk menggunakan tanah tidak saja ditimbulkan
dari pemberian hak atas tanah tapi juga dapat berasal dari pemberian hak pengelolaan.
Tentang kewenangan untuk memberikan dan menyerahkan bagian - bagian tanah tersebut
pada pihak ketiga secara prosedural tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemegang hak
pengelolaan melainkan harus tetap tunduk untuk mengikuti ketentuan yang telah
ditetapkan oleh pemerintah., yaitu Permen Agraria / Kepaia BPN Nomor 3 Tahun 1999 jo
Permen Agraia / Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999. Pasal 4 ayat 2 Permen Agraria
Nomor 9 Tahun 1999 mengatur dalam hal - hak yang dimohonkan berasal atau
me-upakan tanah hak pengelolaan, pemohon harus terlebih dahulu memperoleh
perunjukan berupa perjanjian pengunaan tanah dari pemegang hak pengelolaan. Ini
berarti untuk mendapatkan hak atas tanah di atas hak pengelolaan diperlukan terlebih

dahulu perjanjian antara pemegang hak pengelolaan dengan pemohon hak. Jadi pada
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dasarnya Hak Pengelolaan kedudukannya bukanlah hak atas tanah seperti yang ada dalam
UUPA, tetapi merupakan “ Hak Menguasai Negara “ sebagai pelaksanaan dari Pasal 2
ayat 4 UUPA. Pemegang hak pengelolaan dapat memberikan bagian - bagian atas tanah
kepada pihak ketiga. Pemberian tersebut dapat menimbulkan Hak Milik, Hak Guna
Bangunan dan Hak Pakai. Pemberian bagian tanah pengelolaan tersebut didasarkan pada

perjanjian antara pemegang hak pengelolaan dengan pihak ketiga.
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BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

a.

Ada beberapa pergeseran suatu barang dari barang publik menjadi semi publik
hal ini terjadi karena terjadinya kelangkaan. Kelangkaan terjadi salah satunya
adalah jumlah persediaannya berkurang baik secara alami maupun secara
manusiawi. Adapun ketidakmampuan pemerintah dalam pengadaan suatu
barang publik karena keterbatasan dana konvensional untuk pendanaannya
sehingga harus bekerja sama dengan pihak swasta maka barang publik tersebut
akan bergeser menjadi semi publik dan kemungkinan juga perubahan dalam
karaktristiknya, dimana untuk memperolehnya membutuhkan suatu
pengorbanan dan juga akan bergeser dimana setiap penambahan pengguna /
konsumen baru akan membuat mengalami penurunan manfaat yang diterima
oleh konsumen lainnya. Selain prinsip-prinsip kerja sama yang telah dijelaskan
diatas, perlu juga n.empertimbangkan keterlibatan investor lokal dimana
pelibatan investor lokal ini diharapkan dapat membuat produktifitas kegiatan

lokal semakin meningkat dengan efek multiplier yang ditimbulkan.

b. Bangun-kelola-alih milik (Build, Operate and Transfer) / Bangun-kelola-miliki-

alih milik (Build, Operate, Own and Transfer), dicirikan dengan adanya
investasi swasta, pembangunan sarana, biaya rendah kualitas tinggi,

menguntungkan efisiensi tinggi, cocok dilakukan pada kondisi ekonomi yang
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baik dan saling menguntungkan selain juga bisa meningkatkan kesejahteraan

masyarakat pada umumnya.

2. Saran

Sebelum pemerintah memutuskan untuk mengalihkan tanggung jawab
pemberian  pelayanan kepada sektor swasta, maka kita perlu menjajaki
ukuran mutu, biaya monitoring untuk kepentingan umum, dan struktur pasar
yang berlaku. Pemerintah juga seyogianya menjajaki kemungkinan menjalin
kemitraan dengan swasta, atau melibatkan organisasi-organisasi kolektif.
Swastanisasi hanya bisa terjadi apabila telah terjadi perubahan paradigma
yang besar pada lembaga-lembaga pemerintah. Dan penerapan analisis public-

private good hanyalah salah satu langkah di dalam perubahan kelembagaan.

Pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat pada tahun 1980-an dan awal 1990-
an, menyebabkan pemerintah, berkewajiban menyediakan infrastruktur,
sarana dan prasarana kesejahteraan yang diperlukan masyarakat, menghadapi
kekurangan dana untuk mengadakan investasi. Inilak salah safu ciri dari
komoditi yang bersifat pure public good, yaitu lambannya perluasan kapasitas
pemerintah. Oleh sebab itu, sejak pertengahan tahun 1990-an, dikembangkan
berbagai pemikiran untuk melibatkan dan meningkatkan peran swasta sebagai
mitra pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. Diterapkanlah berbagai
kebijakan pada waktu itu seperti BOT (Build Operate Transfer), BTO (Build
Transper Operate), BOO (Builda Own Operate)y KSM (Keija Sama

Manajemen) dan KSO (Kerja Sama Operasi), maupun swastanisasi. Dengan
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diterapkannya berbagai pola kemitraan tersebut, sebagian infrastruktur mulai
beralih dari pure public good menjadi semi public good. Walaupun perubahan
itu terjadi, tetapi dua hal yang tetap melekat sebagai infrastruktur adalah
sifatnya sebagai natural monopoly dan implikasinya yang cross sectoral. Dua
hal inilah yang harus menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengusahakan
infrastruktur, tidak dapat hanya dilihat berdasarkan untung-rugi perusahaan
semata, karena pengaruhnya yang luas kepada perekonomian nasional dan
kehidupan sosial masyarakat. Sehingga, keputusan penjualan saham
pemerintah kepada Swasta perlu ditinjau kembali. Selain telekomunikasi, kita
masih menghadapi berbagai masalah sejenis dalam bidang infrastruktur ini,
seperti tenaga listrik, air minum, jalan tol, pelabuhan, bandara dan lain-lain.
Dengan belum adanya kejelasan mengenai 'kemitraan' dalam pengusahaan
infrastruktur, saat ini kita telah dihadapkan dengan keadaan yang sudah
mengganggu produktivitas masyarakat maupun ekonomi. PLN sudah mulai
dengan kemungkinan diberlakukannya giliran pemadaman listrik, kwalitas
aliran listrik menurun di beberapa wilayah. Penyelenggaraan air minum,
walaupun menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, masih jauh dari yang
diharapkan. Untuk melaksanakan komitmen BPPN dalam APBN, penjualan
saham atau aset pemerintah sebaiknya diutamakan dari perusahaan kontraktor,
perdagangan, perbankan serta industri yang bukan merupakan unggulan
nasional (national champion). BPPN sebagai bagian dari pemerintah, dalam
menentukan mitra swasta untuk perusahaan yang bidang usa;hanya public

good, haruslah had the public in mind, bukan hanya sekedar memenuhi target.
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara periu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah,;
Mengingat . 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355},

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK
NEGARA/DAERAH.
BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalari Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.

Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau
barasal dari perolehan lainnya yang sah.

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau
barasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan
kabijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik
nagara/daerah.

Kuasa pengguna barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna
barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Ferencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik
negara/daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang
s2dang berjalan sebagai dasar dailam melakukan tindakan yang akan datang.

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukam oleh pengguna barang dalam mengelola dan
menatausahakan barang milik negara/daerah yano sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
irstansi yang bersarigkutan.

Femanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara/daerah yang tidak dipergunakan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerianflembaga/satuan kerja perangkat daerah,
dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun
guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Sewa adalah pemanfaatan barang milik negara/daeran cleh pihak lain dalahi jangka waktu
ertentu dan menerima imbalan uang tunai.

10. Finjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dengan
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peraerintah daerah dan antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima
imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola
barang.

Kerjasama pemanfaatan adatah pendayagunaan barang milik negara/daerah oleh. pihak lain
dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan
pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak
lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk
selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya
setelah berakhimyajangka waktu.

Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak
lain dengan cara mendiriican bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai
pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu
tertentu yang disepakati.

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara/daerah dari daftar barang
dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan
pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab
administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Pemindah tanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah sebagai tindak
lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai
modal pemerintah.

Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang miiik negara/daerah kepada pihak lain dengan
menerima penggantian dalam bentuk uang.

Tukar-menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang dilakukan
artara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara
pemerintah pusat/pemerintah daerah dengan pihak fain, dengan menerima penggantian daiam
bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.

Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah,
dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari
pemerintah pusat/pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.

Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik
negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang
dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha
milik negara, badan usaha mitik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan
pelaporan barang milik negara/daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil
pendataan barang milik negara/daerah.

Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang
chjektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk mempzroleh nilai barang
rilik negara/daerah.

Daftar barang pengguna, yang seianjutnya disingkat dengan DBP, adalah daftar yang memuat
data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang.

Caftar barang kuasa pengguna, yang selanjutnya disingkat dengan DBKP, adalah daftar yang
memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna barang

Kementerian negara/lembaga adalah kementerian negara/ lembaga pemerintah non kementerian
negara/lembaga negara.

Menteri/pimpinan lembaga adalah pejabat yang bertanggungjawab atas penggunaan barang
kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

. Fihak lain adalah pihak-pihak selain kementerian negara/lembaga dan satuar kerja perangkat

daerah.
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Pasal 2

Barang milik negara/daerah meliputi:

a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D;

b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;

Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;

b barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
¢. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
d

barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap.

Pasal 3

Pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian
hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nitai.

Pengelolaan barang milik negara/dagsrah meliputi:
perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
pengadaan;

penggunaan;

pemanfaatan;

pengamanan dan pemeliharaan;

penilaian;

penghapusan,;

pemindahtanganan;

penatausahaan;

pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

@ e o0 TN

—

BAB
PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

Bagian Kesatu
Pengelola Barang

Pasal 4

Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara adalah pengeiola barang milik negara.

Pangelola barang milik negara berwenana dan bertanggungjawab:

a. merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan barang milik
negara,

b meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik negara;
menetapkan status penguasaan dan penggunaan barang milik negara;

mengajukan usul pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah dan bangunan yang
memeriukan persetujuan DPR,;

e. memberikan keputusan atas usul pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah dan
bangunan yang tidak memeriukan persetujuan DPR sepanjang dalam batas kewenangan
Menteri Keuangan;,

f. memberikan pertimbangan dan meneruskan usul pemindahtanganan barang milik negara
berupa lanah dan bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPR sepanjang
dalani.batas kewenangan Presiden;

g memberikan keputusan atas usul peinindahtanganan dan penghapusan barang milik negara
selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya;

h  memberikan pertimbangan dan meneruskan usul pemindahtanganan barang milik negara
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selain tanah dan bangunan kepada Presiden atau DPR;

i. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah  dan
bangunan;

j. memberikan keputusan atas usul pemenfaatan barang milik negara selain tanah dan

bangunan;

k. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik negara serta
menghimpun hasil inventarisasi;

1.  melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik negara;
m. menyusun dan mempersiapkan Laporan Rekapitulasi barang milik negara/daerah kepada

Presiden secvaktu diperiukan.
Pasal 5
Gubemur/bupati/walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.
Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mempunyai wewenang;
z.  menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
k. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;

¢. menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;

<. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan
DPRD;

¢. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas
kewenangannya;

. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Sekretaris daerah adalah pengelola barang milik daerah.

Pengelola barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab:

a. menetapkan pejabat'yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;

bh. meneliti dan menyetujui rencana kébutuhan barang milik daerah;

¢. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;

d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik
daerah yang telah disetujui oleh gubemur/bupatifwalikota atau DPRD;

e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.

Bagian Kedua
Pengguna Barang/Kuala Pengguna Barang

Pasal 6

Menteri/pimpinan lembaga selaku pimpinan kementerian negara/lembaga adalah pengguna
Iharang milik negara.

[>engguna barang milik negara berwenang dan bertanggungjawab:

3. menetapkan kuasa pengguna barang dan menunjuk pejabat yang mengurus dan menyimpan
barang milik negara;

n. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik negara untuk kemerterian
negara/ lembaga yang dipimpinnya;

s. melaksanakan pengadaan barang milik negara sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku;

4. mengajukan permohanan penetapan status tanah dan bangunan untuk penguasaan dan
penggunaan barang milik negara vang diperoleh dari beban APBN dan perolehan lainnya
yang sail;

menggunakan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga;

®
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mengamankan dan memelihara barang milik negara yang berada dalam penguasaannyz;

mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan
bangunan;

mengajukan usul pemindahtanganan dengan tindak lanjut tukar menukar berupa tanah dan
bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi namun
tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;

mengajukan usul pemindahtanganan dengan tindak lanjut penyertaan modal pemerintah
pusat/daerah atau hibah yang dari awal pengadaaannya sesuai peruntukkan yang tercantum
dalam dokumen penganggaran,

menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian negaraflembaga yang dipimpinnya
kepada pengelola barang;

melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik negara yang ada
dalam penguasaannya,

melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik negara yang berada dalam
penguasaannya;

menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan
Barang Pengguna Tahunan(LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola
barang.

Pasal 7

Kepala kantor dalam lingkungan kementerian negara/lembaga adalah kuasa pengguna bzrang
railik negara dalam lingkungan kantor yang dipimpinnya.

kuasa pengguna barang milik negara berwenang dan bertanggungjawab:

cl.

b.

d.

mengajukan rencana kebutuhan barang milik negara untuk lingkungan kantor yang
dipimpinnya kepada pengguna barang;
mengajukan permohor:an penetapan status untuk penguasaan dart penggunaan barang milik

negara yang diperoleh dari beban APBN dan perolehan lainnya yang sah kepada pengguna
barang;

melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik negara yang berada dalam
penguasaannya,

menggunakan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kantor yang dipimpinnya;
mengamankan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya;

mengajukan usul pemindahtanganan barang milik negara berupa fanah dan bangunan yang
tidak memeriukan persetujuan DPR dan barang milik negara selain tanah dan bangunan
kepada pengguna barang;

menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kantor yang dipimpinnva kepada pengguna barang;
melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik negara yang ada
dalam penguasaannya;

menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan
Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya
kepada pengguna barang.

Pasa! 8

Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah pengguna barang milik daerah.

Kepala satuan kerja perangkat daerah berwenang dan bertanggungjawab:

al.

mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah
yang dipimpinnya;

mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik
daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam
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penguasaannya;

d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

¢. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

f. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan
yang tidak memeriukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan
bangunan;

g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya
kepada gubernur/bupati/walikota melafui pengelola barang;

h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada
dalam penguasaannya;

i. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan
Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola
barang.

BAB il
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 9

Perencanaan kebutuhan barang milik negara/daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran
kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah setelah memperhatikan
<etersediaan barang milik negara/daerah yang ada.

Perencanaan kebutuhan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga.

Standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh
pengelola barang setelah berkoordinasi dengan instansi atau dinas teknis terkait.

Pasal 10

Pengguna barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang yang diajukan oleh kuasa
pengguna barang yang berada di bawah lingkungannya.

Pengguna barang menyampaikan usul rencana kebutuhan barang milik negara/daerah kepada
pengelola barang.

Pengelola barang bersama pengguna barang membahas usul tersebut dengan memperhatikan
data barang pada pengguna barang dan/atau pengelola barang untuk ditetapkan sebagai
Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah (RKBMN/D).

BAB IV
PENGADAAN

Pasal 11

Pengadaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif,

(1

(21

transparan dan terbuka, bersaing, adilftidak diskriminatif dan akuntabel.

Pasat 12

Pengaturan mengenai pengadaan tanah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang milik negara/daerah
selain tanah diatur dengan Peraturan Presiden.
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BABYV
PENGGUNAAN

Pasal 13

Status penggunaan barang ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. barang milik negara oleh pengelola barang;
b. barang milik daerah oleh gubernur/bupati/walikota.

Pasal 14

(1) Penetapan status penggunaan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf (a) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

a. Pengguna barang melaporkan barang milik negara yang diterimanya kepada pengelola
barang disertai dengan usul penggunhan;

b. Pengelola barang meneliti laporan tersebut ‘dan menetapkan status penggunaan barang
milik negara dimaksud.
(2) Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf (b) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

a. Pengguna barang melaporkan barang milik daerah yang diterimanya kepada pengelola
barang disertai dengan usul penggunaan;

b. Pengelola barang meneliti laporan tersebut dan mergajukan usul penggunaan dimaksud
kepada gubernur/bupatifwalikota untuk ditetapkan status penggunaannya.

Pasal 15

Barang milik negara/daerah dapat ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah, untuk dioperasikan
oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi
kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersan;kutan.

Pasal 16

(1) Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa
tanah dan/atau bangunan tersebut diperiukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok
dan fungsi pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang yang bersangkutan.

(2) Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib menyerahkan tanah dan/atau
bangunan yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:

a. pengelola barang untuk barang milik negara; atau
n. gubernur/bupatifwalikota melalui pengelela barang untuk barang milik daerah.

Pasal 17

(1) Pengelola barang menetapkan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan yang harus
diserahkan oleh pengguna barang karena sudah tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas
pokok dan fungsi instansi bersangkutan.

(2) Gubernur/bupatifwalikota menetapkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan

yang harus diserahkan oleh pengguna barang karena sudah tidak digunakan untuk
menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan.

(3) Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola barang
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan untuk menyelenggarakan dan menunjang tugas
pokok dan fungsi instansi bersangkutan;

b. hasil audit atas penggunaan tanah dan/atau bangunan.

(4) Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi
pemerintah lainnya;
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b. dimanfaatkan dalam rangka optimalisasi barang milik negara/daerah;

¢. dipindahtangankan.
Pasal 18

Pengguna barang milik negara yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak
digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan kepada
pengelola barang dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau
bangunan dimaksud.

Pengguna barang milik daerah yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak
digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan kepada
gubernur/bupatifwalikota dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah
dan/atau bangunan dimaksud.

Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai dengan Pasal 16 ayat, (1) dicabut
penetapan status penggunaannya.

BAB VI
PEMANFAATAN

Bagian Pertaina
Kriteria Pemanfaatan

Pasal 19

Pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud
clalam Pasal 17 ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola barang.

Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat {2) dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan
gubernur/bupatifwalikcia.

Pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang diperiukan
untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang/kuasa pengguna
barang dilakukan oleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang.

Pemanfaatan barang milik negara/daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh
jpengguna barar.g dengan persetujuan pengelola barang;

Pemanfaatan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis
Jdengan memperhatikan kepentingan negara/daerah dan kepentingan umum.

Bagian Kedua
Bentuk Pemanfaatan
Pasal 20
Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik negara/daerah ben:pa:
sewa;
pinjam pakai;

coow

M

kerjasama pemanfaatan;
bangun guna serah dan bangun serah guna.

Bagian Ketiga
Sewa

Pasal 21

Penyewaan barang milik negara/daerah dilaksanakan dengan bentuk:

a. penyewaan barang milik negara atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh
pengguna barang kepada pengeloia barang;

b. penyewaan barang milik daerah atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh
pengguna barang kepada gubernur/bupati/walikota;
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c. penyewaan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna
barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3);

d. penyewaan atas barang milik negara/daerah selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Penyewaan atas barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan
oleh pengelola barang.

(3) Penyewaan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan
bleb pengelola barang setelah m.2ndapat persetujuan gubernur/bupati/walikota.

(4) Penyewaan atas barang milik negara /daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan
d, dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang.

Pasal 22

(1) Barang milik negara/daerah dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang menguntungkan
negara/daerah.

(2) Jangka waktu penyewaan barang milik negara/daerah paling lama lima tahun dan dapat
diperpanjang.

(3) Penetapan formula besaran tarif sewa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. barang milik negara oleh pengelola barang;
b. barang milik daerah oleh gubemur/bupatiwalikota.

(4) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang sekurang-
kurangnya memuat:
a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. jenis, luas atau junn,lah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;

¢. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selamajangka waktu
penyewaan;

d. persyaratan lain yang dianggap periu.

(5) Hasil penyewaan merupakan penerimaan negara/daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke
rekening kas umum negara/daerah.

Bagian Keempat
Pinjam Pakai

Pasal 23

(1) Pinjam pakai barang milik negara/daerah dilaksanakan antara pemerintah pusat dengan
pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah.

(2) Jangka waktu pinjam pakai barang milik negara/daerah paling lama dua tahun dan dapat
diperpanjang.
(3) Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
a. pihak-pihak yang terikat daiam perjanjian;
b. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
¢. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu
peminjaman; :
d. persyaratan lain yang dianggap periu.

Bagian Kelima
Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 24

Kerjasama peimanfaatan barang milik negara/daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka :
a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik negara/daerah;
b. meningkatkan penerimaan negara/pendapatan daerah.

KARAKTERISTIK KONTRAK BUILD ... BHAKTI NUGROHO



TESIS

(1

)
(3

4

(M

&)

(M

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Pasal 25

Kerjasama pemanfaatan barang milik negara/daerah dilaksanakan dengan bentuk:

a. kerjasama pemanfaatan barang milik negara atas tanah dan/atau bangunan yang sudah
diserahkan oleh pengguna barang kepada pengelola barang;

b. kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah dan/atau bangunan yang sudah
diserahkan oleh pengguna barang kepada gubemur/bupati/walikota;

¢. kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh
pengguna barang;
d. kerjasama pemanfaatan atas barang milik negara/ daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Kerjasama pemanfaatan atas barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
dilaksanakan oleh pengelola barang.

Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b
dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubemur/bupatiwalikota.

Kerjasama pemanfaatan atas barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf ¢ dan d, dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola
barang.

Pasal 26

Kerjasama pemanfaatan atas barang milik negara/daerah dilaksanakan dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/Daerah untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/ perbaikan yang diperiukan
terhadap barang milik negara/daerah dimaksud;

n. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-
kurangnya lima peserta/peminat, kecuali untuk barang 'milik negara/daerah yang bersifat
khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;

. mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke rekening kas umum
negara/daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan
pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan;

d. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama
pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang
berwenang;

2. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama
pemanfaatan harus mendapat persetujuan pengelola barang;

i. selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjamilikan
atau menggadaikan barang milik negara/daerah yang menjadi obyek kerjasama
pemanfaatan;

J. jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama tiga puluh tahun sejak peranjian

ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan tidak dapat
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah.

Bagian Keenam
Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna

Pasal 27

Bangun guna serah dan bangun serah guna barang milik negara/daerah dapat dilaksanakan

dengan persyaratan sebagai berikut:

&. pengguna barang memeriukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan
negara/daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi; dan

L. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah untuk
penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
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(2) Bangun guna serah dan bangun serah guna barang milik negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh pengeiola barang.

: (3) Bangun guna serah dan bangun serah guna barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubemur/
bupati/walikota.

(4) Tanah yang status penggunaannya ada pada pengguna barang dan telah direnoanakan untuk
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang yang bersangkutan, dapat dilakukan
bangun guna serah dan bangun serah guna setelah terlebih dahulu diserahkan kepada:

a. pengelola barang untuk barang milik negara;
b. gubemnur/bupatifwalikota untuk barang milik daerah.
(5) Bangun guna serah dan bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan

oleh pengelola barang dengan mengikutsertakan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna
barang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 28

Per etapan status penggunaan barang milik negara/daerah sebagai hasil dari pelaksapaan bangun
guna gerab dan bangun serah guna dilaksanakan oleh:

a. pengelola barang untuk barang milik negara, dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi kementerian negara/lembaga terkait;

b. gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah, dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok
dan fungsi satuan kerja perangkat daerah terkait.

Pasal 29

(1) Jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna paling lama tiga puluh tahun sejak
perjanjian ditandatangani.

(2) Penetapan mitra bangun guna serah dan mitra bangun serah guna dilaksanakan melalui tender
dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya lima peserta/ peminat.

(3) Mitra bangun guna serah dan mitra bangun serah guna yang telah ditetapkan, selama jangka
waktu pengoperasian harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:

a. membayar kontribusi ke rekening kas umum negara/ daerah setiap tahun, yang besarannya
ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;

b. tidak menjamilikan, menggadaikan atau memindahtangankan objek bangun guna serah dan
barigun serah guna;

¢. memelihara objek bangun guna serah dan bangun serah guna.
(4) Dalam jangka waktu pengoperasian, sebagian barang milik negara/daerah hasil bangun guna

serah dan bangun serah guna harus dapat digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi pemerintah.

(5) Banguti guna serah dan bangun serah guna dilaksanakan berdasarka:- surat perjanjian yang
sekurang-kurangnya memuat:

pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;

objek bangun guna serah dan bangun serah guna;

jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna;

hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;

e. persyaratan lain yang dianggap periu.

a0 op

(6) izin mendirikan bangunan hasil bangun guna serah dan bangun serah guna harus
diatasnamakan Pemerintah Republik indonesia/Pemerintah Daerah.

(7) Semua biaya berkenaan dergan persiapan dan pelaksanaan bangun guna serah dan bangun
serah guna tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.

Pasal 30

(1) Mitra bangun guna serah barang milik negara harus menyerahkan objek bangun guna serah
kepada pengelola barang pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh
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aparat pengawasar fungsional pemerintah.

(2) Mitra bangun guna serah barang milik daerah harus menyerahkan objek bangun guna serah
kepada gubernur/bupatifwalikota pada akhir jangka waktu pengoperasuan setelah dilakukan audit
oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah.

(3) Bangun serah guna barang milik negara dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. mitra bangun serah guna harus menyerahkan objek bangun serah guna kepada pengelola
barang segera setelah selesainya pethbangunan;

b. mitra bangun serah guna dapat mendayagunakan barang milik negara tersebut sesuai
jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian;

c. setelah jangka waktu. pendayagunaan berakhir, objek bangun serah guna terlebih dahulu
diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan
oleh pengelola barang.

(4) Bangun serah guna barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. mitra bangun serah guna harus menyerahkan objek bangun serah guna kepada gubernur/
bupati/walikota segera setelah selesainya pembangunan,;

b. mitra bangun serah guna dapat mendayagunakan barang milik daerah tersebut sesuai
jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian;

c. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun serah guna terlebih dahulu
diaudit oleh aparat pengawasan fungsiona! pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan
oieh gubernur/bupati/ walikota.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan ewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan,
bangun guna serah dan bangun serah guna barang milik negara diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan:

BAB Vi
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Fertama
Pengamanan

Pasal 32

(1) Pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan
pengamanan barang milik negara/daerah yang berada daiam penguasaannya.

(2) Pengamanan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.

Pasal 33

(1) Barang milik negara/daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik
Indonesia/ pemerintah daerah yang bersangkutan.

(2) Barang milik negara/daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas
nama Pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan.

(3) Barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan
atas nama pengguna barang.

(4) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan
atas nama pemerintah daerah yang bersangkutan.

Pasal 34
(1) Bukii kepemilikan barang milik negara/daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.

(2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan
oleh pengelola barang
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(3) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan dilakukan
oleh pengguna barang/kuasa pengguna barang.

(4) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh pengelola barang.

Bagian Kedua
Pemeliharaan

Pasal 35
(1) Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas pemeliharaan
barang milik negara/daerah yang ada di bawah penguasaannya.

(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan
Pemeliharaan Barang (DKPB).

(3) Biaya pemeliharaan barang milik negara/daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara/Daerah.

Pasal 36

(1) Kuasa pengguna barang wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam
kewenangannya dan melaporkan/menyampaikan daftar 'hasil pemeliharaan barang tersebut
kepada pengguna barang secara oerkala.

(2) Pengguna barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam satu tat..n anggaran
sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik
negara/daerah.

BAB VI
PENILAIAN

Pasal 37

Penilaian barang milik negara/daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah
pusat/daerah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah.

Pasal 38

Penetapan nilai barang milik negara/daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah
pusat/daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pasal 39

(1) Penilaian barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau
pemindahtangaran dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pengelola barang, dan dapat
melibatkan penilai independen yang ditetapkan oleh pengelola barang.

(2) Penilaian barang miiik negara/daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka
pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh
gubernur/bupati/walikota, dan dapat melibatkan penilai independen yang ditetapkan oleh
gubernur/ bupati/walikota. ’

(3) Penilaian barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan NJOP.

(4) Hasil penilaian barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan oleh:

a. pengelola barang untuk barang milik negara;
b. gubemnur/bupatifwalikota untuk barang milik daerah.

Pasal 40

(1) Penilaian barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau
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pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pengguna barang, dan dapat
melibatkan penilai independen yang ditetapkan oleh pengguna barang.

{2) Penilaian barang milik daerah seiain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau
pamindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pengelola barang, dan dapat
melibatkan penilai independen yang ditetapkan pengelola barang.

(3) Penilaian barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.

(4) Hasil penilaian barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan oleh:
a. pengguna barang untuk barang milik negara;
b pengelola barang untuk barang milik daerah.

BAB IX
PENGHAPUSAN

Pasal 41

Penghapusan barang milik negara/daerah meliputi:
a. penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau kuasa pengguna;
b. penghapusan dari daftar barang milik negara/daerah.

Pasal 42

(1) Penghapusan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a,
dilakukan dalam hal barang milik negara/daerah dimaksud sudah tidak berada dalam
penguasaan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang;

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan surat
keputusan penghapusan dari:

- a pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang untuk barang milik
negara;
b. pengguna barang setelah mendapat persetujuan gubemur/bupatifwalikota atas usul
pengelola barang untuk barang milik daerah.

(3) P=laksanaan atas penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dilaporkan
kepada pengelola barang.

Pasal 43

(1) Penghapusan barang milik negara/daerah dari daftar barang milik negara/daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dilakukan dalam hal barang milik negara/daerah dimaksud
sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebabsebabllain.

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerﬁﬁan surat
keputusan penghapusan dari:

a. pengelola barang untuk barang milik negara;

b. pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubemur/bupatifwalikota untuk barang milik
daerah. '

Pasal 44

(1) Penghapusan barang milik negara/daerah dengan tindak ianjut pemusnahan dilakukan apabila
barang milik negara/daerah dimaksud:
a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan; atau
b. alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditaksanakan cleh:
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a. pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang untuk barang milik
negara;
b. pengguna barang dengan surat keputusan dari pengelola barang setelah mendapat
persetujuan gub :rnur/bupati/walikota untuk barang milik daerah.

Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara
dan dilaporkan kepada pengelola barang.

BAB X
PEMINDAHTANGANAN

Bagian Pertama
Bentuk-Bentuk dan Persetujuan

Pasal 45

Benfuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik
negara/daerah meliputi:

a.
b.
c.
d.

penjualan;

tukar Menukar,

hibah;

penyertaan modal pemerintah pusat/daerah.

Pasal 46

(1) Pemindahtanganan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 untuk:

2

3

(M

)

a. tanah dan/atau bangunan;

b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus
miliar rupiah);

dilakukan setelah mendapat persetujuan DPR.

Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 untuk:

3. tanah dan/atau bangunan;

. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah);
dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pemindahtanganan barang milik negara/daerah berupa tanah dan/atau bangurran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPR/DPRD,
apabita:

a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;

b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam
dokumen penganggaran;

. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
d. diperuntukkan bagi kepentingan umum;

2. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundangundangan, yang jika status kepemilikannya
dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Pasal 47

Usul untuk memperoleh persetujuan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1)
diajukan oleh pengelola barang.

Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2)
diajukan oleh gubemur/bupatifwalikota.

Pasal 48

(1) Pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana
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dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk tanah dan/atau bangunan yang bemilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah) c.iilak,ukan oleh pengejola barang setela_h mendapat persetujuan Presiden;

(2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) dilakukan' oleh pengelola barang setelah mendapat
persetujuan gubermnur/bupatifwalikota.

Pasal 49

(1) Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai
dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh penguna barang setelah
mendapat persetujuan pengelola barang.

(2) Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang bemilai di atas
Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000.000,00 (seratus
miliar rupiah) dilakukan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan Presiden.

{3) Usul untuk memperoleh persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan
oleh pengelola barang.

Pasal 50

Pemindahtanganan barang. milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai
dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat
persetujuan gubernur/bupatifwalikota.

Bagian Kedua
Penjualan

Pasal 51

(1) Penjualan barang milik negara/daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
a. untuk optimalisasi barang milik negara yang berlebih atau idle;
b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila dijual;
c. sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penjualan barang milik negara/daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal hal tertentu.
(3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

a. barang milik negara/daerah yang bersifat khusus;

b. barang milik negara/daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola barang.

Pasal 52

(1) Penjualan barang milik negara/daerah berupa tanah dan/atau Sangunan dilaksanakan oleh:
a. pengelola barang untuk barang milik negara;

b. pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota untuk barang milik
daerah.

(2) Penjualan barang mifik negara/daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh:

a. pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang untuk barang milik
negara;

b. pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota untuk barang milik
daerah.

Pasal 53
(1) Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Fasai 52 ayat (2} huruf a dilakukar dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. kuasa pengguna barang mengajukan usul kepada pengguna barang untuk diteliti dan dikaji;

TESIS KARAKTERISTIK KONTRAK BUILD ... BHAKTI NUGROHO



TESIS

@

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
pengguna barang mengajukan usul penjualan kepada pengelola barang;
pengelola barang meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh pengguna barang
sesuai dengan kewenangannya;
pengelola barang mengeluarkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usvian
penjualan yang diajukan oleh pengguna barang dalam batas kewenangannya;
untuk penjualan yang memeriukan persetujuan Presiden atau DPR, pengelola barang
mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud;

penerbitan persetujuan pelaksanaan oleh pengelola barang untuk penjualan sebagaimana
dimaksud pada butir e dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden atau DPR.

Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b difakukan dengan ketentuan
sebagai berikut:

a.
b.

pengguna barang mengajukan usul penjualan kepada pengelola barang;

pengelola barang meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh pengguna barang
sesuai dengan kewenangannya;

pengeloia barang mengeluarkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan
penjualan yang diajukan oleh pengguna barang dalam batas kewenangannya;

Untuk penjualan yang memeriukan persetujuan gubernur/bupati/walikota atau DPRD,
pengelola barang mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan
dimaksud.

(3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan oleh pengelola barang untuk penjualan sebagaimana
dimaksud pada huruf d dilakukan setelah mendapat persetujuan gubemur/ bupati/walikota atau
DPRD.

Hasil penjualan barang milik negara/daerah wajib disetor seluruhnya ke rekening kas umum
negara/daerah sebagai penerimaan negara/daerah.

)

(M

)

&)

(M

)

Bagian Ketiga
Tukar menukar

Pasal 54

Tukar menukar barang milik negara/daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:

a.
b.
c.

untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
untuk optimalisasi barang milik negara/daerah; dan
tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.

Tukar menukar barang milik negara dapat dilakukan dengan pihak:

a.
b.
c.

pemerintah daerah;
badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya;
swasta.

Tukar menukar barang milic daerah dapat dilakukan dengan pihak:

a.
b.
c.

pemerintah pusat;
badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya;
swasta.

Pasal 55

Tukar menukar barang milik negara/daerah dapat berupa:

a.

C.

tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada pengelola barang untuk barang
milik negara dan gubemur/bupatifwalikota untuk barang milik daerah;

tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok
dan fungsi pengguna barang tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan
kota:

barang milik negara/daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Penetapan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan

KARAKTERISTIK KONTRAK BUILD ... BHAKTI NUGROHO



TESIS

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:

a. pengelola barang untuk barang milik negara;
b. gubemur/bupatiwalikota untuk barang milik daerah, sesuai batas kewenangannya.

(3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:
a. pengeloia barang untuk barang milik negara;
b pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota untuk barang milik
daerah.
(4) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayaf (1) huruf b dilaksanakan oleh:

a pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang untuk barang milik
negara;

b. pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota untuk barang milik
daerah.

(5) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengguna
barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.

Pasal 56

(1) Tukar menukar barang milik negara sebagaimana dimaksud daiam Pasal 55 ayat (1) huruf a
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pengelola barang mengkaji perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek
teknis, ekonomis, dan yuridis;

b. pengelola barang menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan sesuai
batas kewenangannya;

c. tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan melalui proses persetujuan dengan
berpedoman pada ketentuan pada Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1),

d. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan
dalam berita acara serah terim=2 barang.
(2) Tukar menukar barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal §5 ayat (1) huruf b dan
-¢ dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang disertai alasan/
pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi pengguna barang;

b. pengelola barang mene'iti dan mengkaji alasan/ pertimbangan tersebut dari aspek teknis,
ekonomis, dan yuridis;

c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola barang dapat
mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;

d. pengguna barang melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan
pengelola barang;

e. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan
dalam berita acara serah terima barana.

Pasal 57

Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dan b
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pengelola barang mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepada gubamur/
bupati/ walikota disertai, alasan/pertimbangan, dan kelengkapan data;

b. gubermur/bupati/walikota meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar
tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;

c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, gubemur/bupatiwalikota dapat
mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan
dipertukarkan;

d. tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan melalui proses persetujuan dengan
berpedoman paca ketentuan pada Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (2)

e. pengelola barang melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan gubemnur/
bupati/ walikota;
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f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam
berita acara serah terima barang.

(2) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf ¢
dilaksaiiakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang disertai
alasan/pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intermn instansi pengguna
barang;

b. pengelola barang meneliti dan mengkaji alasan/ pertimbangan tersebut dari aspek teknis,
ekonomis, dan yuridis;

¢. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola barang dapat
mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;

d. pengguna barang melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan
pengelola barang;

e. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan
dalam berita acara serah terima barang.

Bagian Keempat
Hibah

Pasal 58

(1) Hibah barang milik negara/daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial,
keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah.

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. bukan merupakan barang rahasia negara;
b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;

c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan penyelenggaraan
pemerintahan negara/daerah. : '

Pasal 59

(1) Hibah barang milik negara/daerah dapat berupa:

a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada pengelola barang untuk barang
mifik negara dan gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah;

b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaaannya direncanakan untuk dihibahkan
sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran;

¢. barang milik negara/daerah selain tanah dan/atau bangunan.
(2) Penetapan barang milik negara/daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
a. pengelola barang untuk barang milik negara;
b. gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah, sesuai batas kewenangannya.
(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:
a. pengelola barang untuk barang milik negara;

b. pengelola barang setelah mendapat persetujuaﬁ gubemur/bupatifwalikota untuk barang milik
daerah.

(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t dilaksanakan oleh:

a. pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang untuk barang milik
negara,

b. pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota untuk barang milik
daerah.

(5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf ¢ dilaksanakan oleh pengguna barang setelah
mendapat persetujuan pengelola barang.
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Pasal 60

(1) Hibah barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a dilaksanakan
dengan ketentuan sebagai berikut:

@

M

)

a.

pengelola barang mengkaji perlunya hibah berdasarkan pertimbangan dan syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58;

pengelola barang menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan sesuai batas
kewenangannya,

proses persetujuan hibah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 ayat
(1) dan Pasal 48 ayat (1),

pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara
serah terima barang.

Hibah barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal §9 ayat (1) huruf b dan c
ditaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

€.

pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang disertai dengan
alasan/pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intem-instansi pengguna
barang;

pengelola barang meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58;

apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola barang dapat
mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;

pengguna barang melaksanakan hibah dengan berpedoman pada persetujuan pengelola
barang;

pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara
serah terima barang.

Pasal 61

Hibah barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a .dan-b
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

ct.

b.

pengelola barang mengajukan usul hibah tanah dan/atau bangunan kepada gubemnur/
bupati/walikota disertai dengan alasan/pertimbangan, dan kelengkapan data;
gubernur/bupati/walikota meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58;

apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, gubernur/bupati/walikota dapat
mempertimbangkan untuk menetapkan dan/atau menyetujui tanah dan/atau bangunan yang
akan dihibahkan;

proses persetujuan hibah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 ayat
(2) dan Pasal 48 ayat (2);
pengelola barang melaksanalan hibah dengan berpedoman pada percetujuan
gubernur/bupati/ walikota;

pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara
serah terima barang.

Hibah barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf ¢ dilaksanakan
dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

b.

cl.

pengguna barang mengajukan usulan kepada Pengelola Barang disertai alasan/
pertimbangan, kelengkapan data, dan hasit pengkajian tim intern instansi pengguna barang;

pengelola barang meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58;

.. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola barang dapat

mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;

pengguna barang melaksanakan hibah dengan berpedoman pada persetujuan pengelola
barang;

. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara

serah terima barang,
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Bagian Kelima
Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah

Pasal 62

Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah atas barang milik negara/daerah dilakukan dalam
rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja badan usaha milik negara/daerah
atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah;

Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
cengan pertimbangan sebagai berikut:

&. barang milik negara/daerah yang dari awal pengadaaannya sesuai dokumen penganggaran
diperuntukkan bagi badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki
negara/daerah dalam rangka penugasan pemerintah; atau

b, barang milik negara/daerah lebih optimal apabila dikelola oleh badan usaha milik
Negara/daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah baik yang sudah ada
maupun yang akan dibentuk.

Pasal 63

Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah atas barang milik negara/daerah dapat berupa:
a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada pengelola barang untuk barang
milik negara dan gubemnur/bupati/walikota untuk barang milik daerah;

b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaaannya direncanakan untuk disertakan
sebagai modal pemerintah pusat/daerah sesuai yang tercantum dalam dokumen
penganggaran;

c. barang milik negara/daerah selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Penetapan barang milik negara/daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan

3

“

©)

M

sebagai modal pemerintah pusat/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurui a dilakukan
oleh:

a. pengelola barang untuk barang milik negara;

b. gubernur/bupatifwalikota untuk barang milik daerah, sesuai batas kewenangannya.

Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah atas barang milik negara/daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:

a. pengelola barang untuk barang milik negara;

b. pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/ bupati/walikota untuk barang milik
daerah.

Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah atas barang milik negara/daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh:

a. pengguna barang seteiah mendapat persetujuan pengelola barang untuk barang mitik
negara; i

b. pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubermnur/ bupatifwalikota untuk barang milik
daerah.

Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah atas barang milik negara/daerah sebagaimana
dmaksud pada ayat (1) burin® ¢ dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat
persetujuan pengelola barang.

Pasal 64

Penyertaan modal pemerintah pusat atas barang milik negara (1) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 63 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pengelola barang mengkaji periunya penyertaan modal pemerintah berdasarkan
pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62;

b. pengeloia barang menetapkan tanah can/atau bangunan yang akan disertakan sebagai
modal pemerintah sesuai batas kewenangannya;

c. proses persetujuan penyertaan modal pemerintah dilaksanakan dengan berpedoman pada
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ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1),
pengelola barang menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Pusat dengan melibatkan instansi terkait;
pengelola barang menyampaikan Rancangan Peraturan Pemerintah “cpada Presiden untuk
ditetapkan;
penggelola barang melakukan serah terima barang kepada badan usaha milik negara/daerah
atau badan hukum lainnya milik negara/daerah yang dituangkan dalam berita acara serah
terima barang setelah Peraturan Pemerintah ditetapkan.

(2) Penyertaan modal pemerintah pusat atas barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 63 ayat (1) huruf b dan c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang disertai dengan alasan/
pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intermn instansi pengguna barang;
pengelola barang meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62;

apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola barang dapat
mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;

pengelola barang menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Pusat dengan melibatkan instansi terkait;

pengelola barang menyampaikan Rancangan Peraturan Pemerintah kepada Presiden untuk
ditetapkan;

pengguna barang melakukan serah terima barang kepada badan usaha milik negara/daerah
atau badan hukum lainnya milik negara/daerah yang dituangkan dalam berita acara serah
terima barang setelah Peraturan Pemerintah ditetapkan.

Pasal 65

(1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 63 ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

pengelola barang mengajukan usul penyertaan modal pemerintah atas tanah dan/atau
bangunan kepada guberur/bupatifwalikota disertai dengan alasan/ pertimbangan, dan
kelengkapan data;

gubernur/bupatifwalikota meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62

apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang beriaku, gubernur/bupati/walikota dapat
mempertimbangkan untuk menetapkan dan/atau menyetujui tanah dan/atau bangunan yang
akan disertakan sebagai modal pemerintah;

proses persetujuan penyertaan modal pemerintah dilaksanakan dengan berpedoman pada
ketentuan Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (2);

pengelola barang melaksanakan penyertaan modal pemerintah dengan berpedoman pada
persetujuan gubernur/bupati/walikota;

pengelola barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah dengan melibatkan instansi terkait;

pengelola barang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk
ditetapkan;

pengguna barang melakukan serah terima barang kepada badan usaha milik negara/daerah
atau badan hukum lainnya milik negara/daerah yang dituangkan dalam berita acara serah
terima barang setelah Peraturan Pemerintah/ Peraturan Daerah ditetapkan.

(2) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 63 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

b.

pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang disertai alasan/
pertimbangan, kelengkapan data, dan hash pengkajian tim intemn instansi pengguna barang;

pengelola barang meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62;

apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola barang dapat
mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;

KARAKTERISTIK KONTRAK BUILD ... BHAKTI NUGROHO



TESIS

M

(2)

(1)

)

3

4)

(M

2

(1
)

3

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

d. pengelola barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah dengan melibatkan instansi terkait;

e. pengelola barang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk
ditetapkan,

f. pengguna barang melakukan serah terima barang kepada badan usaha milik negara/daerah
atau badan hukum lainnya milik negara/daerah yang dituangkan dalam berita acara serah
terima barang setelah Peraturan Pememtatv Peraturan Daerah ditetapkan.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penjualan, tukar menukar, hibah, dan
penyertaan modal pemerintah atas barang milik negara diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penjualan, tukar menukar, hibah, dan
penyertaan modal pemerintah atas barang milik daerah diatur dalam Peraturan Daerah dengan
berpedoman pada kebijakan umum pengelolaan barang milik negara/daerah.

BAB Xi
PENATAUSAHAAN

Bagian Pertama
Pembukuan

Pasal 67

Kuasa pengguna barang/pengguna barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang
milik negara/daerah ke dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP)/Daftar Barang Pengguna
{DBP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

Pengelola barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik negara/daerah
berupa tanah dan/atau bangunan dalam Daftar Barang Milik Negara/Daerah (DBMN/D) menurut
penggolongan barang dan kodefikasi barang.

Penggolongan dan kodefikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Penggolongan dan kodefikasi barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan.

Pasal 68

Kuasa pengguna barang/pengguna barang harus menyimpan dokumen kepemilikan barang milik
negara/daerah selain tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya.

Pengelola barang hzmus menyimpan dokumen kepemilikan tanah dan/atau bangunan yang
berada dalam pengeiolaannya.

Bagian Kedua
inventarisasi

Pasal 69

Pengguna barang melakukan inventarisasi barang milik negara/daerah sekurang-kurangnya
sekali dalam lima tahun.

Dikecualikan dari ketefituan ayat (1), terhadap barang milik negara/daerah yang berupa
persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, pengguna barang melakukan inventarisasi setiap
tahun.

Pengguna barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) kepada pengelola barang selambat-lambatnya tiga tulan setelahi selesainya
inventarisasi. :
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Pasal 70

Pengelola barang melakukan inventarisasi barang milik negara/daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang berada dalam penguasaannya sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.

Bagian Ketiga
Pelapcran

Pasal 71

(1) Kuasa pengguna barang harus menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran
(LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) untuk disampaikan kepada
pengguna barang.

(2) Pengguna barang harus menyusun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan
Barang Pengguna Tahunan (LBPT) untuk disampaikan kepada pengelola barang.

(3) Pengelola barang harus menyusun Laporan Barang Milik Negara/Daerah (LBMN/D) berupa tanah
dan/atau bangunan semesteran dan tahunan.

(4) Pengelola barang harus menghimpun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan
Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta Laporan
Barang Milik Negara/Daerah (LBMN/D) berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3).

(5) Pengelola barang harus menyusun Laporan Barang Milik Negara/Daerah (LBMN/D) berdasarkan
hasil penghimpun-an laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 72

Laporan Barang Milik Negara/Daerah (LBMN/D) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5)
digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah pusat/daerah.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan
barang milik negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

BAB Xii
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 74

(1) Menteri Keuangan menetapkan ketijakan umum pengelolaan barang milik negara/daerah.

(2) Menteri Keuangan menetapkan kebijakan teknis dan melakukan pembinaan pengelolaan barang
milik negara.

(3) Menteri Dalam Negeri menetapkan kebijakan teknis dan melakukan pembinaan bengelolaan
barang milik daerah sesuai dengan kebijakan sebagaimana ayat (1).

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 75

(1) Pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan,
pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik negara/
daerah yang berada di bawah penguasaannya.

(2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk
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kantor/satuan kerja dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang.

Kuasa pengguna barang dan pengguna barang dapat meminta aparat pengawas fungsional
untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Kuasa pengguna barang dan pengguna barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 76

Fengelola barang berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan
penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah, dalam rangka
penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah
sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola barang dapat meminta
aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan,
pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah.

Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pengelola barang untuk
ditindakianjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian atas barang
milik negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
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BAB Xlil
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 78

Pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik negara/daerah yang
menghasilkan penerimaan negara/daerah dapat diberikan insentif.

Pejabat/pegawai selaku pengurus barang dalam melaksanakan tugas rutinnya diberikan
tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara/daerah.

Pemberian insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan
barang milik nogara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan
Menteri Keuangan.

Pemberian insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat/ pegawai yang melaksanakan
pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada kebijakan umum pengelolaan barang milik
negara/daerah.

Pasal 79

Barang milik negara/daerah yang digunakan oleh badan layanan umum/badan layanan umum
daerah merupakan kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan
kegiatan badan layanan umum/badan layanan umum daerah yang bersangkutan.

Pengelolaan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, kecuali terhadap barang-barang tertentu
yang diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah tentang Badan Layanan Umum.

Pasal 80

Pangelola barang dapat membentuk badan layanan umum dan/atau menggunakan jasa pihak
lain dalam pelaksanaan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah
dan/atau bangunan.

Pz2ngelolaan barang milik negara yang berasal dari badai khusus yang dibentuk dalam rangka
penyehatan perbankan, diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Keuangan.
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Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Daerah

BAB XIV
GANTI RUGI DAN SANKSI

Pasal 82

(1) Setiap kerugian negara/daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas
pengelolaan barang milik negara/daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

{2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

(1) Barang milik negara/daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah ada sebelum
berlakunya Peraturan Pemerintah ini wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen
kepemilikannya.

(2) Inventarisasi dan penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur lebih lanjut oleh pengelola barang berkoordinasi dengan kementerian negara/iembaga
yang bertanggung jawab di bidang pertanahan nasional dan instansi teknis terkait.

(3) Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan pada ayat (2) dibebankan pada
-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.

BAB XVi
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan yang mengatur mengenai
pengelolaan barang milik negara/daerah yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 85

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah ini harus diselesaikan selambat-
lambatnya satu tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 86

Peraturan Pemerintah ini mulai berfaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturai Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2006

- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
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Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 20
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

20- Juni 2001
Yth.
1. Para Sekretaris Jenderal Departemen;
2. Para Pimpinan Lembaga Negara;
3. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
4. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

NOMOR : SE-76/A/20601
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PASAL 13 AYAT (1) KEPUTUSAN MENTERI
KEUANGAN

NOMOR 55/KMK.03/2001 TANGGAL 5 FEBRUARI 2001

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 55/KMK.03/2001 tanggal 5
Februari 2001 tentang Tata Cara Pengamanan, Penghapusan, dan Pengalihan Barang
Milik/Kekayaan Negara (BM/KN) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah
dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah khususnya ketentuan yang diatur dalam Pasal
13 ayat (1) ditetapkan bahwa BM/KN yang masih dalam pelaksanaan tukar-menukar,
penjualan, penyertaan modal pemerintah, penghibahan, peminjaman, penyewaan, atau
bangun guna serah, tetap harus dilanjutkan pelaksanaannya oleh Pemerintah
Daeralv/Instansi Lain yang menerima pengalihan BM/KN sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, Menteri Keuangan selaku Kuasa Pembina Umum
BM/KN perlu memberikan pedoman teknis lebih lanjut sebagai berikut :

1. Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pasal
13 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 55/KMK.03/2001 tanggal 5
Februari 2001 adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350/KMK.03/1994
tanggal 13 Juli 1994 tentang Tata Cara Tukar-Menukar Barang Milik/Kekayaan
Negara dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 470/KMK.01/1994 tanggal 20
September 1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang
Milik/Kekayaan Negara.

2. BM/KN yang telah diserahterimakan kepada Pemeriniak: Daerah apabila akan
dipertukarkan, dijual, dihibahkan, dipinjamkan, disewakan, atau dibangun guna
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serahkan, serta diubah fungsinya, Pemerintah Daerah harus memperhatikan
kepentingan Instansi Lain di Daerah tersebut dan terlebih dahulu mendapat
rekomendasi dari Menteri Keuangan selaku Kuasa Pembina Umum BM/KN.

3. BM/KN yang telah diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah namun masih
terdapat kegiatan dalam pelaksanaan seperti tukar-menukar, penjualan,
penghibahan, peminjaman, penyewaan, atau bangun guna serah, proses tindak
lanjutnya perlu diatur sebagai berikut :

A. Tukar-menukar

1) Proses tukar-menukar yang telah memperoleh persetujuan prinsip Menteri
Keuangan, untuk melanjutkan tukar-menukar tersebut Pemerintah Daerah
mengajukan usulan persetujuan pelaksanaan kepada Menteri Keuangan c.q.
Direktur Jenderal Anggaran.

2) Proses tukar-menukar yang telah memperoleh persetujuan pelaksanaan Menteri
Keuangan, untuk melanjutkan tukar-menukar tersebut Pemerintah Daerah
menetapkan developer pemenang tender yang akan melaksanakan pembangunan
aset pengganti. Sedangkan Tim Penaksir Interdep dibentuk dengan surat
keputusan Pemerintah Daerah yang anggotanya terdiri dari unsur Departemen
Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran, Dinas Cipta Karya, Kantor
Pertanahan setempat, dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

3) Proses tukar-menukar yang telah diterbitkan dokumen perjanjian tukar-
menukar, selanjutnya Pemerintah Daerah mengadakan addendum/amandemen
atas perjanjian tukar-menukar tersebut yang meliputi :

a. Pemilikan BM/KN yang diperjanjian

b. Pejabat yang menandatangani perjanjian tukar-menukar .

c. Apabila terdapat perubahan kualitas dan kuantitas BM/KN yang
diperjanjikan harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Anggaran.

4) Setelah dz=veloper menyelesaikan kewajiban untuk menyediakan aset
pengganti, selanjutnya Pemerintah Daerah membentuk Tim Penilik yang
anggotanya terdiri dari unsur Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal
Anggaran, Dinas Cipta Karya, dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

5) Apabila dalam proses tukar-menukar terdapat selisih lebih antara nilai aset
yang dilepas dengan nilai aset pengganti, selisih lebih tersebut seluruhnya harus
disetorkan ke Rekening Kas Daerah sebelum Berita Acara Penelitian
ditandatangani oleh Tim Penilik.

B. Penjualan
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1) Proses penjualan yang telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan,
selanjutnya Pemerintah Daerah membentuk Tim Penaksir Interdep yang
anggotanya terdiri dari unsur Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal
Anggaran, Instansi teknis terkait, dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

2) Hasil penjualan tersebut pada angka 1) seluruhnya disetorkan ke Rekening Kas
Negara. '

3)Penjualan rumah negara dan penyetorannya :

a. Terhadap penjualan rumah negara yang Surat Keputusan Penetapan status
rumah negara dari golongan II ke golongan III telah diterbitkan oleh
Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah sebelum pengalihan
BM/KN Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka
pelaksanaan otonomi daerah, yang pembayaran sewa belinya telah
dilaksanakan atau akan dilaksanakan maka sewa belinya disetorkan ke
Rekening Kas Negara sampai lunas.

b. Usulan pengalihan status rumah negara golongan II ke golongan III yang
sudah diterima oleh Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah
sebelum pengalihan BM/KN kepada Pemerintah Daerah dalam rangka
pelaksanaan otonomi daerah dan sampai dengan penyerahan BM/KN
belum ada penetapannya maka usulan pengalihan status rumah negara
tersebut diteruskan kepada Pemerintan Daerah dan proses penyelesaian
selanjutnya menjadi wewenang Pemerintah Daerah yang menerima
pengalihan BM/KN tersebut.

4) Penjualan rumah negara bagi Departemen/Lembaga yang tidak dialihkan ke
Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penjualan
Rumah-Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri, penjualan rumah negara golongan
[T kepada pegawai/penghuni harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri
Keuangan.

. Penghibahan

Penghibahan BM/KN yang telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan
yang pelaksanaan penyerahannya belum dilakukan, Pemerintah Daerah harus
menyerahkan BM/KN tersebut sesuai dengan persetujuan yang telah ditetapkan

. Penyewaan

1) Pembayaran sewa rumah negara golongan I dan golongan II yang ditempati
Pegawai Negeri Sipil Daerah (ex Pegawai Negeri Sipil Pusat), pembayaran sewa
rumah negara tersebut selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Daerah.

2) Penyewaan BM/KN yang batas waktu perjanjiannya belum berakhir,
pelaksanaan penyewaan harus tetap dilanjutkan oleh Pemerintah Daerah yang
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bersangkutan dengan mengadakan addendum/amandemen tentang pemilikan dan
pejabat yang menandatangani/bertanggung jawab atas BM/KN tersebut.

. Peminjaman

Peminjaman BM/KN yang batas waktu perjanjiannya belum berakhir,
pelaksanaan peminjaman harus tetap dilanjutkan oleh Pemerintah Daerah yang
bersangkutan dengan mengadakan addendum/amandemen tentang pemilikan dan
pejabat yang menandatangani/bertanggung jawab atas BM/KN tersebut.

. Bangun Guna Serah/Built, Operate dan Transfer (BOT)

1) Proses BOT (Dibangun, dioperasikan dan diserahterimakan) yang telah
memperoleh persetujuan Menteri Keuangan, selanjutnya Pemerintah Daerah
melakukan penawaran secara lelang terbatas kepada peminat dengan mengundang
sekurang-kurangnya S (lima) peminat/developer.

2) Selanjutnya dibentuk Tim Interdep yang bertugas menyusun kerangka
acuan/Term of Reference (TOR) dan melakukan penilaian penawaran.

3) Setelah dibuat perjanjian kerjasama dengan Mitra BOT, selanjutnya
Pemerintah Daerah mengadakan addendum/amandemen tentang pemilikan dan
pejabat yang menandatangani/bertanggung jawab atas BM/KN tersebut.

4) Mitra BOT harus membayar kontribusi ke Rekening Kas Daerah setiap tahun
selama jangka waktu pengoperasian.

5)Apabila jangka waktu kerjasama telah berakhir (paling lama 25 tahun),
bangunan beserta fasilitasnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

4. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir 1, 2 dan 3, Pemerintah Daerah supaya
segera rnenunjuk dan menetapkan pejabat yang bertanggung jawab dalam proses
pelaksanaannya.

TESIS

Demikian untuk dimaklumi.

a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Anggaran
Anshari Ritonga

NIP. 060027032
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Tembusan Yth :

1. Menteri Keuangan (sebagai laporan);

2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

4. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Anggaran seluruh Indonesia.
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KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 74 TAHUN 2603
TENTANG
PEDOMAN PENDAYAGUNAAN KEKAYAAN DAERAH PROPINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang:

a.

a.  bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah dalam
rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, diperlukan upaya dan usaha untuk menambah dan
meningkatkan sumber Pendapatan Daerah;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a, dan dalam rangka optimalisasi kekayaan daerah maka
usaha Pendayagunaan Kekayaan Daerah adalah merupakan salah satu sarana untuk menambah
dan meningkatkan sumber Pendapatan Daerah;

¢.  bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Petunjuk
Pelaksanaan Pendayagunaan Kekayaan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan
keputusan Gubernur.

Mengingat:

TESIS

|

1. Undang-undang Nomor | Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970;

-

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemerintah Dacrah;

4, Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus
[bukota Negara Republik Indonesia Jakarta;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Daerah; ’

6. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1988 tentang
Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;

7. Peraturan Dacrah Propinsi Dacrah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tenang
Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2001 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Tbukota Jakarta Nomor 23 Tahun 2000
tentang Pedoman Pemanfaatan Barang Daerah Fropinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
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1. 10. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 52 Tahun 2002
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pendayagunaan Kekayaan dan
Usaha Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; '

I 1L Keputusén Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 175 Tahun 2002
tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Propinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINS]I DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TENTANG PENDAYAGUNAAN KEKAYAAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

2. 2. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus [bukota Jakarta;

4. 4. Asisten Keuangan adalah Asisten Keuangan Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;

5. 5. Asisten Perekonomian adalah Asisten Perckonomian Sekretaris Daerah Propinsi Daaerah
Khusus Ibukota Jakarta;

6. 6. Badan Penanaman Modal dan Pendayagunaan Kekayaan dan Usaha Daerah yang selanjutnya
disingkat BPM dan PKUD adalah Badan Penanaman Modal dan Pendayagunaan Kekayaan dan
Usaha Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

7. 7. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pendayagunaan Kekayaan dan Usaha Daerah yang
selanjutnya disingkat BPM dan PKUD adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pendayagunaan Kekayaan dan Usaha Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

8. 8. Kekayaan Daerah adalah semua kekayaan atau aset Pemerintah Daerah baik yang dimiliki
maupun yang dikuasai, yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak
bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai,
lihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-
surat berharga lainnya;

9. 9. Pendayagunaan Kekayaan Daerah adalah Pendayagunaan Kekayaan Daerah yang dilakukan

dalam bentuk kerja sama dengan Pihak Ketiga;

10. 10. Pihak Ketiga adalah badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan
dalam bentuk apapun, persekutuan, firma, koperasi, lembaga, serta bentuk usaha tetap yang
berdomisili di wilayah negara RI;
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1i.11. Tim Pendayagunaan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat Tim PKD adalah Tim
Pendayagunaan Kekayaan Daerah yang dibentuk dengan keputusan Gubernur.,

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pendayagunaan Kekayaan Daerah dimaksudkan untuk mendayagunakan kekayaan Daerah secara
optimal.

(2) Pendayagunaan Kekayaan Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian
Daerah, menambah pendapatan Daerah dan terciptanya kesempatan kerja.

BAB III
PRINSIP PENDAYAGUNAAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 3

Pelaksanaan Pendayagunaan Kekayaan Daerah dilakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga,

berdasarkan prinsip antara lain:

a. a. saling menguntungkan kedua belah pihak;

b. b. pengelolaannya harus dilakukan secara profesional;

¢. ¢. tidak membebani APBD dan tidak mengakibatkan terjadinya perubahan status pemilikan atas
kekayaan daerah;

d. d. kekayaan Daerah yang didayagunakan hanya dapat dimanfaatkan sesuai dengan maksud dan
tujuan pendayagunaannya;

e. e. kekayaan Daerah yang didayagunakan pencatatannya harus dibuat dalam dafiar inventaris
tersendiri oleh Biro Perlengkapan berdasarkan Berita Acara Serah Terima fisik dari Pemerintah
Daerah kepada Pihak Ketiga.

BAB IV
BENTUK KERJA SAMA

Pasal 4

Pendayagunaan Kekayaan Daerah dapat dilakukan dalai.. bentuk:
a. Build, Operate and Transfer (BOT)

Bangun Guna Serah atau Build-Operate-Transfer yang selanjutnya disingkat BOT adalah
Pendayagunaan Kekayaan Daerah berupa tanah dan/atau bangunan milik/dikuasai Pemerintah
Daerah oleh Pihak Ketiga dengan cara membangun bangunan siap pakai dan/atau menyediakan,
manambah sarana lain berikut fasilitas di atas tanah dan/atau bangunan tersebut dan
mendayagunakannya selama jangk= waktu tertentu untuk kemudian setelah jangka waktunya
berakhir menyerahkan kembali tanah dan bangunan dan/atau sarana lain beserta fasilitasnya
tersebut beserta kelengkapannya kepada Pemerintah Daerah, serta membayar kontribusi sejumlah
uang atas penggunaanya yang besarnya ditetapkan sesuai kesepakatan;

b. Build, Transfer and Operate (BTO)

Bangun Serah Guna atau Build-Transfer-Operate yang selanjutnya disingkat BTO adalah
Pendayagunaan Kekayaan Daerah berupa tanah dan/atau bangunan milik/dikuasai Pemerintah
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Daerah oleh Pihak Ketiga dengan cara Pihak Ketiga membangun bangunan siap pakai dan/atau
menyediakan, manambah sarana lain berikut fasilitas di atas tanah dan/atau bangunan tersebut dan
setelah selesai pembangunananya diserahkan kepada Pemerintah Daeral: Can bangunan siap pakai
dan/atau sarana lain berikut fasilitas di atas tanah dan/atau bangunan tersebut diserahkan kembali
kepada Pihak Ketiga untuk didayagunakan selama jangka waktu tertentu, dan atas pendayagunaan
tersebut Pihak Ketiga dikenakan kontribusi sejumlah uang yang besarnya ditetapkan sesuai
kesepakatan;

Build, Operate and Owned (BOO)

Bangun Guna Milik atau Build-Operate-Owned yang selanjutnya disingkat BOO adalah perikatan
antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga yang dilakukan dengan ketentuan Pemerintah
Daerah memberikan kewenangan kepada Pihak Ketiga untuk membangun infrastruktur yang
seharusnya disediakan oleh Pemerintah Daerah, Pihak Ketiga secara keseluruhan bertanggung
jawab atas pembiayaan pembangunan, pengoperasian dan memiliki bangunan untuk selamanya,
Pemerintah Daerah memberikan persetujuan atas nilai jual yang ditetapkan oleh Pihak Ketiga
dengan memberikan persetujuan;

Buiid and Transfer (BT)

Bangun Serah atau Build and transfer yang selanjutnya disingkat BT adalah perikatan antara
Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dengan ketentuan tanah milik Pemerintah Daerah, Pihak
Ketiga membangun dan membiayai sampai dengan selesai, setelah pembangunan selesai Pihak
Ketiga menyerahkan kepada Pemerintah Daerah;

KSO

Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah perikatan antara Pemerintah Daerah
dengan Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan Pihak Ketiga menanamkan
modal yang dimilikinya dalam salah satu usaha, selanjutnya kedua belah pihak secara bersama-
sama atau bergantian mengelola manajemen dan proses operasionalnya, keuntungan dibagi sesuai

dengan besarnya penyertaan masing-masing pihak.

Bentuk kerja sama lainnya yang berorientasi kepada keuntungan (Profit Oriented)

BAB V
TATA CARA PENDAYAGUNAAN KEKAYAAN DAERAH |

Pasal 5

Untuk dapat mendayagunakan Kekayaan Daerah, Pihak Ketiga harus terlebih dahulu mendapat
persetujuan dari Gubernur.

Pasal 6

Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pihak Ketiga yang
bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Gubemnur c.q. Kepala BPM dan PKUD
dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut;

Y

3.
4.
3.

—

Akta pendirian dan perubahannya yang disahkan oleh Instansi berwenang.
Surat Keterangan Domisili kantor yang tetap.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Surat Wajib Daitar Perusahaan.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

G
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6. 6. Surat Persetujuan Penanaman Modal dan Perubahannya serta Izin Usaha Tetap bagi
perusahaan PMA/PMDN.

7. 7. Laporan Keuangan perusahaan yang telah diaudit oiech Akuntan Publik 3 Tahun terakhir
dengan opint Wajar Tanpa Persyaratan.

3. 8. Proposal Rencana Proyek lengkap meliputi aspek keuangan, teknis dan yuridis.

9. 9. Referensi Pengalaman Kerja Perusahaan.

10. 10. Referensi dari Bank.

Pasal 7

(1) (1) Terhadap Permohonan Pihak Ketiga sebagaiman dimaksud dalam Pasal 6, Tim PKD
menyampaikan usulan persetujuan atau penolakan atas permohonan Pihak Ketiga kepada
Gubemur.

(2) (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

{3) Persetujuan pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada
pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Gubernur.

Pasal 8

{1) Pelaksanaan pendayagunaan Kekayaan Daerah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara
Gubernur dan Pihak Ketiga yang sekurang-kurangnya memuat:

Identitas masing-masing pihak;

Jenis dan Nilai Investasi dari para pihak;

Bentuk Kerja Sama;

Obyek Kerja Sama;

Jangka waktu perjanjian;

Hak dan kewajiban masing-masing pihak;

Pembiayaan;

Pengawasan Pengendalian;

Pelaporan;

Evaluasi;

Sanksi;

Klausul lain yang dianggap perlu;

TET T E@ e A0 o
AT DR e A0 o

(2) Perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dengan Pihak
Ketiga.

Pasal 9
(1) (1) Jangka wakiu .kerja sama dengan Pihak Ketiga dalam rangka Pendayagunaan Kekayaan
Daerah ditetapkan bersama dengan berdasarkan pada besarnya investasi vang dilakukan oleh

Pihak Ketiga.

(2) (2) Investasi Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikaji terlebih dahulu oleh
Tim PKD untuk menilai kelayakan proyeknya dengan menghitung/menganalisis antara lain:

a. a. Return on Investment (ROI)

b. b. Internal Rate of Return (IRR)

c. c. Cash Flow

d. d. Benefit Cost Ratio

e. €. Analisis lain yang dianggap penting.
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Pasal 10

Prosedur Pendayagunaan Kekayaan Daerah sesuai dengan bagan sebagaimana tercantum dalam
lampiran keputusan ini.

BAB V1
TIM PENDAYAGUNAAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 11

1) (1) Untuk meneliti dan memberikan pertimbangan atas permohonan Persetujuan Pendayagunaan
Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan oleh Tim Pendayagunaan
Kekayaan Daerah (Tim PKD) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Gubemur.

12) (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut.

Pengarah : 1. Sekda Propinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian Sekda Propinsi DKI Jakarta
3. Asisten Keuangan Sekda Propinsi DKI Jakarta

Ketua :  Kepala BPM dan PKUD Propinsi DKI Jakarta

Sekretaris [ : Kabid Pendayagunaan Pelayanan dan Fasilitas BPM dan PKUD
Propinsi DKI Jakarta

Sekretaris 1f : Kasubbid Pendayagunaan Kekayaan Daerah BPM dan PKUD
Propinsi DKI Jakarta

Unsur BPM dan PKUD Propinsi DKI Jakarta

2. Unsur Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta
3. Unsur Dinas Tata Kota Propinsi DKI Jakarta

4. Unsur Biro Perlengkapan Propinsi DKI Jakarta

5. Unsur Biro Hukum Propinsi DKI Jakarta
6
{/

Anggota

. Unsur Biro Keuangan Propinsi DKI Jakarta

. Unsur Biro Administrasi Perekonomian Propinsi DKI

Jakarta

8. 8. Unsur Biro Administrasi Sarana Perkotaan Propinsi DKI
Jalarta

9. 9. Instansi terkait lainnya

RO M ALY N

Nara Sumber :  Unsur Tenaga Ahli/Konsultan apabila diperiukan.
Sekretariat : Unsur BPM dan PKUD Propinsi DKI Jakarta.

(3) (3) Tim Pendayagunaan kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
a. a. menerima dan meneliti secara administratif permohonan yang diajukan oleh pemohon;
b. b. meneliti dan membahas proposal permohonan yang diajukan pemohon meliputi aspek
keuangan, teknis, yuridis dan besarnya kontribusi;

c. c. melakukan penelitian/peninjauan lapangan dan membuat berita acaranya;
d. d. memberikan dan menyampaikan saran pertimbangan kepada Gubernur;
€. €. menyiapkan surat jawaban pepnolakan atau persetujuan Pendayagunaan Kekayaan daerah

dari Gubernur kepada pemohon;
f.  menyiapkan surat persetujuan Gubernur tentang Pendayagunaan Kekayaan Daerah;

i
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g. g. menyiapkan Naskah perjanjian kerja sama (PKS), Berita Acara Serah Terima dan
Dokumen lain yang diperlukan.

(4) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua

Tim dapat menambah jumlah anggota, pembantu anggota dan petugas sekretariat sesuai dengan
kebutuhan.

BAB VII
PENYETORAN
Pasal 12
(1) Kontribusi dan penerimaan lainnya (Goodwill) sebagai hasil Pendayagunaan Kekayaan Daerah
dari Pihak Ketiga yang menjadi hak Pemerintah Daerah harus disetorkan ke Kantor
Perbendaharaan dan Kas Daerah sesuai ayat penerimaan yang telah ditentukan menurut cara dan
waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja sama.
(2) Tembusan bukti setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala
BPM dan PKUD dan Biro Keuangan.
BAB VIiI
PENGENDALIJIAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 13
(1) Pengendalian terhadap pelaksaunaan Pendayagunaan Kekayaan Daerah, dilakukan oleh BPM dan
PKUD melaporkan pelaksanaan kegiatan Pendayagunaan Kekayaan Daerah secara berkala kepada
Gubernur.

(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Pendayagunaan Kekayaan Daerah dilakukan oleh aparat
pengawasan secara berkala kepada Gubernur.

Pasal 14
K.epala BPM dan PKUD melaporkan pelaksanaan kegiatan Pendayagunaan Kekayaan Daerah secara
berkala kepada Gubernur.
BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 15

P:mbiayaan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasai 16
Untuk menunjang kegiatan operasional BPM dan PKUD dalam pelaksanaan Pendayagunaan

Kekayaan Daerah dapat diberikan biaya operasional sebesar 2,5 % dari hasil penerimaan
Pendayagunaan Kekayaan Daeah yang telak disetor ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah.

BAB X
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KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
(1) Dengan berlakunya ini, maka Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 23 Tahun 200" tentang Pedoman Pemanfaatan Barang Daerah Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sepanjang mengatur mengenai penggunausahaan dinyatakan tidak berlaku lagi.
{2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ni dengan
penempatannya dalam Lebaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2003

GUBERNUR PROPINSI

DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 8 September 2003

Pth. SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

Drs. MA’MUN AMIN
NIP 470043239

LEMBARAN DAERAH KHUSUS PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA TAHUN 2003 NOMOR 68
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MENTERI KEUANGAN
SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 470/KMK.01/1994

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PEMANFAATAN
BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa dengan telah ditetcpkannya Keputusan Presiden Nomor
16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, maka Pedoman Umum Tata Cara Penghapusan
Barang Milik/Kekayaan Negara sebagaimana tertuang di dalam
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 653/KMK.011/1986 perlu
disesuaikan dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994.

b. Bahwa berhubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mene-
tapkan Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang
Milik/Kekayaan Negara dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1956 tentang Mengubah
Peraturan Penghapusan Barang-Barang karena Busuk, Rusak,
Dicuri, atau Hilang dari Perhitungan Bendaharawan yang
bersangkutan (Staatblat 1915 Nomor 3) Lembaran Negara
Nomor 36 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1041.

2. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pemben-
tukan Kabinet Fembangunan V1.

3. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1994 tentang Pelaksa-
naan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep
225/KMK/V/4/1971 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Inventarisasi Barang Milik/Kekayaan Negara.
Memutuskan
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG TATACARA PENGHAPUSAN DAN PEMANFAAT-
AN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA.
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Pasal 1

Pelaksanaan Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara yang
dikelola oleh Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Kantor Menteri Koordinator dan
Kantor Menteri Negara, Departemen, Kejaksaan Agung, Sekretariat Negara dan
Lembaga Pemerintah Non Departemen, diselenggarakan berdasarkan Non
Departemen, diselenggarakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan di
dalam keputusan ini.

Pasal 2

(1) Penghapusan barang milik/kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal
1 dapat ditindak lanjuti dengan :

Dijual;

Dipertukarkan (Ruilslag);
Dihibahkan/disumbangkan;

Dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah;
Dimusnahkan

oo ow

(2) Pemanfaatan barang milik/kekavaan Negara sebagaimana dimaksud di dalam
pasal 1 dapat dilakukan dengan :

a. Disewakan;
b. Bangun Guna Serah;
c. Dipinjamkan.

Pasal 3

(1) Pelaksanaan Penghapusan dan Pemanfaatan barang milik/kekayaan Negara
sebagaimana dimaksud di dalam pasal 2 kecuali menyangkut tukar menukar
(ruilslag) dilakukan berdasarkan tatacara yang diatur dalam lampiran keputusan
ini.

(2) Tukar menukar (ruilslag) barang milik/kekayaan Negara diatur secara tersendiri
dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 350/KMK.03/1994 tanggal 13 Juli
1994,

Pasal 4

Menteri Keuangan sebagai Pelaksana Pembina Umum Barang milik/Kekayaan

Negara memberi kuasa kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk menetapkan kebi-

Jaksanaan umum Jenderal anggaran untuk menetapkan kebijaksanaan umum

pembinaan dan pengelolaan barang miiik/kekayaan Negara.

Pasal 5

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Keuangan Republik
Iadonesia Nomor 109/KMK.03/1988 dinyatakan tidak berlaku lagi.
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Pasal 6

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi  : JAKARTA

pada tanggal : 20 September 1994
SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM MENTERI KEUANGAN,
u.b
KEPALA BAGIAN T.U DEPARTEMEN, R i (s

MAR’IE MUHAMMAD

Ny. HERTATI MULATSIH
NIP. 110016245
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LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NO. : 470/KMK.01/1994
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 470/KMK.01/1994

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PEMANFAATAN
BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA

BAB 1
PENDAHULUAN

Bagian Pertama
Umum

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan pemanfaatan barang milik/kekayaan
Negara sebagai penjabaran pasal 13 Nomor 16 Tahun 1994 perlu disusun suatu pedoman
yang baku mengenai tata cara Penghapusan dan Pemanfaatan barang milik/kekayaan
Negara bagi semua Departemen/Lembaga. Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan
barang milik/kekayaan Negara ditetapkan dengan maksud agar terdapat prosedur yang
baku bagi seluruh Departemen/Lembaga dalam rangka pengelolaan barang
milik/kekayaan Negara sehingga tercipta koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam
pe aksanaan penghapusan dan pemanfaatan pemanfaatan barang milik/kekayaan Negara.

Tujuan ditetapkannya pedoman ini ialah :

a) Menertibkan pelaksanaan penghapusan barang milik/kekayaan Negara dan tindak
lanjutnya.

b) Mewujudkan kesamaan persepsi dan langkah dalam pengadministrasian penghapusan
dan tindak lanjutnva.

¢) Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pemanfaatan barang milik/kekayaan
Negara secara optimal setiap Departemen/Lembaga.

d) Menetapkan suatu landasan umum dalam rangka penghapusan dan pemanfa~tan
barang milik/kekayaan Negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Dalam lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Barang Milik/Kekayaan Negara adalah barang bergerak/barang tidak bergerak yang
dimiliki/dikuasai oleh Intansi Pemerintah yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta perolehan lain yang sah.
Dalam hubungan ini tidak termasuk kekayaan Negara yang dipisahkan (yang dikelola
BUMN) dan kekayaan Pemerintah Daerah.
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2. Barang adalah bagian dari kekayaan Negara yang merupakan satuan tertentu yang
dapat dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai, tidak termasuk uang dan surat berharga.

3. Barang bergerak adalah barang milik/kekayaan Negara yang menurut sifat dan
penggunaannya dapat dipindah-pindahkan, misalnya alat pengangkutan, peralatan
kantor, alat kesehatan dan sebagainya.

4. Barang Tidak Bergerak adalah barang milik/kekayaan Negara yang menurut sifat dan
penggunaannya tidak dapat dipindah-pindahkan atau menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku ditetapkan sebagai barang tidak bergerak antara lain tanah,
bangunan, dermaga, landasan, termasuk kapal/saranan angkutan di laut berbobot mati
di atas 150 ton dan, termasuk kapal/sarana angkutan di laut berbobot mati di atas 150
ton dan barang bergerak yang nilai perolehannya di atas Rp. 1 milyar per unit.

i

Barang Persediaan adalah barang yang masih disimpan dalam ruang
penyimpanan/gudang dan belum digunakan dalam kegiatan dinas serta dikelola
secara khusus.

6. Barang Inventarisasi adalah barang yang merupakan bagian kekayaan Negara baik
berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang berada dalam penguasaan dan
pengurusan Departemen/Lembaga yang jangka waktu pemakaiannya lebih dari satu
tahun.

7. Barang Berlebih adalah barang yang tidak diperlukan lagi oleh Departemen/Lembaga
secara keseluruhan dan yang sudah dinyatakan melebihi kebutuhan nyata (surplus)
dan atau kelebihan barang pada suatu satuan kerja, yang masih dapat dipergunakan
oleh satuan kerja lain pada Instansi Pemerintah (ekses).

8. Barang Susut adalah semua barang milik/kekayaan Negara yang berkurang
volumenya atau beratnya karena pengaruh alamiah, antara lain disebabkan
mengering, meleleh, menguap, menyublim, memadat, rusak dimakan binatang/bakteri
dan tercecer.

9. Barang Rusak adalah barang yang secara teknis, ekonomis tidak dapat diperbaiki dan
dipergunakan lagi.

10. Daftar Inventaris Barang adalah daftar yang membuat catatan barang inventaris yang
berada dalam lingkugan satuan kerja Pembantu Penguasa Barang inventaris (PPBI).

11. Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara adalah keputusan dari pejabat yang
berwenang untuk menghapus barang dari daftar inventaris, dengan tujuan
membebaskan Bendaharawan Barang dan/atau PPBI dari pertanggung jawaban
administrasi dan fisik atas barang milik/kekayaan Negara yang berada di bawah
penguasaan atau pengurusannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

———— .
i
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Tindak Lanjut Penghapusan adalah langkah pelaksanaan lebih lanjut dari
penghapusan barang milik’kekayaan Negera yaitu untuk dijual, dipertukarkan,
dihibahkan/disumbangkan, dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah atau
dimusnahkan.

Pemindahtanganan adalah pengalihan pemilikan dan/atau penguasaan barang
milik/kekayaan Negara pada pihak lain tanpa memperoleh imbalan/penggantian.

. Penjualan Secara Lelang adalah pengalihan pemilikan dan atau penguasaan barang

milik/kekayaan Negara dengan menerima pembayaran uang, yang diadakan dimuka
umum melalui/oleh Kantor Lelang Negara.

5. Hibah adalah pengalihan pemilikan dan atau penguasaan barang milik’kekayaan

Negara kepada pihak lain tanpa memperoleh imbalan/penggantian.

Penyertaan Modal Pemerintah adalah pengalihan pemilikan dan atau penguasaan
barang milik/kekayaan Negara untuk diperhitungkan sebagai penyertaan modal pada
suatu perusahaan, dalam hal ini hanya dilakukan kepada BUMN/BUMD.

Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara adalah pendayagunaan barang
milik/kekayaan Negara oleh pihak lain dalam bentuk Penyewaan; Peminjaman dan
Bangun Guna Serah (Built, Operate and Transfer/BOT).

Penyewaan adalah penyerahan penggunaan barang milik/kekayaan Negara kepada
pihak lain jangka waktu tertentu dengan menerima harga sewa dalam bentuk uang
baik sekaligus maupun secara berkala.

Peminjaman adalah penyerahan penggunaan barang miliki/kekayaan Negara kepada
instansi pemerintah dan instaasi lain yang ditetapkan peraturan perundang-undangan
untuk jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu
tersebut berakhir, barang milik/kekayaan Negara tersebut diserahkan kembali kepada
pemiliknya.

Bangun Guna Serah (Built, Operate and Transfer/BOT) adalah pemanfaatan barang
milik/kekayaun Negara berupa tanah mulik pihak lain, dengan cara pihak lain tersebut
membangun bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya di atas tanah tersebut,
serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian
menyerahkan kembali tanah, bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya
tersebut beserta pendayagunaannya kepada Departemen/Lembaga bersangkutan
setelah berakhimya jangka waktu yang disepakati.

.. Departemen/Lembaga adalah Departemen Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Kantor

Menteri Koordinator dan Kantor Menteri Negara, Kejaksanaan Agung, Sekretariat
Lembaga Pemerintah Non Departemen.
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2Z. Menteri/Ketua Lembaga adalah Menteri/Ketua Lembaga yang memimpin
Departemen dan Sekretariat Negara serta Pimpinan dari Sekretariat Lembaga
Tertinggi/Tinggi Negara/Lembaga Pemerintah Non Departemen.

23. Pengelola  barang  milik/kekayaan =~ Negara  adalah  pejabat/pimpinan
organisasi/lembaga/unit/satuan kerja yang diberi wewenang dan tanggung jawab
dalam pembinaan, pengurusan, pemakaian barang inventaris yang dikuasai/digunakan
oleh Departemen/Lembaga.

24. Pihak lain adalah BUMN/BUMD, Koperasi dan Swasta.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI PENGELOLA
BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA

Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi Pengelola

1. Pembina Umum Barang Milik/Kekayaan Negara

Pembina Umum Barang Milik/Kekayaan Negara, berada pada Presiden yang secara
fungsional dilakukan oleh Menteri Keuangan.

Menteri Keuangan selaku pelaksana Pembina Umum Barang Milik/Kekayaan Negara
memberi kuasa kepada Direktur Jenderal Anggaran, yang mempunyai tugas dan
wewenang :

a. Menetapkan kebijaksanaan umum pembinaan dan pengelolaanya barang
milik/kekayaan Negara yang dimiliki/dikuasai oleh Departemen/Lembaga.

b. Menyetujui/menolak usui tindak lanjut penghapusan barang miliki/kekayaan
Negara sesuai dengan ketentuan pasal 13 avat (3) Keppres Nomor 16 Tahun
1994.

Tindak lanjut tersebut adalah penjualan, tukar menukar, penghibahan, penyertaan
modal Pemerintah dan pemusnahan.

¢. Mengajukan usul dan pertimbangan kepada Presiden mengenai tindak lanjut
penghapusan barang milik/kekayaan Negara yang mengakibatkan peralihan hak
atas tanah sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat (4) Keppres Nomor 16 Tahun
1994,

d. Menyetujui/menolak usul pemanfaatan barang milik/kekayaan Negara yang

disampaikan oleh Departemen/Lembaga kepada Menteri Keuangan sesuai dengan
ketentuan pasal 13 ayat (5) Keppres Nomor 16 Tahun 1994.
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Menyetujui usul penjualan barang milik/kekayaan Negara yang tidak melalui
Kantor Lelang Negara sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat (6) Keppres Nomor
16 Tahun 1994.

2. Pembina Barang Inventaris (Pebin)

Pembina Barang Inventaris adalah Pimpinan Depaetemen/Lembaga yang berwenang
dan bertanggung jawab melakukan pembinaan barang inventaris menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara fungsional di jabat oleh :

a.

b.

C.

Menteri bagi lingkungan Departemen;
Menteri/Sekretaris Negara bagi Kantor Menteri Koordinator, Kantor Menteri
Negara, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Kesekretariatan Lembaga

Tertinggi/Tinggi Negara.

Jaksa Agung bagi Kejaksanaan Agung

Pembinaan secara administrasi pada lingkungan Departeman/Lembaga tersebut dapat
dilimpahkan kepada/dilakukan oleh Kuasa Pebin.

Tugas dan kewenangan Pebin adalah :

D

2)

3)

4)

Menyetujui/menolak usul penghapusan barang bergerak atau barang tidak
bergerak pada Departemen/Lembaga yang bersangkutan, yang ditindak lanjuti
dengan penjualan melalui Kantor Lelang Negara.

Menerbitkan Surat Keputusan penghapusan barang bergerak atau barang tidak
bergerak pada Departemen/Lembaga yang bersangkutan.

Menyetujui/menolak  usul penghapusan barang tidak bergerak pada
Departemen/Lembaga yang bersangkutan untuk ditindak lanjuti dengan penjualan
melaiui Kantor Lelang Negara sebagaimana diatur dalam Bab Il bagian kedua
angka 2 nuruf b butir 2).

Menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan dan tindak lanjutnya kepada
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.

Kuasa Pembina Barang Inventaris (Kuasa Pebin)

Kuasa Pebin adalah pelaksana operasional pembinaan pengelolaan barang inventaris
yang secara fungsional dijabat oleh :

a.

Sekretaris Jenderal Departemen yang bertanggung jawab kepada Menteri
bersangkutan;
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b. Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen pada Lembaga Pemerintah Non
Departemen  bersangkutan yang bertanggungjawab kepada Sekretaris
Menteri/Sekretaris Negara.

c. Pimpinan Kesekretariatan/Kepaniteraan meliputi Lembaga Tertinggi/Tinggi
Negara serta Mahkamah Agung yang bertanggung jawab kepada
Menteri/Sekretaris Negara;

d. Sekretaris = Menteri/Sekretatis  Negara  meliputi Kantor ~ Menteri
Koordinator/Kantor Menteri Negara yang bertanggungjawab kepada
Menteri/Sekretaris Negara;

e. Jaksa Agung Muda Pembinaan yang bertanggung jawab kepada Jakaa Agung.

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Kuasa Pebin dibantu oleh Pelaksanaan Harian,
yaitu :

a. Kepala Biro yang menangani pengelolaan barang milik/kekayaan Negara pada
Departemen/Lembaga;

b. Kepala Biro pada Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Panitera
Mahkamah Agung;

¢. Kepala Biro yang menangani pengelolaan barang milik/kekayaan Negara pada
Kejaksaan Agung.

Kuasa Pebin atas nama Pebin melaksanakan tugas :

1) Menyampaikan bahan-bahan/laporan secara berkala/sewaktu-waktu kepada
Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Anggaran jika diperlukan.

2) Menetapkan/menyetujui atau menolak usul penghapusan barang yang diajukan
Penguasa Barang Inventaris/Pembantu Penguasaan Barang [nventaris.

4. FPenguasa Barang Inventaris (PBI)

PBI secara fungsional dijabat oleh Pejabat Struktural Satuan Organisasi Eselon I,
vaitu :

a. Sekretaris Jenderal/Sekretaris MENKO/MENEG, Sekretaris Menteri/Sekretaris
Negara;

b. Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal;

c. Kepala Badan;

d. Kepala/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departeman;
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e. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Kepaniteraan
Mahkamah Agung;
f. Kepala Perwakilan RI di Luar negeri.

PBI bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijaksanaan umum
pengelolaan barang milik/kekayaan Negara di lingkungan unit kerjanya, meliputi
pelaksanaan pengurusan/pengendalian dan penghapusan barang milik/kekayaan
Negara.

PBI berwenang menetapkan/menyetujui/menolak usul penghapusan barang yang
diajukan PPBI berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan dari Pebin Batas
kewenangan PBI ditetapkan oleh Menteri/Ketua yang bersangkutan.

5. Pembantu Penguasa Barang Inventaris (PPBI)

PPBI adalah pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari PBI yang
bertanggungjawab secara operasional dalam pengelolaan barang milik/kekayaan
Negara yang secara fungsional dijabat oleh Pejabat Struktural Eselon II yang
ditetapkan untuk tugas torsebut, yaitu :

a. Kepala Biro yang menangani pengeiolaan barang milik/’kekayaan Negara pada
Sekretariat Jenderal/Sekretariat Menteri Koordinator/Menteri Negara/Sekretaris
Menteri/Sekretaris Negara;

b. Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Kepala Kantor Wilayah;

c. Sekretaris Inspektorat Departemen;

d. Sekretaris Lembaga Pemerintah Non Departeman;

e. Kepala Biro pada Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan
Kepaniteraan Mahkamah Agung vyang menangani pengelolaan barang
milik/kekayaan Negara.

PPBI bertugas menyetujui/menolak usul penghapusan barang milik/kekayaan
Negara cari UPB. Batas kewenangan PPBI ditetaphan oleh Menteri/Ketua
Lembaga yang bersangkutan.

6. Unit Pemakai Barang
UPB adalah Satuan Kerja/Proyek, Pejabat/Pegawai yang diberi wewenang oleh PPBI
untuk mengurus dan menggunakan barang inventaris sesuai petunjuk dan persyaratan

yang ditetapkan. UPB bertugas melaporkan dan membantu PPB! mempersiapkan
rencana penghapusan barang persediaan di bawah kewenangannya.
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7. Bendaharawan Barang

Bendaharawan Barang adalah pegawai yang diangkat dengan surat keputusan oleh
Menteri/Ketua Lembaga atau Pejabat yang ditujuk atas usul PBIL.

Bendaharawan Barang bertugas menerima, menyimpan, dan mengeluarkan serta
mempertanggungawabkan barang dan membantu PPBI mempersiapkan rencana
penghapusan barang persediaan barang persediaan yang menjadi tanggung jawabnya.

8. Panitia Penghapusan

Panita Penghapusan adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Pejabat yang berwenang.
Panitia Penghapusan sekaligus adalah panitia pelelangan dan Panita
Peneliti/Pemeriksa.

Susunan Panita Penghapusar barang Inventaris tersebut terdiri dari unsur-unsur
satuan kerja yang membidangi perlengkapan, umum dan keuangan pada organisasi
satuan kerja Kuasa PEBIN, PBI. PPBI serta organisasi satuan kerja UPB
bersangkutan.

Keanggotaan Panitia Penghapusan dapat mengikutsertakan unsur teknis atau tenaga
ahli/suveyor/advisor dari Instansi/Lembaga lain yang terkait dengan jenis barang
vang akan dihapus.

Panitia Penghapusan antara lain bertugas :
a. Meneliti/memeriksa barang yang akan dihapus meliputi :
1) menginventarisir/meneliti barang yang akan dihapus.
2) menilai kondisi fisik barang vang akan dihapus.
3) menetapkan perkiraan nilai barang yang akan dihapus
4) membuat berita acara penilaian/pemeriksaan
b. Menyusun rencana penghapusan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali setahun;

c. Menyelesaikan kelengkapan administratif usul penghapusan;

d. Mengajukan usulan penghapucan kepada UPB untuk selarjutnya disampaikan
secara hirarki kepada pejabat yang berwenang;

e. Mengkoordinasikan dengan Kantor Lelang Negara setempat, dalam hal
penghapusan tersebut ditindak lanjuti dengan penjualan lelang;

f. Menyusun laporan termasuk membuat berita acara hasil pelaksanaan tindak lanjut
penghapusan;

g. Laporan hasil tindak lanjut penghapusan harus disampaikan oleh Panitia
Penghapusan kepada pejabat yang menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan
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selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan/serah terima
dilakukan.

Tembusan laporan tersebut disampaikan kepada :

1) Kuasa Pebin pada Departemen/Lembaga

2) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran setempat.
3) Inspektur Jenderal/Aparat Pengawas bersangkutan.

Laporan tersebut dilampiri dengan :

a) Surat izin/Persetujuan Penghapusan dari pejabat yang berwenang,
b) Surat Keputusan pembentukkan Panitia Penghapusan

¢) Berita Acara Penelitian/Pemeriksaan
d) Berita Acara pelaksanaan tindak lanjut penghapusan

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Pembina Umum dan Pelimpahan Wewenang
1. Tanggung Jawab Pembina Umum

Menteri Keuangan selaku Pelaksana Pembina Umum barang milik/kekayaan Negara
bertanggung jawab untuk :

a. Menetapkan kebijaksanaan tertib administrasi pengelolaan dan pemanfaatan
barang milik/kekayaan Negara;

b. Mengawasi pelaksanaan penghapusan dan pemanfaatan barang milik/kekayaan
Negara;

c. Mengatur dan mengawasi mutasi barang milik/kekayaan Negara antar
Departemen/Lembaga, dengan Pemerintah Daerah, dengan BUMN/BUMD, dan
dengan pihak lain;

d. Menetapkan kebijaksanaan iebih lanjut terhadap barang-barang yang demi hukum
menjadi milik Negara dan atau yang diperoleh dengan cara lain vang sah.

2. Pelimpahan Wewenang Pembina Umum

Sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994, maka
pendelegasian wewenang Pembina Umum diatur sebagai berikut :

a. Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan melaksanakan
penghapusan dan tindak lanjutnya serta pemanfaatan barang milik/kekayaan
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Negara sesuai dengan ketentuan pasal 13 Keppres Nomor 16 Tahun 1994 serta
ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.

Menteri/Ketua Lembaga menetapkan penghapusan barang milik/kekayaan Negara
dalam lingkungan Departemen/Lembaga yang bersangkutan sebagai berikut :

)
2)

Barang bergerak dengan tindak lanjut dijual melalui termasuk tanah), yaitu :
Barang tidak bergerak (bangunan gedung/kantor tidak termasuk tanah), yaitu :

a) Bangunan yang dihapus karena di atas lokasi tersebut akan dibangun
kembali (rekonstruksi)

b) Banguan yang rusak berat/bouwvalig.

¢) Bangunan yang terkena bencana alam/force majeure.

Untuk melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf
b butir 2), terlebih dahulu mendapat rekomendasi Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Anggaran setempat.

Penghapusan barang tidak bergerak tersebut dilakukan dengan cara dijual
lelang melalui Kantor Lelang Negara dalam keadaan berdiri untuk dibongkar.
Hasil penjualan seiuruhinya harus disetor ke Kas Negara selambat-lambatnya
dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

Dalam hal tidak laku dijual lelang, maka tindak lanjut penghapusan dilakukan
dengan cara pemusnahan dan tata cara penghapusanya berpedoman pada
ketentuan dalam bab III keputusan ini.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran, diberi wewenang untuk :

D

2)

3)

Menyetujui/menolak usulan penghapusan barang bergerak yang dijual tanpa
melalui Kantor Lelang Negara, terbatas pada barang bergerak dengan nilai
perolehan per paket usulan sampai dengan Rp. 50 juta. Apabila nilai tersebut
di atas Rp. S Juta, maka wewenang menyetujui/menolak ada pada Menteri
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.

Meneliti usulan penghapusan barang tidak bergerak sevagaimana dimaksud
pada butir 2 huruf b angka 2). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, apabila
penghapusan yang diajukan telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang
ditetapkan dalam keputusan ini dan peraturan-peraturan lain yang berlaku,
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran dapat memberikan
rekomendasi.

Menyetujui/menolak usul pemusnahan/penghibahan barang bergerak dan
barang tidak bergerak milik negara yang tidak laku dijual melalui Kantor
Lelang Negara. Kewenangan ini terbatas untuk barang bergerak dan barang
tidak bergerak yang mempunyai nilai s/d Rp. 50 juta.
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Di atas nilai Rp. 50 juta, pemushanahan/penghibahan tersebut harus mendapat
persetujuan dari Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan.

4) Memberikan persetujuan penghapusan barang milik negara yang dihapus
karena busuk, rusak, dicuri atau hilang dari perhitungan Bendaharawan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1956 atas nama Menteri
Keuangan.

Tembusan persetujuan/penolakan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Anggaran, disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran c.q. Direktur
Pembinaan Kekayaan Negara.

BAB I
TATA CARA UMUM PELAKSANAAN PENGHAPUSAN

Bagian Pertama
Dasar Pertimbangan Penghapusan

Penghapusan barang bergerak milik’kekayaan Negara dilakukan berdasarkan
pertimbangan/alasan-alasan sebagai berikut :

a. Pertimbangan Teknis, antara lain :

1) Secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak ekonomis
bila diperbaiki;

2) Secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;

3) Telah melampaui batas waktu kegunaannya/kadaluwarsa;

4) Karena penggunaan biasa mengalami perubahan dalam spesifikasi seperti
terkikis, aus dan lain-lain;

5) Selisih kurang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/susut dalam
penyimpanan/pengangkutan.

. Pertimbangan Ekonomis, antara lain :

1) Karena berlebih (surplus untuk ekses)

2) Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila dihapus, karena
biaya operasional dan pemeliharaannya lebih besar dari manfaat yang
diperoleh.

Karena hilang/kekurangan perbendaharaan atau kerugian yang
disebabkan:

1) Kesalahan atau kelalaian Bendaharawan Barang/Pengurus Barang;
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2) Di luar kesalahan/kelalaian Bendaharawan Barang, misalnya karena
kecelakaan atau alasan tak terduga (force majeure);
3) Mati, bagi tanaman atau hewan/ternak;

2. Penghapusan barang tidak bergerak milik/kekayaan Negara dilakukan
berdasarkan pertimbangan/alasan-alasan sebagai berikut :

a. Rusak berat, terkena bencana alam/force majeure, tidak dapat dimanfaatkan
secara optimal (idle);

Terkena planologi kota;

Kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;

Kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;

Penyatuan lokasi dalam rarngka efisiensi dan memudahkan koordinasi;
Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam.

™e e o

Bagian Kedua
Pengajuan Usul Penghapusan

Pengajuan usul penghapusan dilakukan dengan cara sebagai berikut
1. Laporan/Usulan

a. Unit Pemakai Barang/Bendaharawan Barang berdasarkan hasil pengamatan dan
penelitannya selama menggunakan barang, wajib melaporkan kepada PPBI.
Apabila terjadi perubahan dan atau kerusakan terhadap barang yang ada dibawah
tanggungjawabnya, agar disusun suatu rencana usulan penghapusan;

b. Laporan dimaksud disusun dan dilengkapi dengan keterangan atau data
mengenai:

1) Identitas dan ciri-ciri barang;

2) Lokasi/tempat beradanya barang;

3) Harga perolehan barang bersangkutan;
4) Sebab-sebab/alasan-alasan penghapusan.

2. Pembentukan Panitia Penghapusan
a. Apabila menyangkut barang inventaris di tingkat daerah, Panitia Penghapusan

ditetapkan oleh PPBI dengan anggota:

1) Unsur UPB;
2) Unsur PPBl/Instansi Teknis setempat {dalam hal-hal diperlukan).

b. Apabila menyangkut barang inventaris di tingkat Pusat, Panitia Penghapusan
ditetapkan oleh PBI dengan anggota :

1) Unsur UPB;
2) Unsur PBI/PPBI;

TESIS KARAKTERISTIK KONTRAK BUILD ... BHAKTI NUGROHO



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

3) Unsur Instansi teknis setempat (dalam hal-hal diperlukan0

3. Berita Acara Penelitian

Hasil penelitian dan penilaian Panitia Penghapusan dituangkan dalam suatu Berita

Acara dilampiri dengan :

a. Daftar barang-barang yang diusulkan untuk dihapus, lengkap dengan
data/informasi atas barang vang bersangkutan;

b. Sebab-sebab/alasan penghapusan;

c. Bukti/surat keterangan/gambar/foto yang mendukung usul penghapusan.

Berita Acara tersebut diketahui oleh Unit Pemakai Barang/Bendaharawan Barang
vang bersangkutan.

4. Tugas Panitia Penghapusan, adalah sebagaimana diatur dalam Bab II Bagian Pertama
angka 8.

5. Surat Keputusan Persetujuan Penghapusan
Penghapusan barang milik/kekayaan Negara ditetapkan dengan Surat Keputusan
Persetujuan Penghapusan Barang (SKPPB) oleh pejabat yang berwenang sesuai batas

kewenangannya;

6. Dalam hal tertentu dan pertimbangan khusus Departemen/Lembaga dapat
menetapkan Panitia Penelitian/Pemeriksa terpisah dari Panitia Penghapusan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Penghapusan
1. Penghapusan Barang Bergerak

a. Penghapusan barang bergerak dapat dilakukan dengan alasan sebagaimana
dimaksud pada Bagian Pertama.

b. Pengajuan Usul Penghapusan Barang Bergerak

1) Setiap pelaksanaan penghapusan barang bergerak, secara umum berpedoman
kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab I1I Bagian Kedua.

2) Penghapusan barang bergerak yang memerlukan penanganan khusus
berpedoman kepada Bab ilI Bagian kelima.

3) Penghapusan  barang  bergerak dengan tindak lanjut  dijual,

dihibahkan/disumbangkan, dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah
berpedoman pada ketentuan Bab IV.
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¢. Kewenangan

1) Kewenangan untuk menyetujui/menolak usul penghapusan barang bergerak
adalah sebagaimana diatur dalam Bab II Bagian Kedua.

2) Wewenang penghapusan barang bergerak yang telah dilimpahkank kepada
Menteri/Ketua Lembaga sebagaimana diatur dalam bab II Bagian Kedua
angka 2 huruf’b.1), pelaksanaannya mengikuti ketentuan Bab II1.

2. Penghapusan Barang Tidak Bergerak

a. Penghapusan barang tidak bergerak didasarkan atas alasan sebagaimana
dimaksud pada bab III Bagian Pertama.

b. Pengajuan usul penghapusan barang tidak bergerak.

1) Setiap usulan penghapusan barang tidak bergerak, berpedoman pada
ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab III Bagian Kedua.

2) Penghapusan barang tidak bergerak yang memerlukan penanganan khusus
berpedoman pada Bab III Bagian Kelima.

3) Penghapusan barang tidak bergerak dengan tindak lanjut dijual,
dihibahkan/disumbangkan, dijadikan Penyertaan Modal pemerintah harus
berpedoman pada ketentuan Bab IV.

¢. Kewenangan

1) Penghapusan barang tidak bergerak milik Negara dilaksanakan dengan Surat
Keputusan Menteri/Ketua Lembaga bersangkutan.

2) Dalam hal penghapusan barang tidak bergerak milik Negara tersebut
ditindaklanjuti dengan penjualan, hibah, dijadikan Penyertaan Modal
Pemerintah atau dimusnahkan, maka pelaksanaannya baru dapat dilakukan
setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Anggara atas
nama Menteri Keuangan.

3) Dalam hal barang tidak bergerak tersebut berupa tanah yang tindak lanjutnya
mengakibatkan peralihan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain, tata

caranya diatur sebagai berikut :

a) Menteri/Ketua Lembaga mengajukan usul/permohcnan persetujuan
kepada Menteri Keuangan.

b) Usul/permohonan tersebut diteliti dan dikaji secara mendalam oleh
Menteri Keuangan.
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c) Apabila usul tersebut ternyata memenuhi persyaratan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, maka oleh Menteri Keuangan dapat diusulkan
kepada Presiden untuk mendapat persetujuan.

d) Izin prinsip dari Menteri Keuangan baru dapat dikeluarkan apabila telah
mendapat persetujuan Presiden.

4) Prosedur tindak lajut penghapusan barang tidak bergerak miik Negara,
berpedoman kepada ketentuan dalam Bab IV.

5) Surat Keputusan Penghapusan dari Menteri/Ketua Lembaga bersangkutan, baru
dapat diterbitkan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan mengenai
tindak lanjut penghapusan.

Bagian Keempat
Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara
P.da Perwakilan R.I di Luar Negeri

1. Umum

Kegiatan pengelolaan penghapusan barangmilik/kekayaan Negara pada Perwakilan
RI di Luar Negeri berpedoman pada keputusan ini dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

a. Dalam rangka pengelolaan penghapusan barang milik/kekayaan Negara pada
Perwakilan RI di Luar Negeri, ditetapkan bahwa :

1) Kepala Perwakilan RI melaksanakan fungsi sebagai Penguasa Barang
Inventaris (PBI)

2) Kepala Bagian Administrasi pada Perwakilan RI di Luar Negeri
melaksanakan fungsi sebagai Pembantu Penguasa Barang Inventaris
(PPBI)/Bendaharawan Barang.

3) Kepala Bagian Administrasi tersebut pada angka 2) menerima pelimpahan
wewenang dari Biro Perlengkapan Departeman Luar Negeri dan bertanggung
jawab kepada Kepala Perwakilan RI.

b. Hasil penjualan barang yang dihapus tersebut seluruhnya harus disetorkan ke
Rekening Kas Negara c.q. rekening Menteri Keuangan Republik Indoensia
Indonesia dan tidak dapat dipergunakan secara langsung oleh Perwakilan RI.

Segala kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan serta tindak lanjut
penghapuan, harus diadministrasikan secara tertib, antara lain :

[¢]
.
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1) Berita Acara harus memuat semua data/identitas barang dan alasan-alasan
penghapusan, serta tindak lanjut penghapusan;

2) Berita Acara harus dibubuhi tanda tangan  pejabat  yang
berwenang/bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penghapusan. Berita
Acara dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Berkas pelaksanaan penghapusan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari sejak ditandatangani Berita Acara Penghapusan dikirimkan
kepada Biro Perlengkapan Departemen Luar Negeri untuk diteruskan kepada
instansi terkait.

2. Pelaksanaan Penghapusan

Pelaksanaan penghapusan barang milik/kekayaan Negara di luar negeri dilakukan
dengan cara sebagai berikut :

a. Tatacara penghapusan pada instansi Perwakilan Ri di luar negeri berpedoman
pada tatacara umum penghapusan sebagaimana diatur pada Bab ill.

b. Apabila permohonan usulan penghapusan telah mendapat persetujuan
PEBIN/Kuasa PEBIN atau Menteri Keuangan sesuai kewenangan yang
ditetapkan, Kepala Perwakilan Rl menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan
Penghapusan Barang (SKPPB).

c. Pelaksanaan  tindak  lanjut  penghapusan  yaitu untuk  dijual,
dihibahkan/disumbangkan, dimusnakahkan kecuali dipertukarkan dilakukan
dengan cara mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam keputusan Menteri
Keuangan ini dan juga memperhatikar ketentuan-ketantuan berlaku di negara
bersangkutan.

d. Pelaskanaan penghapusan barang milik/kekayaan Negara vang telah dinyatakan
sebagai barang berlebih yang akan dimusnahkan, dilakukan sesuai ketentuan
umum yang berlaku di dalam negeri, sejauh langkah-langkah tersebut tidak
bertentangan dengan persetujuan antara Pemerintah Negera RI dan negara yang
bersangkutan.

e. Pelaksanaan penghapusan untuk dihibahkan/disumbangkan dilakukan dengan
cara :

1) Kepala Perwakilan RI mengajukan permohonan usul penghibahan dengan
rincian dan alasan, kepada Menteri Luar Negeri selaku Pembina Barang
Inventaris (Pebin).

2) Pengajuan hibah tersebut tetap berpedoman pada ketentuan dalam keputusan
ini.
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3) Menteri Luar Negeri, apabila menyetujui usul termaksud, meneruskan
permohonan hibah tersebut kepada Menteri Keuangan untuk mendapat
izin/persetujuan secara tertulis.

4) Pelaksanaan penghibahan tersebut, tetap berpedoman pada ketentuan dalam
keputusan ini.

Bagian Kelima
Penghapusanr barang milik/kekayaan Negara
yang sifatnya khusus

1. Umum

Jenis barang milik/kekayaan Negara yang dimaksud dalam hubungan ini adalah
penghapusan barang milik/kekayaan Negara karena :

0.6 op

Terkena bencana alam/force majeure;

Tidak laku dijual melalui Kantor Lelang Negara;
Hilang;

Tanaman/hewan/ternak yang mati/cacat berat.

Ketentuan yang berlaku bagi penghapusan barang milik/kekayaan Negara karena
alasan-alasan tersebut, disamping diberlakukan tatacara khusus, maka tatacara umum
penghapusan tetap harus dipedomani.

Penghapusan karena terkena bencana alam/force majuere, pelaksanannya adalah

sebagai berikut :

a.

Wewenang menyetujui/menolak usul permohonan penghapusan dilimpahkan
kepada Menteri/Ketua Lembaga dengan terlebih dahulu mendapat
persetujuan/rekomendasi dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran
setempat.

Prosedur penghapusannya tetap berpedoman pada ketentuan penghapusan
sebagaimana diatur dalam Pab 11I keputusan ini.

Permohonan penghapusan antara lain dilengkapi dengan :

1) Keterangan dari pejabat yang berwenang mengenai terjadinya bencana alam.

2) Berita acara kerusakan barang dari pihak yang berwenang karena bencana
alam/force majeure.

3) Daftar barang-barang yang hilang rusak.

4) Bukti foto kerusakan barang karena bencana alam.

5) Peta situasi tanah dan bangunan yang terkena bencana alam.

6) Rekomendasi dari Departemen Pekerjaan Umum mengenai kondisi bangunan
dan dari Badan Pertanahan Nasional mengenai kondisi tanah.
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3. Penghapusan barang bergerak yang tidak laku dijual lelang

Apabila terdapat barang yang telah diterapkan penghapusannya dan tidak laku dijual
melalui Kantor Lelang Negara, maka barang tersebut dapat dimusanahkan/dihibahkan
sebagaimana diatur pada Bab II Bagian Kedua angka 2 huruf ¢ angka 3).

Pelaksanaan pemusnahan/penghibahan tersebut dilaporkan kepada Pebin/Kuasa
Pebin, dengan dilampiri berita acara yang ditandatangani oleh pejabat Kantor Lelang
Negara bahwa barang tersebut tidak laku dijual lelang.

4. Penghapusan barang bergerak karena alasan hilang

a.

Penghapusan barang karena alasan hilang diluar kesalahan/kelalaian
Bendaharawan/Pengurus Barang:

1y

2)

3)

4)

Unit Pemakai Barang/Bendaharawan Barang setelah mengetahui terjadinya
kekurangan perbendaharaan/kerugian Negara segera melaporkan kekurangan
tersebut kepada PBI/PPBI. Tembusan laporan tersebut disampaika.: kepada
Kuasa Pebin.

Atas  dasar laporan  kehilangan/kekurangan  tersebut,  diadakan
pemeriksaan/penelitian segi adminsitratif dan fisik oleh suatu panitia
pemeriksa/peneliti. Berita acara pemeriksaan membuat rincian jumlah dan
jenis barang, sebab-sebab kehilangan/kekurangan barang, serta penjelasan
lain yang diperlukan.

Untuk mendukung kebenaran/kepastian hasil penelitian/pemeriksaan tersebut,
perlu diminta surat keterangan dari Kepolisian setempat tentang penyidikan di
tempat kejadian perkara (TKP).

Apabila kehilangan/kekurangan barang dimaksud dapat dibuktikan bukan
karena kelalaian/kesalahan = Bendaharawan/Pengurus Barang, maka
penanggungjawabnya dapat mengajukan permohonan untuk menghapuskan
barang tersebut kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor Wilayah
Anggarar setempat untuk mendapat keputusar.

Penghapusan barang tersebut tidak menutup kemungkinan adanya
pelaksanaan tuntutan ganti rugi apabila di kemudian hari dapat dibuktikan
lain yaitu adanya unsur kesengajaan/kesalahan/kelalaian dari Bendaharawan/
Pengurus Barang.

b. Penghapusan barang karena alasan hilang akibat kesahalan atau kelalaian.

D

Apabila barang bergerak yang hilang karena dicuri/dirampok kecelakaan/
terbakar, tercecer, mati bagi tanaman/hewan/ternak karena Kelalaian/
digelapkan serta karena perbuatan melawan hukum atau perbuatan melalaikan
kewajiban yang ditetapkan selaku Pegawai Negeri, sehingga baik secara
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langsung maupun tidak langsung merugikan Negara, maka akibat kejadian
tersebut Keputusan Penghapusannya diproses bersamaan dengan proses
Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

2) Surat Keputusan Penghapusan dapat ditetapkan oleh Pebin/Kuasa
Pebin/PBI/PPBI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang
berlaku tanpa terlebih dulu menunggu ditetapkannya Tuntutan Ganti Rugi.

5. Penghapusan tanaman/hewan/milik Negara dilaksanakan sebagai berikut:

a. Penghapusan barang karena alasan hilang diluar kesalahan/kelalaian
Bendaharawan/Pengurus Barang:

b. Penghapusan tanaman/hewan/ternak yang mati/cacat berat dilakukan oleh Kepala
Kantor/Unit Kerja/Proyek selaku UPB, dengan tembusan kepada Kuasa Pebin
dengan melampirkan berita acara penghapusan.

6. Penghapusan barang yang kadaluwarsa.

Penghapusan barang yang kadaluwarsa seperti obat-obatan, obat anti hama, bahan

peledak, mesiu dan lain sebagainya ditetapkan oleh Menteri/Ketua Lembaga setelah

mendapat persatuan tertulis dari Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri
Keuangan. Tatacara penghapusan berpedoman pada ketentuan Bab III Bagian Ketiga.

BAB IV
TINDAK LANJUT PENGHAPUSAN

Bagian Pertama
Penjualan

1. Umum

a. Penjualan barang milik/kekayaan Negara harus dilakukan dengan pelanggen
umum melalui Kantor Lelang Negara.

b. Pengecualian terhadap ketentuan butir a di atas, dapat dilakukan setelah mendapat
persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri

Keuangan.

c. Penjualan barang milik/kekayaan Negara dilakukan setelah memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut :

1) Barang yang dijual bukan merupakan barang rahasia Negara.
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2) Barang yang akan dijual secara teknis operasional sudah tidak dapat
digunakan oleh instansi Pemerintah secara efektif dan efisien.

3) Barang yang akan dijual sudah harus dihapus dari Daftar Inventaris sesuai
dengan keputusan pejabat yang berwenang.

d. Penjualan barang tidak bergerak hanya dapat dilakukan setelah mendapat
persetujuan Menteri Keuangan, kecuali gedung/kantor/bangunan (tanpa tanah)
vang dihapus karena :

1) Akan dibangun kembali (rekonstruksi)
2) Rusak berat/Bowvalig;
3) Terkena bencana alam, force majure.

Penjualan dimaksud pada butir d angka 1), 2) dan 3) dilakukan berdasarkan
persetujuan Menteri/Ketua Lembaga setelah mendapat rekomendasi Kepala
Kantor Wilayah Ditjen Anggaran atas nama Menteri Keuangan. Dalam hal
barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1), 2) dan 3)
tersebut tidak laku dijual lelang barang tersebut dapat dimusnahkan/dihibahkan.

e. Penjualan barang tidak bergerak berupa tanah dapat dilakukan oleh
Departemen/Lembaga setelah mendapat izin Menteri Keuangan berdasarkan
persetujuan Presiden.

f. Hasil penjualan barang milik/kekayaan Negara, merupakan penerimaan Negara
dan harus disetor seluruhnya ke Rekening Kas Negara.

2. Tata Cara Penjualan

a. Instansi pemohon lelang mengajukan permohonan tertulis kepada Kantor Lelang
Negara setempat menganai penjualan barang yang telah dihapus, dilampiri
dengan :

1) Surat Keputusan penghapusan barang dari Menteri/Ketua Lembaga atau
pejabat yang dikuasakan.

2) Surat Keputusan pembentukan Panitia Pelelangan barang-barang yang akan di
lelang.

3) Bukti pemilikan atas barang.

4) Salinan pengumuman lelang oleh pemohen lelang melalui media massa.

5) Data spesifikasi barang yang akan dijual mencakup :

a) Jenis/ukuran/kualifikasi/type;

b) Jumlah;

¢) Nomor kode;

d) Tahun pembuatan/perolehan;

¢) Kondisi/keadaan;

f) Lokasi/tempat barang;

g) Harga penjualan yang ditetapkan oleh Panitia Pelelangan.
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Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tempat dan tanggal pelaksanaan lelang.

Sebelum dilaksanakan penjualan, terlebih dahulu harus dilakukan pengumuman
oleh Ketua Panitia Pelelangan melalui media massa, media cetak dan papan
pengumuman resmi untuk penerangan umum yang dapat diketaui oleh
masyarakat luas/dunia usaha.

Pelaksanaan lelang dilakukan melalui tahapan : proses penawaran, penetapan
penenang, pembayaran/penyetoran ke Kas Negara, dan penyerahan fisik barang.

Pembuatan risalah lelang ditandatangani oleh pelaksana/penjual/pejabat lelang
dengan melemparkan Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) dan
Surat Setoran Pajak (SSP).

Panitia Lelang melaporkan pelaksanaan penjualan/lelang kepad Menteri/Ketua
Lembaga, dengan dilampiri salinan risalah lelang.

. Penyerahan barang bergerak dan atau pelepasan barang tidak beg>rak

Penyerahan barang bergerak dan atau pelepasan barang tidak bergerak sebagai
tindak lanjut penjualan, dilakukan setelah kembali memenuhi seluruh kewajiban
yang menjadi tanggung jawabnya.

Penyerahan barang bergerak dilakukan dengan cara :

1) Penyerahan barang bergerak dilakukan oleh PBI/PPBI atau pejabat yang
dikuasakan.

2) Penyerahan barang bergerak dilakukan dengan suatu Berita Acara Serah
Terima paling lambat 2 (dua) minggu sejak ditandatangani risalah lelang oleh
pihak kedua, kecuali karena suatu alasan teknis, jangka waktu tersebut dapat
diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.

3) Pelaksanaan penyerahan barang dilakukan di lokasi barang berada pada saat
dilakukan pelelangan.

Pelepacan barang tidak bergerak, dilakukan dengan carc :

1) Pelepasan barang tidak bergerak dilakukan oleh PBI/PPBI, atau pejabat yang
dikuasakan.

2) Pelaksanaan pelepasan barang tidak bergerak yang dijual tanpa melalui
Kantor Lelang Negara dilakukan dengan suatu Akte Notaris/PPAT.

3) Pelaksanaan pelelangan barang tidak bergerak yang dijual melalui Kantor
Lelang Negara dilakukan dengan suatu risalah lelang.

Penjualan barang tidak bergerak berupa tanah :
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a. Dalam hal penjualan barang milik/kekayaan Negara tersebut berupa tanah,
pelaksanaannya diatur sebagai sebagai berikut : '

1) Menteri/Ketua Lembaga mengajukan usul/kekayaan permohonan kepada
Menteri Keuangan.

2) Usul/permohonan tersebut diteliti dan dikaji secara mendalam oleh
Menteri Keuangan.

3) Apabila usul tersebut memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, maka usul tersebut dapat diajukan kepada Presiden untuk
mendapat persetujuan terlebih dahulu.

4) lzin prinsip dari Menteri Keuangan baru dapat ditertibkan setelah
mendapat persetujuan Presiden.

b. Ketentuan-ketentuan tentang penjualan barang milik/kekayaan Negara
sebagaimana tersebut pada angka 1, 2 dan 3 Bab ini belaku juga bagi
penjualan barang tidak bergerak berupa tanah.

Bagian Kedua
Hibah/disumbangkan

1. Umum

a. Hibah barang milik’/kekayaan Negara dilakukan dengan pertimbangan untuk
kepentingan sosial, keagamaan serta kemanusiaan.

b. Hibah barang milik/kekayaan Negara hanya diperuntukan bagi :

1) Lembaga Sosial, Lembaga Keagamaan dan Organisasi Kemanusiaan;
2) Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

c. Hibah harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1) Bukan menerapkan barang rahasia Negara;

2) Bukan merupakan barang vital bagi Negara;

3) Bukan merupakan barang yang menguasai h~iat hidup orang banyak;

4) Tidak bermanfaat dan tidak dibutuhkan lagi oleh instansi Pemerintah yang
bersangkutan atau instansi Pemerintah lainnya:

5) Tidak mengganggu kelancaran tugas-tugas pelayanan umum pemerintahan.

2. Pelaksanaan Hibah
Pelaksanaan hibah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Barang milik/kekayaan Negara hanya dapat dihibahkan/disumbangkan setelah

mendapat keputusan/persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Anggaran atas
nama Menteri Keuangan.
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b. Dalam hal barang yang dihibahkan/disumbangkan tersebut berupa tanah, maka
pelaksanaannya diatur sebagai berikut :

1) Menteri/Ketua Lembaga mengajukan usul/permohonan kepada Menteri
Keuangan.

2) Usul/permohonan tersebut diteliti dan dikaji secara mendalam oleh Menteri
Keuangan.

3) Apabila usul tersebut memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, maka usul tersebut dapat diajukan kepada Presiden untuk mendapat
persetujuan terlebih dahulu.

4) lzin prinsip dari Menteri keuangan baru dapat diterbitkan setelah mendapat
persetujuan Presiden.

¢. Barang yang telah dihibahkan/disumbangkan tersebut selanjutnya dihapus dari
daftar inventarisas dengan Surat Keputusan Penghapusan Barang (SKPB) yang
ditetapkan oleh Pebin.

d. Tembusan Surat Keputusan Penghapusan Barang tersebut disampaikan kepada
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.

Bagian Ketiga
Penyertaan Modal Pemerintah

1. Umum

a. Penyertaan barang milik/kekayaan Negara hanya dapat dilakukan dengan
pertimbangan:

1) Untuk Penyertaan Modal Pemerintah dalam mendirikan dan atau
mengembangkan BUMN; atau
2) Untuk optimalisasi pemanfaatan barang milik/kekayaan Negara.

b. Penyertaan barang milik/kekayaan Negara sebagai penyertaan modal Pemerintah
hanya diperuntukkan bagi BUMN dan BUMD. .
Apabila penyertaan tersebut diperuntukkan bagi BUMD, BUMD tersebut harus
sudah berbentuk PT. (Perseroan Terbatas).

2. Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah
a. Departemen/Lembaga mengajukan usul kepada Menteri Keuangan, dilengkapi

dengan data pendukung barang yang akan disertakan sebagai Penyertaan Modal
Pemerintah.
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1) Untuk Penyertaan Modal Pemerinah berupa barang milik Negara eks proyek,
harus dilengkapi dengan hasil audit BPKP dan penetapan status sementara
oleh Menteri/Ketua Lembaga yang bersangkutan.

2) Untuk Penyertaan Modal Pemerintah berupa aset yang telah ada (barang
inventaris) tidak diperlukan audit BPKP atau penetapan status sementara.

Usul tersebut diteliti dan dibahas bersama oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan
Departemen/Lembaga yang bersangkutan serta Intansi terkait lainnya. Hasil
pembahasan dilaporkan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Anggaran untuk dimohonkan persetujuan lebih lanjut.

Apabila disetujui, maka Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan
menetapkan Surat Keputusan/Persetujuan dan disampaikan kepada Menteri/Ketua
Lembaga.

Barang yang akan disertakan dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah
tersebut dahulu harus dinilai oleh Tim Interdep yang dibentuk oleh
Departemen/Lembaga bersangkutan dengan anggota-anggota dari
Departemen/Lembaga terkait.

Penetapan nilai tersebut pada huruf d, dilakukan berdasarkan dengan Peraturan
Pemerintah.

Penyertaan Modal Pemerintah tersebut harus ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.

Barang yang disertakan dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah dihapus dari

Daftar Inventaris Barang (DIB) Departemen/Lembaga bersangkutan dengan
SKPB dari Pebin.
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BABYV
PEMANFAATAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA

Bagian Pertama
Bentuk-bentuk Pemanfaatan

Bentuk Pemanfaatan barang milik/kekayaan Negara adalah :

p—

. Penyewaan.
2. Peminjaman.
3. Bangun Guna Serah (Built, Operate and Transfer/BOT)

Bagian Kedua
Penyvewaan

1. Penyewaan barang milik/kekayaan Negara hanya dapat dilakukan dengan
pertimbangan untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang
milik/kekayaan Negara.

2. Untuk sementara waktu barang/kekayaan Negara tersebut belum dimanfaatkan oleh
instansi pemerintah yang memiliki/menguasai.

3. Barang milik/kekayaan Negara yang dapat disewakan ditetapkan oleh Menteri/Ketua
Lembaga bersangkutan.

4. Jenis-jenis barang milik/kekayaan Negara yang dapat disewakan ditetapkan oleh
Menteri/Ketua Lembaga bersangkutan.

5. Tarif sewa untuk barangmilik/kekayaan Negara yang disewakan ditetapkan oleh
Menteri/Ketua Lembaga yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan tertulis dari
Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan.

6. .langka waktu penyewaan ditetapkan Menteri/Ketua Lembaga.

7. Hasil penyewaan merupakan penerimaan Negara dan seluruhnya harus disetorkan ke
Kas Negara.

8. Dalam surat perjanjian sewa penyewa harus ditetapkan :
a. Jenis, jumlah, biaya penyewaan dan jangka waktu.
b. Biaya operasi dan pemeliharaan selama penyewaan menjadi tanggung jawab

penyewa.
¢. Syarat-syarat lain yang dianggap perlu.
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Bagian Ketiga
Peminjaman

1. Peminjaman barang milik’/kekayaan Negara hanya dapat dilakukan dengan
pertimbangan :

a. Agar barang milik/kekayaan Negara tersebut dapat dimanfaatkan secara
ekonomis oleh intansi ekonomis oleh instansi pemerintah.

b. Untuk kepentingan sosial, keagamaan.
2. Syarat-syarat peminjaman barang milik/kekayaan Negara adalah :

a. Barang milik/kekayaan Negara tersebut sementara waktu belum dimanfaatkan
oleh instansi yang memiliki/menguasai.

b. Barang milik/kekayaan Negara yang dipinjam tersebut hanya boleh digunakan
oleh peminjam, sesuai dengan peruntukannya.

Peminjaman tersebut tidak mengganggu kelancaran tugas pokok instansi yang
bersangkutan.

.('3

d. Barang milik/kekayaan Negara yang dipinjamkan harus merupakan barang yang
tidak habis pakai.

e. Peminjaman wajib memelihara dengan baik barang milik/kekayaan Negara yang
dipinjamkannya termasuk menanggung biaya-biaya yang diperlukan selama
peninjaman.

f. Jangka waktu peminjaman paling lama 2 (dua) tahun dan apabila diperlukan
dapat diperpanjang kembali.

3. Peminjaman barang milik/kekayaan Negara hanya dapat dilaksanakan antar instansi
pemerintah.

4. Persetujuan peminjaman barang milik/kekayaan Negara ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk barang bergerak dan barang tidak bergerak berupa Gedung/Kantor,
persetujuan diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran
atas nama Menteri Keuangan.

b. Untuk barang tidak bergerak berupa kapal dengan bobot di atas 150 ton atau
barang bergerak dengan nilai perolehan di atas Rp. 1 milyar dan barang tidak
bergerak berupa tanah, persetujuan peminjaman diberikan oleh Direktur Jenderal
Anggaran atas nama Menteri Keuangan.
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Untuk keperluan tersebut pada angka 4, Departeman/Lembaga mengajukan usul
permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Anggaran setempat dan
atau Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran sesuai ketentuan pada
butir 4 huruf a dan b.

Bagian Keempat
Bangunan Guna Serah (Built, Operete and Transfer/BOT)

Bangun Guna Serah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1.

Bangun Guna Serah barang milik/kekayaan Negara hanya dapat dilakukan dalam
rangka menyediakan fasilitas bangunan bagi instansi pemerintah yang memerlukan.

Bangun Guna Serah barang milik/’kekayvaan Negara harus memenuhi persyaratan :

a. Gedung yang dibangun berikut fasilitasnya harus sesuai dengan kebutuhan
instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya.

b. Instansi pemerintah tersebut sudah memiliki tanah yang belum dimanfaatkan.

c. Dana untuk pembangunan berikut penyediaan fasilitasnya tidak membebani
APBN.

d. Bangunan tersebut harus dapat dimanfaatkan langsung oleh instansi pemerintah
sesuai bidang tugasnya baik dalam masa pengoperasian maupun saat penyerahan
kembali.

e. Pihak yang menyediakan bangunan tersebut (mitra Bangu Guna serah/BOT)
harus mempunyai kemampuan keuangan dan keahlian/

f. Mitra Bangun Guna Serah/BOT harus membayar kontribusi ke Kas Negara
setoap tahun selama jangka waktu pengoperasian.

g. Selama masa pengoperasian. tanah dan bangunan tetap milik
Departemen/Lembaga yang bersangkutan.

h. Penggunaan tanah dalam Bangun Guna Serah/BOT harus sesuai dengan RUTR.

i. Jangka waktu BOT paling lama 25 (dua puluh lima) tahun sejak dimulai masa
pengoperasian.

Bangun Guna Serah barang milik/kekayaan Neagra dapat dilakukan dengan

BUMN/BUMD atau pihak swasta.

Bangun Guna Serah barang milik’kekayaan Negara hanya dapat dilakukan

berdasarkan persetujuan/keputusan Menteri Keuangan.
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5. Untuk mendapatkan mitra dalam Bangun Guna Serah /BOT harus dilakukan tender,
dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta peminat, kecuali
ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

6. Tata cara pelaksanaan BOT adalah sebagai berikut :

a. Tahap persiapan :

1) Permohonan dari Menteri/Ketua Lembaga kepada Menteri Keuangan dengan
dilengkapi data-data sebagai berikut :

a) Tanah : lokasi/alamat, luas, status, penggunaan saat ini.
b) Bangunan : lokasi/alamat, luas, status/IMB, kondisi
¢) Rencana : pembangunan gedung dengan memperhatikan :

(1
(2)
3)

4
&)
(6)
(7

KOB (koofisien dasar bangunan)

KLB (koofisien luas bangunan)

Perkiraan luas bangunan yang diperlukan Pemerintah dan rencana
berapa tingkat yang akan dibangun.

Perkiraan masa pembangunan.

Perkiraan masa pengelolaa/pengoperasian

Perkiraan keuntungan yang akan diperoleh Pemerintah.

Perkiraaan investasi swasta

b. Tahap penelitian/penilaian usul vleh Menteri Keuangan

1) Usul Bangunan Guna Serah/BOT tersebut diteliti dan diproses oleh Direktorat
Jenderal Anggaran dan apabila telah memenuhi syarat administratif, maka
ditindak lanjuti dengan persetujuan Menteri Keuanga, dengan petunjuk
sebagai berikut :

a) Untuk mendapatkan calon Developer hendaknya ditawarkan secara lelang
terbatas kepada peminat dengan mengandung sekurangnya 5 (lima)
peminat/developer.

b) Perlu disusun kerangka acuan/TOR (Term of Reference) dengan syarai-
syarat antara lain :

(1)
2
©)

4

TESIS

Rencana umum bangunan termasuk anggarannya.

Kewajiban pembayaran kepada Negara pertahun

Jangka waktu penyerahan bangunan beserta fasilitasnya yang
konkrit

Bagian dari bangunan serta fasilitas lainnya yang dapat
dimanfaatkan oleh pemerintah setelah bangunan siap pakai.
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(5) Persyaratan-persyaratan lain yang berkaitan dengan tanah dan
bangunan.

¢) Untuk menyusun kerangka acuan/TOR, dibentuk Tim Interdep dengan
keputusan Menteri/Ketua Lembaga yang anggotanya terdiri dari wakil
Departemen Keuangan, Departemen Pekerjaan Umum c.q. Direktorat
Teknis yang mengusulkan serta dari Badang Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) sebagai nara sumber. .

d) Tim Interdep mempunyai tugas :

(1) Mempersiapkan TOR dan dokumen tender yang berisi syarat-syarat
yang harus dipenuhi peserta tender meliputi kelengkapan
adminsitrasi :

(a) Neraca perusahaan terakhir;

(b) Daftar susunan pemilik modal;

(c) Daftar susunan pengurus;

(d) Akta pendirian perusahaan;

(e) lzin usaha;

(f)  Usulan nama kontraktor utama dan pengalaman pekerjaan;

(g2 Usulan nama Konsiltan Arsitektur dan pengalaman
pekerjaannya;

(h) Pengalaman pekerjaan Developer;

(i) Daftar peralatan;

()  Surat keterangan NPWP;

(k) Referensi bank (asli);

()  Surat jaminan tender (asli).

(2) Melakukan penilaian terhadap penawaran yang telah memenuhi
persyaratan umum pelaksanaan tender pengadaan barang
Pemerintah dari aspek administrasi, teknis, ekonomis dan
pembiayaan yang akan digunakan sebagai bahan dalam menetapkan
pemenangnya meliputi :

(a) Masa pengelolaan;

(b) Besarnya retriusi/setoran dalam US$ per tahun kepada
Negara;

(c) Besarnya ruangan dalam ukuran m%;

(d) Jumlah fasilts parkir;

(e) Fasilitas-fasilitas lainnya;

(f)  Perencanaan bangunan.

- Program ruang;

- Gambar teknis perencanaan;
- Perspektif berwarna;
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- Daftar materual finishing;
- Spesifikasi tekni bangunan;
- Maket

(g) Organisasi
(h) Rencana induk
(i)  Cach flow (cash in flow dan cash out flow)

- Profil perusahaan;
- Jadwal rencana induk proyek;
- Income Statement.

(G) Teknis

- Peryaratan Pemda;

- Disain;

- Spesifikasi teknis;

- Daftar Material Finishing.

(3) Mempersiapkan surat perjanjian kerjasama untuk dibangunkan
sebagai dasar pelaksanaan Bangun Guna Serah/BOT.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Tim Interdep harus menggunakan
jasa konsultan di bidang Property Management.

- Konsultasi Property Management tersebut harus mempunyai
kemampuan dan pengalaman dibidang-nya.

- Konsultasi Property Management yang ditunjuk mempunyai tugas
sebagai berikut ;

i. Menyusun dan menjabarkan TOR

ii. Membantu Tim Interdep Bangun Guna Serah/BOT untuk
mengevaluasi calon Developer dan mengevaluasi proposal yang
masuk dari pihak Developer.

iii. Membantu Tim Interdep dalam negosiasi dan menyusun kontrak
BOT/Memorandum of Under — standing (MOU).

(4) Menyampaikan hasil penelitian calon Developer kepada
Menteri/Ketua Lembaga yang bersangkutan, untuk dijadikan bahan

dalam menetapkan pemenang.

(5) Setelah pemenang ditetapkan, diadakan penanda tanganan MOU
antara Departemen Teknis dengan Developer.

b. Pelaksanaan Bangun Guna Serah/BOT
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Developer yang ditetapkan melaksanakan Bangun Guna Serah/BOT sesuai
dengan kontrak/perjanjian.

2) Selama pelaksanaan pembangunan, Departemen Tekhnis menunjuk konsultan
pengawas.

3) Segala biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan Bangun Guna
Serah/BOT menjadi tanggung jawab Developer.

Penyerahan

1) Penyerahan kembali bangunan/gedung beserta fasilitasnya kepada
Departemen/Lembaga yang bersangkutan dilaksanakan setelah masa
pengoperasioan yang diperjuangkan berakhir dan setelah di audit terlebih
dahulu oleh BPKP.

2) Audit oleh BPKP ditekankan terutama pada kewajaran kondisi bangunan.

3) Penyerahan harus dituangkan dalam suatu berita acara.

BAB VI
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur di dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini serta
peninjauan kembali terhadap kriteria kewenangan yang mempergunakan tolok ukur
“nilai” dilakukan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri
Keuangan.

SALINAN sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM MENTERI KEUANGAN
u.b.
KI:PALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN d
Ny. HERTATI MULATSIH MAR’IE MUHAMMAD
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KERJASAMA ANTAR DAERAH

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat serta peningkatan daya
saing daerah.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan
pelayanan publik, Daerah dapat mengembangkan kerjasama dengan Daerah
lainnya atau bekerjasama dengan Pihak Ketiga yang didasarkan pada
pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling
menguntungkan yang dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerjasama yang
diatur dengan Keputusan Bersama. Di samping itu pelaksanaan urusan
pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas Daerah dan untuk menciptakan
efisiensi, Daerah wajib mengelola pelayanan publik secara bersama dengan
Daerah sekitarnya untuk kepentingan masyarakat.

Untuk menjamin agar pelayanan publik dapat berjalan optimal maka
apabila Daerah tidak melaksanakan kerjasama dalam pengelolaan pelayanan
publik yang menyebabkan dampak lintas daerah maka pengelolaan pelayanan
publik tersebut dapat dilaksanakan oleh Pemerintah. Dengan demikian Kerjasama
Antar Daerah ini merupakan perwujudan adanya hubungan antara Pemerintah
dengan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintahan Daerah yang meliputi
hubungan kewenangan, keuangan, pelayanan umum dan pemanfaatan sumber-
sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang saling terkait, tergantung dan
sinergis sebagai satu sistem pemerintahan dalam NKRI.

Berdasarkan inventarisasi data yang ada, ternyata sudah cukup banyak
daerah yang telah melakukan kerjasama baik kerjasama antar Pemerintah Daerah
dan antara Pemerintah Daerah dengan swasta, LSM/masyarakat, maupun dengan
oihak luar negeri yang kegiatannya sangat beragam sesuai dengan kebutuhan dan
cotensi unggulan daerah. Selanjutnya dalam rangka mendukung terjalinnya
Ker;asama Antar Daerah, dar. sambil menunggu proses diterbitkaiinya PP, Manteri
Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Nomor 120/1730/S3 tanggal 13 Juli 2005,

sebagai berikut:
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DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 13 Juli 2005.

. Kepada, Yth :
¢ 120/1730/3) 1. Sdr. Gubernur
2. Sdr. Bupati dan Walikota
di
SELURUH INDONESIA
: Kerjasama Antar Daerah
SURAT EDARAN

Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa berdasarkan Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah
berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat
serta peningkatan daya saing daerah.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
penyediaan pelayanan publik, Daerah dapat mengembangkan
kerjasama dengan Daerah lainnya atau bekerjasama dengan Pihak
Ketiga yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas
pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan yang dapat
diwujudkan dalam bentuk Badan Kerjasama Antar Daerah yang diatur
dengan Keputusan Bersama. Disamping itu pelaksanaan urusan
pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas Daerah dan untuk
menciptakan efisiensi, Daerah wajib mengelola pelayanan publik secara
bersama dengan Daerah sekitamya untuk kepentingan masyarakat.

Untuk menjamin agar pelayanan publik dapat berjalan optimal maka
apabila Daerah tidak melaksanakan kerjasama dalam pengelolaan
pelayanan publik yang menyebabkan dampak lintas daerah maka
pengelolaan pelayanan publik tersebut dapat dilaksanakan oleh
Pemerintah. Dengan demikian Kerjasama Antar Daerah ini merupakan
perwujudan adanya hubungan antara Pemerintah dengan Pemerintahan
Daerah dan antar Pemerintahan Daerah yang meliputi hubungan
kewenangan, keuangan, pelayanan umum dan pemanfaatan sumber-
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sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang saling terkait,
tergantung dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan inventarisasi data yang ada, ternyata sudah cukup
banyak daerah yang telah melakukan kerjasama baik kerjasama antar
Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah Daerah dengan swasta,
LSM/masyarakat, maupun dengan pihak luar negeri yang kegiatannya
sangat beragam sesuai dengan kebutuhan dan potensi unggulan
daerah.

Untuk mendukung pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah
dimaksud dan sambil menunggu proses diterbitkannya Peraturan
Pemerintah yang mengatur Kerjasama Antar Daerah, diharapkan kepada
Saudara untuk dapat melakukan upaya dalam rangka mendorong
terjalinnya Kerjasama Antar Daerah, dengan memperhatikan hal-hal
sebagai berikut :

A. Bentuk Kerjasama

1. Kerjasama Antar Daerah yang berdexatan, sifatnya wajib
dilaksanakan dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada
masyarakat, khususnya pelayanan yang terdapat di daerah
yang berbatasan seperti pendidikan dasar, pelayanan
kesehatan (Puskesmas), penanganan sampah terpadu,
penyuluhan pertanian, pengairan, penanganan Daerah Aliran
Sungai (DAS), perencanaan tata ruang dan lain-lain.

2. Kerjasama Antar Daerah vyang tidak berdekatan, dapat
dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan bersifat situasional
dilakukan dalam rangka pengembangan potensi dan komoditi
unggulan dari masing-masing daerah yang bekerjasama.

3. Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga,
dikembangkan berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang tidak
dapat dipenuhi langsung oleh Pemerintah Daerah yang
bersangkutan karena berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh
masing-masing daerah otonom, kerjasama model ini dapat
berbentuk :

a. Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Swasta:

1) Kontrak pelayanan (Servise Contract), dicirikan dengan
tidak ada investasi, terbatas pada operasional dan
manajemen, keuntungan kecil, efisiensi terbatas dan
cocok dilakukan pada masa krisis.

2) Kontrak pengelolaan (Management Contract), dicirikan
dengan tidak ada investasi, adanya pengelolaan
perusahaan, keuntungan kecil, efisiensi terbatas dan
cocok dilakukan pada masa krisis.
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3) Kontrak sewa (Lease Contract), dicirikan dengan tidak
ada investasi, terbatas pada peralatan, keuntungan kecil,
efisiensi terbatas dan cocok dilakukan pada masa krisis.

4) Bangun-kelola-alih milik (Build, Operate and Transfer) /
Bangun-kelola-miliki-alih milik (Build, Operate, Own and
Transfer), dicirikan dengan adanya investasi swasta,
pembangunan sarana, biaya rendah kualitas tinggi,
menguntungkan, efisiensi tinggi, cocok dilakukan pada
kondisi ekonomi yang baik.

5) Konsesi (Concession), dicirikan dengan adanya investasi
swasta, pengelolaan dan keuangan secara bersama,
menguntungkan, efisiensi tinggi, cocok dilakukan pada
kondisi ekonomi yang baik.

. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan BUMN/BUMD,

dikembangkan untuk mempercepat pelayanan, memperbaiki
pengelolaan sumberdaya alam dan sarana pelayanan, alih
teknologi, memperluas layanan, meningkatkan efisiensi dan
kualitas pelayanan, dan memacu dinamika sosial
masyarakat.

. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan LSM/Masyarakat,

dikembangkan untuk membuka peluang usaha bagi
masyarakat dan mendorong potensi sosial ekonomi yang
dimiliki masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Seperti
pengelolaan aset Pemerintah Daerah oleh masyarakat,
penyuluhan dan pelestarian kawasan hutan untuk
mendorong peningkatan produktivitas.

. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak Luar Negeri,

yang dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 24
Tahun 2000 tentang Perjanjian Intermnasional. Pembuatan
perjanjian internasional dilakukan melalui tahap penjajakan,
perundingan, perumusan naskah, penerimaan dan
penandatanganan. Sebelum penandatanganan perjanjian
dilakukan, Pemerintah Daerah harus mendapatkan surat
kuasa dari Menteri Luar Negeri.

. Kerjasama Antar Negara (Pemerintah) khususnya di

perbatasan wilayah negara, dilakukan dalam rangka
penanganan berbagai masalah dan kebutuhan yang krusial
khususnya di daerah perbatasan antara dua negara yang
berdekatan, hal ini dilakukan mengingat kondisi yang sudah
tumbuh, hidup dan menjadi tradisi masyarakat setempat,
seperti pengelolaan lahan pertanian tradisional dan
perdagangan tradisional yang telah tumbuh dan
berkembang sampai pada saat ini. Oleh karena itu harus
disesuaikan dengan kebutuhan dan kebiasaan daerah yang
berdekatan dengan batas negara yang difasilitasi oleh
Pemerintah Negara masing-masing. Kerjasana antar daerah
pada batas negara yang berbatasan, harus taat dan tunduk
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pada ketentuan hukum yang beraku di negara masing-
masing.

4. Kerjasama Antar Daerah yang bersifat masal, berupa Badan
Kerjasama Kabupaten Seluruh Indonesia (BKKSI) sebagai
pengganti Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia
(APKASI) dan Badan Kerjasama Pimpinan DPRD Provinsi se
Indonesia sebagai Pengganti Asosiasi Pimpinan DPRD Provinsi
Se Indonesia, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia
(APPSI) serta Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia
(APEKSI), Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) dan
Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) yang
akan menyesuaikan namanya menjadi Badan Kerjasama
melalui Munas Asosiasi masing-masing. Badan Kerjasama ini
menitik beratkan pada tukar menukar informasi, meningkatkan
kualitas sumber daya manusia dan pendayagunaan sumber
daya yang tersedia di daerah.

B. Prinsip dan Proses Kerjasama

1. Dalam menjalin Kerjasama Antar Daerah hendaknya selalu
menjalankan dengan konsisten prinsip-prinsip (a) transparansi
(b) akuntabilitas (c) partisipatif (d) saling menguntungkan dan
memajukan (e) kerjasama dibangun untuk kepentingan umum
(f) keterkaitan yang dijalin atas dasar saling membutuhkan (g)
keberadaan kerjasama saling memperkuat pihak-pihak yang
terlibat (h) kepastian hukum dan (i) tertib penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

2. Proses Kerjasama Antar Daerah hendaknya dilakukan melalui
tahapan : (a) pertemuan awal beberapa Kepala Daerah, (b)
studi kelayakan bersama, (c) negosiasi substansi yang akan
dikerjasamakan, (d) penanda tanganan Keputusan
Bersama/MoU/Perjanjian Kerjasama, (e) penyusunan master
plan/action plan, (f) pembentukan Badan Kerjasama, dan (g)
operasional.

3. Badan Kerjasama yang dibentuk dapat bersifat: (a) Permanen
yang dikelola secara profesional dan (b) ex oficio berdasarkan
kedudukan pejabat yang menangani kerjasama. Dalam
pembentukan struktur organisasi dapat diisi oleh petugas yang
memiliki kompetensi teknis operasional dan kompetensi
manajerial sesuai dengan tuntutan jabatan. Dalam hal ini
Pemerintah Daerah dapat berperan dan melakukan koordinasi
antar daerah melalui wadah Dewan Eksekutif.

Apabila pembentukan badan kerjasama, substansi yang
dikerjasamakan dan proses kerjasama telah disepakati dan
dilaksanakan, maka hal lain yang harus dilakukan secara simultan oleh
Pemerintah Daerah adalah menyusun profile Provinsi dan
Kabupaten/Kota yang memuat antara lain potensi ungguian daerah,
menghindari pungutan berganda (pajak dan retribusi) yang akan
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menimbulkan biaya tinggi, pengembangan sistem pelayanan satu atap
(one stop fixed system) dan menciptakan iklim yang kondusif dalam
rangka meningkatkan pelayanan dan menarik minat bagi para investor
dari Dalam dan Luar Negeri untuk membangun perekonomian daerah.

Demikian disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

MENTERI DALAM NEGERI

H. MOH. MA’ RUF

Tembusan :
Yth. Sdr. Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten
dan Kota Seluruh Indonesia

KARAKTERISTIK KONTRAK BUILD ... BHAKTI NUGROHO



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1998
TENTANG
KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA SWASTA DALAM
PEMBANGUNAN DAN ATAU PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang . a. bahwa pembangunan infrastruktur sangat penting artinya
dalam mendukung dan mewujudkan kelancaran serta
kelanjutan pelaksanaan pembangunan nasional;

b. bahwa dengan memperhatikan keterbatasan kemampuan
keuangan negara, dan sebagai upaya untuk terus
meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional,
diperiukan langkah-langkah guna mendorong keikutsertaan
badan usaha swasta dalam pembangunan dan atau
pengelolaan infrastruktur, dalam suatu kerjasama yang erat
antara Pemenntah dan badan usaha swasta;

c. bahwa untuk memberikan landasan yang jelas bagi
keikutsertaan tersebut, dan memberikan arahan agar
kerjasama tersebut tetap menjamin terwujudnya
kesejahteraan rakyat, dipandang periu menetapkan
ketentuan tentang keikutsertaan badan usaha swasta
tersebut dengan Keputusan Presiden;

Menyingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar
1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1995 tentang Tim
Evaluasi Pengadaan,;

MEMUTUSKAN:

Meneatapkan . KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KERJASANA
PEMERINTAH DAN BADAN USAHA SWASTA DALAM
PEMBANGUNAN DAN ATAU PENGELOLAAN
INFRASTRUKTUR.

Pasal 1

Dalam pelaksanaan pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur Pemerintah dapat
mengikutsertakan badan usaha swasta yang berbentuk badan hukum Indonesia.

Pasal 2
(1) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tersebut meliputi bidang-bidang:

1. Pembangkitan, transmisi atau pendistribusian tenaga listrik;
2. Transmisi dan pendistribusian gas alam;
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3. Pengolahan dan pengangkutan minyak dan gas bumi serta pengangkutan hasil-
hasil olahan tersebut;

4. Penyaluran, penyimpanan, pemasokan, produksi, distribusi atau pengolahan air
bersih;

5. Pengelolaan air limbah dan sampah;

6. Pengadaan dan atau pengoperasian sarana pendukung pelayanan angkutan
barang atau penumpang baik laut, udara atau kereta api,

7. Jalan dan jembatan tol, dermaga, pelabuhan laut atau sungai atau danau,
lapangan terbang dan bandara;

8. Pengadaan dan pengoperasian sarana telekomunikasi;

(2) Penambahan atau pengurangan bidang-bidang atau jenis-jenis kegiatan disetiap
bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan
Presiden.

Pasal 3

Pengikutsertaan badan usaha swasta dalam pembangunan dan atau pengelolaan

infrastruktur dilaksanakan dalam bentuk kerjasama yang didasarkan atas prinsip-prinsip:

1. tetap seiring dengan asas, tujuan, sasaran dan wawasan dalam penyelenggaraan
pembangunan nasional;

2. saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan;

3. meningkatkan efisiensi dan kualitas pembangunan dan atau pengelolaan
infrastruktur;

4. semakin mendorong pertumbuhan ekonomi;

5. meningkatkan kualitas pelayanan dan memberi manfaat yang lebih besar kepada
masyarakat;

6. proses pengikutsertaan diselenggarakan melalui penawaran yang terbuka dan
transparan, sehingga mendorong semakin berkembangnya iklim investasi;

7. tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, dan sepenuhnya tunduk
pada hukum Indonesia.

Pasal 4

(1) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional dengan memperhatikan pertimbangan Menteri/Pimpinan
Lembaga selaku penanggung jawab pembangunan infrastruktur, menetapkan
rencana beserta urutan prioritas proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang
pelaksanaan pembangunan dan atau pengelolaannya dapat dilakukan dengan
mengikutsertakan badan usaha swasta dalam bentuk kerjasama dengan
Pamerintah.

(2) Proyek-proyek pembangunan infrastruktur lainnya yang tidak termasuk dalam
kategori sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pelaksanaannya dilakukan
sepenuhnya dengan memperhatikan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 16
Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
berikut perubahan-perubahannya. -

Pasal 5

Rencana proyek pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diajukan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku
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penanggung jawab proyek kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan disertai:

1. Studi pra kelayakan proyek yang bersangkutan;

2. Penilaian tentang kelayakan proyek dan keikutsertaan badan usaha swasta melalui
kerjasama yang mencakup aspek-aspek sosial-budaya, ekonomi-keuangan, politik
dan pertahanan keamanan negara;

3. Rencana dan sumber pembeayaan proyek;

4. Penjelasan mengenai lingkup kerjasama, apakah berupa pembangunan dan
pengelolaannya ataukah hanya terbatas pada pengelolaan saja, berikut alasannya;

5. Rencana penawaran kerjasama yang mencakup jadwal, proses dan cara
penilaiannya;

6. Kelengkapan data lain yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional.

Pasal 6

(1) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional menetapkan proyek-proyek pembangunan infrastruktur
dalam Daftar Proyek Pembangunan Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan
dengan badan usaha swasta;

(2) Daftar Proyek Pembangunan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dinyatakan terbuka untuk umum dan disebariuaskan kepada masyarakat.

Pasal 7

(1) Penawaran kepada badan usaha swasta untuk ikut serta dalam pembangunan dan
atau pengelolaan infrastruktur dilakukan secara terbuka oleh Menteri/Pimpinan
Lembaga selaku penanggung jawab proyek pembangunan infrastruktur yang
bersangkutan;

(2) Dengan memperhatikan ciri dan sifat serta tingkat kesulitan proyek, dalam rangka
penawaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri/Pimpinan Lembaga
selaku penanggung jawab proyek dapat menyelenggarakan pra kualifikasi badan
usaha swasta, dengan mempertimbangkan antara lain:

a. pengalaman dalam pengerjaan proyek yang sejenis, dengan referensi yang
diperlukan;

b. prestasi dan kinerja perusahaan dalam pengerjaan proyek-proyek tersebut huruf
a,

¢ kemampuan badan usaha swasta, baik yang menyangkut aspek keuangan,
tenaga ahli, peralatan dan lain-lain maupun kemampuan dalam pengerjaan
proyek dikaitkan dengan kondisi alam ataupun kondisi sosial, budaya, ekonomi,
dan lain-lain yang melingkupi proyek.

Pasal &
(1) Bentuk dan pelaksanaan penawaran berikut tatacara penilaiannya, dilakukan sesuai
dengan ketentuan vang dilampirkan dalam Keputusan Presiden ini.
(2) Penilaian terhadap penawaran dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku
penanggung jawab proyek;

Pasal 9
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(1) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku penanggung jawab proyek mengajukan hasil
penilaian beserta seluruh dokumen penawaran secara lengkap dengan disertai
pendapat dan pertimbangannya kepada Menteri Koordinator Bidang Ekonomi,
Keuangan dan Pengawasan Pembangunan selaku Ketua Tim Evaluasi Pengadaan
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1995 teniang
Tim Evaluasi Pengadaan;

(2) Tim Evaluasi Pengadaan melakukan penilaian dan mengambil keputusan sesuai
dengan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1995.

Pasal 10

(1) Perjanjian kerjasama pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur dibuat
Menteri/Pimpinan Lembaga selaku penanggung jawab proyek dengan sepenuhnya
memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden ini
beserta iampirannya.

(2) Perjanjian kerjasama memuat setidaknya ketentuan:

a. lingkup pekerjaan;

b. jangka waktu;

c tarnf pelayanan, dalam hal kerjasama menyangkut kegiatan pengelolaan

infrastruktur,

hak dan kewajiban, termasuk resiko yang harus dipikul pihak-pihak;

sanksi dalam hal pihak-pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian;

penyelesaian perselisihan;

pemutusan atau pengakhiran perjanjian;

pengembalian infrastruktur dan atau pengelolaannya kepada Pemenntah atau

Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

(3) Dalam kaitannya dengan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI),
dalam perjanjian harus dengan tegas dinyatakan jaminan dari badan usaha swasta
yang bersangkutan bahwa:

a. HAKI yang digunakan sepenuhnya terbebas dari segala bentuk pelanggaran
hukum;

b. Pemerintah akan dibebaskan dari segala gugatan atau tuntutan dari pihak
ketiga manapun yang berkaitan dengan penggunaan HAKI dalam
pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur;

c. sementara penyelesaian perkara sedang berjalan karena adanya gugatan atau
tuntutan sebacaimana dimaksud dalam huruf b:

1) kelangsungan pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur tetap dapat
dilaksanakan;

2) mengusahakan lisensi sehingga penggunaan HAK! tetap dapat
berlangsung.

sa "o a

Pasal 11

(1) Dalam hal rencana pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur tersebut
merupakan proyek Pemerintah Daerah, maka:
a. rencana kerjasama, penawaran, dan penilaiannya tetap dilakukan sesuai
dengan ketentuan Keputusan Presiden ini;
b. perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibuat oleh
Gubernur Kepala Daerah Tingkat | atau Bupati/Walikctamadya Kepala Daerah
Tingkat Il yang bersangkutan.
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(2) Dalam hal rencana pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur tersebut
merupakan proyek Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, maka:

a. rencana kerjasama yang telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham,
penawaran dan penilaiannya tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan
Keputusan Presiden ini;

b. Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibuat oleh Badan
Usaha Milik negara/Badan Usaha Milik Daerah yang bersangkutan sesuai
dengan ketentuan Anggaran Dasamya.

Pasaf 12

Dalam hal pelaksanaan kerjasama pengelolaan menyangkut tarif pelayanan, maka
sestiai dengan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, penentuan tarif
tersebut ditetapkan Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Pasat 13

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kerjasama
Pemerintah dan badan usaha swasta dalam pembangunan dan atau pengelolaan
infrastruktur agar berjalan sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden ini.

Pasa! 14

Ketentuan lebih lanjut yang diperiukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini
ditetapkan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi,
Keuangan dan Pengawasan Pembangunan selaku Ketua Tim Evaluasi Pengadaan,
masing-masing sesuai dengan tugasnya.

Pasai 15

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Januari 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd

SOEHARTO
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LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 7 TAHUN 1998 TANGGAL : 12 JANUARI 1998

I. PENENTUAN PROYEK KERJASAMA DAN PEMILIHAN PIHAK SWASTA
1. Kewajiban Penanggung jawab/departemen teknis yang bersangkutan:

(1) Penanggung jawab wajib melaksanakan, atau mer.gatur pelaksanaan pra studi
kelayakan bagi tiap proyek yang akan diajukan kepada Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk dipertimbangkan tercantum dalam
Daftar Proyek Pembangunan Infrastruktur.

(2) Sebelum mengajukan proyek kerjasama, penanggung jawab wajib menilai
apakah pra studi kelayakan tersebut sudah memenuhi persyaratan yang
dibutuhkan dimana proyek tersebut secara teknis dan ekonomis layak, dan
mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut:

a.

b.

o

Penjelasan teknis yang mengidentifikasikan dan mencakup semua
komponen-komponen yang relevan;

Perkiraan biaya awal termasuk semua komponen-komponen proyek yang
relevan;

Analisa Keuangan yang sesuai dengan ruang lingkup proyek dan
masyarakat yang akan dilayani,

Identifikasi dan spesifikasi rancangan dan standar kinerja yang memadai;
identifikasi lengkap atas kawasan dan masyarakat yang akan dilayani oleh
proyek;

ldentifikasi lokasi proyek harus sesuai dengan rencana tata ruang yang
berlaku; :

Analisa permintaan yang sesuai dengan ruang lingkup proyek dan
masyarakat yang akan dilayani oleh proyek;

Identifikasi yang jelas dan perkiraan pembiayaan yang sesuai dengan
seluruh langkah-langkah pembangunan proyek, termasuk diantaranya
subsidi, kontrak dengan pihak pemerintah, dan konsesi keuangan;
Pertimbangan lingkungan yang memenuhi ketentuan serta identifikasi
langkah-langkah antisipasif yang sesuai untuk mengatasi semua dampak
negatif dari proyek;

Pengkajian aspek sosial yang mendalam mengenai pemindahan penduduk
dan kompensasi kepada masyarakat yang terkena proyek;

Jangka waktu peiaksanaan, yang dinilai cukup dan sesuai dengan ruang
lingkup dan tingkat kesulitan proyek;

Identifikasi manfaat ekonomi dan sosial dengan mempergunakan metodologi
yang tepat;

. Kajian yang memberikan jawaban, kenapa proyek tersebut menarik bagi

pithak swasta;

Semua persetujuan yang diperlukan sebagai prasyarat pelaksanaan proyek,
termasuk persetujuan atas analisa lingkungan, pengaturan pemindahan
penduduk yang terkena proyek, persetujuan PKLN, izin pemerintah; dan
Metode yang paling tepat dalam menyeleksi pihak swasta (baik penawaran
kompetitif satu tahap, penawaran kompetitif dua tahap, atau penawaran
kompetitif yang disederhanakan), dan justifikasi atas metode yang
direkomendasikan.

2. Kewajiban Bappenas:
(1) Memeriksa apakah semua usulan proyek-proyek tersebut disertai dengan pra
studi kelayakan. Usul proyek yang akan dipertimbangkan hanya yang sudah
dilengkapi dengan pra studi kelayakan.
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(2) Meninjau kembali atau mengatur peninjauan pra studi-studi kelayakan secara
independen, dan mempelajari dokumen pendukung. Peninjauan tersebut
dilaksanakan untuk menentukan apakah pra studi-studi kelayakan tersebut telah
memenuhi persyarakatan sebagaimana yang diuraikan di atas.

(3) Memberikan masukan kepada penanggung jawab apakah usulan-usulan proyek
tersebut dapat dimasukkan atau tidak ke dalam Daftar Proyek (Kerjasama)
Pembangunan Infrastruktur. Jika belum dapat dimasukkan ke dalam daftar,
Bappenas dan penanggung jawab dapat bekerja sama untuk melengkapi usulan
tersebut agar dapat dipertimbangkan.

(4) Bappenas akan memasukkan usul yang sudah memenuhi persyaratan ke dafam
Daftar Proyek Pembangunan Infrastruktur.

(5) Bappenas memperbaharui dan menerbitkan secara berkala daftar proyek yang
disetujui dan menyediakan salinan daftar proyek-proyek yang disetujui kepada
pihak yang memeriukan.

3. Proyek yang bernilai Rp. 50 milyar atau lebih, wajib melalui proses penawaran
terbuka.

4. Proyek dengan spesifikasi teknis yang jelas diproses dengan penawaran satu tahap.

5. Penawaran dua tahap akan digunakan untuk proyek-proyek besar yang
membutuhkan spesifikasi teknis yang masih periu dikembangkan, dimana:

(1) Spesifikasi teknis yang tersedia tidak memadai dan kurang lengkap untuk suatu
penawaran kompetitif, akan tetapi terdapat kriteria teknis yang jelas untuk
mengevaluasi proposal teknis.

(2) Terdapat lebih dari satu kualifikasi teknis.

6. Keputusan untuk menggunakan penawaran satu atau dua tahap akan ditetapkan
penanggung jawab setelah berkonsultasi dengan Bappenas, setelah dipenuhinya
pra studi kelayakan dan sebelum mengeluarkan undangan prakualifikasi.

Il. PRAKUALIFIKASI
1. Penanggung jawab akan menilai semua calon yang potensil berdasarkan prosedur
prakualifikasi sebagai berikut:

(1) Sebelum melaksanakan pra kualifikasi, penanggung jawab mengundang calon-
calon yang berminat melalui iklan. Iklan ini harus dengan jelas mengindikasikan:
a. Nama, dan lokasi proyek;

b. Nama, alamat, nomor telepon dan faksimile dari penanggung jawab;

¢. Nama dari orang yang dapat dihubungi dan di mana dokumen prakualifikasi
dapat diperoleh;

d. Waktu dan tanggal dari penutupan prakualifikasi dan prosedur bagi calon
peminat untuk menyerahkan permohonan prakualifikasi; dan

e. Ketentuan apakah penawaran dilakukan berdasarkan sistem satu tahap atau
dua tahap.

(2) Dalam tempo tujuh hari setelah penerimaan permohonan prakualifikasi,
penanggung jawab mengiklankan undangan melalui media massa yang mudah
diperoieh.

(3) Sesudah penanggung jawab mengiklankan undangan untuk penawar potensil,
penanggung jawab wajib menyediakan dokumen prakualifikasi untuk pihak yang
berminat. Dokumen tersebut harus mengindikasikan:

a. Nama dan lokasi proyek;
b. Ruang lingkup dan perkiraan biaya dari proyek tersebut;
c. Nama, alamat, nomor telepon dan faksimile dari penangaung jawab;
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d. Waktu dan tanggal penutupan prakualifikasi (tidak kurang dari 60 hari sejak
tanggal iklan dikeluarkan) serta prosedur yang harus dilalui pihak swasta
untuk menyerahkan permohonan prakualifikasi.

(4) Penawar potensil wajib mengisi dokumen prakualifikasi, mengenai hal-hal
berikut:

a. Pengalaman di sektor tersebut;

b. Kinerja dalam proyek yang sama, termasuk referensi dari klien yang
terdahulu untuk proyek sejenis;

c. Pengalaman sejenis pada kondisi geografi, topografi dan iklim yang sama;

d. Kapasitas yang berhubungan dengan personalia dan peralatan; dan

e. Kemampuan keuangan untuk melaksanakan proyek.

(6) Penanggung jawab wajib menyelesaikan prakualifikasi terhadap penawar
potensil dalam jangka waktu 30 hari setelah penutupan tanggal prakualifikasi.

(6) Penanggung jawab akan mengevaluasi apakah calon potensil akan sanggup
melaksanakan proyek sesuai kriteri kualifikasi dengan menilai antara lain: kriteria
butir (4) serta pengaturan organisasi dan manajemen, termasuk perusahaan
pendukung (sub kontraktor, sub konsultan, dii).

'7) Penanggung jawab wajib memberitahukan secara tertulis semua penawar
potensil yang lulus prakualifikasi dan dalam wakiu bersamaan memberitahukan
kepada penawar yang tidak lulus prakualifikasi berikut alasannya. Penanggung

jawab menyediakan salinan pra studi kelayakan proyek kepada seluruh peserta
yang lulus prakualifikasi.

{8) Penawar yang didiskualifikasi dapat memohon kepada Tim Evaluasi Pengadaan
(Keppres No. 6/95) atas keputusan penanggung jawab dalam
mendiskualifikasikan permohonan prakualifikasi mereka. Permohonan tersebut
harus sudah diterima Tim Evaluasi Pengadaan dalam jangka waktu 15 hari
sesudah penawar potensil menerima keputusan pendiskualifikasian itu dari
penanggung jawab. Tim Evaluasi Pengadaan akan memberikan keputusan atas
permohonan tersebut dalam waktu yang ditetapkan kemudian. Keputusan Tim
Evaluasi Pengadaan atas permohonan tersebut bersifat final dan langsung
mengikat.

(9) Penanggung jawab wajib menyerahkan daftar semua peserta prakualifikasi
kepada Tim Evaluasi Pengadaan.

Dalam hal penawaran sistem dua tahap akan diterapkan, maka penanggung jawab

harus melaksanakan:

(1) Menetapkan kriteria dan spesifikasi teknis secara jelas yang menunjukkan
persyaratan minimum atas operasi dan kinerja dari proyek, serta meminta agar
calon yang telah lulus prakualifikasi supaya mengajukan proposal teknis.

(2) Membahas proposal teknis tersebut dengan para peserta prakualifikasi
berdasarkan standar dan parameter teknis proyek, dan

(3) Mengundang peserta prakualifikasi untuk menyerahkan penawarannya
berdasarkan kesepakatan standar dan parameter teknis dengan mengikuti
persyaratan penawaran sebagaimana diatur dalam dokumen lelang.

@) Perusahaan asing dapat diikutsertakan dalam prakualifikasi

(2) Perusahaan asing yang lulus prakualifikasi berhak mengikuti lelang.

(3) Dalam hal perusahaan asing tersebut memenangkan lelang, maka perusahaan
yang bersangkutan harus membentuk badan hukum Indonesia untuk
pelaksanaan pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur dimaksud, sesuai
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pembelian Saham Dalam
Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penananian Modal Asing.
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. DOKUMEN LELANG

Penanggung jawab wajib mempersiapkan dan memberikan dokumen lelang kepada

semua peserta yang lulus prakualifikasi:

1. Dokumen-dokumen lelang harus secara jelas menetapkan peraturan-peraturan
lelang dan harus menyertakan antara lain, sebagai berikut:

(1) Undangan lelang.

(2) Petunjuk-petunjuk terhadap peserta lelang yang mencakup:

a. Penjelasan umum dan tujuan-tujuan proyek, termasuk pernyataan yang jelas
tentang tujuan, ruang lingkup, hasil-hasil yang diharapkan, masyarakat yang
akan dilayani, rancangan dan standar kinerja minimum dan standar
lingkungan;

b. Prosedur penyerahan penawaran, termasuk tanggal, waktu, dan lokasi
penyerahan penawaran, jaminan penawaran, dan masa berlakunya
penawaran, serta cara penyerahan penawaran yang diperkenankan,

Usulan waktu pembukaan penawaran;

Prinsip-prinsip penetapan dan penyesuaian tarif, ongkos, biaya, dan sewa,

Jaminan-jaminan yang diberikan oleh penanggung jawab;

Kebutuhan akan suatu badan hukum terkait, jika ada;

Sejauh mana penanggung jawab dan/atau badan lainnya ikut serta di dalam

pembiayaan bagian dari proyek; '

Bantuan atau usaha peningkatan yang akan diberikan oleh penanggung

jawab;

i. Tabel yang secara jelas mengindikasikan resiko yang akan dialokasikan

kepada penanggung jawab, pihak swasta, dan pemakai.

(3) Formulir penawaran

(4) Syarat-syarat umum dan khusus yang akan diterapkan di dalam perjanjian.

(5) Salinan pra studi kelayakan.

(6) Salinan dari konsep perjanjian yang menggambarkan bentuk kerjasama (seperti:
BOT, BOO, pemberian konsesi dil) dan periode maksimum konstruksi.

(7) Jaminan penawaran pro forma. :

(8) Jaminan pelaksanaan pro forma.

(9) Lampiran-lampiran, termasuk informasi tambahan yang relevan, seperti data-
data ekonomi, sosial, kependudukan, dan lingkungan yang diperlukan untuk
menyempurnakan kualitas penawaran; dan

(10)Dokumen lainnya yang oleh Penanggung jawab dianggap berguna bagi

penawar.

2. Penawaran dan dokumen lainnya yang diserahkan oleh pihak penawar dan hal-hal
yang berhubungan dengan penawaran harus dipersiapkan di dalam Bahasa
indonesia atau Bahasa Inggris. Apabila dalam pelaksanaan terjadi perselisihan,
dokumen yang dijadikan acuan adalah dokumen dalam Bahasa Indonesia.

> @™oao

3. Informasi tambahan, penjelasan, pembetulan kesalahan atau perubahan terhadap

dokumen penawaran harus diberikan kepada peserta lelang secara resmi dan
tertulis.

4. Semua penawar dapat diberikan waktu tambahan selama waktu yang disepakati

dalam Rapat Penjelasan Lelang (bidding conference) bila memang diperlukan
perubahan atas dokumen lelang.

5. Jaminan penawaran atas nama investor dibutuhkan dalam penawaran. Jumlah

jaminan penawaran akan mencerminkan jumlah kerugian yang akan ditanggung
penanggung jawab yang mungkin timbul, apabila penawar mengundurkan diri atau
gagal menandatangani perjanjian. Jumlah jaminan penawaran ditetapkan oleh
penanggung jawab.

KARAKTERISTIK KONTRAK BUILD ... BHAKTI NUGROHO



TESIS

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

V.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Semua penawaran secara maksimal diusahakan menggunakan mata uang Rupiah
indonesia.

Dokumen lelang harus dengan jelas mengindikasikan apakah penyesuaian-
penyesuaian terhadap pembiayaan proyek diperbolehkan, dan mengindikasikan
dengan jelas kejadian dan/atau keadaan dimana penyesuaian biaya diizinkan.
Dokuinen lelang harus dengan jelas mengindikasikan bahwa penawar yang sukses
harus memberikan jaminan Kinerja di dalam formulir jaminan bank atas nama
pemenang yang setara dengan 5% dari taksiran nilai perjanjian. Jaminan bank dapat
diperoleh dari suatu bank di Indonesia maupun bank internasional yang mempunyai
cabang di Indonesia. Jaminan tersebut akan dipegang penanggung jawab dan harus
memiliki masa berlaku sampai dengan: (1) Penyelesaian proyek secara fisik; dan (2)
1.2 bulan setelah proyek mulai beroperasi.

Kecuali ditetapkan lain, penyerahan penawaran paling sedikit 90 hari dari tanggal
dikeluarkannya dokumen.

Penawaran yang disampaikan setelah waktu dan tanggal yang ditetapkan akan
d'’kembalikan tanpa dibuka.

Penawar dapat diminta untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran mereka
tanpa ada modifikasi pada surat penawarannya. Penawar yang tidak memenuhi hal
tersebut; penawaran mereka akan dikembalikan bersama-sama dengan jaminan
penawaran mereka.

Penanggung jawab akan mengadakan rapat penjelasan pra penawaran, tidak
kurang dari 21 hari dan tidak lebih dar 45 hari setelah dikeluarkannya dokumen
lelang.

Tanggal, waktu dan lokasi dari rapat penjelasan pra penawaran akan diberikan
kepada penawar di dalam petunjuk-petunjuk pelelangan. Semua perubahan waktu
dan lokasi dari penjelasan pra penawaran akan disampaikan melalui surat dan faks
kepada setiap penawar.

Tidak satupun ketentuan yang dinyatakan di dalam pertemuan penjelasan tersebut
akan merubah batasan atau penawaran dan kondisi dokumen lelang, terkecuali jika
dibuat sebagai tambahan tertulis dari penanggung jawab. Penanggung jawab akan
mengeluarkan penjelasan tambahan secara tertulis kepada semua penawar.

Fara penawar dapat mengajukan pertanyaan tertulis kepada penanggung jawab
guna mendapatkan penjelasan atas dokumen penawaran, atau data atau informasi
yang berhubungan dengan penawaran. Pihak penawar harus memberikan waktu
yang cukup kepada penanggung jawab untuk mempertimbangkan dan menjawab
permintaan tersebut. Penanggung jawab akan mengirimkan pemberitahuan
tambahan secara tertulis kepada setiap penawar dan kepada Tim Evaluasi
Fengadaan melalui faks atau media elektronik lainnya.

FPihak penawar bertanggung jawab terhadap penilaian yang hati-hati dan
pengenalan sepenuhnya atas segala persyaratan, terminologi dan kondisi dari
dokumen lelang atau dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah atau
penanggung jawab. Penanggung jawab tidak bertanggung jawab atas kesalahan-
kesalahan atau salah pengertian dari pihak penawar yang berasal dari informasi
(termasuk dokumen lelang) yang disediakan oleh penai.ggung jawab.

Waktu, tanggal dan tempat akhir penyerahan penawaran dicantumkan di dalam
dokumen lelang. Dokumen penawaran akan dibuka secara umum pada waktu dan
tempat yang ditetapkan.

Fara penawar tidak dapat memperbaiki, mengubah, atau mengganti penawaran
mereka setelah penawaran dibuka.

EVALUASI PENAWARAN
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1. Evaluasi penawaran dilaksanakan sebagai berikut:

(1) Setelah penawaran dibuka, diperiksa kesalahan perhitungan dan tanggapan
peserta terhadap dokumen lelang. Di dalam menilai tanggapan, penanggung
jawab harus memastikan kesesuaian dengan segaia terminologi dan syarat-
syarat dari dokumen penawaran tanpa modifikasi yang penting termasuk antara
lain semua jaminan yang diperlukan, obligasi sudah ada, telah dibubuhi tanca
tangan, dan kepastian apakah dokumen-dokumen tersusun rapi. Penawaran
yang memiliki kesalahan perhitungan akan ditolak.

(2) Semua penawaran kemudian dievaluasi untuk memastikan bahwa penawaran-
penawaran tersebut sepenuhnya sesuai dengan kriteria teknis dan kinerja yang
diperiukan:

a.

Basic design minimal harus memenuhi ketentuan teknis dan standar
lingkungan yang telah ditetapkan dalam dokumen penawaran. Penelitian
lapangan harus menghasilkan rencana teknis yang tepat dan jadwal
pelaksanaan proyek harus dapat dicapai,

Pengaturan organisasi yang diusulkan untuk proyek, pengaturan operasi dan
pemeliharaan harus dijabarkan dengan jelas agar menjamin kinerja yang
direncanakan sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan;

Rencana pembiayaan harus lengkap dengan memperhitungkan semua
pembiayaan konstruksi proyek, dan pengoperasian awalnya. Perbedaan atau
ketidakpastian dalam perencanaan keuangan menjadi dasar dalam menolak
suatu penawaran. Juga harus diperhitungkan ketersediaan biaya cadangan
untuk menutup kemungkinan kelebihan biaya, keterlambatan pekerjaan, atau
terjadinya defisit arus kas pada awal operasi.

(3) Hanya penawaran yang responsif dan telah melalui penilaian teknis yang akan
dilakukan evaluasi pembiayaanya:

a.

Perbandingan dan evaluasi dari proposal keuangan harus dilaksanakan
dengan mempergunakan metode “"present value of financial discounting".
Tarif diskonto yang diterapkan di dalam evaluasi ini adalah tarif Sertifikat
Bank Indonesia untuk 3 bulan yang berlaku pada hari penawaran dibuka,
atau tarif lain yang disetujui oleh Tim Evaluasi Pengadaan untuk evaluasi
keuangan proyek kerjasama swasta dan pemerintah;

Arus keuangan (financial flows) yang dipergunakan di dalam dokumen

penawaran harus sesuai dengan rancangan teknis minimum dan standar

pelaksanaan, perencanaan dan spesifikasi yang tercantum di dalam
dokumen lelang;

Arus keuangan dari semua penawaran akan dievaluasi nada periode yang

sama (masa konsesi) sebagaimana disebutkan di dalam dokumen

penawaran. Penawaran yang menunjukkan arus keuangan kurang dari atau
lebih besar dari jangka waktu yang ditetapkan di dalam dokumen penawaran
akan didiskualifikasi;

Mata uang yang dipakai pada evaluasi penawaran adalah Rupiah Indonesia;

Semua penawaran akan dinilai secara teliti, untuk memastikan bahwa semua

perhitungan sudah dimasukkan, yang meliputi:

(i) Penempatan staff dan pembiayaannya;

(i) Biaya operasi dan pemeliharaan;

(i) Modal kerja yang memadai (termasuk di antaranya, penerimaan kas,
inventarisasi suku cadang, inventarisasi lainnya, setoran dan uang
muka).

(iv) Penggantian dan pembaharuan peralatan selama masa pembangunan
dan operasional;
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(v) Lisensi, izin, dan pembayaran yang berhubungan dengan izin teknologi;

(vi) Pajak-pajak pendapatan dan pajak-pajak yang lainnya.

f. Semua penawaran harus dievaluasi secara seksama untuk memastikan
bahwa proyeksi permintaan dan tingkat pertumbuhan yang terdapat di dalam
analisa adalah wajar dan secara luas konsisten dengan proyeksi permintaan
dalam pra studi kelayakan dan/atau dokumen penawaran. Jika proyeksi
permintaan sudah tercakup sebagai bagian dari dokumen penawaran, maka
versi ini akan berlaku juga pada pra studi kelayakan;

g. Perhitungan tarif harus sesuai dengan yang ada dalam dokumen lelang;

h. Semua dukungan masyarakat yang termasuk di dalam proposal keuangan
harus secara jelas dan wajar diindikasikan dan dicantumkan di dalam
analisa;

i. Jadwal pelaksanaan proyek harus konsisten dengan arus keuangan yang
terdapat dalam analisa keuangan;

j. Bahwa semua pembayaran hutang, pengaturan keuangan, bunga dan
amortisasi hutang harus secara tegas diindikasikan dan dihitung dalam
analisa keuangan;,

k. Sesuai dengan hal tersebut di atas, penanggung jawab akan
merekomendasikan penyerahan perjanjian kepada penawar Yyang
penawarannya memenuhi persyaratan, evaluasi teknisnya memuaskan, dan
yang membuat usulan pembiayaan:

(i) Usulan tarf subsidi, ongkos biaya, dan sewa yang diusulkan dalam hal
Build Operate Transfer (BOT), Build Own Operate (BOO), Develop
Operate Transfer (DOT), Rehabilitate Operate Transfer (ROT),
Rehabilitate Operate Own (ROQO), dan bentuk-bertuk lainnya yang
serupa yang menghasilkan potongan terendah dari nilai sekarang;

(i) Usulan jadwal pembayaran amortisasi dalam hal Build Transfer (BT),
Build Lease and Transfer (BLT), Build Transfer and Operate (BTOj), dan
bentuk-bentuk serupa lainnya, yang menghasilkkan potongan terendah
dari nilai sekarang, atau

(i) Usulan jadwal pembiayaan kepada pihak penanggung jawab dalam hal
penyewaan dan bentuk-bentuk serupa lainnya yang menghasilkan
potongan tertinggi dari nilai sekarang.

2. Dalam hal pihak swasta menjadi pemrakarsa proyek dan jika ditawarkan kepada
umum, maka pemrakarsa akan mendapatkan tambahan nilai dalam evaluasi tender

yang besarnya ditentukan oleh penanggung jawab, serta memenuhi ketentuan di
bawah ini:

a.

b.

C.
d.

e.

Penawar telah mengajukan usul proyek kepada penanggung jawab atas inisiatif
pihak swasta tersebut;

Penawar telah melaksanakan pra studi kelayakan yang menghasilkan proyek
yang tercantum dalam Daftar Proyek Pembangunan Infrastruktur;

Studi prakualifikasi terbuka bagi seluruh peserta lainnya;

Penawar telah lulus prakualifikasi penawaran dan penawarannya telah
memenuhi persyaratan ieknis;

Terdapat lebih dari satu penawaran yang memenuhi persyaratan teknis.

V. PENOLAKAN ATAS PENAWARAN

1. Penanggung jawab dapat menolak penawaran-penawaran yang ada, dan dapat pula
mengadakan penawaran ulang.
2. Penawaran ulang didasarkan pada pertimbarigan:
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‘1) Penawaran yang diajukan tidak memenuhi persyaratan yang ada di dalam
dokumen penawaran; atau

(2) Persyaratan penawaran tidak dipenuhi, dimana hanya terdapat kurang dari dua
penawaran yang memenuhi syarat.

Jika hanya ada satu penawaran yang memenuhi syarat yang sesuai secara teknis,

dan penanggung jawab mengusulkan untuk mengaddkan perjanjian dengan

penawar tersebut, penanggung jawab perlu mendapat persetujuan dari Tim Evaluasi

Pengadaan untuk melaksanakan negosiasi dengan pihak penawar.

Negosiasi tersebut dalam No.3 di atas akan memastikan bahwa penawaran itu

hartiiinan 1intik mendangtkan hasil terbaik baqi kepentingan masyarakat konsumen
menyerahkan rekomen asinya unﬁjrlt() memqperoPeen p%rsetujugn 1l Cvdiuas

Pengadaan atas hasil negosiasi dengan pihak swasta.

Bila Tim Evaluasi Pengadaan menyetujui perundingan dengan satu penawar yang

memenuhi syarat tersebut, maka semua penawaran lainnya akan ditolak.

Penawar sebagaimana disebutkan di atas, dapat dilakukan oleh satu perusahaan

atau sekelompok perusahaan atau gabungan beberapa perusahaan yang

mengajukan satu penawaran secara bersama.

Dalam masa 120 hari dari tanggal penutupan penawaran, penanggung jawab

menye:rahkan kepada Tim Evaluasi Pengadaan untuk ditinjau lebih lanjut hal-hal

sebagai berikut:

(1) Laporan hasil evaluasi dan rekomendasi penanggung jawab untuk membuat
perjanjian.

(2) Konsep perjanjian (yang belum ditandatangani) dengan pihak penawar, yang
telah berhasil melalui seleksi. i

Dalam 28 hari setelah penanggung jawab menyerahkan dokumen sebagaimana

diuraikan pada No. 7, dan bilamana Tim Evaluasi Pengadaan menyetujui proses

pelelangan dan mengetahui bahwa semua prinsip, prosedur dan kebijaksanaan

pemerintah dalam lampiran Keputusan Presiden ini sudah dipenuhi, Tim Evaluasi

Pengadaan dapat menyetujui rekomendasi penanggung jawab atas hasil

peleiangan.

Tim Evaluasi Pengadaan tidak dapat mengeluarkan persetujuan bagi proyek yang

tidak mengikuti ketentuan Keputusan Presiden ini.

VI. PENYEDERHANAAN PENAWARAN KOMPETITIF

1.
2.

3.

Proyek-proyek infrastruktur dengan taksiran biaya kurang dari Rp. 50 milyar,
prosedur penawarannya dapat dilaksanakan lebih sederhana.
Prosedur yang lebih sederhana tersebut ditetapkan oleh Menteri, Gubernur atau
Kepala Daerah Tingkat Il {Bupati atau Walikota) yang bersangkutan.
Prosedur penawaran yang disederhanakan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
(1) Hanya penawar-penawar yang fulus prakualifikasi yang diperbolehkan untuk
mengadakan penawaran.
(2) Prakualifikasi akan dilaksanakan melalui proses yang transparan dan konsisten.
(3) Semua undangan untuk prakualifikasi akan disampaikan kepada KADIN dan
INKINDO serta GAPENSI dan akan diiklankan pada:
a. Mass Media;
b. Media cetak, termasuk surat kabar, publikasi dagang; dan
c. Business news.
(4) Semua pihak yang telah menyerahkan dokumen prakualifikasi sebelum tanggal
penutupan penawaran akan dipertimbangkan, dan akan diberitanukan nasilnya.
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(5) Sekurangnya lima penawar terendah akan diperkenankan untuk ikut serta di
dalam penawaran.

(6) Pembukaan penawaran akan dilakukan secara terbuka dan semua penawar
akan diundang urtuk hadir.

(7) Setiap penawaran akan dinilai, apakah tanggap dan secara teknis memenuhi
syarat. Panitia akan menilai usul pembiayaan berdasar kriteria evaluasi.

(8) Penanggung jawab akan melaporkan kepada Tim Evaluasi Pangadaan hasil
pelelangan.

PROSEDUR PEMBERITAHUAN KEPADA PENAWAR

Setelah Tim Evaluasi Pengadaan, atau Menteri, atau Gubernur, atau Kepala Daerah
Tingkat il menyetujui hasil pemilihan pihak swasta:

1.
2.

3.

VIi.

Hasil dari seleksi akan dipublikasikan dan disebarluaskan kepada masyarakat,
Penanggung jawab akan memberitahukan kepada semua peserta ielang yang tidak
lulus, hasil evaluasi disertai penjelasan.

Dalam masa 14 hari setelah dipublikasikan atau 15 hari setelah pemberitahuan
tertulis atas penawaran yang tidak berhasil, pihak yang tidak berhasil dapat
mengajukan keberatan kepada Tim Evaluasi Pengadaan.

Untuk butir (3) di atas, Tim Evaluasi Pengadaan akan memberikan keputusannya
dalam waktu 30 hari setelah tanggal penerimaan permohonan tersebut. Keputusan
Tim Evaluasi Pengadaan tersebut bersifat final.

Dalam hal ada keberatan, penanggung jawab tidak dapat memutuskan sesuatu atas
proyek tersebut, termasuk menandatangani perjanjian dengan pihak pemenang,
harus menunggu sampai keputusan Tim Evaluasi Pengadaan dikeluarkan.

Setelah keputusan Tim Evaluasi Pengadaan dikiimkan kepada peserta yang
berhasil, penanggung jawab akan mengambil langkah-langkah yang diperiukan
untuk menyelesaikan perjanjian dan selanjutnya memberitahukan kepada pemenang
agar memulai kegiatan.

Hak dan kewajiban para pihak dalam proyek kerjasama pembangunan infrastruktur
dijabarkan secara rinci dalam suatu perjanjian, sesuai dengan Keputusan Presiden
ini.

Perubahan dan penambahan ketentuan terhadap cakupan perjanjian dapat
dilakukan sewaktu-waktu dengan kesepakatan bersama dengan memberitahukan
secara tertulis kepada pihak swasta dan sebaliknya. Penambahan atau
pengurangan pekerjaan akibat perubahan kontrak wajib disesuaikan dengan
perubahan biaya proyek dan/atau waktu penyelesaian proyek.

MONITORING DAN EVALUAS!

Penanggung jawab berkewajiban atas administrasi dan pemantauan pelaksanaan
proyek dan melaporkannya kepada Bappenas setiap enam bulan.

Penanggung jawab berkewajiban mengadakan audit keuangan pada pelaksanaan
pembangunan dan pengoperasiannya setiap tahun, dan dilakukan oleh auditor yang
independen.

Dalam 6 bulan setelah penyelesaian proyek, penanggung jawab membuat laporan
penyelesaian proyek kepada Bappenas, yang berisikan saran-saran dan hal lain
yang dapat dipetik selama pelaksanaan proyek mulai dari laporan atas persiapan,
pembangunan sampai pengoperasian fasifitas tersebut.

Kecuali tercantum dalam perjanjian, sejak penandatanganan perjanjian sampai
penyelesaian proyek, atau jika ditetapkan lain, penanggung jawab dan/atau pihak
swasta dapat mengajukan keberatan berkaitan dengan pelaksanaan fisik proyek,
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atau hal lain berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian, kepada Tim Evaluasi
Pengadaan untuk mendapat pertimbangan.

PRESIDEN REPUBLIK INCONESIA
ttd
SOEHARTO

Kutipat: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1998 YANG TELAH DICETAK ULANG
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'ERFILMAN H. USMA_R ISMAIL, KUNLINUANL — uviuvunsss wemmeoo .

iari ini, sabtu, tanggal duapuluh-dua Agustus tahun sexibu -
tanratus sembilan puluh dua (22—08-i992) telah dibuat dan
iatangani; ?érjﬁﬁjian Kerjasama' ini:(selanjutnya disebut

injian), oleh dan antara : . - .

AIYOGO ATMODARMINTO - Gubernur Kepala Daerah Khusus
o '~ Ibukota Jakarta, berkantor dl Jalan
. N . Medan Merdeka Selatan Nomor 8 - 9,

Jakarta Pusat; !

Dalam hal ini ménjaléni j;batannya
tersebut dan’' oleh karenanya
bertindak untuk dan atas<nqma
v B ’ DAERAH KHUSUS IBUKOfA JAKARTA
berdasarkan.pasal 23 ayat (1)
Undang—Uédang Nomog 5 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di

Daerah;
Selaniutnya disebut "“DKI';

2R-03-1902
AV.DO
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AR ST F s Geemesoart milvEeT
Dalam hal ini menjalgnivjag$§gnnya
F R QPR R te R AR I RIS A ¥ AT
selaku Direktur Utama dari dan oleh
: o, ' atigw o b M ELTaib
Karenanya bertindak untuk“dan~atas

nama PT BAKRIE INVESTINDO,
weirsa...berkedudukan di ‘Jékéfta T dat
berkantor di Wisma Bakrie, Jalan

H.R.Rasuna Sald Kavling B-1,
EEUCANIE TS IR RS D R SR 4

R (30 SR SN '-f‘-_:! ;‘:.‘:. - ) - .
Jakarta Selatan, yang anggaran
/i Tunt dasarnya telah diumUmkKan®'daian-

Tambahan Berita Negara Reépublik
Indoneslia ‘tertanggal 20 Desember
1991 Nomor'ldé, Tambahan Némor 4937
. yang dihuaﬁtd;lam akta tertanggal
18 Juli 1991 Nomor 75, qibuat di
hadapan Muhani Sélim, Sarjana
Hukum, Nqﬁaris di Jakarta, yang
telah meﬁdapat pengesahan dari
Menterld xehakthﬁ | Republik
Indonesia dengan Surat kgputusan
Nomor C216520.HT.01.01—
Tﬁ'Ql,tanggal 2 Nopember 1991, yahq

untuk perbuatan hukum dimaksud

T
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INVESTINDO; yaltu dengan turut’

menandatangani Perjanjian ini;

Selanjutnya disebut sebagai '"BIN".

«n BIN secara hersama-sama selanjutnya.disebut “"Para

ihak bersama'ini menerangkan hal-hal sebagéi\berikut :

‘pada tdnggal.ZL Juni 1991 Para Pihak teiah menandatangani
xkagén Bersama dalam rangka Kerjasanma Pgnat;an, Pengembangan
‘enge’lolaan Gelanggénq Ofahraqa Mahasiswa Soemantri
)ﬁeqoro dan Komplek Séni Budaya dan Pusat éerfilman H Usmar

l, Kuningan ~ Jakarta Selatan;

v\, oleh dan antara dan

dengan

getahuaﬂ/persetujpan DKI Ja pada tanggal 10 Januarl
telah pula, dibuat, ditandatanganl serta diberlakukan suatu
IP-PRINSIP KESHPAKATAN ATAS KERJASAMA pPenataan, Pengembangan
’engalola;n areal Gema Soemantrli Brodjonegofo d;n komplek

Budaya dan Perfilman H. Usmar Ismall, Jalan HR. Rasuna Said,

‘ta Selatan; . . g]//

TESIS KARAKTERISTIK KONTRAK BUILD ... BHAKTI NUGROHO



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Ibukota Nomer 24 Tahun 1992 tentang Persetujuan terhadap
;aﬁa Pengtién, Pengembangan dan éehgelolaan Gelanggang
,swa'Soeméntri Broajonegoro dan Kompleks $eni Budaya dan
Perfilman H Usmar Ismaii, Kunlngén ;.Jakarba Selatan
‘Pemerintah Daerah Khusus Ibukota qak5fta aengan PT. Bakrie

t

:ara Corporation dan PT. Dharma Alumas sakti tertanggal 22

9927

sebagal. kelénjutan dan realisasi{ dari. Kesepakatan '‘Bersama
telah' dibuat dan ditandatangani Ppara Pihak tersebut, Para

sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani suatu

njian kerjasama.

OLEH KARENA Ifd,’berdasarkan hal-hal tersebut dil atas, Para

setuju untuk menandatangani serta melaksanakan Perjanijian

.

engan Ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

—1

S el O
| P2 ey

“Area) TA1" berarti sebaglan lahan dari Komplek I yang

luasnya iebih_kuf- g 59.000 M2 Xlimapuluh sembilan ribu
‘meter persegi) sebagaimana tercantum pada Peta Situasi

dalam .Lampilran I Perjarnjlian ini.

?7//
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IC L DSy Ay e — -

;aampiran I Perjanjian ini.

)

'‘Areal _1B1" berarti seba iaﬁ—%aﬁgg-. Komplek I vyang

llatasnya akan dibangqun Konmplek. Clvic Center"sebagaimana

cercantum pada Peta Sltuasi dalam:Lampiran I Perjanjian ini.

'Areal IBl—BIN“<berarti'seﬁagian lahan dari Areal IBl yang
iuasnya lebih kurang 4.700'M; {éﬁbatribu tujuh ratus meter

pefsegi)_dimana'diatésnya akan dibangun: (1) sarana keglatan

o:ganisq#i kewanitaan, (i1) sarana perpustakaan, (Lii)

sarana kebudayaan, (iv) sarana teater dan (v) Prasarana
— il = ———
Lingkungan, sebagaimana tercantum..pada Peta Situasi dalan

. e ————————— 9

W

Lampiran I Perjanjian ini.

“Areal TIIA" berartl sebagian lahan dari Komplek II seluas

lebih kurang 16.165 M2 (enambelas ribu seratus enampuluh

lima ersegi) yang diatasnya akan dibangun Komplek
- _ : i _~
//E;;::;ial IIX sebagaimana tercantum pada Peta Situasi dalam

\
\.

~Lampis:

I Perjanjian ini.

"Bank'" berarti satu atau beberapa bank. yang bdndfide, baik

bank pnemerintah wmaupun bank swasta. E 76r//

TESIS ' KARAKTERISTIK KONTRAK BUILD ... ) BHAKTI NUGROHO
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jarana, penunjangnya yang Leldil SEiE>a4 ULtGru, was i w
lan/atau dibangun oleh BIN di Areal IAl dan Areal IB1-BIHN

tepada DKI.

"Bjava_ Pembangqupan" berarti{ seluruh blaya-blaya, ongkos-
ongkos dan pengeluaran yang wajlb dikeluarkan atas beban dan
taﬁggung&n BIN. dalam mempersiapkan, melaksanakan,

menyelesaikan serta‘ menyerahkan hasil Pekerjaan.

"Club House!" berarti semua gedung dan sarana olahraga yang

didirikan diatas Areal IA2 sebagaimana tercantum pada Master

Plan-dalam Lampiran IT _Rgridndien doi.

"Dokumzn-Dokumen Provek! berartl semua dan seluruh dokumen-

dokumen aslli yang'Ealah disetujul oleh Para Pih;k dan yang

diperlukan untuk melaksanakan pembangunan di Areal IAl dan

di Areal IB1-BIN sebagalmana tercantum dalam Lampiran-

Lampiran Perjanjian ini.

"Hak Pengelolaan'" berarti hak untuk mengeldla‘dan menikmati

hasil dari hak pengelolaan di Areal IA2 dan di Areal IIA

berikut seluruh bangunan, dan fasllitas penunjangnya yang
. T RS B . /
akan didirikan. . . ' /V

T T ——
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"Komplek I berarti seBidang tanah seluas kurang lebih 12 Ha

(dua belagvhgktar) yang terletak di Jalén.H.R.Rasuna Said,
Jakarta:SeLatan’jang di atasnya terdapat beSerapa_bangunan
dan fasiiitas olahraga atau yang lebih dikenal dgpgén nama
Komplek Gelahggangvolahraga Hahasigwa Soeméntti.Brodjonegoro

sebagaimana tercantum pada Peta situasi ‘dalam Lampiran I

‘Perjanjian ini.

"Komplelk II" berarti sebidang ténah seluas kurang lebih 3,7
Ha Qtiga tujuh pﬁfsepuluh hektar).yang Eerletak ai Jalan
H.R.Rasuna Said; Jakarta Selatan yang dlatasnya terdapat
beberapa bangunan yang lebih dlkenal dengan nama Kowmpleks

Seni 3udaya dan Pusat Pefllman H. Usmar Ismail sebagaimana

tercantum pada Peta Situasi dalam Lampiran"I Perjanjian infi.

 "Komplek Kuningan"

berarti semua bangunan dan fasilitas

penunjangnya yang sBekarang berada diatas Komplek I -dan

Komplek II.

y "Komplek CLVLC CengérABIN" berartl semua - bangunan’

Vdidirikan diatas Areal IBLl-BIN sebagajlmana tercantum pada

taster Plan dalam Lampiran II Perjanjian inl. jgf//

TESIS - KARAKTERISTIK KONTRAK BUILD ... BHAKTI NUGROHO
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al 1in bevaywao—o.

piran I;_Perjanjién int.

. P

mplel: Q]gn:ggg",bépért

ja yang akan didirikan dan/atau direnovasi oleh BIN atau

i semua bangunan dan fasilitas olah

rusahtaan BIN diAAreal IAL sebaga}pqpa tercantum pada

\ \

ster ?lan' dalam “Lamplran II Perjanjlan }ni.

ontraktor" berarti guatu perusahaan yapg ditunjuk oleh BIN

:au Eerusahaan_BIN.yéng melaksanakan pekerjaan di ‘Areal IA1l
an IBL-BIN yang disetujul oleh DKI. Persetujuan mana tidak

kan ditolak tanpa dasar yang kuat.

Masa Pembangupan'" berartl suatu 'jangka waktu selama 5

lima) tahun terhitung sejak Tanggai Efektif .dimana BIN
lan/atau Perusahaan BIN diwajibkan untuk menyelesaikan
>erenovasian dan/atau pembangunan di Club House dan Komplek

Komersial IIA.

"Masa Pemeliha;aan" berartl suatu jangka waktu selama 3

(tiga) bulan terhitung sejak tanggal diEandatanganihya

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk menilai hasil

Pekerjaan. | A: T A o B (

TESIS KARAKTERISTIK KONTRAK BUILD ... ‘ BHAKTI NUGROHO
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[ — - - -

lelapan) tahuh terhitung sejak tanggal berakhirnya Hasa

’embangunan.
'‘Menteri" berarti Menteri Dalam Negerli Republik Indonesta.

I.'Pekem'aan"ibex:'ar-:t:j. suatu, kewajiban bagi BIN untuk malakukan

penatdan, perenovasxan dan/atau pembangungan di- Area%)IAl

dan Ar@al IBl BIN paling 1ambat 36 (tlgapuluh enam) bulan

sejak Perjanjlan ini disahkan oleh Menteri.

"Penjilai" berartx suatu perusahaan penilai yang bonaflde

yang dltunjuk secara bersama-sama oleh Para Piha&

sebagalmana ‘dimaksud dalam Perjénjian ini.

"PerusahadnhBIN“'berartl satu atau beberapa'perusahaan

berbenLuk perseroan terbatag yang dibentuk/didirikan oleh
BIN serta pxhak ketiga yang lain, balk di dalam rangka
penanaman modal dalan negeri, maupun pena#amdntmodal asing,
untuk melaksanakan hak dan kewa)iban BIN sebagalmana diatur

dalam Per]anjlan ini.

' "Prasarana Linqkunqan"'berarti semua dan. setlap jalan,

,taman,_saluran alr, penerapan jalan unmum, shelter bus, rambu

"lalu lintas yang terdapat di Komplek I. B /Xj//

Lo e ..I -',“p..v_:,“v,,
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AU _Cl uut\u fr e 08 o a4 e - N Jase Joaracs ~—tt o v
ERWER T T2 S e e
_..2 e e .s . i T oA
N )’-c? NGl RSO L RS 3 5

N KERJASA%:,,,W S e e o

D)

ot L, P . . ). A i "" &
Tujuan_dari”% “zkerjasama inl ‘adalah untuk mengoptlmalkan

Komplek K

_ ehingga dapat meningkatkanakualitas,!
“ﬂhpgerikan manfaat dan kontribusi kepada

-

~
n

fungsi da

lingkungan, masyarakat dan Para Pihak.

ts
(4
&

4
>

A .
alin; N -_"“""J- AT LA

Untuk mencaﬁgi.tujuan sebagaimana diatur dalam basal 2. 1 di

s .- ~ 2

atas, Para Plhak sepakat untuk mena*a, merenovasl"membangun

-

P R O

dan mengembandkan Komplek Kuningan dengan tidak mengurangl

atau menghllangkan fungsi kegxatan dan kepemilikan yang ada
sekarang.

Dalam melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.2

di atas, Para Pihak setuju dan sepakat untuk menentukan

sisten kerjasama, kewajiban kewajiban dan hak- hak Para Pihak

pada masing~ma§ihg A:eal IAL, Areal IA2, Areal TBl BIN dan

EACE

Areal ;IA} éébagaimana termaktub dalam Pe;)anjlan lpi.

{
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c‘iext:e'r\ Kerjasama untuk I\real IBL-BIN :

Sistem Refjééamé untuk Areal IAl :

.

TESIS

~-'-_;.'.uw PA A Co ot ime tian JJ_r'J. f)
Sistem, kerjasama untuk\Areal IBl BIN adalah Build and

*ransfer ("BT"), dimana setelah Komplek civic Center

N
- ’fr-’l b JA:.

R : R B PR N AN S ‘:l : a Wl -

BIN selesa1 dlbangun, maka Areal IBl BIN beserta
Careliiaan,  GE CLommpAaraieian Nalko pnnqu g

Komplek Civxc Center BIN akan dxserahkan oleh BIN
amplai baho sada BIN dohuksd Jhoe

dan/atau Perusahaan BIN kepada DKI;

:»*;1Lrn'* gl Tatyeti LA Do wmED

Penyerahan Areal IB1-BIN dan Komplek civic Center BIN

c2oada 3Tnou Tt aiaNya RIS Cii.O‘Ufi‘ «-;':';

di atas akan dilakukan oleh BIN dan/atau- Perusahaan BIN
, Sy J'-.',"':',j;gd-. .».,,,;g'!-‘\"‘

<epada DKI dengan membuat dan menandatangani Berlta
Rl ihizan e

Acara Serah Terlma PekerjaanJ-Terhitung tanggal
penandatanganan berita acara tersebut .DKI bertanggung
)awab untuk mengelola dan memelihara Areal IB1~-BIN dan
Komplek Civiec Center BIN atas tanggungan ‘dan blayanya

sendiri tahpa melibatkan BIN dan/atéu:Péruéahaan BIN;

BIN dan/aﬁau‘Perusahaan BIN berkewajiban untuk
nenyelesaikan pelaksénaan penataan, pengembangan dan

pembangunan .Areal IB1-CIN dan Komplek: Clvic. Center BIlN;

Sistem- kerjasama untuk Areal IAl adalah Build, Transfer

end Operatéf("BTO”); . ;Zf//

ip
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.( . ,L\__,. ) o . . .
Kcmplek Olahraga akan disE?Ehkan oleh BLN dan/atau-
N "3‘ .’ . e,‘.~ : bt '” BY
Perusahaan BIN kepada’ DI(I,{:OX;.'IJt LT
: : . \)?ﬂ L . v ’
LaE (\3)
c. Setelah ditandatangangﬁBerita Acara Serah Terima

\ 1
Pekerjaan, DKI akan menyerahkan hak pehgelolaan atas
ST
Kcmplek Olahraga kepada giNguntuk jaﬂ@ka waktu 48
K . L}
(empatpuluh delapan) tahun teruS}menerusﬁ5

w»”) LT g

Kepada BIN dan/atau Perusahaan BIN diberikan hak opsi

‘:

s

untuk melanjutkan Hak ' Penqakolaan atas Areal IA1 dan

s

. Komplek Olahraga. Untuk merea;lsasikan hak opsi ini,
maka paling lambat dalam;wékiﬁ 3 (tiga) taHun sebelum
berakhirnya 'Masa Pengelolaan di atas, oleh dan diantara

BIN dan/atau Perusahaan BIN dan DKI akan dilakukan

perindingan/negosiasi mengenal persyaratan dan

ketentuan dari Hak Pengelolaan lanjutan dimaksud;

Sistem kerjasama untuk Areal IA2 :

.

a. Sistem kerjasama untuk Areal IA2 adalah Build, Operate

and Transfer ("BOT"f; - : ;%f/

TESIS KARAKTERISTIK KONTRAK BUILD ... BHAKTI NUGROHO
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}3.3 Sistemn kerjasama untu
A
¢

. -:};Q_‘b.v-;‘-——vw W an. e,

_ ADLN Perpustakaan Universfias-Airlangga - L iS»"

A P .~'l‘
L L

"“' L%

‘,‘-»" .

Komplek Olahraga akan .

Perusahaan BIN kepada’

Peker]aan, DKI akan menyerahkan ha .pengelolaan atas

‘A

(empatpuluh delapan) tahun terusx

aﬁ

“

maka paling lambat dalam A
berakhirnya ﬁgsa Penéelo aan di Stas} oleh dan diantara
BIN dan/atau Perusahgan BIN dan DKI'akan dilakukan
perdndingan/negos'asi mengenai persyaratan dan

ketentuan darl Hak fengelolaan lanjutan dimaksud;

Areal TA2 5

a. Sistem kerjasgma untuk Areal IA2 adalah Build, Operate

and Transfer, ("BOT”f; - : ;%f/

. : P .:A,’,‘: % P
TESIS . KARAKTERISTIK KONTRAK BUILD ... " BHAKTI NUGROHO

BIN dan/atau Perusahaan &INpékan melaks adn Pe erjaana

aktu 3 (tiga) tahun sebelum
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Setelah berakhirnya Masa Pengelolaan Areal Ia2 dan Club
House di atas, maka Areal IA2 dan Club House. serta Hak

Guna Bangunan tersebut akan diserahkan‘oleh‘BIN

.‘;)\15 . . . . -..‘ :
%Sﬂﬁ/atau_Perusahaan BIN kepada dan untuk dimiliki DKI

“tanja kompensaéi pembayaran apapun.

Sistem kerjasama untuk Areal IIA :

a.

b.

\

Sistem kerjasama untuk Areal IIA adalah Build, Operate

"and Transfer ("BOT") ;

BIM dan/atau Perusahaan BIN berkewajiban untuk
wenyelesalkan pelaksanaan penataan, pengembéﬁéan dan
permbangunan Komplek Komer51a1 IIA di atas Areal IIA

pada Masa Pembangunan;

DKI bérkewdjibén}hélakukan setiap dan seluruh tindakan

yang dipe:lﬁkan vyang berada di bawah kekuasaénnya agar
BIH'dan/atag Perusahaan BIN.memperoleh suatu hak, yaitu
Hal Gﬁna-Banthﬁh'dan karenanya BIN dan/atau Perusahaan
BIN akan mempéroleh suatu atau ‘beberapa sertifikat Hak
Guna Banguhah yang berlaku terus menerus selama Haﬁa

Pengelolaan;

d hepada BIN dan[atau Perusahaan BIN akan diberi Hak

TESIS

o
Penqelolaan atas Areal IIA dan Komplek Komersial IIA di

datam—MasaﬂPéngelﬁIEEHT//// - ' i%f/

14
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e. Képada BIN dan/atau Peruéahaan BIN diberikan hak opsi
| . untuk melaﬁjutkan Hak Pengelolaan atas Areal IIA dan
Kombleki Koﬁersiél IIA. Untuk nerealisasikan’' hak opsi
Lni; ﬁgka_'pa}ing lambat dalam waktu 3 (tiga) tahun
sebelum berakﬁirnya Masa Pengelolaan di atas, oleh dan

‘jiantarés*BiN dan/atau Perusahaan BIN dan DKI akan

e AR WS

dilakukan 'perundingén/negoslasl. mengenal persyaratan

dan ketentuan dari Hak Pengelolaan lanjutan dimaksud;

{% £. Setelah berakhirnya Masa Pengelolaan Areal IXA dan
Komplek Komersial IIA di atas, maka Areal IIA dan

Komplek Komé%éial IIA serta Hak Guna Bangunan tersebut

WG A

akan diserahkan oleh BIN dan/atau Perusahaan BIN kepada

" dan untuk dimiliki DKI tanpa koﬁpensasi pembayaran

apapun.

Sistem kerjasama untuk Areal  ITA ini dapat dfubah

e
Xs]
.

P

menjadi sistem Build, Own and Operate ("BOO“) sepanjang

ST

DKI menyetujui sesuai dengan ketentuan yang berlakuy,

sy, f;;‘,jj—:’“‘ﬂ il

sy

vang akan dituangkan cdalam suatu perjanjian khusus.

Fonpoa -

Pasal 4

g e o

SR e

HAK DKI

TG

RN

Lamder

4.1 Menerima J@minaﬁfdan mencairkan jaminan dalam hal terjadinya

EX I

sy sars sy ame 1

Peristiwa Cedera Janji BIN. 77/

AT

L SR

LR S

B
‘}
h
W
o
i
S
a
R
i
‘
.»I
pg

PR rp e -y 01

TESIS KARAKTERISTIK KONTRAK BUILD ... BHAKTI NUGROHO



ADLN Perpustakaan Universitas Airlarigga

Menerima royalti dari BIN dan/atau Perusahaan BIN sesuail

dengan jumlah dan jadwal sebagaiﬁan-tetcantum dalam Lanpiran

IV Perjanjian ini.

Menerira denda dari BIN dan/atau Petusahaan BIN sebagaimana

dlmaksud dalam pasal 12 Per)an)ian ini

44 Melakukan pengendalian dan pengawasan térhadap pémbangunan

Komple< Civic Center BIN dan/atau Club House dan/atau

TR e e BT LB T e v

Komplek KomerSLal IIA melalui th assistensi yang ditetapkan

. oleh DKI;.

5

© Menerima penyerahan Areal IB1- BIN dan Komplek ClV)C Center

BIN dari BIN dan/atau Perusahaan BIN untuk dlmillkl oleh DKI

.

setelah Komplek ClViC Center BIN selesai dibangun.

- 1

é
i
i.
{
:g'}
4
é:
;
{
14

Meneriwma penyerahan Areal IA2 dan Club House serta Areal IIA

[oa

dan Komplek Komersial IXIA dari BIN dan/atau Perusahaan BIN

PRIV St s o

untuk .dimiliki oleh DKI setelah Masa Pengelolaan atau

’

perpanjangannya berakhir.

veskre o vewp t

il ST VTS PRV VRN pre po DRSPS S
T *

7 Nenerina sertifikat Hak Guna Bangunan atas Areal IA2 dan

.

5 atas Areal IIA dari BIN dan/atau Perusahaan BIN dalam

-

kKeadaan tidak sengketa dan tanpa ada.beban hipotik atau

-
1y by e v e i =

£

: hak-hak lain di atasnya.

£ : .

b

P

4

i

P

£ 4

Ea
;; 16
i :
i .
t .
b
y

<
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AK BIN

.1 Menerima penyerahﬁn plsik Areal IB1-BIN, Areal IAl,vAreal
IA2_dan Areal IIA darl DKI dalam keadaan kosong, tanpa

} penghuni dan pihak ketiga lainnya.

‘2 Menerina dan menjalankan Hak Pengelolaan di dalam Hasa

Pengelolaan atas Areal IAZ dan Club House serta Areal LIA
‘dan Konplek Komersial IIA sesuai dengan kebijakan BIN
1 ":. - .’a /

dan/atau PerusahaanlBIN.

kN

e iid )

My U i

3  Memohon dan mendapatkan Hak Guna Bangunan atas Areéal IA2 dan

Areal IIA'yanguben¥akQ sepanjang Masa.Pengelolaan.

PRk o i oy 3 0 V1

oS

Menjaminkan dén'ﬁengagunkan.sertifikat Hak Guna Bangunan

'5 atas ireal IA2 dan Areal IIA kepada Bank dan/atau lembaga

' keuangan lainnya denganvpersetujuan'dari DKIX.
i.S Menerima kembali. Jaminan Keuangan dari DKI.

basal 6

.
"¥EWAJIBAMN DKI

v6.1 Menyedlakan dan mengosongkan Komplek Kuningan,Akﬁnsusnya

R 3

Areal IBl BIN Areal IA2, Areal IA-1 dan Areal IIA dari

setlap dan seluruh pihak dan soluruh plhak yang menguasai

i

17

m s e e
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dan/atau menenmpati dan/ataﬁ menghuni’dan/éﬁéu menyewa
dan/atéu memakal dan/atau befada diatas/didalam Komplek
kunLrgan, khususﬂyﬁ Areal ID1-BIl, Areal IA2, Areal XIA-1 dan
AreaLiIIA'dan/étau setiap bangunan/fasilitas/sarana yany
be:ada/berlokasi di Komplek Kuningan, khususnya Areal IBl-
BIN, Areal IA2, . Areal IAl dan Areal IIA semuanga atas beban

BIN atau Perusahéan BIN.

Menyerahkan pqﬁguasaan pisik Areal~Iéi—BINq Areal IA2, Areal
IAL dén Areal IIA kepada BIN daﬁ/atau'Perusahaan BIN, dimana
pelalisanaahn penyérahan penguasaan pisik Areal IB;—BIN, Areal
IAl, Areal IA2 dan Areal IIA akan dilakukaﬁ dengan membuat
dan menandatangani suatu atau'bese:apa berita acara serah
terima didalam'bentuk dan keten£uan Febaqaimana disetujui

oleh DKI dan BIN.

Meminta ‘dan mendapatkan pengesahan dar!{ Menteri atas
Kepu:tusan Gubernur Kepala Daerah yang dikeluarkan sehubungan

dengan Perjanjlan ini.

Hembarikqn_kgpada BiN dan/atau Perusahaan BIN, Ijin untuk
Mémbangk%riéangunan; Ijin Pendahuluan Mendirikan Bangunan
‘dan IjinLMenqi;Lkan Bangunan, yang diperlukan BIN dan/atau
Perusahaan BIN untuk memenuhl!l hak dan keQajibannya

‘berdgsa;kanupe;jénjian ini. ;?T//

TESIS ‘ KARAKTERISTIK KONTRAK BUILD ... BHAKTI NUGROHO
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Menjamnin keamanan dan ketentraman BIN dgﬁ[abau Perusahaan
BIN dan/atau sétiap pihakvyang bekérja uhtuk mereka didalam
raﬁgku realisasl/pelaksanaaw setiap dan . seluruh hak dan
kewa]Lban mereka sebagaxmana dirinci didalam Perjanjxan ini
dan Larenanya BIN dan/atau Perusdhﬁan BIN dan/atau

Perusahaan dan/atau setiap Dihak yang bekerja untuk mereka,

tldak akan mendapat gangguan darl pihak lain yang menyatakan

mempunyai hak atau turut mempunyai hak qs:seluruh atau

sebagian dari Komplek Kuningan xhususqléfAréal.IBl—BIN,

Areal IAl, Areal IA2 dan Areal IIA. Apabila kemudian

Lernyata BIN dan/atau Perusahadn BINﬁﬁéﬁ&apat ~gangguan

dan/atau tuntutan dari pihak manapun dan ‘dengan dasar

apapun,

maka DKI atas tanggungan dan biayanya sendlrl akan
daq_§ecara,seketika mengambil setiap dan seluruh tindakan
yang dlperlukah agar gangguan dan/atau.tuntptan dimaksud
dapat di;tasi/digagalkan/diselesaikan dan BIN dan/atau
Perusahaan BIN dapat menjalankan setiap dan sélurﬁh hak dan

kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, secara aman dan

tenteram.

Melakuakan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan agar

oleh instansi yang berwenang kepada DKI diberikah suatu Hak

Pengeyolaan Lahan ("HPL") dan‘karenanYa dikeluarkan suatu

atau beberapa,Settipikat HPL yang minimal mencakup Areal IA2

A
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dan Areal IIA. Sepenuhnya dimenderti dan disetujui oleh DKI,
bahwa selama masa berlakunya Per)anjian ini dan Hak
Pengaololaan tidak akan dengan cara apapun

m(n~a‘Lhkah/menjual/menyewakan setiap dan seluruh bldang
tundh yang mencakup Komplek Kunlnégn khususnya Areal IA2 dan
Axreal . IIA -beserta setiap.’ dan seluruh
bangunan/fasilltas/sarana serta fasilitas/sarana penunjang

vang terdapat di atas/di dalamnya, atau-menjadikan Komplek

Kunanan khususnya Areal IA2 dan Areal IIA beserta setlap

dan seluruh.bangunan/fasilitas/sa:ana serta fasllitas/sarana

penunjang yang terdapat di atas/ di dalamnya, sebagal

tanggungan/jaminan atas suatu atau beberapa kewajiban DKI.

Mengambalikan Jaminan Pelaksanaan sebaqaimana dimaksud Pasal

8 Per)anjlan ini paling lambat didalam jangka waktu 3 (tiga)

hari takwim setelah Komplek Civic Centre BIN atau Clubk House

salesal dibangun.

?ygasal 7

L KEWAJIBAN DKI Bt

1 Henyiapkan‘dan menyediakan penampungan untuk sarana pisik
dil gedung Citra atau tempat laln yang disepakati oleh Para
_Pihak'uengan_bi?fa BIN. - ' ;a/)
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e

(I

Mempﬂféiapkéh dan melaksanakan penﬁéégh; pengembangan<dan
pembangunan Areal IBl BIN dan: Kodplek Civxc Centre BIN,

AreaL IAZ dan Club House dan Areal IAl .dan Komplek Olahraga,

Areal:: IIA dan Komplek Komersial IIA.

) , ‘ e o
Menyerahkan Jaminan Keuangan sebaga'fmana dimaksud Pasal 8

Pe:janjian,inif" s

- tlu* Pl

Membayak denda keterlambatan kepada: DKB sebagaimana dimaksud

- LA

Pasal 12° Perjanjlan lni Y FQL"Q’

.f

R AR

Menyerahkan Areal IB1-BIN dan Komplek ClVlC Centre BIN

kepnda dan untuk dimiliki DKI setelah Komplek Civic centre

.BIN_selesaL dibangun. N

-

Hengajukan permohonan pada DKI untuk memberikan izin-izin

pada BIN.

Mérbayar Royalti kepada DKI sesual dengan jumlah dan jadwal

seragaimana tercantum Lampiran IV Perjanjian.

Menyerahkan'Areal IA2 dan Komplek Komersil IIA kepada dan
untuk dimiliki DKI setelah Masa Pengelolaan atas Areal IA2

dan Club House serta Areal .IIA dan:Komplek Komersil IIA

becakhir. a ", : ;J//
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Paling iéhbat 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu
penéelciéan berakhir BIN wajlb mengganti peralatan mekanik
dan elektrikal yang dianggap perlu oleh DKI dan yang tidak

layak lagi urtuk dipakai.

Mengembalikan Sertipikat Hak Guna Bangunan darl Areal IA2

dan Areal IIA kepada DKI setelah Masa Pengelolaan berakhir.

Mematuhi Setiap'dan seluruh ketentuan Perjanjian ini dan

peraturan .perundang-undangan yang berlaku didalam

:menjalankan hak dan kewéjibannya sebagaimana dirinci didalam

.Perjarjian ini.

F Al
-

{ JAMINAN - -

N

Dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sebeldm tdnggal
31mu1ainya’?ekerja§n, BIN dan/atau Perusahaan BIN wajib
memberikan jaminan berupa suatu atau beberapa jamiﬁan bank
kepaca DKI, yang dikeluarkan oleh suatu atau beberapa Bank,
sebagal jaminaﬁ terhadép DKI atés pembongkaran' bangunan-
bang:nan'YAng terletak dlatas Areai IB1-BIN dan Areal IA1l,

serta pelaksanaanvkewajibahnya untuk membangun-Komplek Civic

1

{

{

Centre BIN dan Komplek Olahraga tepat pada waktunYa; -~
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.2 Besarnye jaminan dimaksud adalah sebesar Rp.500.000.000, -
(lima ratus juta rupiah) yahg pelaksanaannya dilakukan
secara proporsional dengan bangunan-vangunan yang akan

dibongkar. , '

1

8.3 Apabila‘oléh sebab apapun ternyata BIN dan/atau Perusahaan
BIN tidak atau terlambat méhyerahkan jaminan dimaksud,
sebagian atad seluruhnya, maka.terhadap BIN dan/atau
Perusahaan BIN hgrus diberikan peringatan sébagaimaﬁa
Adipersfaratkan dalam Perjanfidgiini dan apabila BIN dan/atau
Perusahu;n BIN tetap ialai.uﬁéuk mehenuhi kedajibannya maka

DKI dapat membatalkan Perjahjian ini secara sepihak.

2 sal 9

ONSULTAN
Dalam melaksanakan Perjanjian ini, Para Plhak setuju untuk

melibatkan konsultan yang tugas dan wewenangnya secara garis

besar adalah

nemberikan pendapét atas perancangan kepada Para

Pihak;

memberikan saran kepada Para Pihak atas kemajuan atau

kemacetan atau kelambatan atas pelaksanaan Pekerjaan,

T

23

TESIS KARAKTERISTIK KONTRAK BUILD ... BHAKTI NUGROHO



TESIS

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

dan membefikan pendapat tentang hal-hal tersebut,

it

ierutama yang - menyangkut soal mutu pekérjaan yang

dxlaksanakan dan bahan bahan yang digunakan ‘oleh BIN
atau. Perusahaan BIN atau Kontraktor. =~ =~ D&T%&"
L Limakiay :

. R 1- ?‘2 :— ' ‘- .
Dalam mempersiapkan dan melaksanakan Perjanjian indi, Para

IR :11. ) .‘—.----*
Pihak setuju: untuk~melibatkan konsultan konsultan penunjang
. -‘nt*'\._(\‘.
vyang profesalonak sepertl konsultan hukum, kqpsultan
ey T &:- 20

I3

perercana, kon;,rﬁan biaya/keuangan, konaultan manajemen

AT !t‘(" p
konstruksl konsultan mana)emen proyek dan konsultan lainnya

yang panun]ukkanhyavakan dilakukan oleh BIN dan/atau DKI.
i
Segal.a biavya yang timbul sehubungan dengan peninjukkan

R B AT

konsultan—konsultan Certdbhu't,

¥ 4

akan mgnjadi*beban ‘dan

tanggungan BIN.

Dalarm hal pepunjdkkan-te:sebut dilakukan oleh BIN, maka BIN

harus mendapat persetujuan terleblih dahulu dari DKI.

Persetujuan mana harus diberikan oleh DKI kecuali bila ada

alasan-alasan yqngvkuat dan wajar untuk menolaknya. "Dalan

hal DKI menolak_menyetujui penunjukkan tersebut, maka BIN
akan mengajukan calon-calon konsultan lainnya sampal dapat

disetujul oleh dKLL
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/PERNYATAAN DAN JAMINAN
10.1 BIN menyatakan dan menjamin balwa :

Segala pembiayaan yang dlbutuhkan untuk’ persiapan dan

pelaksanaan serta

penyelesaian Pekerjaan dan

i
[P EET Y

pembangunan Club House dan Komplek Komersial IIA yang

dimaksud dalam Perjanjian ini, balk secara langsung

ataupun tldak langsung, tidak akan»berasal dari

sumber- sumber keuangan yang dapat atau ‘akan merugikan

e g -

kepentlngan Negara Republik Indonesxa,

g w2 Y101

xR

RISy W e

b.

DKI bebas sepenuhnya dari setiap dan semua .gugatan atau

tuntutan pihak ketiga yang timbul,K dari atau sebagal

akibat dari Perjanjlan ini

, dan segala blaya,;: ongkos,

pengeluaran, beban, kewajiban ganti rugi yang timbul

atau mungkin timbul;

QAo 0y

C. Llalam melakukan Pekerjaan,'ﬁlﬂ tidak akan melakukan
perbuatan-perbuatan atau kelalaian-kelalaian yang

bertentangan dengan hukum yang berlaku;

d. BIN

y mr e e R IR T

setuju dan sepakat -untuk melaksanakan Perjanjian

P

Lnl atas dasar itikad bailk dan setiap perubahan yang

A terjadilpada organisasi,

angqaran dasar,

kKepengurusan,
L

e e TP A Aas s S

‘g H
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- -kepemillkan saham pada BIN atau Perusahaan BIN akan

diberftahukan kepada DKI dan tidak akan'mempengaruhi

pelaksanaan Perjanjlan-ini;

Penandatangan Perjanjian inl berhak dan berwenang untuk

.

bertindak untuk dan atas nama DKI dan BIN, serta setiap
dan sebﬁa'tindakan, prosedur dan langkah yang
diﬁéjibkan atau selazimnya dilakukan untuk menpercleh -
hak dan kevenangan tersebut telah dilakﬁkan sesual

dehgan ketentuan Undang-Undang. dan'anggaran dasar Yang

berlaku.bagi Para Pihak;

BIN,télahfmélékukad segala  tindakan hukunm yang
diper%ukphfuntuk sahﬁya ?efjanjian ini sehingga
pelaksanaannya tidak akan bertentangan dengan atau
melanggar kgﬁentuan-ketentuan_hukum ataulperatufan—

peraturan atau kebijaksanaan Pemerintah Republik

Indonesia;

10.2 DKI menyatakan dan menjanmin bahwa :

TESIS

DKI telah memperoleh seluruh persetujuan yang
diperlukan untuk melaksanakan Perjanjian, termasuk
tetani ‘tidak terbatas pada persetujuan dari Dewan

Perwakilqn Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
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Selama berlangsungnya -Perjanjian inil DKI akan

m2lindungi kepentingan BIN terhadap pihak ketiga

;{‘ ataupun plhak manapun juga sehingga BIN dapat
h
% malaksanakan dan nenikmati hasil pengelolaan di Club
i |
i} House dan.dL-Komplek Komersial IIA bebas dari segala
RD : S
:i% macam gdngguahy
15 !
ﬁ§% Pasal 1
{ { PERSYARATAN PELAKSANAAN
H %Setlap dan selQrQh kewajiban-kewajiban BIN dan/atau Perusahaan
H*ﬁBIN hanya akan dimulai pelaksanaannya oleh BIN dan/atau
.:(‘» .
i Peruaahaan

BIN setelah DKI memenuh} kewajibannya sebagaimana

st
Lo

- dipersyaratkan dalam Perjanjlan inl.

PSS

Pasa 2 -
7 .

“ DENDA

©12.1 Apabila BIN dan /atau Perusahaan BIN terlambat memenuhi

.. kewajibannya untuk menyelesaikan pembangunan Komplex Clivic

TN et

Centre

- e

B ]

BIN atau Club House atau komplek Komersil IIA, maka

BIN cdan/atau Perusahaan BIN wajib membayér denda

keterlambatan sebesar 1 o/oo (satu permil) untuk setiap hari

keterlambatan dengan ketentuan jumlah denda maksimal adalah

5% (l‘ma persen), dlhitung dari nilal bagian Komplek civic

Centra BIN'atau Club ‘House atau Komplek Komersil IIA yang

terlambat dlbangun. o : j%f//
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>Apabila BTN dan/étau PerUSahaan'BIN térlaﬁbatwmemenuhi
y,kewaijannya untuk membayar royaltl sesuai dengan jadwal
g'sebagalmana dltentukan didalam Lanmpiran 1V Per]anjlan ini,

?’j'maka BIN dan/atau Perusahaan BIN wajib membayar denda
{ﬁ sebesar 1 0/00 (satu permil) untuk setlap hari keterlambatan
éﬂ.dengan'keténﬁﬁéﬁijumlah denda maksimal adalah sebesar 5%

" (lima persen) dlgltung dari jumlah royalti yang seharusnya

.31 dibayar, dimana’ denda akan mulai dikenakan terhitung tanggal

jatuh tempo pembayaran royal:i dimaksud.

xgy
12
*sal 12

. URANSTI_ _ o
.1 BIN dau/atau Perusahaan BIN wajib mengasuransikan Komplek
Olahraga,-Club House dan Komplek Komersial IIA berdasarkan

?

’ ketentuan-ketentuan Perjanjian ini pada satu atau beberapa
§ perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh BIN dan disetujul
1 P - y

t

oleh DKI.

p.z Asuransi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.1 di atas wajib
R
dilakukan terhitung sejak saat -pekerjaan pisik pembangunan
Komplek Olahraga, Club House dan Komplek Komersial IIA dan

akan berakhir pada saat_berakhirnya Hak Pengelolaan. <//’

1
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Setlap asuransi sebagalimana -dimaksud dalam pasal 13.1 di
atas adal;h untuk semua resiko (all risk) dan termasuk
asuransl resiko terhadap pih&k kctiga‘(thirq party
liabi}ities)'dan nilainya sebesar“niléi'proyek.yang dihitung
diéh'?eniiai. Péemi asuransi{ akan menjadi beban dan

tanggungan BIN dan/atau Perusahaan BIN.

{
i

‘Ddlamhhal terjadinya resiko, maka dana yang diperoleh dari

hasil kléim asu:gnsi akan digunakan untuk menmperbaiki atau
mgmbquLn kembali;Kbmplek Olahﬁéga,gglub House déh komplek
Komersial IIA yang mengalami kerQ%aé@n,.sghingga}keaaaannya
dapat dipulihkan kembali kepada kéadaan sebeluﬁ‘terjadinya

resiko atau membayar tuntutan atau. keruglan piﬁak ketiga

sebagaimana berlaku.

Apabila di dalam menjalankan hak dan kewajibannya

sebagaimana dirinci dalam Perjénjian ini, ternyata BIlU

dan/atau Perusahaan BIN mendapatkan Bancuan dana atau

fasilitas binjaman'kéuangan dari Bank dan/atau lembaga
keuangan'lainnya, dan Bank dan/atau'lgmbaga keuangan
tersebut menéYafatkan bahwa setiap dan éeluruh polis
asurans| sebagalimana dimaksud pasal 13 ini dialihkan kepada

mereka atau'memuat klausula bank (banker's'clause), maka

dan seluruh polis asuransi dimaksud diallhkan haknya. kepada

7
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’éank dan/atau‘lembagé keuangan dlimaksud dan/atau memuat
klausﬁla bank, dehgén kétentuan bahwa pengalihah hak atas
polis asuransl dan/atau pencéntuman klausula bank dimaksud
tidak ekan mengurangl hak dan kewajibén BIN dan/atau

Perusahaan BIN di dalam bentuk yangvbégalmanapun sebagaimana

dirinci dalam Perjanjian ini.

SAL 14

RISTIWA CICERA JANJI BIN

l.Kejadianfkejadiaﬁ sebagaimana dirlnci di bawah ini, secara
‘bersama-sama maupun masing-masing secara:térpisah sendiri

merupakan dan selanjutnya disebut "Peristiwa Cidera Janji

BIN'":

a. Kelalaian'BIN dan/atau Perusahaah'BiN untuk mepenuhi
dar /atau melakSanakan salah éatuvatau beberapa
kewajiban mereka sebagaimana diriﬁci dalam pasal 7
Perjaniian in il

b. Kelalalan BIN dan/atau Perusahaan BIN untuk menyerahkan

Jaminan. Keuangan sebagaimana dirinci dalam pasal 8

Perjanjian ini.

!

" .2 Apabila guatu atau beberapa Peristiwa cCcidera Janji BIU

sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.1 dil atas.terjadi, maka

DKI secara tertulls wajlb memberikan .pa2ringatan tertulis

30
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kepada BIN dan/atau Perusahaan ‘BIN untuk memperbalkl atau

memulinkan kejadian dimaksud. Per;nqatan d1 atas wajib
dilakukan sebanyak 3 (tiga) kall, yang masing-masing
peringatan berlaku pali ng Sedlkit 14 (empat belas) hari
kalender. Apabila jangka waktu ketiga peringatan dimaksud
telah dilewati sedangfan menurut pertxmbangan DKI sendlrl
BIN dan/atau Perusahaan BIN tidak atau belumn memenuhl
kewajiban mereka untuk memperbaiki atau memulihkan Peristiwa
Cidere Janji BIN dlmaksud, maka DKI berhak-melakukan
tindakan sebagaimana diainripleh pasal 14.3:d1 bawah ini.

Dalam hal terjadinya kejadian sebagaimana dimaksud pasal
1

14.2 dil atas, 'maka DKI dapat memutuskan Perjanjian ini dan

pemutusan dimaksud harué dilakukan secara tertulis dan
diberitahukan kepada BIN dan/atau Perusahaan BIN. Untuk
maksuc pemutusan Perjanjian ini, Para Plhak secara tegas

menyatakan untuk mengesampingkan berlakunya-ketentuan pasal

1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

JPasal 15

PERISTIWA CIDERA JANJI DKI

i
fis.1

Kejadian—-kejadian kelalaian DKI untuk nemenuhi dan/atau
melaksanakan salah satu atau beberapa kewajibannya
sebagaimana dirinci dalam pasal 6. Perjanjian ini merupakan

dan selanjutnya disebut "peristiwa Cidera Janji DKI".

31
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15 Z—I\DabLLd o o \ i

..r‘
W

TESIS

15.2 di atas,

cimin, ”Péfa:~BLhak secara

satu, atau bebe:aoa Peristiwa Cidera Janji

OXZI

-seqauahﬂana dLnaksud d lam pasa‘

15.1 di atas tetjadL, makigmf

BIU se(ara tetuulls Wu]Lb nemberxkan peanqaban Ce*tuLLs

kepada DKI’ untuk memperbaiki atau memul ihkan kejadLan )

dxmaksud Peringatan di atas wajib dlla&ukan sebanyak 3

(tiga) kxali, yang masing-masing peringatan bexrlaku paling

secdikit ‘14 (empat belas) hari kalender. Apabila jangka waktu

ketiga pe:ingatan-aimaksud telah dilewati sedangkan menurut
pertimbangan BIN sendiri OKI tidak atau belum memenuhi.

- kewajidvan mereka untuk memoerbaiki atau memulihkan Peristiwa

Cidera Janji DKI dimak sud ‘maka BIN berhak melakukan

- tindakan sebagaimana diatur oleh paéal 15.3 di bawah ini.

Dalam hal terjadinya kejadian sebagaimana dimaksud pasal

maka BIN dapat memutuskan Perjanjian ini dan
pemutusan dimaksud harus dilakukan secara tertulis dan
dLbarltahukan kepada DKI. Untuk maksud pemutusan Perjanjian

tegas menyatakan untuk

mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 dan pasal

/{

1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
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\“xIBAT PERISTIWA CIDERA JANJI
i
% 1 Dalam hal ter)aﬁinya Peristiwa Cidera Janji yang diilkutt

oleh pemutusan Perjanjian ini maka DKI dan BIN dan/atau

;.;

'u'?

_f Perusahaan BIN setuju dsan karenanya menqlkatkan dLri untuk
§ ‘melakukan perhitungan mengenai ‘nilal pekerjagn dan yang
g - telah dilakukan'oleh'BIN dan/atau Perusahaan BIN hingga
£ tanggal efektip pemutusan Perjanjlan ini.

élaz Pelaksanaan perhitungan dimaksud akan dilakukan oleh

s

Penilai. Dalambhal.Para Pihak tidak dapat secara mufakat
memilih Penilai dimaksud di dalam waktu 30 (ﬁigapuluh) hari

kalender terhitung tanggal efektif pemutusan "Perjanjian,

[+ 33

maka Penilal tersebut akan ditunjukioleh Ketua BANI atas

t permintaan dari Para Pihak.

16.3 Penilal akan melakukan.penilaian sesuai dengan prinsip-
érinsip‘penilaian yang berlaku ai Indonesia, terhadap
pekerjaaﬂ penataan, pengenbangan dan pémbaqgunan Yyang telah
dilakukan BIN dan/atau Perugahaan BIN ber?asarkan'?erjanjian

ini hingga tanggal efektip pemutusan'?erjanjian, dan

melaporkannya kepada para pihak secara tertulis. <//,z

¥ | \
' f
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4 DKI .dalam waktu 7 (tujuh)*ﬁi?fﬁk fgnder seteldh tanggal

u'--

T ..‘

kepada BIN dan/atau

peneriman laporan tertulls penfl \
.. |~ ‘11(3 VS

S ek R Ve

“*?
i
S
e

e .
I D R -" W b
-,‘f -t .-r;"-_:'-';. PR . ’ '
% a:" membayar ganti kerugian BIN dan/atau
Lo I
%
by
i%
i‘;
%' .
& ; ~
? penataan,-pengembangan da
§- o ‘ AR
{
) ;
£y P -
oA
P o
%

Qz a;ag “epenuhnya harus dllaksanakan oleh DKIX paling lanmbat
. dala@ jangka waktu 3J0 (tiga puluh) hari kalender terhitung
i tanggal diterimanya'laporan Penilal dimaksud pagal 16.2 di
o .atés;"Keterlambatan pelaksanaah’pembayar;h ini akan
ég mengakibatkan dénda keterlambatan éembqyaran yang harus
j{ ditanqgung dan dibayarkan oléh‘DKI'jﬁng begérnya adalah 1
| -o/oo‘ satu permlx) dari jumlah seluruh ganti kerugian yang
§< harus dibayarkan untuk set iap hari- Veterlamoatan membayar.
o
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Terhitung, tanygal efektip pemutusan Perjanjian, Para Plhak

tidak.akan melakukan suatu tindakan dalam bentuk yang

t

pagalmanapun yang mengakibatkan atau dapat membawa aklbat
timbulnya keruqian; baik materi maupun naﬁa’baik, terhadap

Tf. salah satu plhak di dalam Perjanjlan in{.
Pl ’

ﬁﬁj

isal 17

éRcz MAJEURE

/

:3J7 1 Para Pihak

z P RUR I ‘n“
ST

secara bersama-sapa maupun masing-masing sendiri

T Ty

tidak akan bertanggung jawab atau dituntut untuk bertanggung

jawab atas setiap keterlambatan atau kegagalan untuk

Pt s

,] memenuhi .suatu atau beberapa kewajibanﬁya sebagalmana

dirinc! di dalam'Pérjanjian ini apabila keterlambatan atau

kegagalan tersebut diaklbatkan oleh kejadign atau peristiwa
yang secara layak dd Ny e G UL tidakf dapat
dihindarkaq/dielakkaA-atau berada di iua; kemampuan mereka
untuk menghindarkan kejadian atau peristiwa tersébut ("Force
Majeure”fi ngadian atau peristiwa dimaksud; termasuk tetapi
tidak terbatas pada kecelakaan, perbuatan Tuhan, huru-hara,
'epidémi, kebékara%} banjir} explosi, pemoqokaﬁ dan tindakan
buruh laiﬁh?a yéng sejenis, kelangkaan tfansportasi dan
bahan—bahég bahgunan, perang, perubaﬁan,~peraturan
péfundanq—ﬁﬁdgngan, tindakan pémerlntéh, jatuhnya kapal

"terbang, kétesahan soslal/kekacauan sosial; bencana alam.

5
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~;f Di dalam hal ter)adinya suauu.atau beberapa kejadian, atau

et vt

.“peristxwa sebaqaimana dmef%ud baéal 17.1 di atas, Para

g Vgun masing masing sendiri,

..- ,» DEg :i ESR A

fékan melakukqn eetiap. dan

PREE IS R 4

Iy

§simal‘mqngk&hwggar‘xejadian

“ t

Paﬁ dihindarkan/berakhir atau
+

L, (SN Lou A

Yo

paling Sedlkit akibat yigilk%jadggp atau pkgistiﬂa dimaksud

I - Ak f " ¥ 1 A «# e RO e ed g
ditekan menjadl seminlmaf“e?ingkat mung Kin. . o .

) oL . sl REA L -

T;?bz'xsa Tyg Ty A iy d__.i;n AT cvamm R R

’?ENGALIHAM HAK “OAN' KEWAJIBAN® ©1aR ®imwooome e ’ S

i G T . : S 34

718.1 DKI tidak akan mengalihkan atau memlndahkan setiap dan

¢ v
R

18.

=2

geluruh ‘hak dan kewajlbannya sebagaimana dirinci di dalan

Perjanjian Lni tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu

dari BIN.

BIN dan/atau Perusahaan. BIN tidak akan menqalihkan atau
memindahkan setlap cdan seluruh hak dan kewajlban mereka
sebagaim@na d i 'pvale- d;}da}am Perjanjian ini tanpa

)

persevu3uan terleblh dahulu darl DKI. </f//
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f;YELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

.1 setiap perselisihan yang mungkin thbui sebagal akibat

Perjahjién"inf dan/atau pelaksanaannya dan/atau

pengakhiran/berakhirnya yang~tidak'dapat diselesaikan oleh
Para Pihak, secara musyawarah, akan diselesaikan melalui
suatu Arbitrasi yang akan melakukan tuqasnya sesual denga

Peraturan Arpbitrasi dari BANI yang berlaku pada’ saat

terjadinya be%selisihan, dan oleh karenanya Para Pihak
secara tegas seﬁuju,dan mupakat . bahwa tidak ada
badan]befadiién/gengédilan lain yang berwenang untuk
memeriksa dan meﬁﬁadlli perselisihan térsebut selain
Arbitrasi dimaksud. |

Apabila di dalam jangka waktu 14 {eﬁpat belas) hari setelah
suatu pihak yaltu DKI dan/atau BIN dan/&tau Perusahaan BIN
menyatakan maksudnyd secara tertulis untuk menyampaikan

persoalan tersebut kepada Arbitrasi dan para pihak tidak

mupakat dengan'adanya arbitrator tunggal, maka Arbltrasi

"akan terdiri-dari 3 (tiga) orang arbitrator, yang dipilih

anggota BANI. QKIAdan BIN dan/atau Perusahaan BIN masing-
ma;inggakgn-memllih/mengangkat seorang arbltrator, dan kedua
arbitrator .. vyang dipilih/diangkat . tersebut akan

y
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¥

?memilih/mehgangkét?éeorang arbitrator ketiga_yaqg akan

bertindak sebagai ketua Arbitrasi. Apablila kedua, arbitrator

R X S

tersebut tidak dapat mencapal kata mufaka: meng&&?i

pemilihan kgtu&cud&maksud maka pemilihan”ke&ﬁgapkan‘

pemilihan“ketUaﬁdimaksud, maka. pemilihan ket*; akan
dilakukan xakanﬁﬁﬁdilakukan .,oLeh KetuaﬁmaaﬁN}L
Pemillnan/penqanqkatan ketua;dimaksud_spd%P harus

diselesaikan palingylambat dalam waktu ;14 (empatfﬁv%gg&ﬂhari

kalender: terhitung tanggal pemillhan/pengangkatan‘qrbitrator

yang terakhir. Dalam hal satu atau dua pihak telah

memilih/mengangkat ey pia e

arbitratornya sedangkan pihak® yangtiain‘
o EL NS Pl

lala1 untuk menilxh/mengangkat arbitrator dipihaknya -dalam

] waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah penganqkatan

H arbitrator: dimaksud, maka arbitrator yang~ telah

dipilih/diangkat persebﬁt akan merupakan Arbitrasi yang
berhak untuk memeriksa dan memutus persoalan tersebut.

19.3 Arbitrasi akan diselenggarakan di Jakarta, kecualil Para

Pihak secara mupakat dan tertulis‘menyetujui temnpat lain

C dengan ketentuan harus didalam wilayah hukum Republik
i .

Indonesia,,dengah mempergunakan Bahasa Indonesia dan Hukum

Indonesia.

" 38 i
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Arbitrasilékan menetapkan keputusabﬁya secara tertulis dan

- e A

“memuat: segala hal-hal vyang menjadl dasar dari keputusan

AR R AN A

qtersebut keputusan mana adalah me:upakan keputusan akhir
_yanq menglkat (final and bindinghadanﬁkarenanyazPara~thak
berjanjx dan mengxkatkan diri. untuk CUnduk mematuhi dan

melaksanakan keputusan tersebutwadan apabilahdi””rlukan,

' pelak:anaan darl keputusan dlmaksud'akamfdﬂl ksanakan -dengan

. "1-—3' . T Smoyh . ;_.}‘} : '.Li-J'.‘-’;:
19.5 Biay: biaya. yang dikeluarkan_ mtuk kepentingan
Aahuie . " RE¥ S €2 NUET S ISR
) penyelenggaraan Arbxtrasx,~masan-masxng akan ditanggung

'j-ad. s ' d& ?‘.ﬁg‘l

oleh DKI dan BIN dan/atau Perusahaan %}N untuk bagian yang

I
s e
' et '

samd.

-

Untulk kepentingan para plhak sebagaimana diatur di dalan
Perjanjian iﬂi, serta untuk képehtingan pelaksanaan

keputusan Arbitrasi dimaksud Pasal 18 ini, maka para pihak
setuju dan mufakat dan karenanya menilih. domisili hukum
mereka yang tetap dan tidak berubah di Khnﬁdr Kepaniteraan

Pengadjlam Negeri Jakarta Selatan di gékatta.‘ ;7”/
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.Jpasal 20
PEMODERITAIIUAN

20.1 Setliap pemberitahuan, surat-menyurat, tawaran, permintaan,

persetujuqn'dan'lain sebagainya sehubungan dengan Perjanjlan

ini (selanjutnya disebut sebagai-."Pemberitahuan") akan

‘dilakukan secara tertulls.dan pelaksanaannya wajlib

dilaksanakan secara langsung, dengan telefax atau dengan pos

tercatat khusus.yang seluruh biayanya telah dibayar terlebih
dahulu 6leh-si.pengirim. Pemberitahuan sepenuhnya kepada
alamat sébagaimana tércantum pada pasal ;0:2. dibawah ini,
atau alamat lain yang telah diberitahukap élehﬂpihak yang
befkepehtingan kepada pihak yan§ laiﬁ éesuai dengan

ketentuan pasal 20.2 di bawah ini.

Segala pemberitahuan menurut Perjanjlan ini dianggap telah
dikirmkan dan diterima oleh’ Para Pihak blla disampaikan ke

alamat sebagai berikut :

(1) PEMERI“TAH DAERAH KHUSUS ’IBUKOTA JAKARTA,

Jalan Merdeka Selatan Nomor 8 - 9 Jakarta - Pusat
Telex ) 44242 Pewm DKI ) G A

Facsimile : i MS0ORT 1.5 .

u.p.- Gubernur Kepala Daerah.

({1) PT. BAKRIE INVESTINDOC
Wisma Bakrle Lt. VII
J1l. H.R. Rasuna Salid Kav. B - 1
Facsimile : 5200437
.p.’ : Direksi

40
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Setiap perpindahan alamat wajib diberitahukan secara

tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya. 7 (tujuh)

harl kalender sejak saat kepindahan tersebut.

Pasal 21

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

21.1 Sepenuanya dipahami oleh para pihak, bahwa Master. Plan belum

secara mendeta;} dqn menye%uruh merinci dan menggambarkan
séesifikasivﬁékgis éehubungan déngan~pena;aan, péngembangan
dan pembangunén Ko;plek Kuningan atau bag;an—bagian tertentu
dari KOmpiék_Kuningan, dan oleh karenanya Para Plhak
memahami éaﬁ-menyeﬁujui rincian teknik lebih lanjut yang

dapat merupékan penyempurnaan/perubahan atas Master Plan

atau tagiah—bagiin dafinya dapat saja dilakukan.

Dalam hal"diberlukannya penyempﬁfnaan/perubahan dilakukan
terhaﬂap Master -Plan atau bagian-bagian tertentu dari Master
Plan dimaksud, maka DKI dan BIN dengan dldasari ftikad balik
dan demi berhasilnya pelaksanaan kérjaéama sebagaimana
diatu; di'daiam'Perjanjian ini, akan melakukan pertemuan-
pertemuan secara rutin dan kontinyu, dengan tujuan agar

penyempurhaan/perubahan dimaksud dapat dlsepakati sesegera

mungkin. | . . ) : o ;7&2 .

ST 41
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21.3 Setiap kosepakatan/persetujuan diantara DKI dan BIMl

21.

21,

21.

sehubungan dengan penyempurnaan/perubahan atas Master Plan
atau baglan-bagian tertentu dari Master Plan tersebut akan
dltua“gkan didalamn suatu atau beberapa perjanjian khusus

vyang akan nenjadi bagian yang 1ntegral dan tidak terpisahkan

dari .Master Plan dan/atau Perjanjian ini.

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak éukup diatur di dalan

APerjanjian ini .akan diatur oleh para pilhak kemddian di dalam

suatu,atau'beberapa perjanjian khqsus‘Yang merupakan

.pelcﬁqkap'ddh bagian yang integral dan tidak terpisahkan

dari'PerjAnjian-ini.

Sgtiap pihak hérus tunduk keépada ketentuan-ketentuan dalar

Perjanjian ini dan semua perjanjian khusus sebagaimana

dimaksud pasal 21.4. diatas.

_Luas lahan sebagaimana tercantum pada pasal 1.1, pasal 1.2,

pasal 1.4, pasal 1.5, pasal 1.13 dan pasal 1.14 Perjanjian

ini adalah luas perkiraan sedangkan luas lahan ~secara pastl

sesuali dengan hasil pengukuran sebagalmana tercantun dalam

Lamplran IT Per]anjian ing, pengukuran mana dilakukan oleh

kKantor pertanahan setempat. ‘ 4 ;%7/’
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'Sgsuai dengén ket_entuan-ketentu'an'di atas, Para Pihak mene.gaSka“

dan membeclakukan berlakunya Perjanjlan ini, yang dibuat dalam
féngkap 2 (dua), satu untuk DKI dan satu ﬁntpk BIN, sejak harl
dan tanggal sébagaim;na térsebut'pédé‘awal Perjanjian inl dan
telah ditandatanganl oleh pihak-pihak fanj mempunyal wewenang
untuk iltu tanpa adanya paksaan aan/atqu desakan dari pihak

manapun dan dalam bentuk bagaimanapun.’

P.T. BAKEIE INVESTINDO GUBERHUR KEPALA DAERAH KHUSUS
Direktur Utama '

KR
DS bt
(1 [
>

NIRWAN DERMAWAN BAKRIE

ﬁ’/xomisaris ' 41 ﬂ/

o AL
47//y o —

a ) o
I://ﬁﬁ////
| URI?AL qugrg

dkibin
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Pérjanjian Kerjasama Penataan, Pengembangan, Pembangunan dan Pengelolaan - - . ' LAMPIron 18

; S . b
Komplelcs Gelanggang Olahraga tMahasiswa OAE)WEEF;'JUBS{&% cmcj oro. a%nAirlangga
Kompleks Seni Budaya dan Pusat Perfilernan H. Usmar Ismait di Jalan HR. Rasuna Sald, Jakarta Selatan,

AN

el

RENCANA TAPAIK

3
E
e D) i
AREAL 1A AREAL IA2 AREAL 18 I.BIN AREAL 1B 1-DAS AREAL 181 AREAL A AREAL 1B 3
A Puities Ruang Ganut (werv) 8, Eracudive Hashth Club (Barv) Ol Kewrnltaan, Sonl Sudeya, 0. Perfitman (barv) OL Sarvna Porunfeng (b arv) €. Rotall | Shopping Mot (barv) €1, Recall 1 Ehepping Mok (harv) 1
S N Npuies . Dlase T 5 9 PPt an BNC (varv) G. Apartamen OAS (barv) 9
e e (e ot O T A A o e g osoersr vt S e Oy ;
K. Kelorm Ransg (renovasl) 0. Lapangen Tennts Club (barv) i
L Track dan Lapangsn Olahe P, Pelatarsn Parkie (barv) v
rage Sepak Bala (ranevasl) R Lapsagan Tennlt 3

M. Tetoun Serss (ronovad) S.Lepangan
M. Tribua Timor (conevedi) 3
. 3
PIAK I kel Dmx-:prcrmtlx\r:(tlg,w,\ 1
CUBERNUR KEPALA DAERAH KITUSUS DIREKTUR UTAMA . :
‘Aﬂl KOTA JAKARTA to P.T. BAKRIE INVESTINDO E
- ’/(_\ s X
R\ ' “

22
Ty

2
g — T .2
< WIY0GE ATMODARMINTO

"N

. ‘ [\ o A TTH
~ NIRWAN D BAKRIE . JACOD SOETOYO

TESIS KARAKTERISTIK KONTRAK BUILD ... BHAKTI NUGROHO




s e sdam = i il i oo -H o0 m—

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Perjanjian Kerjasama Penataan, f’engembangan, Pembangunan dan Pengelolaan
Kompleks Gelanggang Olahraga Mahasiswa Soemantri Brodjonegoro dan

Kompieks Seni Dudaya dan Pusat Parfilarnan H llsmar lemail di Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan.
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Perjanjian Kerjasama Penataan, Pengembangan, Pembangunan dan Pengelolaan
Kompleks Gelanggang Olahraga Mahasiswa Soemantri Brodjonegoro dan
. Komplels Seni Budaya dan Pusat Perfileman H. Usmar Ismail di Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan.
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MASTER PLAN

"PENATAAN, PENGEMODANGAN, PEMOANGUNAN DAN - PENGELOLAAN
GELANGGANG OLAIl RAGA MAIIASISWA SOEMANTRI BRODJONEGORO PRASARANA LINGKUNCAN YANG

- DAN KOMPLEK SENI BUDAYA DAN PUSAT PERFILMAN i, USMAR ISMAIL D MENJADI XEWAJIBAN BIN
KUNINGAN ~ JAKARTA SELATAN : :

Vsaum wmewn T Y e
AINAD ALAWAIGA AL .

JALAN DAN RANSTEEN (BINGKAL) JALAN 7
SALURAN AIR HUJAN ’

SALURAN / PIPA AIR LIMOAH

PIPA AIR DERSTH

PENERANGAN JALAN

PELATATAN PARKIR/DI LUAR BANGUMWN CIVIC CENTRE
SIELTER DUS

TROTOIR

PIPA JYORANT

:
:
§
:

DIREKTUR UTAMA DIREKTUR UTAMA . GUBE_HNUR KEPALA DAERAH
. _PT DHARMA ALUMAS SAKTI . PT BAKRIE INVESTIN B\UKOT/\ JAKARTA

fl . ‘h’;) L\
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PEMBAGIAN TUGAS DAN KEWAJIBAN
- . ANTARA BIN DAN DAS
DALAM MEMBANGUN CIVIC CENTRE

 BANGUNAN

KEWAJIBAN DAS .

KEWAJIBAN BIN

1. PUSAT PERFILMAN

2. DINAS TEKNIS D#
KONPRENSI

3. GEDUNG WANITA,
PERPUSTAKAAN
THEATRE
KEBUDAYAAN

4. PRASARANA
LINGKUNGAN

. PEKEAJAAN STRUKTUR
. PEKERJAAN ARSITEKTUR
. PEKERJAAN ME

D! DALAM GEDUNG

. MENYAMBUNG AIR PAM

- PEKERJAAN STRUKTUR

- PEKERJAAN ARSITEKTUR

. PEKERJAAN M/E
DI DALAM GEDUNG
- MENYAMBUNG AIR PAM

- TIDAK ADA

- TIDAK ADA

4

- PERLENGKAPAN UNTUK CINEMA:

- FURNITURE UNTUK CINEMA

- SEMUA PEKERJAAN INSTALASI AIR

* PROYEKTOR
* LAYAR
* SOUND SYSTEM

SEMUA PEKERJAAN INSTALAS! AIR
BERSIH (TIDAK TERMASUK TANGKI &
PENYIAPAN SUMBER) DAN INSTALASI
AIR KOTOR DILUAR GEDUNG BERIKUT
PENYAMBUNGANNYA. .

* PARKIR LUAR

* HALAMAN / TAMAN

* TROTOAR

* SALURAN AIR HUJAN

* SALURAN AIR BERSIH

* SALURAN AIR LIMBAH

* HYDRANT (Tidak MENYIAPKAN SUMBER AIR)
* PENERANGAN LUAR/TROTOAR

BERSIH (TIDAK TERMASUK TANGKI &
PENYIAPAN SUMBER) DAN INSTALASI
AIR KOTOR DILUAR GEDUNG BERIKUT
PENYAMBUNGANNYA.

* PARKIR LUAR

* HALAMAN / TAMAN

* TROTOAR

* SALURAN AIR HUJAN

* SALURAN AIR BERSIH

* SALURAN AIR LIMBAH

* HYDRANT (Tidak MENYIAPKAN SUMBER AIR)
* PENERANGAN LUAR/TROTOAR

- SEMUA PEKERJAAN DI LUAR GEDUNG
- PEKERJAAN STRUKTUR

- PEKERJAAN ARS.TEKTUR )

- PEKERJAAN M/E DALAM GEDUNG

UNTUK JALAN LINGKAR LUAR GMK DAN

JALAN ANTARA SBPPF DAN PUS"IKLAT
* JALAN
* SALURAN

* TROTOAR

* LAMPU JALAN

' RAMBU-RAMBU LALU LINTAS

* BUS SHELTER

' TAMAN

* BINGKAI/KANSTEEN

4 .

LI T S

* PEMBEBASAN LAHAN JALAN/10 M

§ N

DIREKTUR UTAMA

DIREKTUR UTAMA
PT.BAKRIE INVESTI*00 Bl IIBNT)

UR KEPALA DAERAH

BUKOTA JAKARTA'
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JADWAL PELAKSANAAN KERJASAMA
PENATAAN-PENGEMBANGAN-PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN
GMSB/S8PPF .
r T 1007 10063 1904 1993 1 1896 1937 A 1938 1999 |
Name _Iml'oﬂoa orJor]orlo«]or[02][03]04]01{02]01]04|01]02]01|04}01[02]03|04!01{02103]04101]02]QI} 0L
| Penanda langanan PXS avat laee i1 i { o i
] 2 Perencanaan Teknls (Design) Avell hmz:::mm Junde i o i i )
) Penampungan sementara kegiatan Areal | Ausll : PYPETIN i HE A .
1a Pembangunan Areal | HE Ity ; : i Pl ~ i
1= 41 Aroai 1A (Olah Rz e |
4.2 Areal 1A (Club House) i R i
17 43 Arcaling B PNTI e T T |
i ———————-ijil_.ccdung 1 (perfilman) PRI . i
4.3.2 Gedung 2 (Dinas Teknis) Jlt IOETIISC TS Y PRI TRYISISYT 5.,
1 4.3.3 Gedung J (Senl Budaya & Kewanitaan) A Nem i Fa ! ‘_‘__g ' ; '
1 4.3.4 Thealer ) ;.n [ : : o ! '
1sAcatiez |7 B N
|6 Prasarana lingkungan : st : i { L
7 Relokasi kegiatan dari Arcal ll ke Areal | N in ! i b i
18 Pembangunan Areal t . | i - i ] 0evt NI I IR Outt i
e Uil coba pengelolaan | ; x i . l i bl l PRT nmnnf Deas i
yject: GMSB/SBPPF Critical MICSTIT=ITA  Progress Summary Ve——————
Noncritical C——""""""3 Mileslone + Rolled Up ©

te: 8/22/92

oxt

Dtrektur Utama

g g

i PT Dharma Alumas Sakil

Snmnmu '“‘ b

Q&J"

. luuu S e /7 e
1;‘-' T :o
- <20
: "Jacob Sostoyo
TESIS

Dlrektur Utama

PT. Bakrio Invastind
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. JADUAL PEHEBAVARAY ROYALTY

Lamplran:

No. | Tahun Royalty
"1 BiN DAS Total

ﬁ 1 1997 50,000,000 50,000,000 100,000,000 Pembayaran Royally
i;‘ 2 1598 50,000,000 50,000,000 100,000,000 dilakukan paling lambat
b 3 1999 50,000,000 50,000,000 100,000,000| pada tanggal 10 Desembe
& 4 2000 50,000,000 50,000,000 100,000,000 tahun beqalan. :

i 5 2001 50,000,000 50,000,000 100,000,000

3 6 2002 62,500,000 62,500,000 125,000,000

7 2003 62,500,000 62,500,000 125,000,000

{ ) 2004 62,500,000 62,500,000 125,000,000

3 9 2005 62,500,000 62,500,000 125,000,000

5 10 2006 62,500,000 62,500,000 125,000,000

4 11 2007 120,000,000 120,000,000 240,000,000

i 12 2008 *120,000,000 120,000,000 240,000,000

SO 13 2009 120,000,000 120,000,000 240,000,000

§ 14 2010{ | - 120,000,000 120,000,000 240,000,000

% 15 20{1f * 120,000,000 120,000,000 240,000,000

* 16 - 2012 150,000,000 150,000,000 300,000,000

; i ; 17 2013 150,000,000 150,000,000 300,000,000

i ,-' 18 20141 150,000,000 150,000,000 300,000,000

H 19" 2015 150,000,000 150,000,000 200,000,000

2 20! . 2016 150,000,000 150,000,000 300,000,000

i 21 2017 180,000,000 180,000,000 360,000,000

18 22 2018 180,000,000 180,000,000 360,000,000

5 23 2019 180,000,000 180,000,000 360,000,000

I3 24 2020 180,000,000 180,000,000 360.000,000

i 25 2021 160,000,000 180,000,000 360,000,000

5§ ' 26 2022 225,000,000 - 225,000,000 - 450,000,000

?l 27 2023 225,000,000 . 225,000,000 450,000,000

{5 26 2024 225,000,000 225,000,000 450,000,000

o5 29 2025 225,000,000 225,000,000 450,000,000

30 2026 225,000,000 225,000,000 450,000,600

3t 2027 400,000,000 400,000,000 800,000,000

2028 400,000,000 400,000,000 800,000,000

2029 400,000,000 400,000,000 800,000,000

2030 400,000,000 400,000,000 800,000,000

2031 400,000,000 400,000,000 §00,000,000

2032 560,000,000 560,000,000 1,120,000,000

2033 560,000,000 560,000,000 1,120,000,000

2034 560,000,000 560,000,000 1,120,000,000

2035 560,000,000 560,000,000 1,120,000,000

2036 560,000,000 560,000,000 1,120,000,000

2037 800,000,000 800,000,000 1,600,000,000

2038 800,000,000 800,000,000 1,600,000,000

2033 800,000,000 800,000,000 1,600,000,000

2040 800,000,000 800,000,000 1,600,000,000

2041 800,000,000 800,000,000 1,600,000,000

2042 1,100,000,000 1,100,000,000 2,200,000,000

2043, 1,100,000,0C0 1,100,000,000 2,200,000,000

. 2044 3.300.000.000 3,300,000,000 6.600,000,000

Tolat 18,237,500,000 18,237,500,000 36,475,000,000

" DIREKTUR UTAMA

DIREKTUR UTAMA
PT. BAKRIE INVESTINDO
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)

PERKIRAAM BIAYA PEMBANGUNAN

B. Ohaome Alumas Saxy DAS)
Aroal IB1.DAS: 182: 18 .

, (Uss) b
. - enngunnn
SRR —— T T
l ~ Uralan “Jeals Poic-rjun Luay Blaya L B Uralan Janls Puk.lvdzlﬂ' el
— - — - [t ]
I. Araall T A A [k Areall
1 Areal 181 BIN | Struktue <. 18.000] 2,175,000 L AsalB1 DAS Stuktur .
: (K”'""’"‘.‘.‘?’.‘- Arsitak 77 - . ] 3500c00 (Filarn Canlay) Arsitek
Kebudayadn)] ME 1.478.028 M/E
Sub-Tows: : i N 7,253.028] Sub-Total
2 Pekerjaan Prasarona P bebas thh' . 1.800( 1,120,900 =5l . 2°Areal 181 - DAS Struktur
: Praserana ~ o 1,320,000 (OKl-Pemuda) Arsitak
Taman 300,000]" - £ o8 M/E - 13l
: el Fumiwee . /| - 550,000 Sub-Total 7.038,
"Sub-Totat v - AR N 3,290,000 L h
Tolal 181318 . 10,543,029 Total 181-DAS 11,589,424}
3 Arent 1Al J Serana Ponunjang Strukiye 4.296 2.504.21 41
Renovasl A1 4,149,100 4 Ar<itak 3,087,640
o g . . M/E | 2.260,080
4 Club Houss . SR N 13,353,620 Tola! S-Panunjang |- 0.059.942
i Aroal ll.A R I I Asealll 8
{ Parkantoran 23,579,“0 1 Poarkantoran 50.673( 36,344 440
2 Apartemen 12,621,600
J Retil /Pertokaan 25,120,200 - J Retail ;P ertokoan 43,331{ 25,120.200
Total Aseal '.fﬁv'._,‘?t.sm N Tolal Afsal Il G'_.“?*‘G*B
"To!lavosiasi 189 172.446 _J ‘ Totl lnvostasl 81914014
L e . N
.+ Oirektur Uanian, - .- © - Olrektur Uu}n
PT. "ALTRIA S PT. Baksicinve
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SYARIFAH CHOZIE, SH.
NOTARIS JAKARTA

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I
Tgl. 18 Februari 2002. No. C-114.HT. 03.01-Th. 2002

- SALINAN

PERJARJIAN KERJASAMA PEHBANGUNAN GEDUNG
Tanggal : &8 April 20058.-

Nomor 3.~

N larA Racili Qakhmmat A9 4 tofa o T

TESIS KARAKTERISTIK KONTRAK BUILD ... BHAKTI NUGROHO
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PERJANJIAN KERJASAHA PEMBANGUNAN GEDUNG

*. Nomor:': 8.-

—
- Pada -hari ini, Jum’at, tanggal delapan April dua ribu lima_~ --------

- 8=4=2005 ). mmmmmmmm e e e oo

prkul 18.20° WIB (delapan belas lewat dua puluh menit Waktu Indonesia
bagian Barat). =-=--=-w—=—--ememe—o o — oo o — e — e — e o -
-ferhadapan dengan saya, SYARIFAH CHOZIE, Sarjana Hukua, Hagister --
Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksil yang telah - -

saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian ---

akhir akta ini @ =-==-=-=-mmm e e -

L. Tuan SRL HASCARYOQ; Lahir'dii Ydgydkarta, pada tanggal delapan -----

v
Oktober seribu sembilan ratus-enam puluh tiga {( 8-10-1%963 ), -----
j X Warga Megara Indonesia, Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta --
Selatan, Kecamatan Setia Budi, XKelurahan Xuningan Timur, ---------

Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, setempat dikenal dengan -----

~—

Kompleks Pati Angkatan Darat F-4. —-—==-—---mmmmmmm e -
v
- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomar 09.5302.081063.0598. -------

-menurut Keterangannya dalam hal ini berfindak dalam jabatannya --

sebagai Direktur Utama perseroan yang akan disebut dengan demikian

mewakili Direksi dari dan cleh karena itq untuk dan atas nama ----

perseroan terbatas "PT BAKRIE SWASAKTI UTAMA™, berkedudukan di ---
Jakarta, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya telah diumumkan-

i dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 62, tanggal lima ----

- - /
Agustus dua ribu tiga ( 5-8-2003 ) Tambahan nomor 6308, sedangkan-
susunan Oireksi terakhir dimuat dalam akta Risalah Rapat nomor 16,
tanggal dua belas Desember dua ribu empat ( 12-12-2004 ), dibuat -

oleh MUCHLIS PATAHNA Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,

- dan untuk melakukan perbuatan hukum dalam, akta ini telah -------

‘meaperoleh - -persetujuan darity i=—adt=—=avs E

- - > .t > - - — ——— — - — - — -

!

- - — —— - — - - - - — - ——t— - ——— —

. { a..-Tuan MARUDL-SURACHMAN( dan

TESIS KARAKTERISTIK KONTRAK BUILD ... BHAKTI NUGROHO
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5. Tuan JANUAR MANGITUNG, —-~--=—->-=-=----mommommmmm oo oo oo
keduanya Warga Negara Indonegia, swasta, bertempat tinggal di ----
Jakarta; selaku Komisaris Utama dan Komisaris persefoan tersebut, -
sebagaimana ternyaia dari surat persetujuan.yang dibuat secara ---
dibawah tangan hermeterai cukup tertanggal: delapan April dua ribu-
Clima~( 8-4-200%.), ?;ng aslinya diperlihatkgn kepada saya, Notaris

. v
dan fota kopinya dilekatkan pada minuta akta inl, -----~-==----—---

.tselanjutnya PT BAKRIE . SWASAKTI UTAMA tersebut dalam akta ini akan

v
disebut "BSU". == =mmmmmmm o me e o

.- Tuan EMHMANUEL DJABAH: SOEKARNO,; Lahim di Blora, pada tanggal dua --
Hopember seribu sembilan ratus ‘empat puluh Aelapan ( 2-11-1948 )
. Harga_Neéara Indonesia,swasta; bertempa: tinggal di Kota --------
Surabaya, Kecamatanzwanokromoﬁ'Kelurahan;Oarmo, Rukun -==--==-------
“etangga 002; Rukun:Harga.opl;usetempat‘éikenal dengan Opak 38, --
- pemegang Kartu Tanda Penduduk. nomor 12.5617.021148.0001, -------
untuk sementara berada di. Jakarta. ------=---------o---ooo—m—o --
-menurut .Keterangannya dalan hal-.ini bertindak dalam jabatannya -
. sebagal Direktur. Utama perseroan yang akan disebut, dengan -------
demikian mewakili Oireksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas
nama:/perseroan.terbatas "PT BIRU SEHMESTA ALAHf, berkedudukan di --
Xarta, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta pendirian ------
nomor ::263, tanggal tiga puluh September dua ribu tiga ----------
( 30-9-2003 X,Jdibuat:dihadapan-BUNTARIO-TIGRIS DARMAWA NG, ------
S$arjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh ----
persetujuan dari Henteri Kehakiman:dan Hak Asasi Hanusia ---------
Republik Indonesia, dengan surat keputusannya tertanggal empat ---

belas Januari dua ribu lima (. 14-=1-2005 ) nomor ==—--==---=-----=---

v
(-01201 HT.01.01.TH.2005, sedangkan susunan Direksi dan Komisaris-

vang terakhir dimuat ‘dalam akta Berita-Acara Rapat Umum Pemegang -

KARAKTERISTIK KONTRAK BUILD ... BHAKTI NUGROHO
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O v

Saham Luar Biasa nomor 16, tanggal tiga Haret dua ribu lima

( 3-&-2005J); dibuat oleh: BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, Sarjana ----

Hukum, NMotaris di Jakarta, -===--=---=&--=meommomoooomooo oo oo

-.dan untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta ini telah

memperaoleh persetujuan dari i

TJuan. JAPRI SUSIANAQ, Lahir di Palembang, pada tanggal dua puluh
.dua Agustus seribu sembilan ratus enam puluh dua ( 22-8-1962 ),
‘Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kotamadya-
. Bekasi‘,. Kecamatan Bekasi Barat, Kelurahan Jakasampurna, -------

Rukun. Tetangga 003, RuKun'Wargad 012, setempat dikenal dengan --

Jalan. Jati Luhur Raya OC nomar §,

- pemegang Kartu Tanda Penduduk nemor 10.5504.220862.1002,

; - untuk sementara berada di Jakarta,

selaku Komisaris perseroan tersebut, yang turut hadir dihadapan --

saya, ‘Notaris dan menandatangani akta ini éebagai tanda

. persetujuannya.

Selanjutnya PT BIRU SEMESTA ALAH tersebit dalam akta ini akan ----

disebut TInvestor”.

BSU dan Investor secara bersama-sama selanjutnya disebut

"Para Pihak". 3

-Pa-a. penghadap bertindak sebagaimana tersebut menerangkan terlebih -

dahily dalam akta ini : -=-—--2fo--oo B

1. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama OKI-BIN, kepada BIN

danfatau-Investor BIM oleh OKI telah diberikan hak untuk

- =

nenata, merenovasi, membangun dan mergembangkan Komplek

runingan (sebagaimana didefinisikan dalam Perjaniian

kerjasama DKI-BIN).. - : !

| s
2. Bahwa BSU adalah perusahaan yang ditunjuk oleh BIN untuk

“{H%;Tglaksanakan hak dan kewajibon BIM sebagaimana diatur dalam

KARAKTERISTIK KONTRAK BUILD ... BHAKTI NUGROHO
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_[?QgrjanjianﬂKerjasama=DKI—BIN. e el b R T

.! 3.13ahwaj Investor;suatu-perusahaan yang didirikan oleh pihak-pihak--

yang-telah berpengalaman:dalam'property serta rempunyal Kkemampuan

:;gknis,uoperasionalrmaupUn!pendanaan,~tertarik dan menawarkan pola

ii£i§§§ma_yangw§aling menguntunékin-dengénABSU untuk mengémbangkag
" salah satu lahan.yapg-berada'datam Komplek Kuningan, yaitu Bidang:

“fanah_penja

o~

gedung komersial dengan strata title. F-----coocoo--

,& 4. Bahwa, untuk melaksanakan pembangunan gedung diatas Bidang Tanah,

. Para Pihak mufakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini

untuk menegaskan kesepakatanm mereKa. —-———=——-——==-mmmmmmmm_____
. t
-Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pihak dengan ini ----
_sepakat-dan setujuluntuksmembuat;wmenandétangani dan memberlakukan --
t

Perjanjian kerja sama tersebut "déengan ketentuan-ketentuan dan

Di dalam Perjanjian ini, istilah tersebut sebagaimana didefinisikan -

di bawah ini apabila diawali dergan huruf besar mempunyai pengertian

| sebagaimana .didefinisikan, kecuali secara tegas diartikan secara lain

didalam Perjanjian ini - B

1.1. 'BA&I" berarti Badan Arbitrasi Nasional Indonesia.

1.2.

“"Biaya Investasi” berarti seluruh biaya yang timbul untuk

Proyek, ‘termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya Pekerjaan ----

Perencanaan, Pekerjaan.Struktur: dan Arsitektur, Pekerjaan

‘Mekanikal dan Elektrikal Umum, Pekerjaan Mekanikal dan

Elektrikal Khusus, biaya konsultan yang terlibat dalam Proyek,

biaya pengurusan ijin-ijin-dan sertifikasi, utilitas,

kontijensi, eskalasi, infrastruktur;'pajaﬁ-pajak dan retribusi,-

asuransi, bunga dan biaya-biaya bank, biaya operasional dan ----

KARAKTERISTIK KONTRAK BUILD ... BHAKTI NUGROHO
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| . . .

iloverhead lain yang akan disediakan dan dlppayakan oleh Investor-
| :

|

SONdIrly ===mmem e e e e e m———————

1.3. "Bidang-Tanah” berarti sebidangitanah sellas 16.300 m2

.. (enam. -belas- ribu-tiga‘ratus meter perseg ebdGaimana -----

--mni-dibuktikan3~dengan Sertifikat HGB dihana-Gedung akan didirikan.
,1.Af:;0KI' berarti‘Daerah.Khusus:Ibukota Jakarta. —=—===---c-e—eeuono
1.5..7Gedung’ -berarti gedung atau gedung-gedung ber strata titlef----
.yang_ﬁkan-dibanguh diataswsidang‘Tgn¢h4serta dengan desafn, -—---
arsitektural~serta speaifikagi: 1ain yéngiékan diatur dalam —----

.l Perjanifan dnii mdmmmd e .

l=l;6uuﬁ6rossA—FloorcAFeaIGFA" berarti~ttas Gross lantai yang =

merupakan-luas: lantak suatu bangunan.berdasarkan luas bidang ri

e ST A e i

lantai iyang dibangun, ‘tidak:termasuk area parkir. zS----—-~——--
. s 4
"fL-7:“ sebagaimana dimaksud --7--------
-1t oo b:Undang-undang nomor S TaEEE;LSGUVTéﬁEahg,Peréturan Dasar ------

- A . i
ot ‘Jq;nPokok-Pokok(Agrartajjdaﬁ peratUrghjpélaKsanéén§a,.yang mencakup

”Arealfx&wa_‘ﬁ-;-ﬁf—-~-~ —————— S Cr B LT

o 1-L;E.hﬁHak-.Pengelolaaw”:-adaIahﬁsebagafﬁaha'dimaksud dalam

|- Rerjanjian Kerjasama OKEI-BIN.' -

e, ety Y .
;.|1L.S,.'HPL‘ berarti~"Hak Pengelolaan Lahan" sebagaiman

... . Peratyran Menteri:'Dalam Megeri Momor 1 Tahun 1977,

sehubungan"dengan Bidang-Tanak:ysitu-hak~tanah OKI yang ------
. . j-diatasnya 1terletaK-HGB'ata3=Eidéng Tanah. —===-==-mo—mmmo oo

“.1u1.10.7Hak»Tanggun - FaFELLHak—%angguﬁﬁﬁﬁ:§§2:gaimana dimaksud ---
di. dalam Undang-Undang Nomor' 4’ Tahtin 1996 Tentang Hak Tanggungan

‘Atas-Tanah: === R ———

‘ 1..1."Hak Opsi BSU" berarti - hak“'pridrités BSU untuk membeli

. taustd 3ebagian:Porat EnvestoF;ssésuaivdéﬂéaﬁ*sﬁifét dan ketentuan ----

vee it e | dalam--Pasal 94 m—-m—daioseilaniocl !
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‘"

,[‘l.lz.fkomulekJ Kuningan:adalah-sebagaimana dimaksud dalam --------
i
. i Perjanjian- Kerjasama OKI~BIN.7 krit-—ormom e oo e oo

;[ 1.13."Kontraktor® . berartisetiap>pihdak yang ditunjuk oleh- Investor

]

sebagai: kentraktortttamar untuk” membangun Proyek sesuai ~--------
cr sl ketentuamiPasal 7 L8t o b e AR e e e e
i:iﬁ.:Hasai.Penbanguhan? -berartiisuatd-jangka waktu selama 36, ---

|- (tiga puluh enam)-bulan-terhitehglsejak dimulainya e---=--==-=-

e .:pembangunany_-nrh-.'-.-;-en*-mt-:—-4%494¥¥—f-—--——-—-f -----------------

l:15.}MasarPengelolaanﬁfakanimcmﬁdﬁYaﬁiﬁrti sebagaimana dimaksud ----

| dalam Perjanjian Kerjasama#OKISBINY S

i 1.16."Perjanjian'. Kerjasana 170KI-BIN"=berarti Perjanjian Kerjasama

e 1hs,
|

IR LARIENS e

o omaay Olahraga'ﬁahasxsw& ‘Soemanbei Brdd;onegoro dan Kompleks Seni ----

TESIS

o o sBudayadan Pusa b Perfxlman'H'-Uddﬁ«Ismaxl . Kuningan, . Jakarta --,

L na;f:Selatan,Jwada.tanggwb:22”AgUst§Wf§94, yang dibuat oleh dan---

(dianbapasDthdengansPTLB&kdiéan¢é$t4ndo,'befikuﬁ pe%ubaﬁan, -

.-pendmbahan »dan -pembaharuannya .- I g o O
.. uTumPorsi --BSU™ adalah rsebagaindna ididefinisikan dalam =-----------
.}wﬂasak-QnReryanjianH&di;:h#~4A4=-—-A;{ ———————————————————————————

.. 1.18:"Rorsis Investor™. betrarti: total-GFA yang dibangun dalam F:oyek -
cd=t i dikurangi Porsic BSUL: === o e e e -

1.1%. "Proyek .z beranti perencanaan"danfbembéngunan Gedung berikut ----

; saranaipenunjangnyatsesuai dengan &yarat dan kondisi dalam ----

fePerjanjian lnlign m—ssmanst B o R T T

‘ 1.20. Penilaifuberarti . 'suatu:perusahaan penilai yang bonafide --

yang - -ditunjuk secara bersahaéiamaiolgh Investor dan 8SU -----
rsebagaimana dimaksud Pasdl 21:Perjanjian inl. —-—-=v=--mo—w—ooeu-
f:1.2%:/Rencana-Awal t.adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.1 -----

t»Pepjanyian~ini. D el et R D et il bl

KARAKTERISTIK KONTRAK BUILD ... BHAKTI NUGROHO
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[‘L.ZZ:'Sertipikat H&B" ‘berarti Sertipikat (Tand
Guna Bangunan Nomor 310/Karet Kunin anﬁataS'ﬁama.BSU
q:bernama: PT Catur Swasakti: Utama), berkedudukan di Jékartaﬁ--;~
“tanggal 10 April 1997, Gambar‘situan:NSmdr~‘igggéizgé_,Ianggalw

4 Desember 1996 yang'terletak-di Ke}urahﬁn Karet Kuningans -----

- Kecamatan Setiabudi,.Kbtamadyauwilayah.Jakarta Selatan, Propinsi

v
LOKI Jakarta. —===r----oosmoom oo s s e s S o e

| .L.23.7Tanggal. Efektif” berarti tanggal ditandatanganinya Perjanjian
i

|
ini atau dalam hal PPJB 'sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ----

Perjanjian ini,.ditandatangani -lebih dari 14 (empat belas) --

hari kalender setelan tanggal Perjanjian ini, berarti ';2’”'

ditandatanganinya PPJB. -=----=-----=-oo-oo—eo——o—o oo

\. e s e - 5y e TUJUAN KERJASAMA —~---=-=—-————mmem e oo

.2.1. Tujuan kerjasama di antara Para Pihak di dalam Perjanjian iny
adalah untuk samakszsimal mungkin melakukan pengembangan Bidang --
Tanah sehingga -mampu meningkatkan kualitas, fungsi manfaat ----
dan kontribusi kepada lingkungan, masyarakat dan Para Pihak ---
dengan menetapkan prinsip-prinsip kerjasama yang saling --------

menguntungkan dan dengan mengindahkan kesaimbangan serta -------

fungsi kagunaan'dari Proyek sebagai bagian dari Komplek -------

Kuningan; —-=--=--==---w--cu--o B it it T T

2.2. Kerjasama ini hanya menyangKut perencanaan, pembangunan, B
pengelolaan dan pengembangan Bidaﬁg Tanah, barikut seluruh hak -

_vyang melekat didalamnya namun dengan Kkewajiban-kewajiban vyang

D secara tegas dinyatakan ditanggung oleh Investor berdasarkan ---

Perjanjian ini, sedangkan hak dan kewajiban BSU lainnya yang ---
' I
timbul bardasarkan Perjanjian.xs¢jhs$ma.DKI-BIN dan tidak secara

-|. tegas dinyatakan ditanggung oleh:Investor- akan tetap menjadi hak
gung p J
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| dan kewajiban 8SU. ~~--==-=--- B e

—'~-.__.-1-,:—+\-:.——11*:4“'.%7';-'?“%'*5 ”””” Pasal 3 ----tcemmm e
G- ro s == =SISTIH KERJASAHA == mt oo mmm e m e e oo o

| 3.L.-8istem Kerjasama-yang'tdilakukan adalaqﬁgigﬁggﬂgﬁgﬂgﬁibugikéﬁ*---

;BidangwianahwkedaiameroyekudanaInvésﬁonﬂa&gg%me}gggkan1;seluruh,

_.persiapan, -perencarraan.dan’ penbangunan-Proyek dengan biaya dari

anestoruakaWamenperulehlGﬂAiaedungasetelah dikurangi dengan ---

Porsi(BSU: (Porsi. Investor);! Tk osomiobo e oo oo

l 3.2..Dengan-tetap memperhatikan pernyataan yang dibuat oleh BSU -----

[~

kepada- Investor; Proyek: akan dialihkan oleh BSU kepada dan untuk
dilanjutkan -oleh:Investortrdalam kOndisi;fisik serta perijina”;
yang.ada. {(Vastiz”)rdanibelum: memiliki ijiﬁ untuk strata title. -
Dengan demikian: BSY tidaki'berkewajiban untuk ; -----------------

(). melengkapi 1jin-ijin yang' diperlukan, kecuali yang pada ---

saat : Perjanjian ini ditandatanganl, memang sudah dimiliki

‘.(ii):'memperbaiki!atauimerekondisi pekerjaan sipil yang sudah ---

j: dilakukan sebelumhya, atau e T T

}q(iii)fmelengkapi gambar=gambar  atau dokumen-dokumen yang --------

;sewajarnya atau svdah pernah dibuat dan/atau dimiliki, yang
{ikarenattertundanya-pelaksahaahn pémbahgunan Proyek, tidak --

wov bidapatiditenukani -hilangatau rusak; ~=-==----=wmommaooaoooo

.3. BsU setﬁju bahwa  atas*Bidang-Tanah tersebut akan dibangun Gedung

dengan -Konsep -Satuan ‘- Rumah Susun ("Strata Title") dan akan

membantu- -agar. Sertipikat :Hak ‘Milik atas Satuan ' Rumah  Susun

- ("HHSRS") :dapat . diperpdnjang terus menerus selama --------
berlakunya Masa - Pengelolaan’'dan ‘‘perpanjangannya; =---=--------

KARAKTERISTIK KONTRAK BUILD ... BHAKTI NUGROHO
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(—;.4. Hak Pengelolaan .atas Bidang Tanah berikut bangunan diatasnya =---
sepanjang; Hasa;-Pengelolaan; dan perpanjangannya, setelah --------
-djkunangiydengantPorsﬂ,Bsu;?dikuésakiﬁfKépadaélnvestor‘dan,‘atamw

permintaan..Investor dengan: persetujuan-terlebih dahulu dari OKI, &

dialihkan;mgnj&diwh&K;InVeston;:fJg-----r -----------------------
$.5. Sehubungan . dengan hak opsi-yang diperoleh BSU dalam Perjanjian
KerjasamagfoKl-BIN-untuk»melahjutkan‘Hak‘;engelolaan atas Areal
11B dan:Komplek:Komersila«:IIA.(sebagaimana dimaksud dalam Riataininiate )
Perjanjian OKI-BIN) maka BSU akan- dengan semaksimal mungkin ----
membantu.lnvestor .memperoleh perpanjangan Hak Pengelolaan antara
laip.dengan memberikan pemberitahuan’ tertulis kepada OKI paling

.lambat dalam waktu 3:(tiga).tahun sebelum berakhirnya Masa -----

Pengelolaan.serta melakukan-dan merampungkan -—-----—---=-—c-----

~perundingan/negosiasi mengenai persyaratan dan ketentuan dari --

Hak Pengelolaan-dan Hasa Pengelolaanilanjutan dimaksud; --------

5.6. BSU akan membantu sesuai jadwal.yang.telah disepakati Para Pihak

meminta persetujuan OKI agarwsistim kerjasama dapat diubah -----
menjadi sistim.Build, Own . and.Operate (‘ado') dan apabila ------

.. dimungkinkan-setelah PorsivB3U.-diserahkan kepada BSU, akan -----

langsung diberikan kepada. Investor. ====--==oomomommmmoo
—————————————————————————————— Pasal"4 ----------mcmmm e
‘ ------- PENGALIHAN HAK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN DAN IJIN-IJIN --------
4.1. Segera setelah ditandatanganfnxagngngé§§2ﬁép;,‘E;qa,Pihak akang
. 4menyusun.penjanjianypehgikétanﬁjuéi?ﬁéif%&?hﬁJBf)‘dah_diharapkaq7

draft final:PPJB.tersebut: sudahidapatidisepakati;dalam.waktu 14

e A e

(empat belaa) han1 kaLandar terhrtung sejak, Tanggal Perjanjxan

f ini. -~

Y -—,v.

4.2. Selambat-lambatnya i Zf(tUJuh) hart»km}ender setelah draft final

TSI
~1VPPJB disepakdti Para Pihak BSU ‘akan me §erahkan asll“Sertlfikat<

7
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HGB kepada Notaris/PPAT .yang disepakati Para Pihak sebagai -----

kontribusi BSU dalam Proyek, untuk disimpan scbagal titipan

- (kustodian) untuk kepentingan Para Pihak dan selanjutnya -------

.Notaris/PPAT tersebut juga akan melakukan pengurusan Sertipikat

HHSRS di atas Bidang Tanah. —--—-==------—moommwmmoo S
Pada.éaat yang bersamaan dengan penyerahan Sertifikat HGB ------
tersebut 8SU dan Investor akan menandatangani PPJIB dalam bentuk
dan isi yang telah disepakati Para Pihak berikut kuasa vyang
diperlukan agar segera setelah Sertipikat HHSRS ----------------
diterbitkan Kantor Pertanahan setempat dan diterima -----------
MHotaris/PPAT Investor dapat melakukén sendiri balik nama atas
Sertipikat HHMSRS Porsi Investor, .baik kepada Investor maur

kepada pihak yang ditunjuk Investor. ——---—=-=-v-cwe—-—-—-- -

Setelah Sertipikat HMSRS atas‘Bidang;Tanah diterima

Hotaris/PPAT yang ditunjuk, maka Not;ris/PPAT tersebut
menyerahkan asli Sertipikat HMSRS atas Porsi BSU kepada B.

asli Sertipikat HMSRS Porsi Investor kepada Investor. -----
AR = o e Pas S =~ = - = —— - oo e e e o

-------- SERAH TERIMA LOKASI DAN OOKUMEMN PROYEK ---------------

. Pada tanggal ditandatanganinya PPJ%; namun dengan memperhatikan

ketentuan dalam Pasal 3.2 Perjanjian 1n1,§§§Q§§Egggg§§5§§fahxaqr

selunuh;dokumen-dokuméh.aéinYQng-bérkafgﬁﬂfﬁéhégﬁnhﬁbiék; -----

termasuk tetapi -tidak terbétégfbéd;ﬁﬁgFffiREF‘QQHéiéﬁdaH? -------

Bt T e

anaan;s.gambar.. kerjas

-9

pekerjaan.stuktur, Rencana Kerja;dan;Syarat*(RKS)¥atag ---------
spesifikasi gedung, Rencana Qnggaraﬁ'génféélanja/sill ofgy------

Quantity (RAB/BQ), baik’daiaﬁ'ggﬁfﬁﬁiﬁgfaiéoby'méupﬁn'sbft copy

e

daftar -supplier, . kontraktor daﬁfshskgﬁfFékfoffyiﬁ§”§ddéh~4-;----

KARAKTERISTIK KONTRAK BUILD ... BHAKTI NUGROHO



-

€

N

6.

TESIS

3.

1.

11
ADLN Perpustakaan Universitds Airlangga
ditunjuk berikut perjanjian-perjanjian yang sudah dibuat; serta
- menyerahkan detail dari pekerjaan struktur .yang sydah —---------

~dilaksanakan, tgrmashk hasil dari soil test, perhitungan -------

'srtuktur dan lain- 1a1n'(fookuaeanrng§§) Rttt

e ‘ 5.2.-Sebagai bukti serah terima Dokumen Proyek sebagaimana dxmaksud -

dalam Ayat 1 diata 3'tersebut i Para Pihak akan membuat dan ------

menandatahgani Ber;ta Acara Serah Terlma Ookume (‘BAST Dokumen—

ditandatanganinya PPJB, BSU  akan menysrahkan pengelolaan fisik
Proyek Kepada Investor yang’aKSn dibdktikan dengan Berita Acara

Serah Terima Lokasi (‘BAST Lokiéi') déh’terhitﬁngﬁsegagf --------

‘!:.»,m

tanggal serah terimagteféépgg};{ﬁ%égféégﬁéﬁﬁihgéUng;jawabggtas e
keamanan, ketertiban’dan Kebersihé@;pad?magdapg Tanah dan.--5---

Sekitarnya,-tehmaSuk'melakukanapgmagéﬁahQUIAnggdi¢sekeliling -

Bldang Tanah, ==b---- T o e e e it e intnted

Investor telah menge%ahui‘bahwa rencana awal Proyek adalah

\ sabagaimand 'tertuang -dalam—B8lock Plan Nomor I081/GS8/S/SB/I111/97

\ |

{i). melanjutkan Proyek sesuai dengan konsep dan Rencana

| AWAl; AU mmmm oo

(ii) dengan tetap memperhatikan batasah dalam Rencana Awal,
f'merubah-irsitaktural"dan/atau ménambahijumlah gedung; atau

- (iii) jika dimungkinkan meningkatkan Rencana Awal, khususnya ---

~ﬁeningkétkan‘Koéfisidﬁ'tﬁa%‘éiﬁ%u%dhldéﬁjadi lebih dari --

n56i (1ima’)" dan ‘mdaksimum jbﬁi&h‘laqpai lebih dari 50 (lima

KARAKTERISTIK KONTRAK BUILD ... BHAKTI NUGROHO
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6. 3.

6.4,

5.5.

6.6.

6.7.

AMN%mWQMWU$im%NMmm
. — ‘

.2 |, Pyluh) agar total GFA dapat meningkat; -------------------
Dengan memperhatikan.ketenfuan.perijinan yang berlaku, Para ----
(Pibak, setuju bahwa Ipyestor:juga. dipungkinkan untuk merubah ----
,fyngsi.dan.pemanfaatan.eedppg,(atau,gedung-gedung) yang akan ---

. dibaggun. baik,untuk perkantpran, apartemen, hotel atau retail --

,Perubahan-perubahan tersebut, dapat:dilakukan dengan ---=-=------
_memperhatikan,  bahwa Gedupg atau,gedung-gedung yang dibangun ---
.kualitasnya.harus sapa.atayu lebih,baik dari Rencana Awal dan ---
dengan fujuan.agar Proyek.dapat memberikan manfaat dan ---------
kontribusi.sehesar-besarnya kepada.pihak-pihak sesuai dengan ---

tujuan Kerjasama;ini:.sebagaimana. dimaksud dalam Pasal 2 --------

) Perjanjiapginl;d - = gar mad = —r R T - - T - -rmemem——e———— -

Dalam ha}).gedung.yapg akan-dibangunwdiatas Bidang Tanah lebih
dari L (satu).gedung, Fara Pihak sepakat bahwa gedung ----------
perkantoran dimana Rorsi; BSU.terletak akan berada di lokasi

pfima (prime.locatiopn) dan,apabila dilihat dari jalan H.R. -----

:Rasuqahﬁéqunggg_tqqhglang,gedung,lain yang akan dibangun -----

Investor diatas 8idang, Tanah. -—m—--rm==--mmmmmmmr oo

Selambat-lambatnya 1. (satu) pulan terhitung sejak tanggal ------

. Perjanjian ini, . Lnvestor .sudah harusg menyémpaikan kepada BSU

minimal; 2 .(dua) kansep, desain atas Gedung yang akan dibangun,
dimana |, salah satu -konsep. desain .harus merupakan konsep desain

dengan 4. .(satu) gedung perikut .estimasi awal Biaya Investasi ---

_dari masing-masing. konsep: desain. -m-=----omooooooooooooooooooo-

Selambat-lambatnya .2 (dua). minggu. setelah diterimanya konsep ---
desain . dari.Inyvestor, BSU, harus memilih salah satu dari konsep
desain.yang. diajukan. gleh Lnveston, berikut dengan usulan-usulan

perbaikan,..tanbaham atau hal laine m-=m-m--mooomcmommmmoa oo
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"o ﬂ{f;j3l Selambat-lambatnyd 1 (satu) bulan setelah BSU memilih salah satu
.dari Konsep desain yang diajukan, Investor akan mgnyeypurnakan
-konsep : desain yang dipi}ih oleh BSU dqngan semaKsimai‘ mungkin'
Sy e . mengakomodasi usulan-usulan yang'diajukan oleh BSU untuk menjadi
konsep desain final berikut dndikasi struktur harga Jual per ---
-Zona » lantai yang dihitung berdasarkan Harga Pokok (harga dasar

tanah ditambah dengan Biaya-Investasi dibagi GFA gedung --------

perkantoran) ditambah margin 30% :(tiga puluk persen) dari ------

Harga Pakok dan dengan jadwal pembayarannya. —-------=--=-=------

6.9. Selambat-lambatnya 3 (tiga) migggg_gg}elah BSU menerima konsep

p

indikast harga jual;

desain final da

menyampéikan-surat' pada Investor tentang Kepastian untuk -----

menggunakan Hak Opsi BSU, persetujuan harga jual dan jadwal ----

penbayaran. M- —mr - i o =i itk ittt

| %.10.0alam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung;sejak konsep —-------

desain final, BSU berhak untuk‘menyampaikan usulan-usulan. untuk
.. detail desain atas Porsi BSU serta tambéhan GFA khususnya untuk
‘menampung kebutuhan Khusus dari:para fLenant yang akan menempati
GFA.bagian BSU,

dengﬁn ketentuan bahwa usulan atas perubahan ---

detail. desain dapat merupalian pekerjaan tambah yang akan menjadi

beban yang harus dibayar.BSU.

‘ 6.11.0alam hal BSU sampai batas waktu yang ditetapkan dalam Pasal 6.9

I

diatas, belum atau tidiak menyampaikan surat tentang kepastian --

untuk menggunakan Hak- Opsi BSU.dan persetujuan harga jual, maka

BSU dianggap. tidak bermaksud manggunakan Hak opsi BSU dan

karenanya, dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam pasal 6.1

- sampai dengan 6.5 tersebut diatas, Investpr berhak untuk merubah

1
- kembali: konsep .desain-Proyekisesuai-dengan keinginan Investor. -

e e e v sl Sl b Pasal:7 -----f------~--------4 ------

TESIS KARAKTERISTIK KONTRAK BUILD ... BHAKTI NUGROHO
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'"ff;f-rrrn.PERIODE-PENELIT[AN;*PERENCANAAN.DAN PEHBANGUNAN ----------
7.1..Terhitung.sejak Tanggal Efektif:sampai 3 (t{ga) bulan kemudian,
layestor. akan:melakukan penelitian; analisa dan penghitungan-

 penghitungan: untuk mendapatkan~bentuk‘éan pemanfaatan vyang ----

il cterbaike ., untuk: pembangunan gediung diatés Bidang Tanah,‘ termasuk

{.peagurusan :iyin-ijin- yang:diperlukan untuk Proyek ("Periode

Penelitian™)q —m=-7oro-q-m--moTrao oo
7.2..Apabila.sampai berakhirnya-Masa-Renelitian, Investor belum -----

.1 menyelesaikan penelitian;sanalisa-atdu perhitungan-perhitungan -
oo :~atas~rencanavgedungEyang~akanedibangun, hal.tersebut tidak akan
dianggap sebagal -kelalaianrdaril.ilnvestor, némun akan mengurangi

.waktu.Investordi Pertode-Persiapan~dan/atau Periode -----------

,Pembangunan; --s--To--F-riatTaon

e e e i o ———— — ———

7.3..Terhitung isejak-keluarnya ijinrijin yang diperlukan qntuk ------
memulai. Proyek, atau berakhirnyaiPeriode Penelitian (salah satu
yang .terjadi terlebih dahulu) . sampai 6 (enam) bulan kemudian,
~Investor atau-melalui Kontraktor-yang ditunjuk Investor akan ---
melakukan pekerjaan perencanaan'yaitu persiapan rinci atas -----
Proyek, .termasuk tetapil tidak -terbatas pada pembuatan gambar ---
perencanaan, penyusunan: Rencana Kerja dan Syarat, Rencana ------
anggaran dan- Belanja, penunjukan-Kontraktor, subkontraktor, ----

.konsultan-kKonsultan, .supplier-danihal-hal lain yang diperlukan

untuk Proyek: ("Periode 5ersiapan'):!r-----~-; -------------------
7.4. Selambat-lambatnya:pada saat:berakhirnya Periode Persiapan, ----
!Investor-sudah:harus memulai-pembangunan fisik Proyek. Yang ----
ydimaksud dengan:pembangunan fisik Proyek adalah sudah ---=-—-=-----
,dimobikisasinya.alat-=alat berat untuk Proyek pada Bidang Tanah;-

-namun:.apabila sampai:berakhi}nyafPeriodg Persiapan, Investor ---

‘atau-kontraktor yang-ditunjuk knvestor belum memulai pembangunan

KARAKTERISTIK KONTRAK BUILD ... BHAKTI NUGROHO



7.5.

TESIS

15
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

fisik Proyek, atau Investor masih memerlukan waktu untuk -------

peKerjaan persiapan, hal tersebut tidak akan dianggap sebagai

‘kelalaian dari Investor, namun akan mengurangi -waktu Investor di

Periode Pembangunan; -—-———===—=——=-=----—— o —e———— -
Investor -menyanggupi untuk:menyelesaikan Proyek dalam.uaktu 36
(tiga puluh enam) bulan ("Periode Pembangunan”) terhitung sejak
dimulainya pembangunan fisik, namﬁn apabila karena satu dan lain
hal Peridde Penelitian dan/atau Periode Persiapan ternyata -----

melebihi jangka waktu yang ditetapkan diatas, maka kelebihan ---

. Jangka waktu tersebut akan secara langsung mengurangi Periode --

Pembangunan. -------- AT ™ 7 j‘-; ---------------------------
Terlepas .dari semua kondisi:diatas, Investor harus sudah memulai
pembangunan fisik Proyek selambat-lambatnya 15 (lima belas) ----
bulan terhitung sejak Tamggal Efektif dan Proyek telah se}esai

selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) bulan terhitung sejak -

Tangga LPETOWNNR, == %=~ F -5 O ——————— - oo oo -

. Henyimpang dari ketentuan diatas, apabila B8SU menggunakan Hak --

-0p31.BSU maka jadwal pelaksanaan Proyek dan kondisi lainnya akan

menjadi.sebagail berikut : ========"omommoomo
a. Dengan m2mparhatikan ketentuan mengenai Pasal ¢ diatcs, -----

_konsep desain final sudah harus diselesaikan paling lambat 2

(dua) bulan 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal Perjanjian

. Selambat-1ambatnzé/ﬁ,Liimaﬂ—buian—terhitungm§gg
Parjanjian ini, BSU dan Investor sudah menandatangani -->¢c---

erjanjian Pengikatan Jual Beli atas 31.450 m2 (tiga luh

—Investor kepada BSU,..atau:dokumen lain tentang pengalihan

.| "-hak,: dengan-syarat dan-kondisi serta cara pembayaran yang ---

———
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.disepakati-:oleh.:Para:.Pihak;:sesuai ketentuan Pasal 6.8 dan
yQﬂS&lﬁé;?.'j?TTj*'TTT'"T*TT'TT‘Y"‘T?“1""“"“; -----------
Cs.Selambat-lambatnya: 6! (enad) -bulan terhitung sejak tanggal
; ;?quanjiane tni,namun:setelah:dokumen sebagaimaﬁal dimékshd

i dalam.butir .b:diatas-ditandatangani, kontraktor utama yang --

S et i) cd%an mekaksanakan Proyek sudah:hdrus ditunjuk, apabila sampai

: .batas waktu:yang.ditetapkan,; Kantraktor utama belum ditunjuk,

.+ F..maka.-BSU bephak.-untuk :mamutuskan Rerjanjian ini dan PPJIB ----

ysecara sepihak. =-====g-m-—amde-dmm s oo e e oo
. ’ Awn

’,dﬂ,SeLambatmlamQatnya_Januani;2006; kanstruksi pemgﬂﬁgunan -———-

| Gedung sudah :harus .dimulais =wo=-mmmmmmom oo

| ve. Selambat-iambatnya :Des<mbar :2007, Gedqu harus sudah selesai-

| dan siap .untuk digunakan. —======--moe-oom—eo oo

- 7.8. Untuk men}amin penyelesaian -tepat waktu sesuai jadwal yang —-----

;ditetapkanidalam Pasal 7.5 ataw 7.7 diatas<maka Para Pihak -----
sepakat untuk ;. —~7-——r-—--=- e — e e e = = — = — e e — —mm— e
4. Henunjuk Kontraktor..utama olehi:In.estor/ yang merupakan ------
kqntraktdr;basar.yanglbonafide seperti PT Pembangunan ---~----
Perumahan (Persero) atau kontraktor lain yang sekelas. ~-----

b. Kontrak ( antara Investor.dan.kontraktor harus mencantumkan
maetidaknya,Kondisifkohdisi:sebagai berikut : —=-=--=---m-weeu--
:b.1 Kontrak. , pembangunan dilaksanakan dengan skema modified
~turn~kequdimana=k0ntraktor-utama wajib menyelesaikan ---
+. Gedung-paling lambat:Desember 2007 atau sesuai Ketentuan

v-ndalam~-Paéal 7.5 apabita'BSU'tidak menggunakan Hak Opsi

i F .BSU; . wmmroennm s mnm A s e Y e e e e - -
»b.2 Pembayaran XKontrak:akan:idisepakati cleh Investor dan ----
» - kontraktor, -namunuketerlambatan pembayaran bukan --------

merupakan:ikelalaianodan: tidak boleh menyebabkan penundaan
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‘ penyelesaian Prayek; =-======f========mmmmmmm—e e

‘nb.3 Sub-kontraktor yang ditunjuk juga harus mempunyai ------- '

kesanggupan untuk melaksanakan tugasnya sesuai‘jadwal -
:sehingga ‘target penyelesaian ﬁroyek dapat terpenuhi. ----
Apabila~BSU tidak menggunakan Hak Opsi BSU maka BSU akan menjual

pPorsi BSU-dan-Investor akan membeli Porsi BSU dengan harga jual-

.sabesar Harga Pokok sebagaimana ‘dimaksud dalam Pasal ditambah --

.-} margin 20% (tiga puluh:persen) dari Harga Pokok dan dibayar ----

lunas paling lambat:Juni 2008 :dan apabila Porsi BSU ---==~==----

‘telah . dapat tarjual oleh Investor, maka haszsil penjualan Porsi

3SU tersebut akan pertama-tama digunakan untuk pelunasan harga
hargaijual beli Porsi BSU tersebut. Ketarlambatan pembayaran ---

sebagaimana tersebut diatas dikenakan denda sebesar 6% (enam ---

.persen) pertahun dihitung dari jumlah yang terhutang. ----------

--------------------- PENGURUSAN IJIN —==-——==—==c-o-momooeooo oo

- Segera-setelah diperoleh kepastian tentang salah satu dari -----

bentuk pelaksanaan Proyek yang akan dijalankan sebagaimana -----
diatur dalam.pasal 7 di atas, Para Pihak secara bersama-sama ---

akan sagera muylai mengurus, memperbaharui atau merubah 1jin-ijin

yang sudah-dimiliki atas Proyek atau mendapatkan persetujuan,’//

katatapan, rekomendasi maupun .dokumen-dokumen lain yang ---
diperlukan untuk pembangunan Proyek, termasuk pengurus,

untuk strata title ("Ijin-ijin Proyek™); —---=-=----=----

. Walaupun Para Pihak. secara bersama-sama berkewajiban mengu:

Ijin-ijin Proyek, :namun biaya-biaya yang timbul untuk pengurusan

Ijin-ijin Proyek tersebut menjadi beban Proyek yang akan =-------
’

- dibiayai:oleh Investor; :-==-—==---w-momm oo

Pada waktuiyang.dipérlukan namun kesemuanya atas beban biaya ---
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Investor, ..Para Pihak-akan mengurus ijin-ijin, persetujuan dan
: 'ngkom¢ndasinfyang:diperlukan untuk pelaksanaan Proyek, termasuk
]

. tetapti .tidak.terbatas. padasi—T—~==—-———m—mmmme e o

, | |
} a.itiin-Hendirikan:Bangunan ("IMBY); -—---=-=--omomoooomooooon

.. | bseLiln Undangrundang Garguan: ("HO") ==-=---v=mommooomme oo

o c;,Rarubahan.KLBquikimakan dirubah dan dimungkinkan); -=--------

;d..Pacubahan: konsep  penguasaan Gedung menjadi HMSRS yang =-------

21 il.selambat-lambatnya. sudah selesati éada saat konsep desain ----

oo | ofinaleditecbitkamyirorsrmmmm s m oo e

. | e-.liin-ijin.lain yang terkait untuk pelaksanaan Proyek. -------

TR rTmATCTTemTIoaTo——m—vTm—— Pas8l 9 mmm e m e

=== % e 7555 77=:PORST.BSY ~=-===-= === ;";;’:\T;j =TT

9.1 Pa Pihak :sepakat bahwa-kontribusi BSU terhadap Proyek berupa, -
. \

\
. A,Bldang Tanah.akam:dibadyadr:atau:dikompensasikan dengan penyerahan

/
sebagian:..GFA padauGedung denganidasar perhitungan Riiiiii//Adél

#}-9:1.2.- Harga«dasar- tanah yang ditetaﬁkan dan disetujui Para ----

. ~ . }:Pihak. adalah Rp.8.250.000 (delapan juta dua ratus lima --
<. s=1:puluh ribu Rupiah) .per meter persegi sehingga total harga

<. tanah  adalah -Rp:.134.310.000.000,- {seratus tiga puluh -

oo .empat.milyarntiga:ratus sepulQh juta Rupiah); -----------
v+l 8+4¢3...Fatal ‘harga -tanah:disepakati- oleh Para Pihak akan dibayar
.o+ lvatau dikompensasikan dengan sebagian GFA gedung untuk ---

.1 perkantoran seluas 18.550 m2 (delapan belas ribu lima ---

ratus lima puluh meter persegi) termasuk penambahan luas-

:sebagaimana€diatur?dalam-Pééaf'9¢3 (untuk selanjutnya#—--

v,

2t ilrdisebut TPorsiiBSUT )i EE et m e e e
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9.2. Dalam Gedung yang dibangun ternyata rasionya lebih kecil dari
Rencana Awal, sehingga GFA hyavlebih kecil dari GFA rencana ----

“awal, hal tersebut tidak mengurangi hak untuk mendapatkan GFA

'

. Gedung sesuai dengan Porsi BSU; =--=-==========-- mmmmmomomeos
l'9.3, palam hal rasio Gedung yang dibangun dapat lebih besar dari
Rencana Awal sehingga GFA Gedung menjadi lebih luas maka Porsi

BSU akan secara rélatif berubah dengan menggunakan rumus sebagal

berikut & ==—==—m e mm e e

. Harga GFA Gedung per meter persegi = Jumlah Harga Dasar Tanah
:} ditambah Biaya Investasi dibagi GFA Gedung Komersial. -------
- Luas GFA Gedung Porsi BSU'= Jumiah Harga Dasar Tanah dibagi -
i Harga GFA Qedung per mater pefsegi ~~; ----------------------
Dengan ketentuan apabila dari-hasil yang diperoleh dari -------
perkalian rumus diatas tarnyata GFA yang akan diperoleh BSU
lebih kecil dari 18.550 m2 (delapanlbelas ribu lima ratus lima

puluh meter persegi) maka 85U tetap berhak mendapatkan bagian --

- — - _—-\’_“-N'“\\
rateiékgmawpuTuh mater persegi); -----==< T 7 ¥ o

; D
‘ 9.?:/BSU memiliki. hak untuk menambah GFA dengan mengambil sebagian --
i

Porsi Investor.untuk sejumlah 31.455 M2 (tiga puluh satu/rfgu -~
/

empat ratus lima puluh metar persegi) (selanjutnya disebut “Hak
- Opsi BSU"), sehingga total GFA yang dimiliki oleh BSU termasuk -
Porsi B8SU .menjadi 50.000 M2 (lima puluh ribu meter persegi),

-dengan manyampaikan surat pemberitanuan penggunaan Hak Opsi B8SU

sesuai ketentuan Pasal 6 9 diatas; -=r======--=c-ocommoocmooo
9.5. BSU.akan mengambil lantai-lantai pada Gedung yang dibangun

yang
I

akan menjadi bagian dari Porsi BSU atau,penambahannya sehubungan

dengan ketentuan dalam pasal!9ud4! tersebut diatas, dengan
!

1 ketentuan’ bahwa lantai yang dapat dipilih mulai dari dari lantai
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- ] ‘ .
teratas Gedung-danturutan.lantai -menyatu atau tidak boleh ------

:terpisah-pisah, .bykap merupakan:.lantai-dasar/atay --------------
;podiyn/mezzanie, bukan:area:publik dan/atau lantai untuk -------
fasilitas. penunjang;.dengan:ketentyan lantai teratas digunakan

- untuk kantor.Group:Bakrie; atau:penggunaan lain yang disepakati

. Para Pihak; —-7rgmr—ro=mmwmor oo e e
l 9.6. Serah-teripa ;fisik.Porsi-BSy dari~In§estor kepada BSU akan -----
- dilakukan setelah.serah-tarima fisik . Proyek dari Kontraktor ----
-kepada Inveshtar.dan,ijip-ijin dari instansi yang berwenahg yang
wdiperlukan.untuklsapah-tenima telah diperoleh; ---------ceee---
.i 9.7..Terhitung sejak segah:terima fisik lﬁntai maka hak-hak 85U -----
sebagal pemilik sah atas: bidang lantai yang diserahkan telah ---
-sepenuhnyahbenalihgdaniwlnveston-kepqda BSU dan kewajiban- -----
‘kewajiban BSU sebagai.pemilik .strata title telah beélaku, ------
‘kesemuanya. dengan tetap.memperhatikan hukum dan perundangan, =---

,peraturan, umum: yang. berlaku pada gedung dengan strata title ----

D maupun Keteptuan-keteptuan dalam Perhimpunan Penghuni. ---------
l S em e e e — e —e = -y ——-—-~~—-~P3sal. 10 e T T T T ——

l

~lA"“ff?"*?"f?T?:f"77‘777‘-?PEHBIRYAAN ---------------------------
- 10.1. Pajak.Bumi..dan Bangunan.atas Bidanyg Tanah sampai dengan tahun -
2005 menjadi, beban BSU, dan-untuk tahun 2006 dan selanjutnya --

akan menjadi,beban Investor; sedangkan kewajiban-kewajiban ----

kauangan_lainnya. atas Bidang«Tanah, yang timbul baik sebelum --

maupun sesudah Tanggal Efektif, tetap menjadi beban BSU; ------
‘ 10.2. Pada saat.ini tidak-ada.pekerjaan atéu jasa yang sedang ~------
berlangsung. atas Bidang Tanah yang dapat menimbulkan kewajiban

kepada BSU, dan:apabila.ada akan.tetap menjadi beban BSU; -----

-) 10.3. Seluruh -:biayai.yang timbul untuk:Proyek, termasuk tetapi tidak

‘»terbataswpadahbiayaJPekeréaan~Perenchnaan. Pekerjaan Struktur -

TESIS KARAKTERISTIK KONTRAK BUILD ... BHAKTI NUGROHO

S e A A a4 e e



10.4.

11.1.

11.2.

11.3.

‘.llu4.

TESIS

21
ADLN Perpustakaan Universitaé Airlangga
dan Arsitektur, Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal Umum, ------
Pekerjaan Hekanikal dan Elektrikal Khusus, biaya kon§u1tan yang
terlibat-dalam-Proyek, biaya pengurusan gjin-ijin, bunga dan ;-
.biaya-biaya bank,. biaya operasional dan overhead lain akan ----
‘disediakan dan di upayakan oleh-Investor sendiri, dan merupakan
Biaya Investasi; —==—=s==-----—m--ssommm e o
Dalam hai Investor bermaksud mencari.pen@anaan dari pihak -----
.ketiga; haik baﬁk maupun lembaga keuangaé lainnya, maka -------
‘Investor berhak untuk menggunakan segala:potensi yang ada pada
Proyek, . namun diluar Porsi BSU,'sebagai Sagian dari jaminan ---

Kredit. -------- -~ — I e T — — e e = = = — e = ———m——— - —n o

------------------ PEMASARAN DAN PENJUALAN ----~-----=>----—-mm-
Setelah jangka waktu 3 (tiga’) bulan terhitung sejak tanggal ---
Parjanjian ini, Investor sudah dapat mU1§i mengadakan kegiatan
pemasaran, penjualan.dan promosi sgbagaiﬁana dan- selayaknya; --
BSU dan Investor juga akan menyeﬁaéati tentang tata cara ------
pemasaran dan psnjualan Porsi Bsuyjépakah akAh termasuk bagian
yang akan dipasar&an bersama-sama atau akan dipasarkan atau ---
digunakan sandiri oleh 8SU, termazuk penunjukan konsultan, ----
strategl pemasaran, promosi, strategl harga, komisi agen, -----
pembagian biaya pemasaran dan penjualan serta lain-lain hal ---
yang berkaitan dengan.Pemasaran dan;Penjualan; ----------------
Para Pihak juga sepakat untuk melakukan pfe sale mulai sejak
berakhirnya Periode Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7.1 Perjanjian ini atau selambat~lahbatnya bersamaan dengan ---

ground breaking Proyek; ==========-mempmmmm oL

Hasil pre.sale. untuk PorsinBSUY; sektelah dikurangi biaya -------

Tew ,1-pamasaran dan pajak-pajak akan’menjédi hak BSU sedangkan hasil

KARAKTERISTIK KONTRAK BUILD ... BHAKTI NUGROHO
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presale.atas Porsi Ipyestor akanwmenjadi hak Investor namun ---
-pgrtamaftamauharus.digunakﬁn-untukgpenyelesaian Proyek; --=~---
ll.S.vDalajﬁ~ halhssuumenggunakaanak.Opsi BSU, serta mengingat bahwa
JGFA milik BSU .akan.digupakaniuntuk:kepantingan 8SU serta Group
Coan pngrje”héendinL,»makaiketentu&n-dalam pasal 11.2 diﬁtas tidak

berlaku-dan pasal.1ll.3.diatas:hanya berlaku untuk Investor. ---

Kewajiban-kewajiban-BSU adalah: sebagai~berikut: -----------vo----oooo

1 12.1 Menyerahkan asli Sertipikat HGB: kepada Notaris/PPAT yang ------

ditunjuk dan.merandatangani PPJIB-sesuai ketentuan dalam Pasal 4
Perjanjian ini o Sia P mameip 5 S Fi - T wmo—e-sso——————e-

1v12:2: Henyerahkan.kapada: Investor;: 0Dokumen Proyek yang akan ---------

] dibuktikan dengan:BaSYnDokumen-Proyek; = A S

.‘ 12.3  Selanbat=zlambatnya 7 {tujuh:):harirsetelah tanggal -------------
ditandatanganinya.RPPJB, .-menyerahkan fisik Proyek kepada --
. Investor. dalam keadaan kosong,  tanpa ada pihak- pihak vyang --

menduduki, .menyewa, memakai atau-menghuni yang akan dibuktikan

.-+ . .|.dengan.Berita Acara Serah.Terima- Lokasi ("BAST Lokasi")}; ----
-12.4  MHenjamin keamanan-dan: Ketenteraman Investor dan/atau setiap ---
pihak.yang bekerja: untuk mereka di dalamArangka ———————————————
re&lisasi/pelaksanaan-sétiapxdanhseluruh hak dan kewajiban ----
mereka,sebagaimana.tercantum: didalam Perjanjian ini dan ~~-----
karenanyauInweétorndan/atau-setiap=pihak yang bekerja untuk ---
mereka,. tidak akan mendapat--gangguan dari pihak lain yang -----
Co - -menyatakan mempunyal: hak atau turut mempunyai hak atas --------
seluruh atau:seb;gianadari.Bidang=Tahah. Apabila kemudian -----

ternyata Investor mendapat gangguan dan/atau tuntutan dari ----

pihak manapun-mengenairhal-hal di-atas, -maka 8SYU atas ---------
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f——e———

-t stanggungan ‘dan biaydnya'sendiri secara seketika akan mengambil

~setiap-dan'seruruh"tindaK&ﬂ”yaﬁéidiperlukan agar gangguan —----

-danfdtau-téntutan dimaksud dapat diatdsi/‘digagalkan/ ---------
1

wdiselds&FKdn fdan Perusahaan dapat nenjalankan setiap dan -~----

¢ -t ise lurul Hak ddn“Keéaj%biﬁnyé‘béﬁddé&bkin;Perjanjian ini dengan

. : . . e e e e
R RS F,ab'ai].fk jlime o mgi m m— —mm  ——e Ll e

-r:wLZ;sf.Sepénuhnyw'diMéndérti*ddn diéétﬁ}uﬁ oleh BSU, bahwa selama ----

-.r'"-.

-masa—beriakunya'Perjanjian ihiJHdn/Etau Hasa Pengelolaan dan --
41 penpanjangannya’: BSU tidak akar,'dengan’ cara apapun ----===-===--
{: mengalihkan/menjual/menyewakah Sebagian ‘atau seluruh bidang
«tamah!: yang:mencaklp'Bldang tanah, ;tau membebani Bidang Tanah
:-sebagian'"atauiselurhhnyaﬁgebhbai:tgnggungan/jaminan atas satu
datau’beberapa kewajiban BSU&'étéG'méngalihkan hak-hak BSU -----

{-lainnya-dalamiPerjanjian Kerjdsdma BKI-BIN yang dapat ---------

}a:mengg.amgm,t:er.la‘k:&aﬁa‘hyé"-F’f‘oyék"j“'-’-i«-“--—v—-'~ ---------------------

.m‘312.6.rﬁemberikan bantuan sepenuhnyd kepdda Investor sehingga Hak ----

[ S—

I
| :Guna -*Bangunah dad SertifiKdE“HGB'!akan terus berlaky =--------

-sepanjang ‘Masa Pengelolaan dan-perpanjangannya. Untuk keperluan
adinizdengan ini sec;ra“tegéé‘BSU’mémberi parsetujuannnya kepada
Investor 'untuk ‘merakikan ‘setiap’dan segala tindakan yang ------
dipemlukan«.untuk ‘memperpanyang dtau memperbaharul Sertifikat
“f :HGB . sehingga Sertifikat: HGBdkan' berlaku terus menerus selama

;Masa . Pengelolaan dan perpanjangannya. Apabila di dalam rangka

~¢|: memperpanjang: - 'dari/atalu memperbahdrui Sertifikat HGB ---------

- disyaratkan bantuan Jebih-ilanjut'dari BSU, maka dengan ini dan

sacara -‘tegas BSU memberi‘kewenangan dan Kuasa kepada Investor

;| untuk melakukanibantuar itu, seoldh-olah BSU.sepdiri yang -----

melakukannya; -dan F=#ssemmmmiout il o ..

.- . L2.7--MambantuiednVestor mengupayakan "~din’ berdp&ing/bernegosiasi --

KARAKTERISTIK KONTRAK BUILD ... BHAKTI NUGROHO



ADLN Perpustakaan U?]ﬂ/ersitas Airlangga

Vi - rdenganrDKIsaganslnveston:d&patnmém%eroleh hak dengan sistim ---
et -BQ0 -::'.'.?.51‘:1-1)?1--'1-‘-‘;7“'1'7*‘.7.'"7"7"2""'*‘;‘*(?"“% """""""""""""""""""
.r‘=f7773ﬂ17n17ﬁ7r?+7P73****f=vﬁ79a5&1413 “%‘%“; ------------------------
. I,' e e D 7:‘;"&:".‘;‘,",’"-";’;';PKE““J-LBAH ::IN\(ESIOR: """""""""""""""""
.-| Kewajihan-kewajibar Investor adakah:sebagai berikut: -------==--cuv--
LS.L..Terhitung.sejak-tanggalqditandananganinya PPJB, memberikan ----
¢ -1, |-laporan perkembangan bulanan.r¢monthly progress report) atas ---
oo e PROYRKS s =T e s b st e - B T E R
__;342ﬁLDenganxgmemperhatikan"Ketentuanwdabgm Pasal 6 ayat S, menyusun
,.._,;Jv.adan"menencanakanrGedungrdenganNspesifikasi, fasilitas desain -~
dan arsitektural yang sedapat'mungkin mengakomodasi ----------
kepenéing@n 'BSU,-namun~minimalfsesﬁai dengan Rencana Awal dan
I+, el -pRRLEInany yang; telah: dimikikiBSU %ebag&imana terlgmpir dalam
, ) Lampiran .- L. Perjantlaniwdnbjrmsercoonoocm e o
13.3.wHengupaxakanqaendinilpendanaannuntu? biaya pengurusan =-------

Vov oo o0 eldiatidip,penencanaany pembanganan, pengawasan, bunga, provisi

b .dan.komisl kneditun dam biaya-blaya 'lain yang timbul untuk ----

S ,,y.13ﬂ4-a39¢elathﬁoyeK:selesai; menyerahkan dalam keadaan baik kepada

S0 el o) BSULPor3l.BSY sebagai - kompensasi.-atas Bidang Tanah yang -----
. menupakan-Koatribusi:'BSU dalam ProyeK; —-—--=--=====--==-m---uoon
.‘ 13.5... Hematuhi setiapi:dam:seluruhiketentuan Perjanjian ini dan ------

Ci e .- Ketentuyan:..peraturan:perundang-undangan yang berlaku di dalam
o s z.menjalankan=hakfdan~kewajibannyaWSebhgaimana di rinci di dalam
oo b Rerjanjiancini; k.*.—.r".'.'r‘f-m’-*ﬁhf-“fﬂvr‘-f"; ---------------------
_\413.6;;MenyenahkanuGFA Rors| :BSU dan -membuat serta menandatangani ----
. dokumen serahgterimauataSJGFA.Qonsi:BSU pada Gedung yang akan -

. h.dibangun. tensebut. i mm et m oty ot e oo
7
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T s Ee e PERNYATAAN DAN JANINAN ------=------oommoooo oo
.. v i |-l4.1.:Pernyataan- dan' Jaminan' Investor: -—=------------- e
Lohth o id..Investor menyatakan dan*menjamin’ kepada BSU bahwa: -----=------
v owie omaet ) l4ilil- Investortadalah suétu perseroan terbatas yang didirikan
;buu‘t i} secara sah~méndrut§ketentuan hitkum dan perundangan yang
. berlaku serta telah memiliki ijin-ijin untuk ~---------
Gt meldaksanakah kegiatan usahanya sesuai dengan anggaran -
" T ' !dasar‘ngestorfi--i—--—-----~--————-4 ------------------

A E.ﬂf[ 14:1.2 .PenandatangananPerjanjian ini berhak dan berwenang ---
Gt o et 1ol ocuntukrbertiddak untuk dad atas nama Investor, serta ---

e e owot. e prsetiapidan semua tindakan, prosedur dan langkah yang --
sl it an aeae 0 bediwayibkan dilakukan untuk memperoleh hak dan ---------
t ai: ocensa 1o sfirkewenangan tersebut telah dilakukan sesuai dengan -----

cis e s we o wew oo 7 ketentuan peratiuran perundang-undangan dan anggaran ---

S e w e st [edasanlhvestor ;T Se s smmmeE s e e oo e e

oo o] -14.1.30 Penandatanganan‘Perjanjian maupun dokumen-dokumen lain
I T TR AP -’:yang%dipersyahatxanfdalam Perjanjian ini serta ------~--
-pelaksanaan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian -~
maupun: dokumen-dokumen” lainnya, ?ni tidak menyebabkan
P R «Investormelanggar Retentian huku; dan perundang- -----

. T ... ..
-undangan,: -anggaran dasar 'maupun perjanjian-perjanjian
{

R TR AT ! dimanalinvestor‘menjadi.pihék didalamnya; -------------

. ; ‘ 4:%.4 Perjanjian ini ‘maupun dokumen-doKumen lain yang dibuat
e ~oo ot beberdasarkan Perjanjian ini, setelah ditandatangani oleh
—-penandatangan yang mewakili Investor, merupakan -~-----

f"kewajibaw hukum yang sah'daﬁ mengikat Investor; -------

Dos ot .;w»14J1.5-wIidaKIadanugatant-tuntutan hukum atau perkara baik ---

perdata maupun pidana yang secara material akan -------

. i menggangu:tkemampuan Investor melaksanakan kewajiban ---

TESIS ’ KARAKTERISTIK KONTRAK BUILD ... BHAKTI NUGROHO
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v inaatoaq | ylovestoryberdasarkan Perjanjian ini maupun dokumen-----
i 1| dokumenslain yang dibuatiberdasarkan Perjanjian ini; --

S J14;1;§unSepanjangapelaksanaan»Prbyek yang dilakukan Investor, -

oe=  wby| BSUstidakiakanemendapat:tuntutan dari pihak ketiga ----
wewan ik wilasehubungan’dengan pelaksanaan dari pembaﬁgunan Proyek
cas,to-0) Oleh<Investori-ddn segala biaya, denda, ongkos, --=----

wwezant ) -pengeluaran;tbéban; Kewajiban ganti rugi yang timbul --

satguaumungkin“timbhlitérhadap BSU karena gugatan atau -

sz+a tlatuntutan-ituesepenutinyaimenjadi tanggungan Investor; --

.«} 14:1.7 .Envestor akan.memeruhi.dan melaksanakan Perjanjian ini

R e rﬁ/hdengan itikat bai&, dan setiap perubahan yang mendasar

¢ ~.* .=}.atas.anggaran-<dasan, “Kepengurusan, dan kepemilikan ----

N L IOt p~saham:. padarlinvestor akandiberitahukan kepada BSU dan

!

<v aewe | shalistensebutotidak akan mempengaruhi pelaksanaan hak --

-danv-kewajibannya ‘berdasarkan Perjanjian ini; ----------
..mn,"L44L.8aarnvestonﬁmempunyai kemamptan atau dapat mengupayakan --
<.t | sendipd cpendanaan yang diperlukan untuk kelangsungan --

B T I o B o o s} Y e o B e e e e

-,“LQ;Z Pernyataan:-dan Jaminan BSU imemk—mmm e c e e e e e e

Bsugmehyatakan:danwmehjaminukepadA‘Investor bahwa: =-~~=-=-=--=----
.14.2.1 .BSU.adalah:suatu perserodn terbatas yang didirikan ----

. oot fisecara :sah menurut ketantuan hukum dan perundangan yang

:benlaku serta:telah:memiliki ijin-ijin untuk ----------

woensbomekaksanakans “kegiatan usahanya sesuai dengan anggaran

v b dasar‘BSU;:-—-n-—rrk-f~~~ ------------------------------
14.2.2: Penandatahganan Perjaniian ini berhak dan berwepang ---
i fountuke bertindak - untuk ‘dan-atas nama BSU, serta setiap

owe i og. ) danisemuastindakan, -prosedur  dan langkah yang --------

diwajibkanidikakukan-untukrmemperoleh hak dan ---------
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| kewsnangan tersebut ‘telah dilakukan sesuai dengan =----
:Ketentuan iperaturdn péruﬁdgng-undangan qgn anggaran ---

.dasar-8SU; U U SO UL R U RS P )

14.2.3 ‘Penandatanmgardn Perjanjian maupun dokumen-dokumen lain

-~

. f 'yang dipérsydratkan -dalam Perjanjian ini serta --------

+|ipe¥aksanaah thak ‘dan’KeWwajiban berdasarkan Perjanjian --

: mauﬁuﬁ-d&kUMéandKUMen‘1aiﬁnya, ini tidak menyebabkan -
EBSUf’meianggdﬁ ketentuan hukum dan perundang-undangan,

‘anggaran /ddsar Maupun perjanjian-perjanjian dimana BSU

’ %-medjadTVpihak'didaramnyaf ittt ittt

- 14.2.:4:+Perjanjian ini maupun doKumen-dokumen lain yang dibuat

i,uSerdasarkan Perjanjian ini, setelah ditandatangani oleh
1 penandatangan - yang meWakKili BSU, merupakan Kkewajiban

~F-hukun yang ¢ah dan mengikat :BSU; -------------meeoa—ao-

KR lelA.ZustmTidhkFadangugathn,~tunﬁuﬁad hukum atau perkara baik ---

th

-perdata ‘maupun pidana’ yahg secara material akan -------
- menggangu- kemampuan BSU. melaksanakan kewajiban BSU -=---

-tberdasarkan Perjanjian ini maupun dokumen-dokumen lain

Al Jhyangﬂdibuét berdasarkan Perjanjiah‘ini; ---------------
s 14.2.6 :Bidang' Tahahiadalah  hax dan milik berupa Hak Guna -----
s+ | -Bahgunan: diatas: HPL BSU- yang sah; ======-=-oommemoooo -

14.2.7. Bidang.*. Tanah'atau setiap bangunan atau fasilitas

yang
dibangun -di-atasnya tidak ierlibat di dalam sengketa,

" el tidaksdl dalam status-sitaani dan tidak dijadikan ------
sebagai jaminan dalam bentuk apapun. ==========-ceeoao_

R e D EEEEPTUNE FPTY PP ] S S
-------------- sorrert o eere s == HAK BSU: ~—= o= g = m oo
i, Hak*hah:BSUJ&dalah1sebagaiéberdkubui%%“&---—-;-% ---------------------
I ERN-T Halakukan.pengawasap;tenhadapipelakéanaan:Proyek; -------------
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15.2 Meminta laparan:perkembamgan bulanan (monthly progress report)
i| rserta penjelasanatebiti lanrjut -atas laporan tersebut dari -----
.Inyestqnxdah[&tauLkgn$uhtad pPeNgawads; —=—=—---m-~e—m— e e e
15.3 Memperoleh.danrimenertma-Porsi BSU; —==-=-=----cmommmmm oo

'15.:4 (Benhak. memilikirdanimemanfaatkan.sendiri, —Rorsi BSU; ----------

-.menguasaiebaik :dengan:kapemilikan atau sewa jangka panjaRg 10

Jwbh )y tahunxunbuklseluas;minxmal 40% (empat puluh persen)
\
+.LAdari GFA-atau.seluas 40. ood m2 -(empat puluh ribu meter persegl)

salah-~satu:yang. tenkecxhpfnamun -apabila yang dibangun lebih j--
/
‘badari <L -(satu) -gedung -perkantaran, maka BSU memiliki hak --+---

penaméan atas salah:sdtd?gedungryang dipilih sendiri oleh/-----

Su- '-—'c-r-'-—-r—-—ﬂ'-—\-'——,——'(v\—{—*-,'—--_-t-“; —————————————————————————

15.6 - :Dakam - bhat SUQQOiLiKiingﬁama&aJatas’§édung sesuai ketentuan
-dalauupasalrlSnaykt~5htersebut~diafas maka BSU juga berhak =----

| :nemberikan-masukan-masukan atas konsep gedung yang akan diberi

,namarolehpBSU:'~~-4--1w~1=ﬁ---etf----vﬁ-ﬁ ----------------------
R i b e e i s K Y L ol e e
l: Semrmesge g ey - R - S HAK CINYES TOR - -0~ - - —— e m e c e o e '

-Hak-hak- Investor-adalah.sebagai berikut: o ——
16.1 Henerima. dan msmanfaatkan-Hak:Guna Banguhan atas Bidang Tanah
tselama.Masa Pengelolaan atau~p¢npanjangannya sesuai -----=-----
dengan.kebijakan Investor; =----p--g-----------oooooemee oo
16.2-vMerubahy'menambah,‘mengemba%gkan'desain, arsitektural maupun --
| peruntukan Gedung; «“m=mrsdmshmmomoomomam oo

16.3 Menunjuk:Kontraktor, -arsitek, konsultan maupun ahli-ahli yang -
| akaniterlibat-dalam Proyek; ------- e et e L DL L PP e
16.4 Memohon dansmemperolehtpérpahjahganlatau pembaharuan atas -----

1iSertip&kat>HGB=sahingga&akannterus‘bénlaku sepanjang Masa -----
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:l pengelolaan-dan- perpanjangannya; =-=--=g-ossooos-ossssoomoeoss

-16.5 - Membebani/menjaminkan Sertifikat HﬂSRS diatas Bidang Tanah ----

.(setelah dikurangi: Porsi 8SU) dengan satu atau beberapa Hak ---

“1in faTanggungan untuk ‘kepentingan satu atau lebih bank dan/atau ----

-¢ lembaga Keuangan ‘dan/atau pihak-lainnys, di mana dana yang ---

s v luditerimaidari bank/lembaga kewangan/pihak lainnya tersebut ----

-!-16.6 Hemilikindaﬂ=mehanfaatkaniGFA Gedung setelah dikurangi dengan -

. «‘ Porsi BSU; ‘--—-z-—.--.«--t~-;----‘—--—'—-:'—---~—~--‘ ——————————————————————

G e .«:ul déu]u,Helakukanrbresale:danzmarketing mulai sejak berakhirnya Periode

TESIS

it l D

VRS

Tnvestor- akan diwajibkan untuk memulai pelaksanaan kewajibannya

. 1Z7.3. .1jin=-ijin telah:diperoleh.

: T pPenelitiam sebagaimana-:dimaksud dalam Pasal 7.1 Perjanjian 1ini

]

atau’§eLambat~1ambatnyasberSamaaﬁ-éengan ground breaking ------

—m—=mmrem—e—mw—m = ~——=r<~-=-Pgsal. 117

—=mmm-mm-m==-==m--=m-= PERSYARATAN- PELAKSANAAN ——-——=-=--oomommeooaoe

berdasarkan Perjanjian ini, hanya satelah :

- — - - — - —— - —— ———— " ———

17 .1: -.\BSU memenuhi: setiap. kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 2 -

c1. o) Perjanjian ini; =F=rr---mmmmme-- e i bt

17.2 Persetujuan  DKI atas tujuan»dariuPerjanjién ini, sudah

.diparoleh atau pernyataan dari-8SU yang menyatakan bahwa -=-----

<1+ persetujuan DKI semacam:itu tidak: diperlukan;

bk S E b E Bttt Pasali-18 ------=~-- ———————— et b
r"‘.-"'-"»-..-.',""-'.--:.r-‘_r. ------- ==-= (ASURANSI B hiibedndntnindedadededd e b

18.1 Investor -wajib mengasuransikan Proyek ini pada suatu atau

- ——— - ——— > —

(ubeberapa.perusahaan asuransi yang bonafide;

- - -

Vi Plkenhitung;lsaatgdimulainya~pekerjaan~fis{k pembangunan Gedung;

18.2 Asuransi.tersebut pada Pasal 18.1 di atas,kajib'ditutup,

KARAKTERISTIK KONTRAK BUILD ... ' BHAKTI NUGROHO
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-{ 18.3. Setiap asuyransi sebagaimana-‘dimaksud Pasal 18.1 di atas adalah

“: . uatuk :semua resikos(atl-risk) -dan.tarmasuk asuransi resiko ----

| 1teghddap.pihak Ketiga i¢third iparty liabilities) dan nilainya --

- sesuai:dengan Ketemwtuanrsebagaimana . ditentukan oleh Penilai ---

ok rdagbigakbu ke Wak by e s S e e e e e

S R rnlaaAanrgmﬁ'a&unan$ﬁnsebagaimanandimaksud Pasal 18.1 di atas -=-------

A

-| -sepenuhnya ! menjadi+tanggungan:knvestor, namun menjadi bagian

c.tat = of-dari aTotak:Biaya Rembangumany i-=g=-a-====-m-mmsmmmmemom oo

C e »l-l&.5~ Dalam ‘hal. terjadinya reslko,-imaka:-dana yang diperoleh dari ---

18.6

)} -hasil..klaim asuransi, hacus-dipergunakan untuk memperbaiki/ --

" membangun kembali Gedung-sahinggaKeadaan Gedung dapat —--------
“ -

dipulihkan <kembali:imenjadi ikeadaan sebelumnya terjadinya ----- -

resikosy mr—-m—r--S—mr—anTosEAEA—E oo oo

-Apablla.wdidalam;menjalankan hak -dan kewajibannya sebagaimana

anrie dirincivididalam Perjanjtan-ini, ternyata -Investor memintakan --

LIS PR

it l il

‘| -fasilitas - keuangan. dari-pihak-bank dan/atau lembaga ' Keuangan

v 4.mensyaratkan bahwa setiaprdaniseluruh polis asuransi --=--=--~--
| sebagaimana dimaksud Pasal.li.ini-dialihkan kepada mereka atau

slimemuat.-klausulas banki {banker :clause), maka BSU dan Investor ---

dengan -ini:secara tegas menyetujui agar setiap dan seluruh --

«1:}- pokis :asuransi~dimaksud.-ditalihkan haknya kepada bank dan/atau

1embaga-keuaﬁgan~dimaksud~dan/atau memuat klausula bank -------
- (bankeneclause),-dengan-Ketentuan pengalihan hak atas polis ---
asuransi-dan/atau. pencantuman:ktausula bank (banker clause) ---

dimaksud--tidak-akan-mengurangi-hak dan kewajiban Investor ----

sebagaimanaidirinci:di dalam-Perjanjian ini. ~~---c--vomoeeaa-

.‘L--.--rP.:ﬂ-i'.~;~i-.7::f-.'ﬁ::l.PERISTAINA'; CIDERA -JANIL INVESTOR ------=-======-=-=

TESIS

KARAKTERISTIK KONTRAK BUILD ... BHAKTI NUGROHO
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P 19.1 Kejadian~kejadian:sebagaimand dirinci di bawah ini, secara

| selanjutnya disebut- “Peristiwa Cidera Janji Investor™:

-

?uf}

|
1

l

.da

-

“

A :
[ARIME R &

:b..E

--Penundaan-Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

..0inyatakan lalai '‘oleh :Kreditur berdasarkan perjanjian

ADLN Perpustakaan Urhersitas Airlangga

| .bersama-sama maupun masing-masing‘secara terpisah sendiri, untuk

- - - - — -

-Investor belum memulai-pembangudan Proyek lebih dari 15 (lima

belas) bulan terhitung seiak“Tddggalesfektif: ---------------
Sampai jangka:waktu' 45 (empat.puluh lima) bulan sejak Tanggal
Efektif, Proyek belum selesal {f=——=----mmmmmommmm e
Kelalaian.Investor untuR menatup asuransi sebagaimana

dimaksud Pasal 11 Perjanjian ini;

slnvestor lalai:mélaksanakan kewajiban lainnya berdasarkan ---

RPerjanjian ini;:

e 8 an = e e i o e e e e v = = = A - = = - = —— —

Investor dinyatakan pailit'atau mengajukan Pemohonan

. Pernyataan.dan Jaminan'Investor:ternyata tidak benar dan ----

< menyesatkan; ==-—ms=e-o--- R et e R

- - ————

pembiayaan antara Investor dengan kreditur sehubungan dengan

Proyek.:

- -y et e e i e T > o D - - - " —— ~ W = - - —

19.2 .Apabila .satu-xataﬁ'.beberapa Peristiwa Cidera Janji Investor

TESIS

Ju v

ﬂdi

.sebagaimana:- dirinci ‘Ayat 19.1. di atas terjadi, maka

memberi- peringatan secara:tertulis kepada Investor untuk

atas wajib:dilakukau:sebanyak-3 (tiga) kali berturut-turu

|- masing-masing *peringataniberlakiipaling sedikit untuk 1

.dilewati

tidak

BSU wajib

memperbaiki atau memulihkan kejadian dimaksud. Peringatan di ---

f-

yang

{(satu)

bulan. Apabila. jangka:wakturketiga peringatan tersebut telah

sedangkan. ‘menurut pertimbangan BSU sendiri Investor

atau .belum:memulihkan Peristiwa,Cidera
' |

Janji Investor,

ﬁmaka.BSU.benhakamélakukanztindakanaseﬁagaimana diatur Pasal 19.3

bawghsinj;iysp'§r5-45+a4_45gs-,4; ............................

t
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iy 139 .3 -diatas;dan-Rasal 7.7 .cyiRara.Pithak secara tegas ------~-----
I =mehgesampingk3n-ketentuanJKaIimat=kedua dan ketiga dari -------- _
(el 'ﬁnaéal41266;~KixabzmUndannghdanguH0k§m Perdata. ---------=--~---
|. R R b FEL T ELL PELTEL L EERSELE LEEEN B L e e e e et L e LRt
o “nil{“ﬁ?ﬁ':*m;:rnﬁrﬁnm—fﬁPERISTIWQ CIDERA:JANJE BSU . -=-----—--omommmmoo oo
. 20.1 Kejadianfkejadianqsebagaimana:dininci~di bawah ini, secara -----

TESIS

ADLN Perpustakaan Unégrsitas' Airlangga

19.3.Dalam thal ‘terjgdinya rkejadian vsebagaimana. dimakstd Pasal 19.2 di

+ ¢ |1atas, simaka BSU.dapatumemutuskan:Perjanjian ini, dan pemutuéan

cvand of- dlmaksud- harusidilakukan:secaras tertulis dan diberitahukan -----

’
Kapadainyestor; =y =Ty kg S s o s s oo e

-19:4. Untuk.maksud.pemutusan Parjanjian-ini sebagaimana dimaksud Pasal

~

ubersamarsamarmaupunvmasingﬁmasingnSegara terpisah sendiri, untuk
‘selanjutnya disebut«"Peristiwa:Cidera Janji BSU™; --~=--=—------

a.-BSU.-lalai menyerahkan -asli-Sertifikat HGB dan menandatangani

- 1ua| PRJIB-sesuai- ketentuan Pasal” 4 Ferjanjian ini; ---------------

v]eb +BSU (lalai ‘melaksanakan tkewajiban-BSU lainnya dalam Perjanjian

tCc..BSU i-dinyatakan :-pailit: atauv'mengajukan Pemohonan Penundaan
+ i § Kewajibam Pembayaran: Utang (PKPY); =-----mmmmwomomoomoo oo

+d.:Pernyataan: dan .Jaminan:.BSU ternyata tidak benar dan ------~--

: ‘i-ZO-Z Qpabila: -Peristiwa. -CideraiJanji+«DKlisebagaimana dirinci Pasal

2001 ydi;atasixerjadi;;makasinvestcr-secara tertulis wajib -----
:memberi -t pemberitahuan Kepada-BSU: uhtuk memperbaiki atau -------
ymemulihkan: kejadian dimaksud.:Pemberitahuan di atas wajib ------

dilakukan:sebanyak: 3 {tiga). kali-berturut-turut, vang masing- --

--.masing'gpeﬁberdtahuangberﬂaku~efektif paling sedikit untuk L ---

n.{satu)obulan.»Apabila> jangkar waktur pemberitahuan ketiga =--------

. tersebutr telah dilewati- sedangkan-menurut pertimbangan Investor

KARAKTERISTIK KONTRAK BUILD ... - BHAKTI NUGROHO
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- melakukan tindakan sébagaimana~diatur di dalam Ayat 20.3 di ----
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S

sendiri BSYU tidak atau belum memenuhi kewajibannya untuk ------

- memperbaiki-atau-memulihkan kejadian, maka Investor berhak -----

.

. baWah‘: ini e ORISR SPUERTHPY S UL PR AL X SpUUpEERI B

Dalam- hal terjadinya‘kejadian sébigaimama dimaksud Pasal 20.2 di
atas,. maka- Investor dapat memutuskan Perjénjian ini dan ---~----
-pemutusan-dimaksud'-harusrdildkukan secara tertulis dan ---------

diberitahukan Kepada BSU; === - edd oo oo

ot | 120.4 - Untuk maksud pemutusad Perjanjianiini sebagaimana dimaksud Pasal

l

o

o s

TESIS

it

211

21.2

21.3

.20¢3.di" dtas; Para Pihak ‘secara tegas mengesampingkan ketentuan
-Kalimat Kkedua dan ‘'ketida-ddri Pasal 1266 Kitab Undang-Undang

4
‘Hukum;Perdata-sebagai tidak berlaku. --=====-----omcommoea o

Daltam hall teryadinya peristiwa cidera janji yang diikuti oleh --

- pemutusan Cerjanjian-ini sebagaimana dimaksud Pasal 19 atau ~---

Pasal 20 -di -atas, -maka BSU dan Investor setuju dan karenanya ---
mengikatkan :«dirlt : untuk melakukan perhitungan mengenai nilai
pekerjaan yang'telih dilakukan oleh Investor hingga tanggal ----

efektif pemutusan Perjanjian ini sebagaimana dimaksud Pasal 19.3

atau-Pasal 20.3°di atas; —--=-------mommooeemm e

Pelaksanaan :perhitungan dimaksud akan dilakukan oleh Penilai.:

Oalam.hal~P;ra Pihak tidak'dapat mencapai mufakat dalam memilih
Penilai - dimakstd'di datam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender
tarhitung tangga&-éfektiflpemytusan Perjanjian ini, maka Penilai
tersebut akan«dipilih/ditunjuk cleh Ketua BANI atas permintaan
tertulis#dari-Para'Pihak~secafa bersama;sama, atau oleh BSU atau

~Investor.'secara: séndiri=sendif{; =—=---=m-=ommmmmmomee
)

Penilai -akan.mélakukat perildian-sesuai dengan prinsip-prinsip

—
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penilaian,. yang bériaku di indonesia dengan metode historical
_vgpstiarbasis-terhadap:mnii?i:pekehjaan, pengembangan dan --—-----
.pembéugumgn,yanénxelah dilakukaniihvgstor berdasarkan Perjanjian
. Ini .hingga-xanggal.efektif'pemutusén-Perjanjian.ini{ dan =------

- :meléporkannya~kepadagParalPihak sécara’ teprtulis. =—-——-=—=—m-=eo-

.ot 1. |:21.4.0alam.hal penutusan:Perjanjian inisakibat Peristiwa Cidera janji

TESIS

. .. }:Investor ;. maka -dalam ;waktu:7s:¢tujuh) har{ kalender setelah

tanggal -penerimaan.laporan -téftulis'-.Penilai, maka: =--=v=--~----

.2L.4.1. Investor wajlb .dan’B3V.berhak.dalam waktu & {enam) -----

i

. bulanduntukimencarb.dan<menunjuk pihak ketiga untuk ----

‘.Lmqlanjutkanuunroyék;wengg&ntikan posisi Investor. -----

.7}, Pihak «*pengganti ilnvestor:itesebut akan membayar kepada -

- iYang s mungkin-diperoleh Investor. iApabila dalam jangka

+Maktu.tersebut diatasi tidak: diparoleh investor —-=-------

..plhak -lain untuk mengambilalih Proyek dengan nilai -----

.. |-penggantian sebesari-70% (tujuh puluh persen) dari nilai

-:yangftercanium‘dalam’laporan Penil#i sebagaimana --~----
dimaksud dalam Pasal-2l:ayat 3. —-f; --------------------
Setiap:.pembayaran yang diterima oleh Investor dari -----

- Investor baru-atau BSU, pertama‘ttama harus digunakan —--
-untuk. melunasi.kewajiban-kXewajiban Investor kepada pihak

.ketiga-berkaitanudeNgan.Proyek, termasuk namun tidak ---

|- terbatas:kepada: kreditur. =>-=v=-----emomomo e

) ,Investorpwajib menryerahkan Xepada BSU seluruh Proyek ---

_dalaw,keadaan.bersihutidikJterbébani dengan kewajiban--

kewajiban-kepada .pihak:ketiga:dan menyerahkan hak-hak --

-atas.Bidang:fanahssertatasli Sertifikat HGB atau -------

KARAKTERISTIK KONTRAK BUILD ... BHAKTI NUGROHO
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<Sertipikat: HMSRS sérta'menandatangani dokumen-dokumen --

<|»yang diperlukan untuk sahnya|pengalihan tersebut; ------

sditunjuk’ pihak bengganticihvrstor maka Investor wajib --
membayar’ Kkepada B8SU; denda sebasar 6% (enam persen) --
! pertahun dihitung dari nilai-awal Bidang Tanah ---------

|
1gebagaimana -diatur--dalam Pasal 9.1.2. -==-==--=------

v+« - }s21:5~Dalam-hal-pemutusan-Perjanjidn ini”akibat Peristiwa Cidera janji

Tt NI (AN

1ot }.-BSU-makavdalam 'waktu'7-'(tujuh) 'hari kalender setelah tanggal ---

i

vpenerimaan laporan-tertulis-Periltai,;maka: ----------------m-—-

caarvi ana:e r3a2l:524- fApabilazakibat pemutusancPerjanjian ini Investor masih -
¢ A

EEPS EAREE

. }:dapat-neneruskan Proyek; -maka Investor berhak untuk ---

i+ fsterussmenarfuskan:Proyeki namun Porsi BSU akan dikurangi

»gebesartblaya~bidya yang-harus ditanggung oleh Investor,

t -baik:-Karenastartundanyaspelaksanaan Proyek, biaya -----

] .

“=| htukumndan-pengadilan, ‘bunga atau denda dan lain-lain ---

:}ryangtimbul akitat “Peristiwa Cidera Janji BSU; --------

- -21c5.2+:Apabi'td akibat pemutusan.Perjanjian ini Investor tidak

P

Trelrer,

6 dapatnmetaﬁjUtKan Rroyek, maka Investor akan -----------

mengembalikdnikepada 'BSU+hak-hak atas Bidang Tanah serta

-asli Sertifikat HG8 -serta‘menandatangani dokumen-dokumen

:n| wyang diperiukan:untuk sahanZpengglihan Bidang Tanah ---

\ .tersebut sedangkan BSU ‘wajib .mengganti kerugian kepada -

1t ~Investor.sebesarnilair: yang tercantum dalam laporan --

- Penital ditambah .denda sebesar 30% (tiga puluh persen).

|t 21.6 Pembayaran wganti kerugian-sebagaimana dimaksud Pasal 2zl1.4 dan

TESIS

21 .S (diatas :sepenuhnya-..haruz dikaksanakan oleh Pihak yang lalai,

paling «kambat dtdatamtﬁdn@kaguaktdisq (tiga puluh) hari kalender

‘b terhitung -tanggal diterimanya laporan Penilai dimaksud di atas.
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1. | Keterlambatani pelaksanaan.pembayaran ini akan mengakibatkan ----
Gt édénda.uaketenlambatanJpnmﬁayaranwyang harus ditanggung dan -----
C . uneisaio:of dibayarkan-olehi.Pihak: yangilalad: yang beéarnya adalah 130 ------

- -«?=-}Ksatu.Qpéfﬁfl)%dariﬁjbmlaﬁ'séiu;uhlganti kerugian yang harus ---

"'dibayarkan;uuhtuk setiap!hari~keter{ambatan'membayir. ----------

; l; f'f".-‘»l’?"."-‘?'."'."":'."-:""7'T".‘-"""'"T.‘"'-?"."PH.S‘&l! 22 mtmmmmm e
A ??'7-'rnf¢?r“r-w-*---f”*-?fFORCE;HRJEURE e e e et b
ulxtrti'i\ézzlspara )Pihakasecara#beréama*sama haupun masing-masing sendiri, --

:i. ) tidak: akanibertanggung!jawab-atat”dituntut untuk bertanggung --

—_—

jawab. atas setiap:-keterlambatantatau kegagalan untuk memenuhi

st o, o iiai | suatul cataurbeberapackewajibahnyaisebagaimana dirinci di dalan

¢

iia oz =Perjaﬁjfan ~inis apabilasketerlambatan atau kegagalan tersebut

,._
-~

:diakibatkan: "oleh Kajadian?étauxperistiwa yang secara layak dan
RO T e,=patutxtidak«dapatidihindaakaé/dielakkan atau berada.di luar ----
cad e o carie; | tkemampuan:i merskanauntukimenghindarxan kejadian atau peristiwa .
fi v 2w . .3J)) tersebut("Force. Hajeure®). Kejadizn atau peristiwa dimaksud,---
Svio o sani. s b-termasuk tetapi tidakliterbatas padz kKecelakaan, pérbuatan Tuhan, -
i vt p:hurushanra,epidemi, kebakaranj.Banjir, ledakan, pemogokan uhUm,
€ [ ‘perang,perubahan.peraturan perund:ng-undangan, tindakan -------

. Pemerintah;~:jatuhnya kapal:terbanc, kekacauan sosial, bencana

alam; rrr@=mmmm e St it S
w1 oot o]a22.2:Dalam Hatrternjadinya isuatu:atauibeserapa kejadian atau peristiwa
-] sebagaimana:dimaksud Pasalii22.1 di atas,'Péra Pihak secara -----
bersama=samai;:maupun:masing-masing' sendiri, dengan dilandasi
o . itikad .baik-akanr.melakukamw setiap dan seluruh upaya dan usaha
-ﬁsemaksimah;rmungkin'agar'kejadian'atau peristiwa tersebut dapat

dihindarkan/berakhir- atau-paling'sedikit akibat dari kejadian

G uuatauﬁupgnistiwandimaksudJﬁitehén-zenjadi'seminimal/sesingkat —-—-

< mURgKI ML mmre e e e e e e e e e e et e e e
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cmemrmm - PENGALIHAN HAK DAN' XEWAJIBAN ---—=--==---=-=oooo-

..Kecuali.sebagaimana ‘diperbolehkan oleh ketentuan peraturan perundang-

ngan yang berlaku-'dan untuk.kepentingan penjualan strata; masing-

ng .pihak,tidak.akan mengalihkaa-atau?menindahkan setiap dan ----

1 .seluruh _hak: dan. kewajibannya sebagaimana dirinci didalam Perjanjian

tanpa persetujuaqwtertulis terlebih: dahulu dari pihak lainnya. --

-,7_-'-,-.----:._--:-vr.--f,-.'.vr.--P.P-:t----Pasal"Zli I e e e e e e m

24.1 Perjanjian ini-dibuat berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara

24.2

-Republik Indonesia;-~—~---~v-+ﬂ--4--j ---------------------------
.Secara . Berkala,:Para WPihak akan-berﬁemu untuk membahas -~-------
,pelakﬁanaan pekerjaan berdasarkan‘Perjanjian ini dan akan ------
melakukan upaya.-apapununtuk .menyelesaikan secara damai --------

. perselisihan yang . terjadi 'diantara*Para Pihak; ------—-~=-----

Setiap perselisihan yandg mungkin timbul sebagai akibat ---------

Perjanjian ini dan/atau-pelaksanaannya dan/atau pengakhirannya/-

berakhirnya.yang tidak dapat'diselesaikan oleh Para Pihak secara

- musyawarah, akan diselesaikan oleh suatu Arbitrasi yang akan ---

.melakukan tugasnya sesuai dengan Peraturan Arbitrasi dari BANI
- vang berlaku-pada saat:terjadinya perselisihan, dan oleh ------
.Karenanya OKI dan Perusahaan¢secara tegas setuju dan mupakat ---
bahwa,tidak -ada.badan/peradilan/ipengadilan lain yang berwgnang
-untuk..-memeriksa- dan: menyelesaikan perselisihan tersebut selain

Arbitrasi dimaksud; =mo=mmmmdm e

Apabila di dalam.jangka waktu d4i:(empat belas) hari kalender ---

.-3etelah. salah satu:Pihak;menyatakanﬂm!ksudnya secara tertulis --

uatuk menyampaikan perscalan tefsebdt {kepada Arbitrasi dan -~----

Para .Bihak tidak mupakattdengan'adanyé arbitrator tunggal, nmaka
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rdipbiht darii-paratarbitratar.anggota BANI.:
. :afbitratqn:.ketig& ~yang dkan'bertindak sebagai ketua
;f:dhbiﬁcasih Apabila - Kedua arbihﬂatdritersebut tidak dapat

;-pemikihan;katua,akan-diLakukanwoiethétué BANI.

| terhitung -tanggal 'pemilihanfpengangkatan arbitrator yang

- terakhir.

memuat -segaldihalrhal-yang.menjadi-dasar dari Keputusan

-keputuaanaudimaksud».akanzdilaksauakan dengan bantuan

Y .
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Arbitrasi akan.terdiri dari-3 .(tiga) orang arbitrater, yang ----
Hasing-masing Pihak
.akap'memilih/mengangkat sSeorang %nbitratof, dan kedua arbitrator
~yang dipilih/diangkat; tersebut-akan memilih/ mengangkét seorang

-|. mencapai  kata mufakat mengenai ipemilihan ketua dimaksud, naka

v > - - ——————

Pemilihanlpengangkatdn . sket¥didinaksud sudah harus diselesaikan

B

paliingilamhab:dalam waktu :24:(empat belas) hari kalender

Dalam hal satu.atauiidua pihak telah

—— et e ——

memh&ihl:mengangkat arbitratornya ‘sedangkan pihak yang lain ---

-Yalai ruptulcimenilih/mengangkat arbitrator dipihaknya dalam S

.. waktu « k4 ofempat belas) hari -kalended setelah pengangkatan ----

arbitnatan dimaksud,.-maka arbitrator yang telah dipilih/diangkat

.tensebuh;akan:merubakan~ﬂnb&tnasi‘yang berhak untuk memeriksa --

Arbitrasi-akan diselenggarakan-di Jakarta, kecuali Para Pihak --
sacara,mupakat:dan..tertulis menyetujui tempat lain dengan ------
ketentuap:harus di-dalam-wilayah-hukum Republik Indonesia, -----

dengan- mempergunakan Bahasai dan -‘Hukum Indonesia;

Arbitrasi-akan:menetapkan Keputusannya  secara tertulis dan -----

tersebut; Keputusan-mana-adalah:merupakan Keputusan akhir vyang

mengikati «(finalidan:binding): danikarenanya Para Pihak berjaniji

{ .dam.mengikatkan diri.untuk tunduk; mematuhi dan melaksanakan ---

-képutusan tersebut,dan-apabila-diperlukan, pelaksanaan dari ---

- - - —
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‘ Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu; =--==-=---=-------- .

24.7 Biaya-biaya vyang dikeluarkan untuk kepentingan penyelenggaraan

Arbitrasi; masing-masing akan ditanggung oieh masing-masing ----

Pihak untuk‘bagian ydng’samaj ==-=-=---- ittt ittt

| 24.8 ‘Untuk-kepentingan Para Pihak sebagaimana diatur di dalam -------
1‘ .

-perjanjian ini, serta untuk Kkepentingan pelaksanaan Kkeputusan
Arbitrasi - dimaksud Pasal 24 ini, maka Para Pihak setuju dan
‘mufakat- dan KAEenanya“memilih.domisili hukum mereka yang tetap

dan- " tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri ----

-Jakarta Selatan di Jakarfa. =-=<-===-====-mmmmooooomaooe
AT S & Bacint = Bdeal.25 ———~--- & "Wttt
--------------------------- PEHBERITAHUAN —=-===== oo e e e e

25.1 Setiap pembéritahuan, surat-menyurat, tawaran, permintaan, -----

parsétujian.dan -lain sebagainya sehubungaﬁ dengan Perjanjian {ni
(selanjutnya disebut sebagai "Pemberitahugn”) akan dilakukan -—-
secara .tertulis dan pelaksanaannya_wajig dilaksanakan ‘secar;
langsung, ' dengan telefax atau dengaﬁ pos tercatat Kkhusus vyang
seluruh»biayanya~telah dibayar terlebih dahulu oleh si pengirinm.
Segala Pemberitahuan dialamatkan kepada alamat sebagaimaﬁa -----

tercantum pada-Pasal 25.2 di bawah ini, atau alamat lain yang --

telah diberitahukan oleh pihak yang .berkepentingan kepada pihak

yang lain sesual dengan Xetentuan Pazal 25.2 di bawah ini ; ----

25.2 Segala pemberitahuan menurut Perjanjian ini dianggap telah -----

dikirimkan dan diterima oleh masing-masing Pihak bila =—-=--=-----
disampaikan ke alamat sebagai berikut: =—-—==—=--we-cemmceamauaaon

(1) PT BAKRIE SWASAKTI UTAHA —==-=-=-=mmmmm oo

I Alamat : Lantai Dasar Podiup Utara, =---==-=====-=--
- Komplek Apartemen Taman Rasuna, -======----

-Jalan H.R. Rasuna Said, -----=---==v-u-uu--
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O D NN .
.Telephon. .. = :-(021) B8305Q1Ll. =======—=—m—wo—me e %
s dofarinile oo, p (021), 8305012 rem---mmmmommmoooeoooooooooo
I (ii).PT.BIRU, SEHESTA, ALAH, 7= —~5Tsr——=========meom oo oo
r Alamat. .. Graha.Pratama.Lantai 15, ~~-—~;f -----------
i mariee 4ae Jalan.HT. Haryoto Kav. 15 R i
Ciyen seroae -~ iJakartaySelatan. S E
. ,;;glgphqn... 2..(Q21)..83709477/78. -======v==mmmomm e
, .t Faximile .5, - 3:(021),83709479 [rzmmmmme oo /

e

Setiap.perpindahan“alqmatnwaiib;dLbeﬁitahukan secara tertulis --

_kepada.pihak kainpyapselambatslambatnya 7 (tujuh) hari kalender 5

sejalk’:saat kepindahan. tersebyt.pmmd-S=-m--smosomooomm oo
STTETTR R TR TIn ey Ty ~Rasal 26 e é
TeTTTITITITIT IR KETENTUANSKETENTUAN LAIN —--=-==-=-mommeomeee

26.1 Rerjqniiaquqi[beﬁquu,sejaquitandaﬁangani, apabila selama ~----
benLQKunya,Eenjanjianiiniuterdapdt.pasal atau pasal-pasal yang -
menjadi tidak .sah karena HuKum,‘tidak dapat dilaksanakan atau ~;
bertantangan depgan ketentuan, penundangan yang berlaku =--------

di wilayah.hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya -------- -

- dipengerti,dan,disetujui oleh.Para.Pihak bahwa pasal atau pasal-

T TR

pasal yang,tidak.sah, tidakidapat dilaksanakan atau pasal -
'(atgu,pasaLTpasal)zyang;ber;entangan.dengan ketentuan ---=-------
perqndang#nztansebgt}tidakﬂmgngakibatkan berakhirnya Perjanjian
ini .dan Karepanya .pasal-pasal.yang.lain masih ?etap berlaku dan
menglkat Para Pihak danm:Para,Pihak.sepakat untuk mencari ------- 3

alternatif penyelesaian yang:.secara komersial sama atau --------

setidaknya segypa; s--=rms-TI-rorgSmoTIooTosssssosoossom—mo—ooos

l 26.2 Hal=ha) ,yang tidak diatur.atau.tidak cukup diatur di dalam -----

l Parjanjian ini akan diatur.oleh.para pihak kemudian di dalam ---
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O A e e e

suatu. atau beberapa:perjanjian:khusus yang merupakan tambahan

B

. dan bagian-yaang integral.dan tidak-terpisahkan dari ---=--==----- :
Perjaqiian inly ~==—----oommm- ——bmmmmm e 7------7-——------;f—;-- £

S u26;3,Repjanjian;;ni=merupakan’telah'memuat keseluruhan kesepakatan --
ESESun ? tuixsk§53§"éibuéi-§éﬁélum tanggal PerJaanan ini ----- H

secara tegas dxnyatakan oleh Para Pihak, telah berakhlr dan -

karenanya tidak mengikat Para Pihak. =============-=-maeaoaoooo

- Para penghadap masing-masing memperkenalkan dirinya kepada saya, --

Notaris., =~===-=s=——mom o e e e s mm s e o

TR

------------------------ DEHMIKIANLAH AKTA INI ======-==oommmommmemn
-0ibuat saBagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan --

tanggal tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh : -===~----- |

S

1. Tuan SUTRIANA, Lahir di Yogyakarta, pada tanggal tiga Oesember --—-

seribu sembilan ratus enam puluh tiga ( 3-12-1963 ), bertempat ---
tinggal di Kotamadya Tangerang, Kecamatan Ciledug, Kelurahan -----
Paninggilan Utara, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 08, setempat ---

dikenal dengan Paninggilan Utara, =--====-===mcmmmemmmmmmmommeoeee

- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 32.75.06.1008.03034, -------

R T Y R R IR R AT

- untuk sementara berada di Jakarta. ---------=--mmmommmmmmeee oo
2. Tuan HUHAHMAD ALI BARMANSJAH, Lahir di Jakarta, pada tanggal tiga-
belas Juli seribu sembilan ratus enam puluh tujuh ( 13-751967 ) -

bertempat tinggal di Jakarta Timur, Kecamatan Duren Sawit, =-------

Kelurahan Pondok.Bambu, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, =----- g
setempat ‘dikenal dengan Jalan Utama I nomor 8, Pondok Bambu, ----- §
- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5407.130767.0018, -==---=- 5;
kedug-duanya sebagai saks{-saksi. =====vmmwecmmmmae o fé

‘-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para ---

TSI

penghadap, dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para --
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ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
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